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Sekapur Sirih Penulis

Pemungutan suara adalah sebuah institusi dasar bagi mas-
yarakat yang demokratis. Oleh karena itu, perhatian pada pemi-
lih dan perilaku pemilih dalam pemungutan suara meningkat 
sejalan dengan keberhasilan demokrasi di Eropa dan Negara 
barat lainnya sejak abad 19 hingga abad 21. Partai-partai politik 
di Eropa merupakan produk dari konflik-konflik dalam mas-
yarakat selama masa revolusi industry dan proses pemben-
tukan bangsa sejak abad ke 19. Di Indonesia semenjak refor-
masi 1998 perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi 
semakin meningkat dengan adanya perubahan paradigm dari 
sistem pemilihan melalui perwakilan menjadi pemilihan secara 
langsung. Buku ini merupakan kesempatan untuk mempela-
jari apa yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan kontek 
politik lokal di Indonesia.

Dengan selesainya buku ini, Alhamdulillah penulis men-
gucapkan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat 
dari Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, ruang 
dan waktu, pemikiran dan kesehatan hingga buku ini sampai 
ditangan pembaca yang budiman.

Pada kesempatan ini penulis ingin ucapan terimakasih ke-
pada Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si dosen IPDN Jatinangor 
dan sebagai dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan 
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Di tengah kesi-
bukan yang terbilang luar biasa, prof Sadu Wasistiono masih 
menyisihkan waktunya untuk menulis dan menyelesaikan Kata 
Pengantar buku ini. Tidak terbantahkan, pengantar yang ditu-
lis memberikan bobot tersendiri pada buku ini. Terimakasih 
juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ali Embi atas pemikirann-
ya dalam memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian 
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disertasi penulis, yang kemudian dari naskah tesis tersebut ter-
inspirasi menjadi buku yang ada ditangan pembaca. Kepada 
semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis 
juga mengucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungan-
nya.

Terakhir, sosok yang luar biasa yang selalu menjadi ba-
gian hidup penulis ialah ayahnda H. Rusli Hamzah (alm) dan 
Ibunda Hj. Rosma, terimakasih atas didikan, bimbingan dan 
doa yang berikan. Hal yang sama juga disampaikan kepada 
semua keluarga Kakak dan Adik penulis. Kepada isteri penu-
lis Dewi Suryani, S.Pd dan ananda Puan Putri Muthia, teri-
makasih atas segala pengertian dan pengorbannya selama ini. 
Wassalam …

Pekanbaru, 26 Juni 2016 
                     21 Ramadhan 1437 H

Dr. H. Syafhendry, M.Si  
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Kata Pengantar

Pada negara demokrasi dikenal adagium “Vox Populi 
– Vox Dei”, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. 
Demikian berharga dan sucinya suara rakyat sehingga perlu 
dihormati, karena suara rakyat akan menentukan masa de-
pan bangsa. Suara rakyat akan menentukan siapa wakil-wakil 
rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di parlemen 
maupun pada saat menentukan siapa yang akan duduk pada 
tampuk pimpinan pemerintahan untuk kurun waktu tertentu.

Adagium tersebut berlaku pada negara demokrasi dengan 
masyarakat berpendidikan tinggi serta memiliki pendapatan 
perkapita yang masuk kategori kelas menengah ke atas. Pada 
negara demokrasi berpendidikan rendah dan berpendapatan 
terbatas, suara rakyat seringkali dimanipulasi oleh para elit 
politik maupun elit pemerintahan. Rakyat dengan mudah di-
manipulasi untuk memilih tokoh-tokoh yang berparas tampan, 
atau tokoh selebriti karena sering muncul di televisi. Rakyat 
dengan kondisi semacam itu akan mudah digiring dengan isyu-
isyu bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), 
sehingga tidak mampu menggunakan suaranya secara obyek-
tif. Pada sisi lain, partai politik umumnya belum menjalankan 
pendidikan politik secara masif dan berkelanjutan agar rakyat 
menjadi “paham politik”. 

Karena demikian berharganya suara rakyat dalam sistem 
demokrasi, maka buku karya Dr. Syafhendry, kolega dosen 
di Universitas Islam Riau Pekanbaru menjadi sangat penting 
untuk dibaca dan dipelajari. Buku ini mengupas secara tuntas 
perilaku pemilih di Indonesia dari beberapa pemilihan umum 
dan pemilihan kepala daerah, ditinjau dari teori dan praktek. 
Dikatakan demikian, karena sejak reformasi Indonesia telah 
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menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan 
Amerika Serikat, dilihat dari kuantitas rakyat yang menggu-
nakan hak suaranya, belum pada kualitas demokrasinya. Oleh 
karena itu berbagai tulisan tentang demokrasi Indonesia yang 
ditulis oleh ahli-ahli dari Indonesia perlu didukung penerbi-
tannya. Sudah saatnya negara Indonesia memberi kontribu-
si pemikiran untuk kepentingan dunia, bukan hanya sebagai 
konsumen saja. Banyak best practice maupun bad practice 
demokrasi di Indonesia  yang dapat dijadikan contoh bagi neg-
ara lain.

Penggunaan sistem “one man- one vote” dalam demokrasi 
di Indonesia menggantikan sistem musyawarah dan mufakat 
telah menimbulkan dampak negatif  berupa terjadinya poli-
tik uang (money politics). Rakyat yang berpendidikan rendah 
dan berpendapatan terbatas diberi iming-iming uang, bahan 
makanan dan sejenisnya agar mau menggadaikan kedaula-
tannya kepada mereka yang memiliki uang. Apabila praktek 
semacam ini dibiarkan, maka demokrasi di Indonesia akan 
bermutasi menjadi plutokrasi, yakni pemerintahan oleh orang-
orang berharta, karena yang dapat mencalonkan jadi pemimp-
in nasional maupun daerah hanyalah orang-orang kaya atau 
orang yang didukung oleh orang-orang kaya. Tidaklah ber-
lebihan apabila Huffington menyebutkan bahwa sistem “one 
man-one vote” telah berubah menjadi “one dollar-one vote”. 

Ada kaitan yang erat antara politik uang dengan perilaku 
wakil-wakil rakyat di parlemen dan pemimpin pemerintahan. 
Mereka yang duduk dengan menggunakan uang mengalami 
defisit moral dalam menjalankan tugas sucinya sebagai wakil 
rakyat. Tidaklah berlebihan apabila Tullock, Seldon, and Brady 
(2013) dalam bukunya “Government Failure” mengkritik 
sistem demokrasi dengan membuat formula baru yakni : “  It 
is government “ of the Busy ( political activists), by the Bossy (gov-
ernment managers), for the Bully (lobbying activists). Formula 
baru ini menggantikan formula Abraham Lincoln dengan pan-
dangan “The Gettysburg Formula” yang menyebutkan bahwa 
demokrasi adalah : “Government of the people, by the people, for 
the people”. 

Mempelajari perilaku pemilih menjadi sangat penting 
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pada era demokrasi saat ini. Terlebih lagi setelah revolusi in-
formatika dan telekomunikasi yang melanda dunia kemudian 
menciptakan cyberdemocracy, yakni demokrasi yang berbasis 
pada IT. Cyberdemocracy itu sendiri akan mendorong muncul-
nya cyber-decentralization yang bertumpu pada kekuatan war-
ga negara (citizen).  Penyampaian aspirasi ataupun petisi yang 
selama ini disalurkan melalui para wakil-wakilnya yang ada di 
parlemen, secara bertahap akan disalurkan melalui petisi on-
line, seperti change.org dan lain sebagainya. 

Perubahan perilaku pemilih perlu dicermati secara sung-
guh-sungguh oleh partai politik maupun calon pemimpin 
yang akan tampil melalui jalur independen. Fenomena Ahok 
yang akan maju dalam pertarungan Pilkada Gubernur DKI 
2017-2022 melalui jalur independen, diikuti oleh gerakan yang 
sama di Jogyakarta melalui  Joint (Jogyaindependent2017) se-
baiknya tidak ditanggapi hanya sebagai gerakan anti partai 
politik, melainkan juga sebagai gerakan menuju demokra-
si dunia siber yang lebih bebas dari ikatan organisasi formal.  
Seperti dikemukakan oleh Kakabadse dkk sebagai editor buku 
“Citizenship – A Reality Far From Ideal” (2009),  yang mengatakan 
ada enam konsep kewarganegaraan, dan bergerak dari “politi-
cal citizenship” yang dikembangkan jaman Aristoteles pada era 
empat abad sebelum Masehi   menuju era “virtual citizenship” 
yang berbasis pada internet.

Melalui studi perilaku pemilih, partai politik dituntut un-
tuk menyusun strategi baru dalam melakukan pendidikan 
politik maupun dalam menjaring suara dalam pemilihan 
umum. Buku karya Dr. Syafhendry memberikan gambaran 
yang lengkap mengenai hal tersebut, sehingga menarik untuk 
dibaca dan perlu dimiliki untuk bahan diskusi politik dengan 
para warganegara.

Jatinangor, Medio Juni 2016

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MSi
(Dosen IPDN)
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BAB 1

Pendahuluan

Mengapa perilaku pemilih? Karena perilaku pemilih  sen-
antiasa menarik untuk dikaji, ketertarikan tersebut disebab-
kan perilaku pemilih selalu mengubah pilihannya politiknya 
dari pemilu ke pemilu lainnya, dari pemilu legislatif ke pemilu 
kepala daerah.  Perilaku yang berubah tersebut bisa saja dulu 
memilih sekarang tidak, dulu perilaku konsisten sekarang ti-
dak, dulu  perilaku masa bodoh saja  sekarang ikut berpartisi-
pasi. 

Perilaku pemilih seperti ini tentu mempengaruhi perolehan 
suara dan kekuatan partai politik.  Apalagi kasus di Indonesia 
dengan terjadinya perubahan paradigama dalam sistem pemi-
lihan kepala daerah. Perubahan itu terjadi sejak runtuhnya pe-
merintahan orde baru [1966-1988] dan diganti dengan pemer-
intahan masa reformasi yang banyak memberikan pencerahan 
terhadap kondisi politik . Salah satu nilai perubahan terse-
but dalam dibidang politik adalah masalah sistem pemilihan 
langsung baik untuk anggota legislatif, presiden dan kepala 
Daerah. Jika pada masa pemerintahan orde baru dikenal den-
gan sistem pemilihan perwakilan, maka pada masa pemerin-
tahan reformasi dikenal dengan  sistem pemilihan langsung. 

Perubahan paradigma ini, tentu memberi peluang ter-
hadap partaisipasi politik masyarakat. Jika  pada masa pe-
merintahan orde baru masyarakat pemilih  bergantung pada 
keputusan partai politik, maka masa pemerintahan reformasi 
ini masyarakat pemilih dalam menentukan keputusan politi-
knya dapat dilakukan dengan sendiri secara langsung. Inilah 
kebebasan demokrasi yang dirasakan masyarakat pemilih 
Indonesia saat ini.  
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Hal ini sejalan dengan esensi dari demokrasi itu sendiri 
yakni  kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi bagaimana 
demokrasi itu diimplikasikan  dalam kehidupan berpolitik se-
hari-hari boleh sangat berbeda, tergantung dari seberapa besar 
keikutsertaan rakyat  didalamnya. Dalam kontek pemilih me-
rupakan satu institusi yang menentukan masa depan mereka 
dan Negara dengan memilih calon-calon yang akan memerin-
tah dan memimpin Negara/daerah. 

Keadaan ini menyatakan bahwa pemilu itu merupakan 
satu proses yang komplek karena melibatkan keputusan indi-
vidu dan kumpulan yang mampu memberi kesan sama ada 
secara langsung ataupun tidak langsung kepada sistem poli-
tik Negara. Salah satu nilai dari sistem politik  tersebut adalah 
pergantian pemimpin secara teratur [orderly succession of the 
rulers]1. Nilai-nilai tersebut tampaknya berlaku juga pada jaba-
tan kepala daerah sebagai pemipinan pemerintahan di daerah. 
Karena dalam masa lima tahun waktu masa kepala daerah ber-
akhir pada prinsipnya akan dilakukan pergantian. Pergantian 
kepemimpinan tersebut di Indonesia saat ini telah mengalami 
perubahan paradigma dari sistem demokrasi perwakilan kepada 
demokrasi langsung. 

Pengamalan demokrasi langsung [direct democracy]2 telah 
menjadi tekad di Indonesia sejak  masa reformasi 1998. Disini 
terjadi  perubahan paradigma pada sistem pemilu. Dari sistem 
pemilihan tidak langsung (sistem Perwakilan)3 kepada sistem 
pemilihan langsung., 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah [Pilkada] langsung 
membawa proses keterlibatan masyarakat secara langsung 

1 Henri B. Mayo, Introduction to Democratic Theory, dalaam Djohaermansyah Djohan, 
Problematik Pemerintahan dan Politik local, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 96.

2 Demokrasi langsung [direct democracy] adalah sistem kepemerintahan yang diterapkan 
setelah reformasi yang terjadi dibeberapa city-states [Negara Kota] di Yunani sekitar per-
tengahan abad kelima sebelum masehi, Sistem pemerintahan yang dikota-kota tersebut 
sebelumnya bersifat aristokrasi, oligarki, monarki, atau tirani, berubah menjadi suatu sistem 
yang melibatkan secara langsung sejumlah besar warga dalam pembuatan hukum, penen-
tuan kebijakan penting, termasuk memilih orang yang akan memerintah sebagai pemimpin 
mereka, lihat Hetifah Sj Sumarto, Demokrasi Partaisipatif dan Prospek Penerapannya di 
Indonesia, dalam Jurnal analisis social, Vol.9 No.3, Desember 2004, Bandung, hlm.1-2

3 Inggris adalah Negara pertama yang menciptakan suatu parlemen “work able” yaitu sebuah 
dewan perwakilan   yang dipilih oleh rakyat, menggantikan “civil war dengan civil vote, lihat 
Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina aksara, Jakarta, 1988, hlm. 42
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dalam proses seleksi jabatan politik [political recruitment].4 
Seleksi politik ini secara tidak langsung boleh diartikan seba-
gai keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan pem-
buatan kebijakan umum. Mengapa demikian, karena pada 
azaznya calon yang bertanding ialah orang-orang yang akan 
bekerja membuat kebijakan kebijakan umum.

Secara yuridis formal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 56 
jo pasal 1195 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 ten-
tang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pada 
pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintah Daerah disebutkan :  “Kepala Daerah dan wakil 
Kepala Daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”

Pasal diatas memiliki makna bahwa mulai tahun 2005  ra-
kyat diikutsertakan dalam proses pemilihan kepala daerah, 
yang mana pada sebelum undang-undang ini diberlakukan 
hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diwakilkan kepada 
DPRD. Sehingga mengakibatkan banyak pilihan atau keingi-
nan rakyat tidak tersalurkan dengan keputusan yang diambil 
oleh DPRD.

Studi perilaku pemilih pilkada pasca reformasi masih ja-
rang di Indonesia. Hal ini dapat di makhlumkan, karena refor-
masi sistem pilkada langsung baru bergulir 2005 lalu. Tentu 
berbeda di Eropa atau Amerika yang sudah menerapkan de-
mokrasi langsung pemilihan umum gubernur dan wali kota  
sejak lama.  Memahami perilaku pemilih sangat penting bagi 
semua stakeholders. Bukan sekadar menjadi referensi memen-
angkan pilihan kepala daerah, tapi yang lebih penting menjadi 
4 Dalam ilmu politik, dikenal dua model dalam rekrutmen politik, yaitu sistem terbuka dan sis-

tem tertutup. Dalam sistem terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu 
mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan jabatan politik. Sementara, dalam 
sistem tertutup, pengisian jabatan politik hanyalah melibatkan sekelompok kecil kalangan 
elite, lihat Moshe Czudnowki, Political Recruitment, dalam Freddrick Greensteein-Nelson 
W. Polsby, Handbook of Political Science, Vo.2 Addision Wesley, Reading Massachussets, 
1975.

5 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan revisi UU No.22/1992, yang secara 
final diputuskan DPRD [DPR] dalam rapat Paripurna DPR tanggal 29 September 2004.
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bahan pendidikan politik pemilih dan mendorong pilihan ke-
pala daerah, khususnya Pilihan Bupati dan Walikota agar lebih 
demokratis dan rasional.  

Rasionalitastas menjadi penting dewasa ini, karena dari 
sikap pemilih pilkada di berbagai tempat memperlihatkan 
bahwa pemilih telah menggembleng kita untuk tidak cepat un-
derestimate. Anggapan bahwa pemilih umumnya bodoh, pa-
ternalistik, mudah dimobilisasi, dan dirayu itu semua banyak 
yang keliru. 

1.1. Perubahan Peta Politik
Dengan berakhirnya masa jabatan seorang pemimpin su-

dah sepantasnya dilakukan pemilihan dengan merekrut calon 
pemimpin yang baru. Beberapa kecenderungan di Indonesia 
antara tahun 1950 hingga tahun 1998 ditandai secara terus me-
nerus berkembangnya pengaruh militer dalam urusan pemer-
intahan6. Tetapi sejak bergulirnya reformasi di Indonesia tahun 
1998 fenomena militer masuk dalam urusan pemerintahan su-
dah sangat kecil sehingga peluang sipil untuk menjadi calon 
pemimpin sangat besar. 

Dengan peluang yang sangat besar ini suhu persain-
gan semakin meningkat. Dipilihnya sistem Pilkada langsung 
mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada 
langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak 
dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenan-
gan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah se-
hingga mendinamisir kehidupan demokratis di tingkat lokal7. 
Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemim-
pinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan 
rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitastas 
rakyat sendiri. Pada titik itulah, pesimisme terhadap pilkada 
langsung menemukan relevansinya.  

Keputusan politik untuk daerah selalu lahir dalam suasa-
na tarik menarik antara berbagai kepentingan, seperti elite dan 
6 Monte Palmer, Dillemmas of Political Development, Florida : F.E. Peacock Publishers, Inc., 

1973, hlm. 223
7 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, sistim dan Problema 

Penerapan di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 
[LP3M] Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 2
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publik, pusat dan daerah, partai dan non partai. Implementasi 
Pilkada langsung juga tidak lepas dari persoalan tersebut. 
Artinya, antara harapan [das sain] dan kenyataan memiliki ja-
rak [das sollen]. Problem utamanya adalah bagaimana mende-
katkan jarak tersebut? Bagaimana menemukan titik optimal? 
Keputusan politik di daerah dipengaruhi perubahan poli-
tik nasional dan bahkan perubahan hukum ketatanegaraan. 
Perubahan peta politik yang terjadi dalam Pemilu legislatif 
serta Pemilu Presiden tahun 2004, dan arah perubahan hukum 
ketatanegaraan juga mempengaruhi proses demokrasi daerah.  

Sebagai lompatan demokrasi Pilkada langsung di Indonesia 
bisa diartikan positif maupun negative.8 Dalam pengertian po-
sitif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan 
kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk 
memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekani-
sme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimban-
gan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihana 
langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan 
dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas 
dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat lansung dalam 
pengambilan keputusan pemerintah sehari-hari, mereka dapat 
melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah 
mendapat mandat langsung dari rakyat.

Dalam pengertian yang negatif, pilkada langsung mencer-
minkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. 
Proses ini sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” [fe-
nomena tidak rasional] dimana rakyat berhak untuk berbuat 
apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisia-
tif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pen-
dukungnya atau karena dengan partai politik sebagai pihak 
yang mengajukan kandidat calon pemimpin. Eforia ini juga 
sering direspon khalayak sebagai kesempatan untuk meraih 
keuntungan materi dalam pilkada langsung. 

Pemilihan kepala daerah dimata masyarakat hanya dija-
dikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elite partai 
politik untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif 
8 Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung Problem dan prospek, Pustaka Pelajar, 

Yogykarta, 2006, hlm. 2.
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daerah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena bahwa tidak se-
mua pemilih menggunakan hak pilihannya. Partai politik yang 
seharusnya sekadar instrument yang menyajikan calon yang 
paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan 
calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon diluar 
partai yang mungkin dianggap masyarakat lebih berkualitas 
dan pantas menjadi kepala daerah.

Terkait dengan keputusan politik ini, maka masalah pe-
rilaku pemilih kadangkala tidak rasional dan tidak konsisten 
dalam menentukan pilihannya. Hal ini didasarkan pada pen-
getahuan, yaitu terkait dengan pendidikan politik atau lebih 
khusus terkait dengan pendidikan pemilih. Hanya saja hamba-
tan proses pendidikan politik yang berkaitan dengan pemilih 
adalah mengenai biaya dan waktu. Masalah biaya berhubungan 
dengan krisis ekonomi dan beratnya beban hidup masyara-
kat terutama di pedesaan amat rawan terhadap jual beli sua-
ra (money politics). Tidak jarang para calon kepala daerah 
menggunakan uang sebagai umpan untuk memilih dirinya, 
uang diberikan secara tunai maupun berupa barang, baik ke-
pada perseorangan dengan cara mendatangi rumah ke rumah 
maupun melalui ikatan primordial seperti kelompok tani, ne-
layan, kumpulan wirid pengajian, masjid, pemuda, paguyu-
ban-paguyuban dengan cara memberi bantuan berupa uang 
dan barang organisasi yang bersangkutan.  Berkaitan dengan 
waktu adalah waktu yang disediakan untuk sosialisasi atau 
kampanye kurang begitu panjang sehingga para pemilih ku-
rang mendapatkan informasi yang maksimal tentang apa yang 
menjadi program para calon kepala daerah. Akibatnya pemi-
lih yang bersangkutan tidak rasional, tidak tahu calon kepa-
la daerah mana yang layak jadi pemimpin, akibatnya pemilih  
yang bersangkutan memilih sesuai dengan apa yang menjadi 
pilihan orang banyak. 

Jika dilihat dari hasil perolehan suara pemilu legislatif, ada 
daerah Kabupaten/Kota Partai Golkar memperoleh suara ter-
banyak di daerah tersebut, tetapi pada saat dilakukan pemi-
lu untuk pemilihan Kepala Daerah  calon yang di usung oleh 
partai Golkar malah tidak menang. Ini membuktikan bahwa 
perilaku pemilih tidak konsisten dan tidak rasional atas apa 
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yang pernah dilakukannya pada saat pemilu legislatif. Artinya, 
perilaku pemilih tidak lagi mengantungkan pada kebesaran 
nama partai tetapi sudah melirik faktor lain dari seorang calon 
Kepala Daerah.

Disamping itu meningkatnya kekerasan dalam masyara-
kat, akibat melemahnya wibawa hukum, kondisi ini juga me-
rupakan ancaman bagi para pemilih. Apalagi kalau mereka 
sudah mengelompok, watak massa ini adalah tidak rasional, 
emosi mudah dihasut, akibatnya para pemilih menjadi tidak 
objektif dan apriori (masa bodoh), siapapun yang menang da-
lam pemilihan tersebut mereka tetap saja seperti itu.

Faktor yang memotivasi dan mempengaruhi seseorang 
memilih, bahkan mendukung aktif calon atau partai tertentu 
disebut sebagai perilaku pemilih. Dengan demikian maka pe-
rilaku pemilih boleh didefinisikan sebagai taraf keaktifan dan 
kekonsistenan seorang individu dalam mendukung suatu par-
tai atau calon kepala daerah pada masa pemilu. Oleh karena 
itu, maka buku ini bertujuan untuk mengetahui  perilaku pe-
milih dalam menentukan  keputusan politik pilihannya pada 
pemilihan kepala daerah.

Apakah keputusan politik yang ditetapkan pemilih atas pi-
lihan rasional berdasarkan pendekatan visi, misi, dan program 
kerja dari calon kepala daerah. Apakah keputusan politik yang 
diambil pemilih dalam menetapkan pilihannya lebih bersifat 
irasional, dengan pendekatan kesamaan sifat, kesamaan karak-
ter tokoh, dan kedekatan tanpa melihat atribut partai. Sifat 
manakah yang lebih dominan diantara rasional dengan ira-
sional bagi pemilih di dalam membuat keputusan politiknya. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek8

1.3.  Perubahan Paradigma
Secara khusus buku ini bertujuan untuk : 

1.   Untuk Mengenal pasti perilaku pemilih yang rasional dan 
yang irasional  dalam   menentukan pilihannya pada pemi-
lu Kepala  Kerajaan Tempatan di provinsi Riau

2.  Untuk Mengesankan bagaimana  pendekatan rasional atau 
irasional dapat terjadi.

Studi tentang perilaku pemilih semakin mendapat tempat 
dan mempunyai peran penting dalam merekam opini publik, 
termasuk kecendrungan perilaku pemilih. Bahkan di nega-
ra-negara maju, lembaga jajak pendapat justru dijadikan seba-
gai sokoguru demokrasi kelima, di samping lembaga ekseku-
tif, legislatif, yudikatif dan pers.9 Kedua, pemilu di Indoensia 
saat ini lebih menarik karena menempatkan rakyat sebagai 
“hakim tertinggi” dalam menentukan calon presiden dan wakil 
presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lan-
gsung. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dipegang 
oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat [MPR] dan atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD], massa sekarang ini pemi-
lih mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan penuh 
dalam memilih calon pemimpin negara dan calon pimpin da-
erah yang dikehendakinya. Tentunya banyak kalangan yang 
ingin mengetahui bahkan berkepentingan mengetahui kecen-
derungan arah suara pemilih dalam pelihanraya tersebut, te-
rutama aktor-aktor politik yang ikut terbabit. 

Pemberian suara (voting behavior) merupakan bentuk parti-
sipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk mempero-
leh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Voting behavior 
lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara 
[vote], dimana individu memberikan suaranya dalam proses 
pemilihan, dan lebih besar lagi dalam pemilu legislatif, senat, 
presiden dan termasuk gubernur, bupati dan walikota. 

Sebagai proses dari transpormasi politik, makna pemilihan 
kepala daerah selain merupakan bagian dari penataan struk-
tur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya meka-
nisme checks and balances di antara lembaga-lembaga politik 
9 Saiful Mujani, “Survei dan Perilaku Pemilih,” Kompas, 14 Juni 2004. 
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dari tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. 
Masyarakat mengharapkan agar pemilihan kepala daerah da-
pat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, ber-
kualitas, legitimet, aspirastif dan peka terhadap kepentingan 
mayarakat.10  

Pemilu sebagai kontrak sosial menjamin hak dan kewa-
jiban para pemilih dan pemimpin. Mekanisme kontrak antara 
pemilih dan calon pemimpin  berhubungan dengan saling 
percaya. Objek dari percaya diri itu sendiri di dalam pemi-
lu adalah moral/kesusilaan. Konsistensi kontrak sosial ber-
dasarkan kepercayaan adalah dasar untuk membangun suatu 
Negara sebagai kesatuan moral yang dibentuk oleh manusia 
secara moral.  kontrak sosial sebagai perjanjian antara mas-
yarakat dengan kaum elit yang diawali oleh penguasa, berakar 
kepada pemikiran politik dari abad 16 sampai abad ke 18 di 
Eropa Barat, terutama karya Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean 
Jacques, Rousseau 11  

Keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari apakah 
pemilihan tersebut menghasilkan pemimpin-pemimpin poli-
tik yang tidak hanya mampu menenangkan konflik-konflik 
kepentingan diantara pendukungnya, tetapi juga mampu men-
jaga kelangsungan sistem itu sendiri. Profesionalisasi pemim-
pin-pemimpin politik akan terbuka, akan akses bagi transpor-
masi kepemimpinan non politik ke pemimpin politik. Dengan 
demikian pemilihan akan berfungsi sebagai seleksi tingkat 
profesionalisasi pemimpin politik dan sebagai garis pemisah 
antara pemimpin politik dan pemimpin non politik.12

Terdapat interaksi antara pemerintah, masyarakat, dianta-
ra lembaga pemerintah, diantara kelompok dan individu da-
lam masyarakat yang berada pada proses politik yang terjadi 
pada suatu sistem politik. Dalam interaksi tersebut  terdapat 
perilaku politik, yakni sikap, tindakan, perbuatan yang dilan-
dasi oleh orientasi atau yang bersangkut paut dengan kepen-
10   J. Kristiadi, Pilkada, Pers, dan perkembangan Demokrasi, dalam Amirudin dan A. Zaini 

Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, 2006, h.xi
11  Arbi Sanit, Kontrak Social dan Pemilihan Umum, dalam Jurnal Penelitian Politik, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol.1, No.1, Tahun 2004.
12  Ichlasul Amal, Kedudukan dan Peran Parpol sebagai Komponen Pelaksanaan Demokrasi 

Pancasila, Yogyakarta, 1988, h. 3.
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tingan politik.13 
Ketika melakukan kajian perilaku politik, ada tiga kemun-

gkinan unit analisis yang dipakai, yakni individu sebagai ak-
tor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik.14 
Studi perilaku politik yang lebih dikenal dengan pendekatan 
behavioral ketika memfokuskan kajian pada perilaku indivi-
du untuk melihat fenomena politik, diyakini bahwa individu 
memiliki pengaruh yang signifikan pada lembaga-lembaga 
politik bahkan pada proses politik yang ada. Hal ini ditandai 
dengan tidak ada jaminan partai besar yang sudah berpengala-
man akan senantiasa menang jika sudah dihadapkan pada pe-
rilaku pemilih. Perilaku pemilih kadangkala bersifat rasional 
dan konsisten, tapi tidak jarang pula perilaku pemilih menjadi 
tidak rasional dan tidak konsisten, hal ini sangat dipengaruhi 
situasi dan kondisi saat pemilu berlangsung.  

Studi mengenai perilaku pemilih mulai marak dilakukan 
pasca tumbangnya Orde Baru. Pemilu 1999 adalah Pemilu 
pertama setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, dan 
Pemilu 1955 yang dilakukan secara demokratis. Pemilih mem-
punyai otonomi untuk menentukan partai apa yang didukung.

Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi se-
bagian besar menyoroti aspek instutusi atau proses Pemilu—
seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik 
di dalam partai politik, konflik Pemilu dan sebagainya. Jarang 
penelitian yang memusatkan perhatian pada perilaku pemilih, 
seperti apa alasan seseorang memilih partai politik, faktor apa 
yang menjelaskan ia memilih partai tertentu dibanding partai 
lain, dan sebagainya. Pada hal, penelitian dari sisi pemilih ini 
justru sangat penting. Hingga saat ini, paling tidak terdapat 
enam studi penting mengenai perilaku pemilih di Indonesia 
seperti jadwal berikut ini. 
13  Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm.132-133
14  ibid
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Jadwal.  I 2. Studi Perilaku Pemilih Yang Pernah Dilakukan 
di Indonesia

STUDI OBJEK PEMILU METODE

Affan Gaffar [1992] 1997 Survey

Andi Mallarangeng [1997] 1977, 1982, 1987, 1992 Data Agregat

Ananta [2004) 1999 Data Agregat

Dwight Y King  [2003] 1999 Data Agregat

Liddle dan Mujani [2000] 1999 Survey

Lidlle dan Mujani [2007] 2004 Survey

Keterangan : di luar enam studi mengenai perilaku pemilih ini, kemungkinan ban-
yak studi lain dalam penelitian di kampus (skripsi, thesis ataupun disertasi). Meski 
demikian, enam studi inilah yang hingga saat ini sering disebut, dan banyak dikutip 
untuk menjelaskan pola perilaku pemilih di Indonesia.

Semua studi ini melihat pemilih pada titik sentral dan men-
jelaskan faktor dan alasan pemilih memilih partai politik ter-
tentu. Penelitian pertama yang dapat dikategorikan sebagai 
studi perilaku pemilih adalah studi Gaffar (1992)15. Gaffar be-
rupaya menjelaskan mengenai perilaku pemilih di kalangan 
masyarakat Jawa. Mengapa masyarakat memilih partai politik 
tertentu dalam Pemilu Orde Baru. Faktor apa yang menyebab-
kan seseorang memilih Golkar, Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Studi selanjutnya dilakukan oleh Mallarangeng (1997)16. 
Studi ini berusaha menjelaskan faktor yang mempengaruhi 
pilihan seseorang pada partai politik di masa Orde Baru—
Pemilu 1977, 1982, 1987, dan 1992. Penelitian yang dilakukan 
oleh Gaffar (1992) dan Mallarangeng (1997) ini menarik karena 
konteks Pemilu yang diteliti adalah Pemilu di masa Orde Baru. 
Kebanyakan pakar dan pengamat tidak tertarik menyelidiki 
perilaku pemilih karena menganggap pilihan seseorang pada 
partai di masa Orde Baru tidaklah alamiah, sebaliknya telah di-
kendalikan lewat sistem yang represif. Pemilu Orde Baru juga 
15 Gaffar, Affan, 1992, Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party sistim, 

Yogyakarta, Gadjah Mada Universitry Press.
16 Mallarangeng, Andi, 1997, Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior, Disertasi 

doktoral pada Departement of Political Science, Northern Illinois University Illinois University
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secara sengaja dirancang untuk memenangkan partai terten-
tu. Baik Gaffar (1992) ataupun Mallarangeng (1997) berpenda-
pat studi mengenai perilaku pemilih tetap penting dilakukan 
justru untuk membuktikan apakah sistem hegemonik Orde 
Baru bekerja secara maksimal.

Studi yang sama juga dilakukan King (2003)17, Ananta  
(2004)18 dan Liddle dan Mujani (2000)19 adalah salah satu con-
toh dari penelitian mengenai perilaku pemilih yang menggu-
nakan objek Pemilu tahun 1999. King (2003) berusaha melihat 
apakah ada persamaan pilihan antara pemilih tahun 1955 den-
gan pemilih pada Pemilu 2004. 

Fakta-fakta empiris yang diajukan oleh King ini menunjuk-
kan adanya suatu kontinuitas, korelasi signifikan antara daer-
ah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada tahun 1955 
dan daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada 
1999. King berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi pilihan pemilih pada suatu partai poli-
tik. Analisis King ini didasarkan pada hasil Pemilu 1999. King 
mengembangkan suatu model yang disebut sebagai konteks 
sosio ekonomik. Dengan kata lain, King ingin menguji apa-
kah konteks sosial ekonomi punya pengaruh terhadap pilihan 
seseorang terhadap partai politik. Sedangkan Ananta (2004) 
mengembangkan lebih lanjut studi dan temuan King (2003). 
Ananta menggunakan data-data yang lebih baru.

Studi ekstensif mengenai perilaku pemilih dilakukan oleh 
Liddle dan Mujani (2000, 2007). Studi ini menggunakan konsep 
mutakhir mengenai perilaku pemilih yang biasa dilakukan di 
Amerika. Studi ini juga menggunakan metode survei dengan 
populasi nasional, sehingga hasilnya representatif dan bisa 
mewakili pendapat dari seluruh masyarakat Indonesia.

Apa yang membedakan penelitian sebelumnya dengan pe-
nelitian yang akan penulis lakukan adalah jika peneliti sebel-
umnya melihat perilaku pemilih lebih pada pemilihan partai 
17 King, Dwight Y, Half-Haltered Reform:, Electoral Institution and the Struggle for Democracy 

in Indonesia, Wesport, Connecticut, Praeger, 2001
18 Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata, Indonesian Electoral Behavior: 

A Statistical Perspective, Indonesia’s Population Series No. 7, Singapore, Institute of 
Southeast Asian Studies, 2004,

19 Liddle dan Mujani, The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New 
Indonesian Democracy, Laporan penelitian, 2003
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politik dan dilakukan dengan sistem pemilihan tidak langsung 
, maka perilaku yang akan penulis lakukan adalah perilaku 
pada pemilihan kandidat calon kepala daerah dengan sistem 
pemilihan langsung. Sebagaimana model kajian dibawah ini.

Gambar 1.2 Model Kajian Perilaku Pemilih
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BAB 2

Sejarah Pemilihan Kepala Daerah
Di Indonesia

2. 1. Perilaku pemilih Pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda
Desentralisasi pemerintahan semasa penjajahan Hindia 

Belanda bermula dengan undang-undang De Wet Houndende 
Decentralisatie van Bestuur in Nederlands-Indie pada 23 Julai 
1903 atau lebih dikenali sebagai Decentralisatie Wet 19031. 
Decentralisatie Wet 1903 menyerahkan sepenuhnya kepada pe-
jabat Gabenor Jeneral Hindia Belanda dan Raad van Indie-nya2 
kuasa membuat keputusan dan menggubal ordinan. 

Dari segi retorik, desentralisasi pada waktu itu ialah kehen-
dak untuk mengalihkan setidak-tidaknya sebahagian daripada 
kekuasaan dan kemudahan [authority of devolution] pemerinta-
han kepada daerah-daerah. Namun secara realitinya ia mer-
upakan peralihan daripada penggubal wet (undang-undang) 
dan koninkljk besluit di s’Gravenhage kepada pembuat ordinan 
di Batavia. Untuk ke gewesten3 masih perlu menunggu pertim-
bangan pihak yang berkuasa De Hogere Regering te Batavia dan 
para bestuurmannennya yang bertempat di Bogor [waktu itu di-
sebut Buitenzorg].

Berdasarkan kuasa kehakiman Decentralisatie Wet 1903, 
lahirlah Koninklijk Besluit pada 20 Disember 1904 [dikenali 

1 Joko, J. Prihatmoko, Pemilih Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Prolema 
Penerapan di Indonesia, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2005, hlm. 37

2 Apabila desentralisasi diberikan kepada gewesten atau gedeelten van gewesten yang 
mana, dengan  omvang seluas itu, semuanya masih akan ditentukan “naarmate de om-
standigheden toelaten”. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam tata 
Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda- Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir 
Kekuasaan Kolonial di Indonesia {1900-1940}, Malang: Bayumedia, April 2004.

3 Gewesteen yang dimaksud disini adalah kawasan atau daerah yang pada awalnya disebut 
sebagai  residentie atau landrost.
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dengan Decentralisatie Besluit 1904]. Decentralisatie Besluit 1904 
mengupayakan pembentukan raden; pemilihan anggota raad 
[dewan rakyat] setempat, hak dan kewajipan anggota dan 
ketua serta sekretaris, serta memudahkan cara kerja badan 
tersebut. Selanjutnya, dalam tahun 1905, disahkan pula lokal 
Raden Ordonantie yang dikenali sebagai Besluit 1905 yang ber-
tanggungjawab mengatur lebih lanjut dasar-dasar yang se-
belumnya telah diatur dalam Besluit 1904. Dalam Besluit 1905 
dibezakan de local raden dalam dua ragam, yakni de Plaatselijke 
Raad yang dibentuk untuk suatu gewest, dan De Plaatselijke Raad 
yang dibentuk untuk suatu gedeelte van gewesten.

Pada tahun 1908, dikeluarkan Koninklijk Besluit baru yang 
memungkinkan pembentukan satu jenis plaatselijke raad yang 
dibentuk khusus untuk penyatuan daerah yang berstatus kota.

Semasa Kiesordinantie 1908 dimaklumkan, telah terbentuk 
tidak kurang daripada 15 gemeenten dan enam gewesten ordi-
nan. Secara sederhana, pada zaman Hindia Belanda aturan 
pemerintahan di daerah dibezakan antara daerah Jawa dan 
Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura sesuai deng-
an politik penjajahan. Kerajaan pangrehpraaja pada waktu itu 
bersifat hierarki dan berpusat, mulai dari Gewest [provinsi] 
yang dipimpin gabenor; karesidenan yang dipimpin residen; 
Afdeling [penolong residen]. Pada tingkat pamong praja terda-
pat kabupaten [bupati], daerah atau kawedanan [wedana], dan 
Onder District atau Kecamatan [camat].4

Pada waktu itu, pemilihan kepala daerah sudah diamal-
kan. Politik kolonial Belanda dalam menguasai daerah jaja-
han menerapkan sistem pemerintahan daerah yang bertujuan 
untuk kepentingan mereka. Oleh itu, sama ada untuk daerah 
Jawa dan Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan 
gabenor, residen, penolong residen dan kontrolir dijawat oleh 
orang-orang Belanda, sedangkan untuk jabatan-jabatan lain-
nya dipegang oleh pribumi bangsa Indonesia.5 

Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah 
dilakukan dengan sistem perlantikan oleh penguasa kolonial 

4  Joko J. Prihatmoko, op. cit, 2005, hlm. 40
5 J. Kaloh, Kepala daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala daerah, dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 26.
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atau lebih tepat oleh Gabenor Jeneral, dengan kewajipan pri-
bumi yang mengepalai jabatan membayar ganti rugi ekonomi 
[upeti] dan politik. Implikasi sistem perlantikan tersebut sang-
at besar, mulai daripada perletakan syarat kelayakan hingga 
kepada pemberhentian kepala daerah. Berbeza dengan perlan-
tikan anggota raad yang mempunyai syarat yang begitu ketat 
sehingga penduduk pribumi tidak berkesempatan untuk men-
duduki kursi raad 6, perlantikan kepala daerah tidak mem-
punyai syarat yang jelas dan hanya berdasarkan selera dan ke-
pentingan politik dan ekonomi penguasa kolonial. Begitu juga 
dengan pemberhentian. Kepala daerah daripada penduduk 
pribumi diberhentikan apabila tidak menguntungkan kerajaan 
kolonial.

2.2.  Perilaku pemilih Waktu Pemerintahan Kolonial Jepun
Kerajaan tentera Jepun memperkenalkan 3 Osamu Sirei, atau 

dalam bahasa Indonesia disebut Undang-Undang. Ketiga un-
dang-undang tersebut adalah Undang-undang No.27 tentang 
Perubahan Pemerintahan tanggal 5 Agustus 2602; Undang-
Undang No.28 tentang Aturan Pemerintahan Syuu tanggal 7 
Agustus 2602; dan Undang-Undang No. 30 tentang Mengubah 
nama Negeri dan Nama Daerah tanggal 1 September 2602.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2004), Undang-
Undang No. 28 harus dipandang sebagai hasil pemerintahan 
tentera yang paling lama bertahan.7 Melalui Undang-Undang 
tersebut, berakhirlah dasar pemerintahan desentralisasi ko-
lonial Hindia-Belanda. Pembahagian pulau Jawa kepada tiga 
provinsi tidak lagi diteruskan dan sebagai gantinya pembaha-
gian daerah atas karesidenan dihidupkan.

6 Syarat utama menjadi anggota raad adalah memiliki kematangan politik yang cukup supaya 
dapat dipercaya mengurusi kepentingan daerahnya sendiri. Menurut J.J Schrieke (dikutip 
daripada Soetandyo Wigjosoebroto, 2004, hal. 22-23) yang disebut kematangan politik ada-
lah suatu kondisi akan dipenuhinya syarat-syarat kejujuran, kepiawaian, dan kewarasan 
nalar dalam ikhwal politik, termasuk kemampuan menguasai diri. Kematangan politik akan 
memungkinkan seseorang dalam hal berpolitik bekerja dengan mendahulukan kepentingan 
umum daripada kepentingan pribadi atau partainya, berani dalam hal membuat keputusan, 
kesadaran untuk menjaga kehormatan dirinya, dan tidak bertele-tele dalam menyelesaikan 
persoalan, yang pada akhirnya hanya akan menghambat jalannya proses kerja. Ukuran 
persyaratan tersebut pada saat itu terlalu berat bagi pribumi, dan disengaja agar posisi kursi 
raad tersebut diduduki mereka dari golongan Eropa. 

7 Soetandyo Wigjosoebroto, op. cit., hlm. 77
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Undang-Undang No. 27 memberi nama baru pada de re-
gentschappen dan de stadsgemeenten, masing-masing dalam ver-
si baru, yaitu ken dan Si. Kedua daerah tersebut diketuai oleh 
pembesar Negara yang masing-masing disebut Kentyoo dan 
Sityoo. Sementara kewujudan kawedanan, keasistenan, dan 
desa diganti dengan nama-nama baru iatu Gun, Son, dan Ku. 
Kepala daerah disebut Guntyoo, Sontyoo, dan Kutyoo. Jabatan 
ini selalu dipegang oleh orang pribumi Indonesia, sementara 
jabatan Sityoo dan Syuutyoo lebih dipertanggungjawabkan ke-
pada para pegawai tentera berbangsa Jepun.8 

J. Kaloh berbeza pandangan dengan menyatakan bahwa 
kerajaan kolonial Jepun masih mempertahankan asas dekon-
sentralisasi dengan memperkenalkan sedikit variasi; nama-na-
ma daerah beserta jabatannya diganti dengan bahasa Jepun, 
jabatan-jabatan yang mulanya diduduki orang Belanda digan-
ti dengan pegawai-pegawai Jepun, dengan bangsa Indonesia 
hanya diberi sedikit kesempatan; wilayah provinsi beserta 
Gabenornya dihapuskan di daerah Jawa maupun daerah luar 
Jawa; Afdeling beserta penolong residen dihapuskan di daerah 
Jawa. Kota Praja dilepaskan daripada pemerintahan para bu-
pati, sedangkan para walikota menjadi petugas pangrehpraja 
yang tunduk pada residen.9

Seperti kerajaan kolonial lainnya, sistem perjabatan kepa-
la daerah pada waktu itu mengabaikan nilai-nilai demokrasi, 
ketelusan dan akauntabiliti karena berlaku secara perlantikan 
oleh penguasa Jepun. Sistem perlantikan itu boleh bersifat hie-
rarki, dan boleh juga memotong struktur hierarki.

Sampai akhir kekuasaan tentera Jepun di Indonesia, sis-
tem pemilihan kepala daerah dan susunan daerah tidak diu-
bah. Hanya berlaku sedikit perubahan dari segi pembentukan 
dewan-dewan perwakilan rakyat, yaitu Tyoo Sangiin di Jakarta, 
8 Penempatan para pejabat yang dilakukan dengan memerhatikan kebangsaan (yang boleh 

diduga melalui kesetiaan) ini jelas bertujuan untuk dapat mengawal daerah-daerah dengan 
cara mendekatkan jarak antara yang mengawal dengan yang dikawal. Menjelang tanda-tan-
da kekalahan Jepun pada Perang Dunia II, dua orang Syuutyoo diangkat dari kalangan 
pribumi Indonesia, yaitu untuk Jakarta dan Bojonegoro Syuu; baca dalam Sijito, Sejarah 
Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.109. Pada 
masa itu terjadi proses Indonesiasi dalam proses pengangkatan Sityoo; baca dalam P.D 
Milone, Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts, [Berkeley:Institute 
of International Studies, University of California, 1966, hlm. 45.

9 J.Kaloh, op.cit., hlm. 30
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Syuu Sangikai di residensi dan Tokubetsu si-Sangkikai di Kota 
Jakarta.

2. 3. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Lama 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.

Hasil perundangan pertama yang menyinggung kedudu-
kan kepala daerah adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1945, 
yaitu peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. 
Undang-Undang tersebut diluluskan pada 23 November 1945 
sesuai dengan penjelasan kerajaan bahwa Undang-Undang 
ini bersifat sementara sambil menunggu diselenggarakan pe-
milu.10

Istilah kepala daerah hanya disebut sekali daripada 6 [enam] 
pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 
1945, yaitu pasal 2 yang berbunyi : “Komite Nasional Daerah 
menjadi badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan 
dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur 
rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan 
Kerajaan Pusat dan Kerajaan Daerah yang lebih luas daripadanya.”

Daripada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala 
daerah menganggotai lembaga eksekutif dan legislatif. Selain 
menjalankan fungsi eksekutif sebagai pemimpin Komite 
Nasional Daerah, kepala daerah juga menjadi anggota dan 
ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Namun mengenai mekanisme dan prosedur 
perlantikan dan pemberhentian, tanggungjawab kepala dae-
rah tidak diterangkan dengan jelas, termasuk dalam penjela-
san UU No.1 Tahun 1945 yang dibuat oleh Kementerian Dalam 
Negeri.11

Berkaitan dengan hal tersebut, kepala daerah sewaktu 
pengenalan UU No.1 Tahun 1945 adalah ketua-kepala daerah 
yang diangkat pada masa sebelumnya. Karena situasi politik, 
keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu, mereka 
dilantik begitu sahaja untuk menjamin keberlangsungan pe-
merintahan daerah sebagai sebahagian pemerintahan pusat 

10 Joko J. Prihatmoko, op cit., hlm. 46
11 Lihat Winarna Surya Adisubrata, Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak 

Proklamasi sampai Awal Reformasi, jilid 1, Aneka Ilmu, Semarang, 2003. 
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yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Ertinya, kewujudan Republik Indonesia sebagai Negara kesa-
tuan yang mendasari daerah-daerah, menjadi sangat penting. 
Seperti pada masa kolonial, mereka diberhentikan dan ber-
tanggungjawab kepada kerajaan pusat.

b.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.
Undang-Undang No.1 Tahun 1945 hanya bertahan selama 

3 [tiga] tahun. Pada tahun 1948, ia digantikan dengan Undang-
Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah yang merujuk kepada Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar 1945. Undang-Undang ini lebih lengkap dan terperinci, 
termasuk mencantumkan ketentuan mengenai kepala daerah 
yang mencangkup sistem pengisian, tugas, dan tanggung-
jawab.

Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang di-
maksudkan dengan kepala daerah dalam ketentuan UU N0.22 
Tahun 1948 adalah kepala daerah Provinsi; Kabupaten [kota 
besar]; dan desa [kota kecil], Nagari atau Marga. Kepala da-
erah diangkat oleh presiden, Menteri Dalam Negeri atau 
Gabenor atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. 
Sebagaimana pasal 18 ayat 1 yang berbunyi  “Kepala daerah 
Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau seba-
nyak-banyaknya empat calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi”

Presiden juga berkuasa untuk mengangkat Kepala daerah 
Istimewa, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 4 yang 
berbunyi : “Kepala daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari 
keturunan yang berkuasa di jaman sebelum Republik Indonesia dan 
yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, 
kejujuran dan kesetiaan dan dengan meningat adapt-istiadat di dae-
rah itu.”

Sementara Menteri Dalam Negeri berkuasa untuk meng-
angat kepala daerah Kabupaten, sebagaimana pasal 18 ayat 2 
disebutkan : “Kepala daerah Kabupaten [kota besar] diangkat oleh 
Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-ba-
nyaknya empat calon orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten [Kota besar].”
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Adapun Kepala daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh 
Gabenor. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan : “Kepala daerah Desa 
[kota kecil] diangkat oleh Kepala daerah Provinsi dari sedikit-dikit-
nya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa [Kota Kecil].”

Undang-Undang ini tidak menggabungkan peraturan 
mengenai syarat kepala daerah.12 Sebaliknya, ketentuan menge-
nai masa jabatan Kepala daerah tidak dibatasi terlihat dalam 
bahagian penjelasan. Kepala daerah boleh diberhentikan oleh 
pejabat yang mengangkatnya atas usul DPRD. Ketentuan ini 
terlihat pada pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan : “ Kepala da-
erah dapat diberhentikan oleh yang berkewajiban atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.”

Mekanisme pemberhentian semestinya melalui usulan 
DPRD. Namun pada bahagian penjelasan dikatakan bahwa pe-
jabat yang mengangkat tersebut dapat mengambil keputusan 
lain dengan usul pertimbangan DPRD. Dalam erti kata lain, se-
kalipun DPRD mengusulkan pemberhentian, jika pejabat yang 
mengangkat mempunyai mempunyai pertimbangan lain, pe-
nolakan boleh dilakukan. Pejabat kerajaan pusat yang berku-
asa juga dapat melakukan mutasi Kepala daerah.

Tentang pelaksanaannya,  Ateng Syafruddin memberi ko-
men bahwa Undang-Undang tersebut memang mencanangkan 
Pemilihan Kepala daerah [Pilkada] oleh DPRD tetapi sesuai 
dengan suasana ketika itu “untuk sementara waktu” masih di-
rangkap pejabat pamongpraja tanpa pemilihan.13

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Tingkatan-tingkatan daerah secara hukum mulai diperke-

nalkan dalam Undang-undang ini. Sesuai dengan hierarki yang 
terdiri daripada 3 [tiga] tingkatan, gabenor memimpin Daerah 
Tingkat I, bupati/walikota memimpin Daerah Tingkat II, dan 
12 Bandingkan dengan persyaratan menjadi anggota DPRD yang tercantum pada pasal 4, 

yakni (a) Warga Negara Indonesia; (b) Telah berumur 21 tahun; (c) Bertempat tinggal di da-
erah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan terakhir; (d) Cakap menulis dan membaca 
dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin; (e) Tidak karena keputusan pengadilan yang 
tidak dapat diubah lagi kehilangan hak mengenai atau mengurus harta bendanya; (f) Tidak 
dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dipecat dari hak memilih atau 
hak dipilih; (g) tidak  terganggu igatannya.

13 Ateng Syafrudin, Kepala daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 76.
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Camat untuk Daerah Tingkat III.
Penentuan mengenai kepala daerah diatur dalam baha-

gian 5, antara pasal 23-30, yang mencakupi mekanisme pemi-
lihan, penetapan, perlantikan, persyaratan serta sumpah dan 
janji. Kepala daerah yang karena jabatannya adalah ketua dan 
anggota Dewan Pemerintahan Daerah [DPD] yang berfungsi 
menjalankan pemerintahan, dipilih menurut Undang-Undang 
khusus yang akan ditetapkan kemudian. Sebagaimana kutipan 
pasal 23 ayat 1 berikut ini : “Kepala daerah dipilih menurut aturan 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang”, sedangkan pada ayat 
2 menyatakan bahwa “Cara pengangkatan dan pemberhentian 
Kepala daerah ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Keadaan demikian terjadi karena kepala daerah adalah 
orang yang dekat dengan dan dikenali oleh rakyat di daer-
ahnya. Oleh itu kepala daerah harus dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Atas dasar itu, jika dibandingkan dengan Undang-
Undang terdahulu kelihatan terdapat bibit-bibit demokrasi, 
bermaksud penglibatan rakyat lebih tampak dalam pemilihan 
kepala daerah dalam Undang-Undang ini. 

Selain soal pemilihan langsung, Undang-Undang ini juga 
pertama kali memperkenalkan persyaratan kepala daerah wa-
laupun hanya dengan istilah “memperhatikan kecekapan dan 
pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut.”[pasal 4 
ayat 1].

d.  Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.
Sebagai suatu ketentuan perundangan, Penetapan Presiden 

No.6 Tahun 1959 tentang Kerajaan Daerah ini boleh dianggap 
satu kontrovers.14 Penetapan Presiden ini hanya mengatur me-
kanisme dan prosedur pelantikan kepala daerah, dan sama 
sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan lain, seperti masa 
jabatan dan mekanisme perlantikan lebih lanjut. Menurut 
Undang-Undang ini, kepala daerah dilantik dan diberhenti-
kan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, daripada calon 
yang diusulkan DPRD. Seperti yang tertulis dalam pasal 4 ayat 
14  Aturan tersebut dianggap menyimpang dari UUD 1945 pasal 18, yang menyatakan bahwa 

Peraturan Kerajaan diatur dengan Undang-Undang, dalam arti dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat [DPR], sedang Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR, Joko J. 
Prihatmoko, op.cit., hlm .55



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 23

1 yang berbunyi : “Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh 
a. Presiden bagi Daerah Tingkat I; dan b. Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.”

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundangan ter-
dahulu, persyaratan calon kepala daerah dalam Penetapan 
Presiden ini lebih luas sifatnya. Pendidikan, kecekapan dan 
pengalaman dalam pemerintahan merupakan syarat khusus 
yang harus dipenuhi Kepala daerah. Peranan DPRD dalam 
hasil perundangan ini terbatas. DPRD hanya berkuasa meng-
ajukan calon Kepala daerah. Mekanisme pencadangan calon 
oleh DPRD tidak ditentukan sama ada melalui pemilihan atau 
permufakatan. DPRD juga tidak diminta mengajukan pertim-
bangan, bahkan, DPRD tidak memiliki akses untuk memin-
ta penjelasan jika calon yang diajukan ditolak Presiden atau 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 

Sebaliknya, kedudukan kepala daerah menjadi semakin 
strategik karena kuasa yang cukup besar. Kepala daerah men-
jalankan fungsi sebagai alat kerajaan pusat dan kerajaan daerah 
(pasal 14 ayat 1).15 Kepala daerah juga mempunyai kekuasaan 
untuk mempertangguhkan atau menunda keputusan DPRD, 
apabila dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum 
atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

e.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang pemerin-
tahan daerah yang lahir semasa Demokrasi Terpimpin, setelah 
keluarnya Dikrit Presiden pada 5 Julai 1959. Semangat dan 
prinsip-prinsip pemerintahan dalam UU No. 18/1965 ber-
tentangan dengan UU No. 1/1957 karena perubahan format 
pemerintahan negara hasil daripada perubahan perlembagaan. 
15  Sebagai alat kerajaan pusat, Kepala daerah memiliki tugas : a. mengurus ketertiban dan 

keamanan umum di daerah; b. menyelenggarakan koordinasi  antara jabatan-jabatan 
Kerajaan Pusat di daerah dan antara jabatan-jabatan tersebut dengan kerajaan daerah; 
c. melakukan pengawasan terhadap perjalanan kerajaan daerah; d. menjalankan lain-lain 
kewenangan umum yang terletak dalam bidang urusan kerajaan pusat. Sampai saat dica-
butnya UU ini. Tugas-tugas tersebut dilakukan Gabenor untuk Daerah Tingkat I dan Bupati/
Walikota untuk Daerah Tingkat II. Adapun sebagai alat kerajaan daerah, kepala daerah ber-
tindak sebagai pemegang kuasa eksekutif, baik dalam hal urusan daerah [otonomi] maupun 
dalam urusan membantu pemerintahan.
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Pada waktu UU No. 1/1957 diluluskan, kerajaan Indonesia 
menganut sistem federasi [Republik Indonesia Serikat] sedang-
kan sistem kesatuan atau unitarian kembali digunakan apabila 
lahir UU No.18/1965.

Penentuan mengenai pemilihan kepala daerah dinyatakan 
dalam 10 pasal antara pasal 11 sampai pasal 21. Dalam keten-
tuan tersebut, kekuasaan pusat sangat besar karena Kepala 
daerah dilantik dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri 
Dalam Negeri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat 
1 yang menyebutkan : “Kepala daerah Tingkat I diangkat oleh 
Presiden dan sedikitnya dua dan sebanyaknya empat orang calon 
yang ajukan DPRD yang bersangkutan.” Sedangkan pasal 13 ayat 
1 menyebutkan : “Kepala daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri 
Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya 
dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.”

Adapun Kepala daerah Tingkat III diangkat oleh Kepala 
daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri 
daripada bilangan calon antara dua orang hingga empat orang 
yang diajukan DPRD setempat [pasal 14 ayat 1].

2.4. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Baru
Undang-Undang No.5 Tahun 1974

Sebagai ketentuan perundangan, materi yang mengatur 
pemilihan kepala daerah dalam undang-undang ini dapat 
dikatakan lengkap dan terperinci. Undang-undang tersebut 
mengatur syarat kepala daerah, mekanisme pengisian, bidang 
kuasa kepala daerah, perhubungan kepala daerah dengan 
DPRD, mekanisme perlantikan dan pemberhentian kepala 
daerah dan tempoh jabatan.

Pemilihan Gabenor/Kepala daerah Tingkat I diatur dalam 
pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : “Kepala daerah Tigkat I dicalonkan 
dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikit-
nya 3 [tiga] orang dan sebanyak-banyaknya 5 [lima] orang yang telah 
dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri 
Dalam Negeri.” Pada ayat 2 disebutkan bahwa :  “Hasil pemilihan 
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yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 [dua] orang untuk diangkat alah se-
oarang diantaranya.”

Daripada kedua pasal di atas dapat dilihat campur tang-
an mendalam kerajaan pusat dalam pemilihan kepala daerah. 
Pusat tidak hanya menjadi pintu terakhir penentuan calon. 
Menteri Dalam Negeri juga terlibat dalam proses pencalonan. 
Calon kepala daerah harus dipersetujui oleh Menteri Dalam 
Negeri. Lebih daripada itu, dalam pemilihan calon, Presiden 
memiliki kuasa pemutus untuk mengabaikan hasil pemilihan 
DPRD. Dalam penjelasan pasal 15 dikatakan bahwa Presiden 
dalam mengangkat kepala daerah daripada calon-calon yang 
diajukan oleh DPRD, tidak terikat dengan jumlah suara yang 
diperoleh calon, karena hal ini merupakan hak prerogatif 
Presiden.

Menurut Agus Pramusinto (2004), aturan tersebut boleh 
dikaitkan dengan kepentingan kerajaan pusat untuk menda-
patkan kepala daerah [Gabenor atau Bupati/Walikota] yang 
mampu bekerjasama dengan kerajaan pusat.16 Walau bagai-
manapun, gabenor atau bupati/walikota menurut Undang-
undang ini adalah kepala daerah sekaligus ketua wilayah yang 
merupakan wakil kerajaan pusat di daerah. Bahkan pasal 80 
mempertegaskan kedudukan tersebut sebagai penguasa tung-
gal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi “Kepala Wilayah 
sebagai wakil kerajaan adalah penguasa tunggal di bidang pemerin-
tahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, men-
goordinasikan pembangunan dan membina kehidupan di segala bi-
dang.”

Afan Gaffar dan rakan-rakan memberikan kesimpulan 
yang sangat terbuka mengenai realiti pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah pada masa Orde Baru. Menurut mereka, rekrut-
men politik tempatan ditentukan sepenuhnya oleh Jakarta, 
khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri untuk pengisi-
an jabatan bupati, walikota, sekretaris daerah, dan ketua-ketua 
dinas di provinsi. 
16  Agus Pramusinto, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala daerah dalam mencermati Hassil 

Pemilu 2004, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS Vol.33, No.2. Juni 2004, hlm. 240.
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Untuk jabatan gabenor ditentukan oleh Departemen Dalam 
Negeri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia [TNI], dan 
Sekretariat Negara. Menurut Agus Pramusinto, peranan tente-
ra di daerah menjadi sangat kuat karena penempatan anggota 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [ABRI] sebagai kepa-
la daerah.17

2.5. Masa Reformasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Reformasi membawa perubahan dalam pemilihan kepala 
daerah, dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-undang tersebut merupakan sebahagian dar-
ipada pakej liberalisasi politik oleh pemerintahan Presiden BJ 
Habibie. Ia boleh dikatakan dilaksanakan secara terburu-bu-
ru pada saat isu desentralisasi dibincangkan secara meluas 
dalam wacana awam. Kesan buruk pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah masa Orde Baru ditandai dengan campur tan-
gan berlebihan oleh pusat, menjadi semangat para pembuat 
undang-undang.

Ihwal kepala daerah diatur dalam pasal 34 sampai pasal 
40, yang secara tegas memuatkan ketentuan mengenai tugas, 
fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pemili-
han kepala daerah. Ketentuan lebih terperinci termaktub da-
lam Peraturan Kerajaan No. 151 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah dipilih oleh DPRD, seperti dinyatakan da-
lam pasal 34 ayat 1 yang menyebut bahwa : “ Pengisian jabatan 
Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilakukan oleh DPRD mela-
lui pemilihan secara bersama.” Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan 
: “Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan 
oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan.”

Kedudukan DPRD dalam undang-undang ini sangat pen-
ting karena siapapun calon kepala daerah yang memperolehi 
suara mayoritas secara otomatis akan mendapat kedudukan 

17  H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaaffar, MA, Prof. Dr. M.Ryaas Rasyid, MA, op.cit., 
hlm.164-165.
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sebagai kepala daerah. Kerajaan Pusat hanya mengesahkan 
hasil yang telah diputuskan DPRD.18

Berdasarkan model dalam rekruitmen politik dapat dikata-
kan bahwa ketentuan perundangan dan pengalaman empiris 
pemilihan kepala daerah selama ini bersifat tertutup karena 
hanya memberi peluang kepada sekelompok elit untuk bertan-
ding sebagai calon kepala daerah atau “pemilih”. Istilah pemilih 
yang dimaksudkan ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [DPRD] sahaja dan tidak melibatkan rakyat. 

Daripada kajian terhadap ketentuan-ketentuan perun-
dangan di atas, daripada UU No.1/1945 hingga kepada UU 
No.22/1999, implementasinya telah diguna pakai 3 [tiga] jenis 
sistem tak langsung. Ketiga jenis sistem tak langsung tersebut 
memiliki ciri atau sifat tersendiri yaitu :19 

(1) Perlantikan Kerajaan/Pejabat Pusat.
Perlantikan kepala daerah oleh penguasa pusat yang 

dilakukan semasa penjajahan Belanda dan Jepun, secara im-
plisitnya masih dipertahankan pada permulaan masa pemer-
intahan Orde Lama. Ciri utama sistem perlantikan ini adalah: 
a. Mekanisme pemilihan kepala daerah sangat tertutup dan 

rakyat tidak memiliki akses kepada maklumat dan pengli-
batan;

b. Kekuasaan dan kewenangan pejabat pusat sangat besar 
dan sebaliknya kekuasaan atau kewenangan kepala daerah 
sangat kecil dan tergantung [dependent];

c. Kepala daerah lebih sebagai alat kerajaan pusat daripada 
kerajaan daerah;

d. Peranan DPRD sangat kecil, bahkan dinafikan/diabaikan.
e. DPRD tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepala 

daerah atau sebaliknya Kepala daerah bertanggungjawab 
pada kerajaan pusat.

18  Pasal 40 UU No. 22 Tahun 1999 berbunyi : “pasangan calon Kepala daerah dan Calon 
Wakil Kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, ditetapkan seba-
gai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden

19  Joko J. Prihatmoko, op.cit., hlm. 72-75.
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(2) Pemilihan Perwakilan Semu.
Pemilihan semu adalah mekanisme atau sistem pemilihan 

kepala daerah yang seolah-olah dilakukan oleh DPRD namun 
penentu sebenar ialah kerajaan pusat. Pemilihan perwakilan 
semu ini terdapat dalam Penetapan Kerajaan No.6/1959, 
Undang-Undang No.18/1965, Undang-Undang No.5/1974. 
Sistem perwakilan semu mempunyai ciri sebagai berikut :
a. Mekanisme yang digunakan seakan-akan demokratik, bah-

kan tidak teratur;
b. Kekuasaan atau kewenangan pusat menentukan  kepala 

daerah sangat besar;
c. Kepala daerah bertanggungjawab pada kerajaan pusat;
d. DPRD mempunyai peranan yang terbatas;
e. Penglibatan rakyat sangat terbatas atau secara formal saha-

ja.

(3)  Pemilihan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pengisian jabatan kepala daerah yang memenuhi syarat 

sebagai pemilih adalah berdasarkan pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah seperti dalam UU No.22/1999, hal yang men-
yatakan kepala daerah dipilih dengan sistem melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] dengan ciri-ciri sebagai be-
rikut :
a. Mekanisme pemilihan terbuka;
b. Akses masyarakat untuk mengambil bahagian dan melaku-

kan kawalan terbuka secara terbatas;
c. Partai mulai berperanan penting, khususnya dalam tahap 

penyaringan calon;
d. Dewan Perwkilan Rakyat Daerah  DPRD] melakukan pemilihan;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] dapat meminta 

pertanggungjawaban kepala daerah;
f. Penetapan calon terpilih menggunakan sistem mayoritas 

sederhana [simple majority, calon yang memperoleh suara 
terbanyak];

g. Kerajaan pusat hanya mengesahkan.
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2.6. Parameter Perilaku pemilih
Ada 3 [tiga] petunjuk yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan kepala daerah yang kemudian diharapkan akan 
menjadi pemimpin ikutan masyarakat yakni Akseptabilitas, 
Kapabilitas, Kompabilitas20.

Akseptabilitas adalah tingkat penerimaan pemilih terhadap 
calon. Kemenangan seorang calon dengan perolehan suara ter-
banyak dalam konteks demokrasi memang sangat diharapkan 
apalagi didukung oleh kekuatan politik yang besar.  Namun 
ini sahaja tidak sempurna jika tidak disokong oleh kemampu-
an dan bakat. Kemampuan dan bakat dapat kita lihat melalui 
pemikiran calon dalam bidang pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan. 

Kapabilitas, yaitu kemampuan diri calon baik secara in-
telektual maupun moral dapat dilihat daripada catatan jejak 
[track record] seperti pendidikannya, sikap dan perilakunya 
selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara ti-
ba-tiba, melainkan melalui suatu proses, dengan jejak tersebut 
dapat menggambarkan kemampuan dan pengalaman kepe-
mimpinannya selama ini baik dalam hal pemerintahan atau 
penyertaan dalam organisasi sosial, politik, organisasi kemasy-
arakatan dan sebagainya. 

Kompatabilitas ialah kemampuan untuk menyesuai-
kan diri secara bijak dengan pemerintahan yang lebih tinggi 
dan kemampuan mengakomodasikan pemerintahan dengan 
mengambil kira aspirasi masyarakat bawahan. Tingkat keper-
cayaan masyarakat akan menjadi tinggi terhadap pemimpin 
yang memberi perhatian lebih kepada kesejahteraan dan ke-
makmuran masyarakat.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan 
sikap memilih dapat dilihat daripada keseriusan calon dalam 
menyampaikan visi, misi dan program kerjanya.21 Sekarang, 
hampir semua calon mengunjungi serata pelosok desa untuk 
mendapatkan simpati masyarakat dengan cara membungkus 
kampanye ke dalam suatu acara “silaturahim”. 

20  Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, cetakan IV, Penerbit 
Fokus Media, Bandung.  2003, hlm, 118-119

21  ibid
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Ada calon dalam penyampaian programnya, atau semasa 
berdialog dengan orang ramai terus terang menyatakan: “saya 
tidak menjanjikan sesuatu tapi kita lihatlah nanti seandainya 
saya dipercaya masyarakat”. Itu bermakna, calon itu tidak ber-
tanggungjawab karena tidak menjelaskan jenis tindakan yang 
akan diambil untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat 
di tempat yang dikunjunginya. 

Ada pula calon yang dalam penyampaiannya penuh den-
gan keraguan dan tanpa kepastian, mengungkapkan “biaya 
sekolah akan kita bebaskan sesuai dengan kemampuan keu-
angan daerah” . Jika ingin diberikan, berikan sahaja, jangan 
pula dikaitkan dengan kemampuan daerah dan jelaskan juga 
tempoh pelaksanaannya. Adakah 6 [enam] bulan setelah dilan-
tik atau setelah akhir masa jabatan? 

Ungkapan di atas masih berupa tanda tanya sama ada be-
nar atau tidak, dan lebih bertujuan untuk mencari simpati pe-
milih tanpa mempunyai rencana program kerja yang jelas. Ada 
pula calon yang tahu semua permasalahan daerah masing-ma-
sing tetapi tidak mempunyai penyelesaiannya. Calon seperti 
ini hanya mengutamakan kemenangan tetapi tidak berniat un-
tuk membela kepentingan rakyat. 

Sebaiknya, seorang calon kepala daerah harus berani ber-
janji, menghadapi cabaran masa depan dan bertanggungjawab 
atas amanah ini. Ini semua diiringi dengan perancangan pem-
bangunan dengan usaha membanteras kemiskinan dengan 
cara yang tersusun. Ramai orang mengaku miskin karena kera-
jaan tidak punya petunjuk [indikator] kemiskinan22, sehingga 
perangkaan kemiskinan juga lesap entah ke mana. 

Calon harus mempunyai standard yang jelas dan konkrit,  
berusaha membanteras kebodohan dengan meningkatkan 
sumber daya manusia, bersedia denga perancangan yang ter-
susun lagi terukur, mempercepat pembangunan infrastruktur 
dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan-
nya kepentingan perniagaan daerah sahaja. Ini semua dapat 
dibuktikan dengan program yang nyata, bukan slogan sema-
ta-mata. Yang lebih menyedihkan, pelan pembangunan se-
orang calon biasanya disiapkan oleh perpilihng. 
22  ibid
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Bagaimana untuk membuat pilihan akhir? Pilihan itu ter-
letak pada calon yang menguasai pelan pembangunan di sam-
ping keseriusan calon dalam menyampaikan pemikirannya. 
Oleh itu, masyarakat harus mencatat semu ucapan seorang 
calon.

Kehebatan seorang calon kepala daerah bukan terletak 
pada kemenangan tetapi terletak pada hasil piihanraya, yaitu ta-
hap kemajuan daerah yang dicapai berbanding dengan waktu 
sebelum menjawat jabatan, yaitu keberhasilan dalam melaksa-
nakan pembangunan dalam pelbagai sektor. Kemajuan yang 
dicapai tentu didasari oleh niat yang tulus untuk kemajuan 
daerah dan memakmurkan rakyat. Tetapi kalau niatnya untuk 
mendapat kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan, maka han-
curlah daerah. Dana yang sudah dikeluarkan untuk pemilu 
menjadi sia-sia sahaja. Yang berjaya hanyalah demokrasi, pen-
deritaan rakyat semakin bertambah dan kemiskinan semakin 
menular. Oleh karena itu, pemilih harus lebih berhati-hati se-
masa memilih. Jangan terpengaruh dengan uang, senyuman, 
gaya, maupun partai. Harus dicari orang yang benar-benar pu-
nya konsep, arah dan sasaran dan aplikasi untuk membangun. 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah jabatan poli-
tik atau jabatan awam yang di dalamnya terdapat mekanisme 
dan nilai-nilai demokratik [terbuka dan akunjadwal] dalam 
proses pemilihan, pertanggungjawaban tugas, serta pember-
hentiannya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratik 
apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat 
Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel 
(1978), Affan Gaffar dan kawan-kawan, yang menyatakan pa-
rameter untuk mengamati wujudnya demokrasi antara lainnya 
ialah: (1) pemilu; (2) penggantian kekuasaan; (3) rekruitmen 
secara terbuka; (4) akauntabiliti awam.23

Untuk  rekrutmen jabatan politik atau awam harus dilaku-
kan dengan pemilu yang diselenggarakan secara teratur den-
gan jarak waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu 
23  H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaaffar, MA, Prof. Dr. M.Ryaas Rasyid, MA, Otonomi 

Daerah dam Negara Kesatuan, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajjian Etika 
Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, Maret 2002, hlm.34 -37.
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merupakan gerbang pertama yang harus dilepasi karena me-
lalui pemilu, demokrasi dapat dibentuk. Setelah pemilihan, 
orang akan melihat dan menilai sama ada calon yang terpilih 
memenuhi janji-janjinya. 

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digu-
nakaan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hu-
kuman [reward and punishment] dalam pemilu akan datang. 
Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak 
menjaga moralnya tidak akan dipilih, sebaliknya pejabat yang 
berkenan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

Penggantian kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan 
atau jabatan politik tidak boleh dan tidak mungkin dipegang 
terus menerus oleh seseorang seperti dalam sistem monar-
ki. Ertinya, kalau hanya seorang atau satu partai berterusan 
berkuasa, sistem itu kurang layak disebut demokrasi. Dengan 
kata lain, demokrasi memberikan peluang peralihan kekua-
saan atau penggantian pejabat politik secara teratur dan damai 
daripada seorang kepala daerah kepada kepala daerah yang 
lain dan daripada satu partai kepada partai lain.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan 
pertandingan karena semua orang atau kelompok mempunyai  
hak dan peluang yang sama. Oleh itu, dalam mengisi jabatan 
politik sudah seharusnya peluang dibuka kepada semua yang 
memenuhi syarat. Pertandingan dijalankan dengan wajar dan 
sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Para pemegang jabatan awam harus dapat memikul tang-
gungjawab kepada umum, baik sebagai individu maupun 
sebagai pejabat awam. Seorang kepala daerah atau pejabat 
politik harus dapat menjelaskan kepada umum sebab sesuatu 
keputusan itu diambil.

Pasang surut kekuasaan nasional mempengaruhi pelak-
sanaan pemilihan kepala daerah selama ini. Setiap penguasa 
atau regim mengambil keputusan yang berbeza. Adakah pa-
rameter demokrasi tersebut di atas sudah diwujudkan dalam 
pemilihan kepala daerah selama ini? 
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2.7. Tata Cara Pencalonan Kepala daerah.
Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseoran-
gan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal 
calon tersebut melalui mekanisme yang demokratik dan telus. 
Yang dimaksudkan dengan mekanisme yang demokratik dan 
telus ialah mekanisme yang digunakan dalam partai poli-
tik atau gabungan partai politik yang mencadangkan calon. 
Proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses 
oleh umum.

Partai politik atau gabungan partai politik harus memberi 
perhatian kepada pendapat dan tanggapan masyarakat dalam 
proses penetapan pasangan calon. Dengan demikian, aspirasi 
rakyat diharapkan benar-benar didengar. 

Masa pendaftaran pasangan calon yang paling lama ialah 
7 [tujuh] hari sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. 
Sesuai dengan ketentuan paraturan dalam pasal 59 ayat (5), 
partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaft-
arkan pasangan calon wajib menyerahkan 24: 
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan par-

tai politik/pimpinan partai politik yang bergabung25.
b. kesepakatan tertulis di antara partai politik yang ber-

gabung, untuk mencalonkan pasangan calon 
c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan pasangan 

yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan par-
tai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.

d. surat penyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara ber-
pasangan.

e. surat penyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai 
pasangan calon

f. surat penyataan kesanggupan megundurkan diri dari ja-
batan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil 
kepala daerah sesuai dengan peraturan undang-undang.

24 Daniel S. Salossa, Pilkada Langsung menurut UU No.32 Th.2004, Media 
Pressindo,Yogyakarta, th. 2005, hlm 49-50

25 Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik 
atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/
anggaran partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonan.
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g. surat penyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri26 
bagi calon yang berasal daripada Pegawai Negeri Sipil, an-
ggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

h. surat pernyataan tidak aktif daripada jabatannya, dari 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] tem-
pat yang bersangkutan menjadi calon dalam daerah yang 
menjadi wilayah kerjanya.

i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], Dewan Perwakilan 
Daerah [DPD], dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
[DPRD] yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daer-
ah dan wakil kepala daerah.

j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

k. naskah visi, misi, dan program daripada pasangan calon 
secara bertulis.

2.8. Penelaah Persyaratan Administratif Calon Kepala daer-
ah.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 ayat (1) UU 

No,32/2004, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepa-
la daerah yang diajukan partai politik atau gabungan partai 
politik hendaklah diteliti persyaratan administratifnya dengan 
menjelaskan kepada agensi kerajaan yang berwenang dan me-
nerima pandangan daripada masyarakat terhadap persyaratan 
pasangan calon.

Hasil penelitian tersebut disampaikan secara tertulis kepa-
da pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang 
mengusulkan pasangan calon, paling lewat 7 (tujuh) hari dari-
pada tarikh penutupan pendaftaran. 

Jika pasangan calon belum memenuhi syarat atau dito-
lak karena tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau 
gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesem-
patan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pen-
calonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan 
26  Yang dimaksud dengan “jabatan negeri” dalam ketentuan ini adalah jabatan struktur dan 

jabatan fungsional.
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calon baru, paling lewat 7 hari daripada tarikh pemberitahuan 
hasil penelitian persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Daerah [KPUD]. Kemudian KPUD melakukan penelitian sem-
ula kelengkapan dan/atau pembaikan persyaratan pasangan 
calon. Dan jika hasil penelitian bekas pasangan calon tidak 
memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau 
gabungan partai politik tidak lagi dapat mengajukan pasangan 
calon.

2.9. Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah.
Institusi yang berwenang menetapkan pasangan calon 

yang berhak maju kepada tahap pemungutan suara oleh 
rakyat secara langsung adalah Komisi Pemilihan Umum 
Daerah [KPUD], berdasarkan hasil penelitian terhadap pas-
angan calon. KPUD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
pasangan calon. Ketetapan itu diwartakan dalam Berita Acara 
Penetapan pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan itu harus sudah diu-
mumkan secara luas paling lewat 7 (tujuh) hari setelah selesai 
proses penelitian. Selanjutnya, untuuk pasangan calon yang 
telah ditetapkan dan diumumkan, dilakukan pilihan secara 
terbuka untuk menetapkan nombor urutan pasangan calon. 
Pilihan tersebut wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil par-
tai politik, pihak akhbar dan wakil masyarakat.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon tersebut ber-
sifat muktamad. Apabila salah satu calon atau pasangan calon 
berhalangan tetap pada saat mula berkampanye hingga hari 
pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon 
atau lebih, tempoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang ber-
halangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Namun apabila salah satu calon atau pasangan calon ber-
halangan tetap pada saat mula berkampanye hingga hari pe-
mungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 
2 (dua) pasangan, maka tahap pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lewat selama 
30 hari. 
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Partai politik atau gabungan partai yang pasangan calonn-
ya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti 
paling lewat 3 (tiga) hari semenjak pasangan calon berhalan-
gan tetap. Kemudian KPUD melakukan penelitian persyaratan 
administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti pa-
ling lewat 4 (empat) hari semenjak pasangan calon penganti 
didaftarkan. 
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BAB 3

Teori Perilaku Pemilih

Bab ini akan menguraikan kaedah-kaedah teori yang di-
aplikasikan diantaranya perilaku pemilih  rasional dan non 
rasional, orientasi pemilih, tipologi Perilaku pemilih, perilaku 
pemilih dalam pemberian suara, serta perilaku pemilih dalam 
pendekatan ilmu politik.

3.1. Mengenali Perilaku pemilih
Studi tentang perilaku pemilih pada dasarnya masih mer-

upakan persoalan baru dalam konteks politik di Indonesia. Di 
Amerika Serikat sendiri, kajian tentang perilaku pemilih da-
lam bidang ilmu politik baru muncul tahun 1937 yang ditandai 
dengan terbitnya buku “Political Behavior: Studies in Election

Statistics” karya Herbert Tingsten. Sebab, sebelumnya ban-
yak ilmuwan politik di Amerika yang memfokuskan dan lebih 
puas dengan metode penelitian ilmu politik tradisional, sep-
erti analisis tekstual filsafat politik, proses pembuatan kebija-
kan legislatif, deskripsi-deskripsi tentang lembaga-lembaga 
politik, dan semacamnya. Oleh karenanya, dalam konteks ini, 
munculnya penelitian-penelitian tentang perilaku pemilih da-
lam kajian ilmu politik merupakan reaksi atau pemberontakan 
atas ketidakpuasan terhadap penelitian-penelitian tradisional 
tersebut.

Kajian sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber infor-
masi dan juga sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian 
Hernoe [1994] dan suwondo [1997] tentang perilaku pemilih per-
kotaan memperkuat kesimpulan Gaffar [1992] yaitu orientasi 
sosio religius mempunyai korelasinya terhadap perilaku pemi-
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lih Partai Persatuan Pembangunan [PPP] dan Partai Demokrasi 
Indonesia [PDI]. Santri cenderung memilih partai Islam dan 
kaum abangan memilih partai yang tidak membela dan me-
majukan Islam. Walaupun pada saat itu semua kekuatan or-
ganisasi politik telah sepakat untuk berazaskan Pancasila, 
Partai Persatuan Pembangunan tetap dipandang pendukung 
dan pemilih sebagai partai Islam. Hasil penelitian menunju-
kan adanya variasi pilihan diantara masing-masing agama. 
Responden yang Islam cenderung memilih Partai Persatuan 
Pembangunan ketimbang memilih Golongan Karya [Golkar] 
dan Partai Demokrasi Indonesia. Sementara responden non 
Islam tak satupun memilih Partai Persatuan Pembangunan, 
tetapi lebih dominant memilih Partai Demokrasi Indonesia 
dan sebagian  memilih Golkar. Hal ini menunjukan pola aliran 
keagamaan massih cukup berpengaruh pada seseorang dalam 
menentukan pilihannya. Kajian ini lebih mengarah pada pende-
katan sosiologis.

Penelitian Pomper pada pemilu 1946, 1964, dan 19721 meng-
hasilkan kesimpulan yang mirip dengan catatan Kanvanagh 
tentang perilaku pemilih di Inggris. Pertama, hubungan antara 
pembolehubah-pembolehubah sosial-ekonomi dengan pilihan 
pemilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu, dan sampai 
tingkat yang rendah pada tahun 1972. faktor-faktor demografis 
ketika dihubungkan dengan pilihan pemilih juga mengalami 
hal yang sama. Kedua, posisi isu-isu politik dalam menentukan 
perilaku politik meningkat secara tajam, baik dampaknya se-
cara langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak 
langsung melalui penilaian calon kandidat. Ketiga, terjadi pe-
nurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih 
secara terus menerus mulai dari pemilu 1956, 1964, dan pun-
caknya pemilu 1972.

Dalam studi tentang perilaku pemilih pada pemilu 1999, 
Liddle dan Mujani2 menemukan dua kesimpulan penting dalam 
memahami perilaku pemilih yaitu semakin memudarnya poli-
tik aliran di tingkat massa pemilih. Massa pemilih cenderung 
kurang memperdulikan aliran masing-masing partai politik.
1 Jurnal Ilmu Politik, 16. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2 Lihat, Ida Rifda, op.,cit, hlm.43.
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Beberapa kajian tingkah laku memilih lain yang penting 
diketahui antaranya dilakukan oleh Gazali Mayudin (1993).3 
Kajian yang dilakukan Mayudin ini mau menguji pengaruh 
uang, media dan jentera partai terhadap tingkah laku memilih 
di Kelantan. Dalam kajian ini, Gazali Mayudin mendapatkan 
bahwa pemilih Melayu Kelantan lebih tertarik pada Pas oleh 
karena isu rohani dan keagamaan dan kenegerian, berbanding 
terpengaruh oleh uang, media, jentera partai Umno BN.

Studi yang sama juga dilakukan oleh Willy Wirman (2007)4 
tentang politik pemilih pada Pemilu 2004 terhadap partai 
Amanat Nasional menghasilkan perilaku pemilih dalam me-
nentukan pilihan lebih didasarkan pada faktor keagamaan, 
sedangkan hubungan orientasi calon anggota DPRD lebih ke-
pada kharisma dan asal kesukuan atau daerah calon legislatif. 
Kajian ini berbeda dengan apa yang pernah dikaji di Malaysia. 
Kajian tingkah laku pemilih di Negara Malaysia yang per-
nah dilakukan antaranya yaitu kajian yang dibuat oleh Mohd 
Faisal Syam Abdol Hazis, Neilson Ilan Mersat dan Ahli Sarok.  
Kajian ini bertajuk Tingkah laku Pemilihan Dalam Pemilu 
DPRD Sarawak (2002),5 mendapati bahwa perilaku memilih di 
Sarawak tidaklah static, sebab perilaku memilih masyarakat 
dipengaruhi oleh faktor calon dan partai. Faktor inilah yang 
menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemilih.

Kajian lain tentang perilaku memilih yang pernah dilaku-
kan disemenanjung adalah kajian oleh Nor Azimah (1992) ten-
tang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pilih di 
Kota Tinggi Melaka. Beliau secara khas ingin menguji penga-
ruh ibu-bapa terhadap tingkah laku memilih anak-anaknya.  
Kajian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh tidak ada 
pengaruh ibubapa dalam memilih. Baginya tingkah laku me-
milih lebih dipengaruhi oleh faktor lain.

Selain kajian yang dilakukan Nor Azimah di Kota Tinggi 
Melaka, Dodi Hendrik juga pernah dilakukan di Kota Bharu 
negeri Kelantan, yang bertajuk perilaku Pemilih Belia perila-
ku memilih pada Pemilu Tahun 2004.hasil didapati menyata-
3 Lihat Hairany, Naffis, (penyt), Amalan Politik Malaysia, Bangi, UKM, 1993.
4 Lihat, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 5/Nomor 1/Juni 2007
5 Lihat, Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, 2002, Tingkah Laku Pemilihan Dalam Pemilu 

Parlemen Sarawak, Samarahan Sarawak Universiti Malaysia Sarawak.
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kan bahwa tidak terdapat hubung kait antara jenis jentina be-
lia dengan pola memilih belia. Kajian ini juga menyimpulkan 
bahwa tidak ada hubung kait antara tingkat umur belia den-
gan pola memilih belia. 

Sebagaimana kajian yang pernah dilakukan di Sabah oleh 
Neilson Mersat (1999)6 menyimpulkan bahwa faktor etnik 
yang mempengaruhi perilaku memilih di Sabah. Dimana pe-
milih bumi putra Islam lebih cenderung memilih Umno-BN. 
Sedangkan kaum Cina lebih cenderung memilih LDP dan 
SAPP. Namun hal ini juga tidak mesti berperanan mutlak ka-
rena didapti pula pemilih Cina yang memilih PBS, yaitu partai 
yang dikenal sebagai partainya masyarakat Kadazam Dusun.

Terlepas dari tujuan suatu partai politik atau kontestan 
individual, suatu hal yang pasti ialah Mereka membutuhkan 
suara para pemilih agar boleh berkiprah di dalam dunia poli-
tik. Untuk itu, mereka harus memahami pemilih. Tanpa pema-
haman ini, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat dan 
gagal untuk menyelenggarakan tujuan mereka berkiprah di 
politik. Jadi, suatu partai politik atau kontestan individual ha-
rus berusaha memahami pemilih mereka. Untuk itu sejumlah 
hal terutama yang menyangkut perilaku pemilih sebagai kon-
sumen politik. 

Dalam era demokratisasi sekarang ini, hubungan antara 
kandidat dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, 
karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya 
ikatan tradisional maupun primordonal. Padahal, kandidat tak 
akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapat-
kan dukungan pemilih. Sehingga tidak mengherankan apabila 
menjelang pemilu, kandidat ramai-ramai mendekati pemilih 
untuk memberikan pilihannya. Hubungan pasif seperti ini,  
telah diungkapkan, membuat pemilih menjadi objek politik. 
Padahal keberadaan pemilih seharusnya dijadikan subjek dan 
kandidat sebaiknya menempatkan diri sebagai pelayan serta 
agen pembaruan dalam masyarakat. Pada kenyataannya, hu-
bungan antara kandidat dengan pemilih selalu beda dengan 
apa yang diharapkan pemilih. Setelah memenangkan pemilu, 

6   Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, , op. cit, 2002
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kandidat  melupakan janji dan harapan politik yang telah me-
reka sampaikan di hadapan para pemilih. Mereka begitu sibuk 
mengurusi  kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah 
didapat. 

Sementara itu, di sisi lain, para pemilih juga seringkali me-
mindah-mindahkan dukungan mereka dari satu partai ke par-
tai lain. Dengan semakin meningkatnya massa mengambang 
dan non-partaisan, harus disadari bahwa ikatan ideologi yang 
dulu sangat kuat itu sekarang telah luntur. Pemilih semakin 
hari menjadi sangat kritis dan selalu mengevaluasi apa saja 
yang telah dilakukan partai pemenang pemilu. Ketika mereka 
melihat bahwa program kerja yang dilaksanakan partai atau 
kandidat pemenang pemilu ternyata tidak sesuai dengan jan-
ji mereka sewaktu masa kampanye, pemilih dapat ’menghu-
kum’ partai atau kandidat dengan tidak memilihnya kembali 
pada pemilu berikutnya. 

Gambar  2. 1. Pembagian Jenis Pemilih 

Ada baiknya dalam gambar ini kita lebih dulu mendefi-
nisikan apakah yang dimaksudkan dengan pemilih. Secara 
garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang 
menjadi tujuan utama para partai atau kandidat untuk mer-
eka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudi-
an memberikan pilihannya kepada partai atau kandidat yang 
bersangkutan. Pemilih dalam hal ini adalah masyarakat pada 
umumnya. Pemilih  adalah kelompok masyarakat yang merasa 
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diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian terman-
ifestasi dalam institusi politik seperti partai politik. Dengan 
kata lain, partai politik harus memiliki basis pendukung yang 
memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok-
kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas men-
definisikan  keterkaitan mereka dengan partai politik tertentu. 
Disamping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas 
yang boleh saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu 
tetapi tertarik dengan kandidat/calon kepala daerah yang ma-
jukan oleh partai tersebut. Masyarakat terdiri dari berbagai 
kelompok, ada  kelompok masyarakat yang  non-partai, di 
mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak diikatkan kepa-
da suatu partai politik yang boleh menawarkan program ker-
ja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah 
yang akan mereka pilih. 

Upaya untuk menjelaskan karakteristik pemilih telah men-
jadi diskusi dan analisis para politikus maupun kalangan aka-
demisi. Semenjak Downs7  kita semua sadar bahwa keputusan 
memilih (to vote) berbeda secara signifikan dengan keputusan 
ekonomi dan komersial pada umumnya. Keputusan memi-
lih selama pemilu dapat dianalogikan sebagai perilaku pem-
belian (purchasing) dalam dunia bisnis dan komersial. Dalam 
dunia bisnis dan komersial, keputusan pembelian yang salah 
akan berdampak langsung terhadap subjek dangan kehil-
angan utilitas (utility loss) barang atau jasa yang dibelinya. 
Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memi-
liki efek langsung bagi  pengambil keputusan, karena keputu-
san individu tidak akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah 
besar. Keputusan individu adalah bagian kecil dari keputusan 
kolektif. Hanya individu-individu dengan posisi yang dapat 
mempengaruhi persepsi dan opini publiklah yang memili-
ki kemampuan untuk memberikan pengaruh sangat luas. 
Sehingga tidaklah mengherankan jika para figur publik sangat 
diperebutkan oleh partai politik untuk menjadi kader mereka 
termasuk mencalonkan mereka sebagai calon kepala daerah. 
Kekuatan popularitas dan ketenaran diharapkan dapat men-
jadi magnet yang mampu menyedot perhatian pemilih secara 
7 Downs, A,. an economic theory of democracy, New York : Harper-Row, 1957
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luas. Menurut Downs, partaisipasi politik lebih dilihat sebagai 
aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan 
memperkuat institusi demokrasi. 

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh 
Schumpeter8. Menurut dia, pemilih mendapatkan informasi 
politik dalam jumlah besar (overload) dan beragam, seringkali 
berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin ber-
sifat kontradiktif. Di tengah-tengah informasi yang melimpah 
ini, pemilih dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk 
memilih-milih informasi. Misalnya apakah informasi yang 
diterima berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas yang 
baik atau hanya sekadar rumor politik yang tidak memiliki 
landasan kuat dan hanya berdasarkan persepsi serta judgement 
saja. Sehingga tidak aneh bila diskusi tentang perilaku pemilih 
bermuara pada perdebatan apakah pemilih bersifat rasional 
atau tidak rasional dalam pemilu.

Sementara itu, Brennan dan Lomasky9  serta Fiorina10  
menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu ada-
lah perilaku ’ekspresif’. perilaku ini tidak jauh berbeda den-
gan perilaku supporter yang memberikan dukungannya pada 
sebuah tim sepakbola. Menurut mereka, perilaku pemilih san-
gat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideoolgi. Keputusan untuk 
memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabi-
la tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada 
partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak 
akan memberikan pilihannya kalau mereka menganggap bah-
wa suatu partai politik tidak loyal serta tak konsisten terhadap 
janji dan harapan yang telah mereka berikan. Jadi, konsep loy-
alitas di sini harus dilihat dua arah, yaitu dari pemilih kepa-
da partai politik dan dari partai politik ke pemilih. Selain itu, 
perilaku pemilih juga sarat dengan kedekatan ideologi antara 
pemilih dengan partai politik. Masing-masing pemilih  mem-
bawa ideologi  yang berbeda  satu dengan yang lain. Sementara 

8 Schumpeter, A., Capitalism socialism and democracy, London : Unwin University Books, 
1966

9 Brennan, G., & Lomasky, L. Democracy and decision, Cambridge :Cambridge University 
Press, 1977

10 Fiorina, M, P. Retrospective voting in American nation elections, New Haven : Yale University 
Press, 1981
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itu, dalam struktur masyarakat juga terdapat beragam ideolo-
gi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, 
muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang 
dianut oleh masyarakat dengan idelogi yang dibawa pemilih. 
Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada pemilih 
yang memiliki ideologi sama dengan  mereka anut sekaligus 
juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan den-
gan mereka. 

Ketidakhadiran insentif ekonomi ketika pemilih menen-
tukan pilihan politik membuat banyak kalangan berpendapat 
bahwa, secara individual, memilih lebih merupakan keputusan 
konsumsi ketimbang keputusan investasi11. Insentif ekonomi 
dilihat sebagai ’keuntungan’ secara ekonomis ketika pemilih 
memberikan dukungan kepada suatu partai politik atau kandi-
dat. Dalam perspektif individual, keputusan pemilih akan dili-
hat sebagai perilaku konsumsi dan pembelajaran yang dengan 
cepat hilang dan habis, bukan sebagai aktivitas yang akan di-
tuai hasilnya dalam jangka panjang. Selain itu, perilaku pemi-
lih dalam pemilu juga memiliki biaya ekonomis berupa sedikit 
waktu dan usaha, seperti yang diungkapkan oleh Niemi12  dan 
Aldrich13. Menurut mereka, usaha untuk memberikan dukun-
gan berupa pencoblosan dalam bilik-bilik pilihan nyaris tanpa 
biaya secara ekonomis. Dengan tidak terdapatnya biaya ekon-
omis ini, tak heran apabila pemilih dapat menjatuhkan pilihan-
nnya kepada siapapun. Pemilih dalam posisi indifferent secara 
ekonomis. Artinya memilih suatu kandidat tidak menjadi leb-
ih mahal atau murah dibandingkan dengan memilih kandi-
dat lain secara ekonomis pada saat ’membeli’ (kendati harus 
diingat bahwa sesungguhnya pilihan salah yang dilakukan 
oleh banyak orang akan berakibat pada kebijakan politik dan 
selanjutnya pada perekonomian masyarakat secara umum, ter-
masuk perekonomian  individu). Hal ini juga yang mengarah-
kan pada pemahaman bahwa memilih selama pemilu lebih di-
dorong oleh alasan-alasan non-ekonomis seperti ideologi dan 
budaya.
11 Aidt, T.S., Economic voting and information, electoral studies, (19) 2-3, 2000, hlm 349, 2000
12 Niemi, R.G. Costs of voting and nonvoting, “Public Choice, (17), 1976, hlm 115-119
13 Aldrich, J.H. Rational Choice and Turnout, Amerrican Journal of Political Science, (37), 

1993, hlm 246
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Kompleksitas, ketaatan, kebimbangan dan ketidakpastian 
adalah ciri khas yang selalu hadir pada saat pemilih harus me-
nentukan pilihannya14. Menurutnya, hal ini lebih sering dise-
babkan oleh penggunaan slogan dan peristilahan politik yang 
sudah dimengerti oleh banyak kalangan, sempitnya waktu un-
tuk berpikir karena harus segera menentukan pemilihan, ket-
erbatasan kemampuan analisis masing-masing individu untuk 
melihat konsekuensi logis dari program yang diajukan oleh 
masing-masing kontestan. Sejumlah kontestan, baik partai 
politik atau kandidat perseorangan, sering memposisikan diri 
dan mengangkat isu politik seluas mungkin sehingga dapat 
mewakili masyarakat seluas-luasnya15. Hal ini dimaksudkan 
agar peserta pemilu bersangkutan boleh diterima oleh segenap 
golongan yang memiliki skala prioritas berbeda-beda atas se-
buah isu politik. Namun di sisi lain, topik dan isu politik yang 
terlalu umum menciptakan tidak jelasnya keberpihakan partai 
politik bersangkutan. Konsekuensinya, masing-masing kelom-
pok masyarakat akan menginterpretasikan topik dan isunya 
secara berlainan, berdasarkan kondisi dan situasi kontektual 
yang mereka hadapi. Selain itu, kebimbangan masyarakat juga 
dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan partai dalam mem-
posisikan  dirinya atas sebuah permasalahan politik, sehingga 
pesan politiknya menjadi mengambang dan sukar dipahami 
masyarakat.

Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kam-
panye pemilu  menyulitkan pemilih untuk mengolah dan 
menganalisisnya. Di samping itu, informasi yang tersedia ser-
ing kali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarn-
ya. Hal ini bisa diakibatkan oleh teknik manipulasi politik 
untuk menyudutkan lawan politik, janji-janji politik, penggu-
naan konsep dan bahasa yang rumit serta pesan propaganda 
di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pemilihnya mengidap 
keterbatasan  kognitif (bouded rationality)16. Konsep ini melihat 
bahwa pengambil keputusan memiliki keterbatasan dalam hal 
kapasitas memperoses informasi, mengikat kejadian masa lalu 
14 Aldrich, J.H. et al., 1982
15 Franklin, C.H. Eschewing obfuscation? Campaigns and the perceptions of U.S. senate in-

cumbents,” American Political Review, (85), 1991,  hlm 1193 
16 Simon, H.A. The new science of management decision. Prentice-Hall inc. New Jersey, 1960
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dan keterbatasan kemampuan kalkulasi. Karena itu, penyeder-
hanaan (heuristic)17  juga sering menandai proses penentuan 
pilihan politik. Penggunaan teknik penyederhanaan diyakini 
akan mempermudahkan  pemilih  untuk menentukan pili-
han dengan informasi yang tersedia tanpa harus menunggu 
kelengkapan informasi. 

Secara garis besar keputusan politik memiliki beberapa 
karekteristik khusus sebagai salah satu cabang ilmu pengambi-
lan keputusan (decision science). Kebanyakan keputusan politik 
tidak terlalu makan biaya (low-cost), dengan sedikit efek atas 
individu pengambil keputusan. Dalam hal ini, keputusan indi-
vidual adalah bagian dari keseluruhan sebuah sistem di mana 
gabungan keputusan pribadi dalam jumlah besar (kolektif) 
memiliki pengaruh besar ke semua orang. Menganalisis kepu-
tusan politik membutuhkan ilmu lintas disiplin. Fenomena 
keputusan politik adalah fenomena kompleks dimana faktor 
sosial, budaya, geografis, sejarah, dan psikologis perlu dimo-
bilisasi secara komprehensif. Keterkaitan antara satu faktor 
dengan faktor lainnya semakin meningkatkan kompleksitas 
analisis perilaku pemilih. 

Mencoba memahami faktor yang melatarbelakangi men-
gapa dan bagaimana pemilih menyuarakan pendapatnya ada-
lah sesuatu yang penting, baik dalam teori maupun praktek18. 
Salah satu model psikologis yang boleh digunakan untuk men-
ganalisis perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya ada-
lah model kesamaan (similarity) dan daya tarik (attraction)19. 
Menurut model ini, setiap individu akan tertarik pada suatu 
hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan 
yang sama dengan dirinya sendiri20. Dalam bahasa lain, se-
makin dua pihak terbagi karakteristik yang sama (Similarity), 
akan semakin meningkat pula rasa saling tertarik (attraction) 
satu sama lain. Menurut perspektif ini, kelompok-kelompok 
17 Schwenk, C.R. Cognitive Simplification Process in Strategic Decision Making,” Strategic 

Management Journal, (5), 2, 1984, hlm 111
18 Quist, R.M., & Crano, W.D, Assumed policy similarity and voter preference, “The journal of 

social Psychology, (143),2, 2003, hlm.149-162
19 Newcomb, T.M., “The acquaintance process : looking mainly backwaed”, Journal of 

Personality and Social Psychology, (36), 1978,  hlm.1075-1083
20 Bryne, D., Clore., & Worchel, P. “The effect of economic similarity-dissimilarity on interper-

sonal attraction,” Journal of Personality and social Psichology, (4), 1986, hlm.220-224
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yang tercipta dalam masyarakat lebih disebabkan oleh ken-
yataan bahwa masing-masing individu dalam suatu kelompok 
memiliki kesamaan, sehingga kemudian mereka mengingat-
kan diri dengan yang lain untuk membuat grup-grup dalam 
masyarakat. Menggunakan perspektif ini dalam dunia politik 
berarti ketertarikan pemilih kepada konstestan pemilu mer-
upakan fungsi dari seberapa besar derajat kesamaan ideologi 
dan tujuan yang ingin dicapai kedua pihak. Semakin besar 
kesamaan ideologis dan program kerja antara individu den-
gan kontestan, semakin tertarik juga  individu tersebut kepa-
da kontestan pemilu. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan 
oleh kontestan menurut perspektif ini. Pertama, kontestan 
pemilu berusaha memetakan kemudian mencoba memahami 
karakteristik di setiap kelompok masyarakat. Kedua, kesamaan 
karakteristik ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk 
mencari pendukung. Tema kampanye dan slogan politik ha-
rus memiliki derajat kesamaan yang  tinggi dengan apa yang 
dialami oleh masyarakat agar masyarakat tertarik kepada kan-
didat tersebut. Semakin isu politik mencerminkan apa yang di-
alami masyarakat, semakin besar pula kemungkinan kontestan 
bersangkutan memenangkan pemilu.

Dalam dunia politik, keterkaitan pemilih kepada kontes-
tan dapat dijelaskan dengan menggunakan model kedekatan 
(proximity) atau model ’spatial’21. Dalam model ini, pemilih 
akan cenderung memberikan suaranya kepada partai politik 
atau seorang kandidat yang dianggap memiliki kesamaan ser-
ta kedekatan sistem nilai dan keyakinan. Berangkat dari hal-
hal di atas, saya membagi dua hal yang bisa dijadikan ukuran 
mengenai cara pemilih dalam menilai dari kedekatannya den-
gan partai politik atau seorang kandidat: (1) kesamaan mengenai 
cara pemecahan masalah (policy-problem-solving), dan (2) kesamaan 
dalam paham serta nilai dasar ideologi (ideology) dengan salah salah 
satu partai politik atau seorang kandidat. 

a. Perilaku pemilih Antara rasional dan non-rasional
Literatur tentang pengambilan keputusan terfokus pada 

perdebatan apakah kandidat atau pemilih dalam pengambil 
21  Downs, A., et al
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keputusannya rasional atau tidak rasional. Padahal, kata ‘ra-
sional’ sendiri adalah kata yang sangat sulit dipahami. Seperti 
diungkapkan Popper22  tentang rasionalitastas ‘I have a deep 
ingrained fear of big wordes, such as rationality.’ Weber23  mem-
bedakan rasionalitastas nilai (valoerational) dengan rasionalitas-
tas tujuan (goal-rational). Rasionalitastas nilai diartikan sebagai 
orientasi aksi berdasarkan nilai apakah itu etika, moralitas, ag-
ama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan, atau asal-usul. 
Rasionalitastas seseorang individu dinilai sejauh mana indivi-
du tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai dia pegang, 
dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitastas tu-
juan, di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi 
berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapa-
iaannya dan konsekkuensinya. Individu akan dinilai rasional 
ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Don Bryne24 mengemukan teori afek respon [respon affect 
theori] tentang perilaku voting. Byrne mengemukakan bahwa 
ada dua asumsi tentang manusia, yaitu manusia sebagai makh-
luk yang rasional dan yang tidak rasional. Dalam perilaku voting, 
pemilih dikatakan  rasional jika ia memberikan suara atau pi-
lihan suatu partai atau calon kepala daerah didasarkan pada 
komponen belief, yaitu atribut yang melekat pada suatu partai 
atau calon Kepala Daerah; apa visi dan misi partai atau Calon 
Kepala Daerah ke depan; apa programnya [political program], 
dan apa [platformnya].

Rasionalitastas merupakan suatu sikap dan tindakan yang 
mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan log-
ic. Dalam kontek perilaku politik, maka rasionalitasti politik 
termasuk pula rasionalitasti perilaku pemilih. Berdasarkan 
rasionalitasti itu, individu melakukan sesuatu tindakan poli-
tik berdasarkan faedah yang boleh ia dapat daripada apa-apa 
yang ia lakukan tersebut. Dengan andaian atau asumsi bah-
wa pertimbangan-pertimbangan yang logic dan rasional ialah 
salah satu ciri-ciri masyarakat modern serta individu yang ber-
22 Popper, K.R., “Bernay’s plea for a wider notion of rasionalitasty,” in Schilpp, P>A [ed.], The 

Philosophy of Karl Popper, open Court : La Salle. 1974
23 Weber, M., Economy and society : an outline of interpretative sociology, Edited by Roth, G., 

& Mittich, C. Berkely : Univercity of California Press, 1978
24 Lihat, Ancok, J. Psikologi Politik. Hand Out, [tidak diterbitkan], Yogyakarta, Fakultas 

Psikologi UGM
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pendidikan tinggi.
Sebaliknya seorang pemilih dikatakan tidak rasional atau 

emosional apabila ia memilih suatu partai atau kandidat hanya 
didasarkan pada kesamaan [similarity] sifat, karakteristik to-
koh dan juga kedekatan [proximity] tanpa melihat terlebih da-
hulu segala atribut partai atau calon tersebut. Seseorang dika-
takan irasional jika ia memilih partai karena pimpinan partai 
atau calon pemimpin tersebut adalah orang berasal dari daer-
ah yang sama dengannya, atau karena ia adalah orang yang 
pernah menolongnya sebelumnya, tanpa ada pertimbangan 
atribut partai atau calon pemimpin.

Sementara itu, Evans dan Over25  membedakan dua kon-
sep rasionalitastas. Pertama, rasionalitastas diartikan sebagai 
berpikir, dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efisien dan 
efektif (R1). Rasionalitastas jenis ini lebih mengendepankan 
alasan-alasan pribadi guna mencapai tujuan personil. Kedua, 
rasionalitastas diartikan sebagai berpikir, berbicara, berargu-
men, mengambil keputusan, dan beraksi berdasarkan sebuah 
sistim normatif tertentu (R2). Rasinalitas jenis ini lebih me-
nekankan pada seberapa besar derajat kesamaan (konformitas) 
antara keputusan individu dengan ‘best-practice’ yang ter-
dapat dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Semakin 
sesuai keputusan individu dengan standar sosial, dia semakin 
dianggap rasional pula. Begitujuga sebaliknya, semakin tidak 
sesuai antara apa yang ingin dicapai dan diwujudkan dengan 
tujuan masyarakat pada umumnya, individu tersebut semakin 
dianggap tidak rasional. Kedua makna rasionalitastas ini tak 
berhubungan satu dengan yang lain. Seseorang boleh sangat 
rasional dalam usaha mencapai tujuannya (rasionalitastas per-
tama), namun boleh jadi berlawanan dengan standar umum 
yang ada dalam masyarakat (perilaku penyimpangan sosial). 
Dengan menganut sistem  perbedaan ini, individu boleh men-
capai tujuannya sendiri terbebas dari perdebatan apakah tu-
juannya rasional atau tidak. Soalnya, masing-masing orang 
akan mendefenisikan tujuan yang hendak dicapainya dengan 
cara berlainan.
25 Evans, J.St.B.T., & Over, D.E. “Rationality in reasoning, Hove, Sussex: Psychology 

Press.,1996.
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Defenisi rasianalitas serupa juga diungkapkan oleh Chater26. 
Mereka membedakan rasionalitastas kalkulasi dan rasionalitastas 
deskripsi. Rasionalitastas kalkulasi didefenisikan sebagai proses 
berpikir yang mengunakan teknik/metode probabilistik, logi-
ka dan proses pengambilan keputusan. Sementara rasionalitas-
tas deskripsi diartikan sebagai derajat keputusan atau perilaku 
dibandingkan dengan sebuah standar hasil yang ditelorkan 
rasionalitastas kalkulasi. Gigerenzer dan Goldstein27  mem-
percayai pandangan klasik rasionalitastas (bahwa aturan ‘ra-
sional’ adalah standar yang harus digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan) harus diterapkan dalam semua as-
pek kehidupan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa 
metode probabilistic, statistik, game theory, dan kalkulasi ada-
lah metode yang harus digunakan dalam pengambilan kepu-
tusan. 

Menurut Lindenberg28, konsep rasionalitastas berangkat 
dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan 
pada kendala (constraints) ketika harus mengambil keputusan. 
Biasanya, premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki 
sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan 
keuntungan dan sekaligus menekan biaya (cost), dia dianggap 
semakin rasional. Sebaliknya, ketika pemilih tidak menggu-
nakan rumus dan perhitugan untung-rugi dalam proses pen-
gambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai 
makhluk yang sembrono dan tidak rasional.

Rasionalitastas klasik yang berlandaskan pada hitung-hitun-
gan untung rugi dan maksimalisasi (economic perspective) serta 
teknik ilmiah dalam sistem pengambilan keputusan ini telah 
menuai banyak kritikan. Para sosiolog berpendapat bahwa 
para actor mengambil keputusan dan beraksi berdasarkan 
sistem nilai dan keyakinan (beliefs) yang mereka pengang serta 
bukannya berdasarkan kalkulasi untung-rugi29.
26 Chater, N., Oaksford, M., Naksia, R., & Redington, M., “Fast, frugal, and rational : how raion-

al norms explain behavior,” Organisational Behavior and Human Decision Process, (90),1, 
2003, hlm.63-68

27 Gigerenzer, G.,& Goldstein, D., Reasoning the fast and frugal way: models of bounded 
rationality, ”Psychological Review, (103), 1996, hlm. 650-669

28 Lindenberg, S., “An assessment off the new political economy : its potential for the social 
sciences and sciology in partaicular,”Sociological Theory, (3), 1985, hlm.229-239

29  Breen, R., “Beliefs rationa choice and Bayesian Learning,” Rationality and Society, (11), 4 
1999, hlm, 463-479
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Sistem nilai dan kepercayaan diyakini menuntun setiap in-
dividu untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini sistem nilai 
dan kepercayaan memiliki kekuatan lebih untuk mengarahkan 
keputusan seperti apa yang akan diambil dibandingkan den-
gan logika dan perhitungan kalkulatif. Seperti diungkapkan 
Boudon30 bahwa dalam tradisi Freud, Marx dan Durkheim, 
keyakinan atau ‘beliefs’ adalah hasil dari proses non-rasional. 
Dimasukkannya sistem keyakinan (beliefs sistim) dalam studi 
proses pengambilan keputusan didasarkan pada kenyataan 
bahwa manusia atau aktor tidak pernah memiliki informasi 
yang benar-benar lengkap. Ketika mereka dihadapkan pada 
situasi ini, sistem keyakinanlah yang akan menuntun mereka 
untuk memilih. Seseorang akan memilih X ketimbang Y’ hanya 
karena dia percaya dan dia yakin bahwa X lebih baik ketim-
bang Y’.

Pendapat yang sama dikatakan Converse31 juga mengung-
kapkan bahwa keyakinan pada politik pada kelas masyarakat 
yang kurang berpendidikan secara mayoritas terfragmentasi 
dan ‘chaotic.’ Dia menemukan bahwa, dalam banyak kasus, 
keyakinan ini bukanlah hasil dari analisis logis dan kalkulatif. 
Keyakinan tumbuh dan berkembang dari suatu proses pengalaman 
in-vivo serta internalisasi (dogmatisasi) keyakinan yang di-
pegang teguh oleh masyarakat pada umumnya. Orang yang 
meyakini sesuatu sangat sulit untuk diminati alasan dan argu-
men yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Selain itu, ke-
benaran dari suatu keyakinan bersifat baku dan sulit digang-
gu-gugat. Masyarakat melihat keyakinan sebagai sesuatu yang 
‘taken-for-granted’ atau memang sudah begitu adanya. Setiap 
usaha yang ditunjukan untuk mempertanyakan kebenaran dan 
alasan suatu keyakinan akan dengan mudah ditandai sebagai 
perilaku penyimpangan, kurang ajar, tidak tahu diri, bermoral 
rendah, dan semua stereotipe negative lainnya.

30  Boudon, R., “The ‘cognivist model’: a generalized ‘rational-choice model’, Rationality and 
society, (8), 1996, hlm. 123-150

31  Converce, P., “The nature of Belief sistims in mass publics.” In : Luttberg, N. [ed.], Public 
opinion and public policy, Homewood Ill: The Dorsery Press. 1968
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Dalam dunia politik, Popkins32 menggunakan terminology 
‘low information rationality,’ yang menekankan bahwa keputu-
san politik didominasi oleh proses ‘shortcut’ kognitif. Sangat 
sulit menelusuri kebenaran dan reliabilitas informasi politik 
yang diterima setiap individu. Sangat sulit membedakan mana 
rumor, stereotipe, propaganda, dan manipulasi tentang suatu 
hal. Setiap individu menerima informasi dari banyak sumber 
dengan kadar yang berbeda dan sering kali bertentangan satu 
sama lain. 

Pada diri setiap individu telah ada suatu sistem nilai dan 
kepercayaan yang dianut teguh oleh masing-masing. Di sisi 
lain, kemampuan masyarakat untuk mengelolah semua in-
formasi yang didapat juga terbatas. Sehingga jalur pintas dan 
mengadopsi pemahaman umum menjadi salah satu cara untuk 
penyederhanaan proses informasi politik. Apa yang dianggap 
sebagai kebenaran umum akan diterima sebagai kebenaran 
mutlak. Dalam hal ini, mana yang benar dan mana yang salah 
sangat tergantung pada jumlah. Semakin banyak orang yang 
menganggap bahwa sesuatu benar, hal tersebut menjadi benar 
tanpa melihat substansinta. Begitu juga sebaliknya, hal itu nen-
jadi salah tanpa melihat substansinya. Kebenaran adalah pro-
duk sosial.

Sedikitnya biaya untuk memilih dan tidaknya signifikan 
atas kepentingan individu dalam pengambil keputusan 
mengindifikasikan bahwa kepentingan memilih lebih dimo-
tivasi oleh keyakinan moral (moral beliefs) atau oleh menifes-
tasi dukungan politik, ketimbang kalkulasi matematis untuk 
memuaskan pertimbangan pribadi (self-interest) individu pen-
gambil keputusan33. Hal ini membuka kemungkinan bahwa 
keputusan politik lebih sensitif terhadap faktor-faktor seperti 
emosi, intuisi dan prinsip moralitas ketimbang kalkulasi un-
tung-rugi ekonomis. Akibatnya, kepentingan politik berkaitan 
erat dengan kesalahan dalam keputusan.

Keabsahan pendekatan rasionalitastas klasik mengenai pe-
rilaku pemilih ketika memilih partai politik atau seorang kan-

32 Popkins, S.L., The reasoning voter: voter communication and persuasion in presidential 
elections, Chicaga: University of Chicago Press, 1991.

33 Brennan, G.,& Hamlin, A., 2000, et al.
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didat  selama pemilu itu sangat ditentang Green & Shapiro34. 
Menurut mereka, terdapat dua kelemahan mendasar pada 
konsep rasionalitastas klasik ini. Pertama, pendekatan ini sama 
sekali tidak memperhitungkan bahwa seorang individu, se-
bagai aktor politik, mampu menganalisis dan mengambil ke-
putusan berdasarkan alasan non-rasional. Kritik dalam hal ini 
mempertimbangkan bahwa aktivitas politik tidak bisa dianalo-
gikan secara langsung dengan realitas ekonomi di mana kalku-
lasi kepentingan pribadi melandasi hubungan antara produsen 
dan konsumen. Lebih dari itu, dikeluarkannya aspek non-ra-
sional ekonomis akan mengurangi kualitas analisinya sendiri. 
Kenyataan telah banyak menunjukkan bahwa pemilih lebih 
banyak menggunakan faktor non-rasinal seperti intuisi, keyaki-
nan, sistem nilai, anggapan umum, masyarakat, dan stereotipe 
dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan pi-
lihannya. Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka 
rasakan ketimbang pertimbangan logis kalkulatif. 

Kelemahan kedua, dalam banyak kasus, alasan non-rasion-
al ekonomis seperti pertimbangan (judgetment), intuisi, emosi, 
kesukaan, loyalitas, budaya, norma, agama, dan kondisi sosial 
lebih mampu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap 
atas perilaku pemilih. Politik bukanlah dunia ekonomi klasik 
yang mengendepankan kalkulasi untung-rugi. Di dalam po-
litik terdapat juga alasan-alasan sosial, ideologis serta kepen-
tingan bangsa dan negara. Membahas politik menggunakan 
rasionalitastas ekonomis akan semakin menjauhkan pemaha-
man kita tentang apakah sesungguhnya politik itu. 

Individu adalah produk sosial yang dibentuk dan berkem-
bang melalui interaksi sosial. Aksi individu tidak dapat dip-
isahkan (diisolasi) dari komunitas di mana dia berada. Aksi 
individu lebih merupakan hasil interaksi dengan struktur sosi-
al di mana dia berada dari pada hasil kontemplasi individu35. 
Hal-hal yang bisa berkembang dalam masyarakat sedikit ba-
nyak membentuk cara berpikir dan bertindak setiap individu. 

34 Green, D.,& Shapiro, I., “Pathologies of rational choice theory: a critique of applications in 
political science, New Haven, CT: Yale University Press, 1994.

35 Granovetter, M., “Economic action and social structure : the problem of embedded-
ness,.”American Journal of  Sociology, (78), 1985, hlm. 481-510
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Dia tidak berdiri sendiri dan bebas menentukan sikap yang ter-
lepas dari pemahaman sosial. Dengan demikian, konsep rasi-
onalitastas yang menjadikan individu sebagai inti sistem sosial 
(classcal rationality concept) merupakan konsep yang mengang-
kut kelemahan mendasar bila dipandang dengan kacamata in-
teraksi sosial. Rasionalitastas individu, menurut perspektif ini, 
merupakan turunan dari rasionalitastas masyarakat. Apa yang 
dianggap benar dan salah dalam masyarakat akan dianggap 
benar dan salah bagi individu.

Di sini saya sepakat dengan Boudon36  bahwa dibalik ke-
putusan dan aksi terhadap alasan-alasan (reasons) yang men-
dasarinya. Rasionalitastas pemilih tidak bisa diukur dengan 
kesusaian terhadap standar normatif yang berkembang di-
masyarakat. Salah-benar sebuah keputusan sangat ditentukan 
oleh beberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan 
tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu. 
Rasionalitastas lebih diartikan sebagai konsep mikroskopis ke-
timbang makroskopis. Individu dalam hal ini memiliki ’kebe-
basan memilih’ (free-choice) Child,37. 

Memang benar bahwa lingkungan mempengaruhi indivi-
du, namun bukan menentukan keputusan yang diambil oleh 
individu (non-deterministic environment). Mencoblos di bilik 
suara dilakukan secara pribadi tanpa disaksikan oleh masya-
rakat. Karena itu, proses yang terjadi dalam bilik suara lebih 
merupakan hasil internal dalam diri masing-masing pemilih. 
Adanya prinsip pemungutan suara yang bebas dan rahasia 
menjadikan proses pencoblosan sebagai persoalan individu 
dengan pilihan-pilihannya sendiri. 

Konsep rasionalitastas ini sesuai dengan definisi rasiona-
litastas tujuan dan rasionalitastas nilai Weber, dan rasionali-
tastas pertama (R1) dari Evans. dan Over di atas. Argumentasi 
atau alasan masing-masing individu sangat kontekstual, dapat 
berubah hitungan-hitungan ekonomi atau alasan yang lebih 
bersifat emosi, intuisi dan afektif. Jadi, definisi rasionalitas-
tas ditentukan oleh sejauh mana seorang pemilih mengambil 

36  Boundon, et. Al,.
37  Child, J., “Oraginzational structure and strategies control: a replication of the Aston study, 

”Adminsistrative Science Quarterly, (17), 1972, hlm, 163-176
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keputusan konsisten (dalam motivasi dan metode) terhadap 
tujuan yang hendak dicapai, terlepas dari apakah tujuannya 
sesuai dengan standar normatif yang ada dimasyarakat atau 
tidak. Dalam hal ini, standar normatif masyarakat dilihat se-
bagai akumulasi dari standar yang dianut oleh masing-masing 
individu. Ketika terdapat pergeseran nilai pada diri setiap in-
dividu-sebagai penyusun utama masyarakat sosial-keyakinan 
masyarakat secara umum pun akan berubah. 

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang 
menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi 
kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang 
seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-perso-
alan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara? 
Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang 
terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label par-
tainya. Meski demikian, ketertarikan para pemilih terhadap 
isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat 
situasional. Sehingga dengan sendirinya ketertarikan pemilih 
pada keduanya tidak permanen, melainkan berubah-ubah. 
Pengaruh terhadap isu dan kandidat tersebut berkaitan erat 
dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum 
atau suatu peristiwa tertentu yang kontekstual dan dramatis. 

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu dan kandidat 
yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pe-
milih membuat beberapa pakar melirik model peristiwa kon-
sumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan dalam me-
mahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut 
Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan 
pengambilan keputusan tersebut tergantung situasi sosial po-
litik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputu-
san lainnya. Sedangkan dalam menilai kandidat, terdapat dua 
variabel yang perlu dipunyai oleh seorang kandidat. Pertama, 
kualitas instrumental, yakni tindakan yang diyakini pemilih 
akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang pemilu. 
Kedua, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang 
yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, ke-
taatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan 
lain sebagainya.
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Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpu-
lan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih 
melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan pro-
gram kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki 
motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. 
Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebi-
asaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, 
melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran 
dan pertimbangannya yang logis. Perbedaan antara pende-
katan rasional dengan lainnya bahwa pemilih rasional adalah 
pemberi suara yang responsif dan tidak permanen. Pilihan po-
litiknya bisa berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu, 
isu dan perubahan peristiwa politik. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa ia merupakan pemilih yang pragmatis yang berorienta-
si pada visi, misi dan program partai atau kandidat.

Namun muncul pertanyaan terhadap pendekatan rasion-
al ini: sejauh manakah sebenarnya para pemilih sudah men-
dapatkan informasi yang valid tentang kandidat dan isu yang 
ditawarkannya? Untuk menjawab hal ini perlu dirujuk penda-
pat Popkin yang mengatakan para pemilih memang menyerap 
informasi seputar isu yang ditawarkan oleh para kandidat se-
kaligus profil kandidat tersebut. Akan tetapi ia tidak mengo-
lahnya secara aktif. Umumnya mereka mendapatkan informasi 
sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. 
Dengan kata lain, umumnya mereka kurang mendapatkan in-
formasi yang cukup. Mereka juga tidak mempunyai waktu un-
tuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya. Fenomena 
inilah yang dipostulatkan oleh Popkin sebagai hukum low in-
formation rationality (rasionalitastas berdasarkan informasi ter-
batas).38

Pada bahagian lain dalam ilmu politik dikenal sebuah pen-
dekatan yang mencoba menjelaskan realita politik yang ada 
dengan fokus perhatian pada perilaku aktor-aktor politik yang 
bermain dalam arena politik, yang dikenal dengan pendekatan 

38 S.L. Popkin, “The Reasoning Voter Comunication and Persuasion in Presidential Campaign,” 
dalam Adman Nursal, op.cit., hal. 68-69
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behavioral. Robert Dahl39 mengatakan bahwa pendekatan behav-
ioral merupakan : 

…….attempt to improve our understanding of politics by seeking 
to explain the empirical aspects of political life by means of methods 
theories, and criteria of proof that are acceptable according to the can-
ons, and assumptions of modern empirical sciences.

Perhatian utama perilaku pemilih terletak pada hubungan 
antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk 
bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagimana 
kecakapan politik diperoleh, dan bagimana orang menyadari 
peristiwa-peristiwa politik. Behavioral memiliki landasan filo-
sofis empirisme, volunterisme, tindakan-tindakan individual, 
serta hubungan antara kesadaran dan tujuan.40  Level analisis 
dari pendekatan ini terletak pada manusia dan perilakunya, 
dengan focus perhatian pada individu dan perilaku dan sikap. 
Hal ini jelas berbeda dengan pendekatan yang dianggap tradi-
onal, yaitu pendekatan kelembagaan.

Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada wak-
tu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. 
Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas 
kecuali atas kemauan dalangnya. Pemilih seakan-akan pion 
catur yang mudah ditebak langkah langkahnya. Mereka be-
ranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang 
dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, teta-
pi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum 
kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang 
keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui 
proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel 
yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempen-
garuhi perilaku atau pilihan politik seseorang. 

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang 
mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lain-
nya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peris-
tiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pili-

39 L. Hurwitz, Introduction to Politics, Traditionalism to Posthebahavioralisme in Theory and 
Practice, Nelson-Hall, Chicago, 1979, hlm. 138-149.

40 David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta, th.1996, hlm.209-210
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han politik seseorang.41 Hal ini berarti menunjukkan bahwa 
ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mem-
pengaruhi perilaku pemilih seseorang. Ada faktor-faktor situ-
asional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan poli-
tik seseorang dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan apa yang 
dikatakan Buler dan Stokes42 ada faktor Short Time Candidate 
dan Short Time Issue sebagai penentu tindakan seseorang me-
nentukan pilihannya. Mereka mengatakan bahwa tanggapan 
partai terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat, yang 
tercermin dari kualitas kandidat yang ditampilkan akan san-
gat   mempengaruhi keputusan pemilih. Bahkan pengujuan 
yang dilakukan Page dan Jones maupun Schulman dan Pomper43  
menunjukan bahwa isu akan mempengaruhi keputusan par-
tai dalam menentukan kandidatnya. Dengan begitu, pemilih 
bukan hanya pasif, melainkan juga individu yang aktif. Ia ti-
dak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas 
bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu poli-
tik atau kandidat yang dicalonkan, mempunyai peranan yang 
penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Oleh 
karena itu, dalam pendekatan rasional ini penilaian terhadap 
isu-isu politik dan kandidat merupakan faktor yang sangat 
penting dalam menjelaskan pilihan politik seseorang. Di sini-
lah para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan rasional.44

Berbeda dengan Butler dan Stokes, maupun Page dan Jones, 
Schulman dan Pomper45 membedakan isu ke dalam dua jenis, 
yaitu pertama Short Term Issue yakni persoalan dalam masy-
arakat yang menunut pemecahan segera, seperti kenaikan har-
ga. Kedua, Long Term Issue, yakni persoalan yang menyangkut 
masa depan bangsa dan negara, seperti kebijakan industrialis-
asi. Kedua jenis isu ini sama penting. Hanya dalam masyarakat 
41 Lihat Adman Nursal, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Jakarta : PT. 

Gramedia, 2003. Hal. 60-61
42 Lihat Riswanda Imawan, Membedah Politik Orde Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, 

hal 48
43 Ibid, hal 48
44 Lihat Muhammad Asfar, “Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih”, Jurnal 

Ilmu Ilmu Politik, 16.    Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 47.
45 Lihat dalam Riswandha Imawan, Membedah Politik Orde Baru, Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, hal 48
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sedang berkembang seperti Indonesia yang mengacu kepada 
pertumbuhan ekonomi, tampaknya isu jangka pendeklah yang 
lebih berpengaruh terhadap keputusan perilaku pemilih.

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang 
menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi 
kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang 
seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-perso-
alan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara? 
Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang 
terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label par-
tainya. Meski demikian, ketertarikan para pemilih terhadap 
isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat 
situasional. Sehingga dengan sendirinya ketertarikan pemilih 
pada keduanya tidak permanen, melainkan berubah-ubah. 
Pengaruh terhadap isu dan kandidat tersebut berkaitan erat 
dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum 
atau suatu peristiwa tertentu yang kontekstual dan dramatis. 

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu dan kandidat 
yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pe-
milih membuat beberapa pakar melirik model peristiwa kon-
sumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan dalam me-
mahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut 
Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan 
pengambilan keputusan tersebut tergantung situasi sosial poli-
tik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputus-
an lainnya. Sedangkan dalam menilai kandidat, terdapat dua 
variabel yang perlu dipunyai oleh seorang kandidat. Pertama, 
kualitas instrumental, yakni tindakan yang diyakini pemilih 
akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang pemilu. 
Kedua, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang 
yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, ke-
taatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan 
lain sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan 
bahwa para pemilih  benar-benar rasional. Para pemilih me-
lakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program 
kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, 
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prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan 
mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan 
tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan 
juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertim-
bangannya yang logis. Perbedaan antara pendekatan rasional 
dengan lainnya bahwa pemilih rasional adalah pemberi sua-
ra yang responsif dan tidak permanen. Pilihan politiknya bisa 
berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu, isu dan pe-
rubahan peristiwa politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
ia merupakan pemilih yang pragmatis yang berorientasi pada 
visi, misi dan program partai atau kandidat.

Namun muncul pertanyaan terhadap pendekatan rasional 
ini: sejauh manakah sebenarnya para pemilih sudah menda-
patkan informasi yang valid tentang kandidat dan isu yang di-
tawarkannya? Untuk menjawab hal ini perlu dirujuk pendapat 
Popkin yang mengatakan para pemilih memang menyerap in-
formasi seputar isu yang ditawarkan oleh para kandidat seka-
ligus profil kandidat tersebut. Akan tetapi ia tidak mengolah-
nya secara aktif. Umumnya mereka mendapatkan informasi 
sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. 
Dengan kata lain, umumnya mereka kurang mendapatkan in-
formasi yang cukup. Mereka juga tidak mempunyai waktu un-
tuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya. Fenomena 
inilah yang dipostulatkan oleh Popkin sebagai hukum low in-
formation rationality (rasionalitastas berdasarkan informasi ter-
batas).46

Lebih lanjut Lanoue dan Bowler47 menambahkan bahwa pi-
lihan untuk memilih dapat dihasilkan dari kondisi ekonomi, 
gambaran tokoh, pengaruh kampanye, isu yang dibawa, serta 
semua yang sengaja dimanipulasi oleh partai. Mereka menga-
takan juga bahwa konsep lain yang terpenting dalam perilaku 
memilih adalah identifikasi partai. Hal yang sama dikatakan 
David Easton48 berkenaan dengan perilaku pemilih Easton me-
46 S.L. Popkin, “The Reasoning Voter Comunication and Persuasion in Presidential Campaign,” 

dalam Adman Nursal, op.cit., hal. 68-69
47 Lanoue, J.D dan Bowler, S, New Party Challeges and Partaisan Change: The Effects of 

Party Competition on Party Loyality. Political Behavior, Vol.18, No.4, Th.1996
48 David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.8-10
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rincikan Karakteristik utama pendekatan behavioralisme, se-
bagai berikut  :  
a. Regularity, yakni perilaku politik memiliki keberaturan 

dan kebersamaan yang dapat diamati dan dikaji. Hal terse-
but dapat digeneralisasi dan diteorikan untuk menjelaskan 
perilaku saat ini dan masa mendatang.

b. Verification, yakni validitas dari generasi perilaku yang 
sama (uniform) pada prinsipnya harus dapat diuji dengan 
mengacu pada perilaku dan construct yang dapat diamati.

c. Techniques, yakni penelitian dengan pendekatan beha-
vioral memerlukan teknis menganalisa dan mengumpul-
kan data dengan baik. Teknik yang digunakan harus se-
cara konstan mengalami revisi dan penyaringan sehingga 
menghasilkan ketepatan dalam pengumpulan dan penga-
nalisaan data.

d. Qualification, konsep dasar dari behavior politik adalah 
keyakinan terhadap substansi politik, perilaku dan sikap 
politik yang dapat diukur, diklasifikasi. Behaviralis men-
cari ketepatan ketika menghadapi data dan konsep.

e. Values, yaitu adanya perbedaan nilai fakta yang jelas an-
tara satu dengan lainnya [dengan ruang dan waktu yang 
berbeda]. Kejelasan harus mencatat perbedaan yang anali-
tiks.

f. Sistematization, sebuah penelitian behavioralis harus ber-
sifat sistematis. Teori dan penelitian secara logis jalin men-
jalin dan koheren dalam sebuah pengetahuan yang utuh.

g. Pure Science, berusaha mentransformasikan ilmu politik 
ke ilmu pengetahuan murni. Hal ini dilakukan untuk dapat 
memahami dan menjelaskan perilaku politik secara logis 
serta menetapkan dasar bagi usaha memanfaatkan ilmu 
politik untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

h. Integration/Interdisciplisme/Approach, adalah pendekat-
an behavioralis percaya akan kesatuan ilmu pengetahuan 
social dan meminjam orientasi serta tehnik-tehnik dari di-
siplin lainnya. 
Dari perdebatan panjang mengenai dua kutup ilmu politik 

positivisme dan non-positivisme, ternyata bahwa pendekatan 
behavioralisme berada pada sisi positivisme yang antara lain 
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cenderung melihat realita sebagai fenomena alam, empiri-
sisme, mengutamakan pengamatan, kuantifikasi yang menga-
dopsi metode ilmu pengetahuan alam [natural science]. 

Sementara kritik antipositivisme menyatakan bahwa 
fenomena sosial tidak bisa dinilai dan dianalisis hanya dengan 
melakukan pengamatan yang bersifat permukaan. Fenomena 
sosial memiliki khas dimana selalu memiliki perbedaan ruang 
dan waktu dimana realita itu terjadi yang membuatnya saling 
berbeda.49 Untuk itu diperlukan analisis yang lebih mendalam 
untuk menjelaskan realitas, yakni dengan mengetahui hal-hal 
yang tersembunyi dibalik apa yang tampak oleh pengamatan.

Pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi isu dan 
orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat 
pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, 
dari partai yang berkuasa kelak, sementara orientasi kandidat 
mengaju pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tan-
pa peduli dari partai mana ia berasal.

Daya tarik isu dan kandidat tidaklah selalu permanen, me-
lainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat berkaitan 
erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik 
tertentu yang kontektual. Sementara, pendekatan rasional ter-
hadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, 
prestasi, dan popularitas pribadi kandidat.

Kualitas kandidat memiliki dua variabel.50 Pertama, kualitas 
instrumental yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direa-
lisasikan oleh kandidat bila kelak menang, misalnya keyakinan 
pemilih terhadap kandidat akan memberantas korupsi, seka-
lipun kandidat tersebut tidak menyatakan demikian. Kedua, 
kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang 
berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada nor-
ma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat, dan sebagainya.

Ciri-ciri pemberi suara (voters) yang rasional51 meliputi :
a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alter-

native;
49  Perdebatan tentang positivisme dan non-positivisme, lihat affan Gaffar, Dua Tradisi, maka-

lah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh fisipol Universitas 17 Agustus 45 
Semarang, 30 September 1989.

50  Adman Nursal, op.,cit.,hlm.65
51  Adnan Nursal, op,.cit, hlm 67
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b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternative lebih 
disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan 
alternative lain;

c. Menyusun alternative dengan cara transitif: jika A lebih 
disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A 
lebih disukai dari pada C.

d. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan 
pada alternative yang sama.

Pengertian rasionalitastas beragam dan memiliki padanan 
kata yang lain. sebagaimana dikatakan Gellner,52 membeda-
kan kata-kata yang hampir memiliki persamaan yaitu reason 
[nalar], rationality [rasionalitastas], dan rationalism [rasionali-
tassme]. Nalar adalah kemampuan manusia yang mampu meli-
hat, mengenali, merumuskan dan melancarkan kritik terhadap 
berbagai kebenaran, lawan dari nalar adalah irasional. Lebih 
jauh dikatakan Anshari53 mengartikan rasional sebagai sesuatu 
yang berkenaan dengan akal, dan hal yang memiliki kemam-
puan untuk berpendapat.

Hal yang senada dikatakan kuper dan kuper54 rasionalitastas 
adalah sifat bawaan yang ditujukan oleh individu atau kelom-
pok dalam pemikiran, perbuatan, atau lembaga-lembaga so-
cial. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Bertindak hanya setelah melakukan pengembangan atau 

perhitungan.
b. Bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang.
c. Satu pengendalian terhadap perbuatan melalui atur-

an-aturan yang bersifat abstrak dan umum
d. Seleksi sarana-sarana secara murni dengan efektif dalam 

rangka meraih tujuan yang ditentukan secara jelas
e. Mensistematiskan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai 

dengan sistim koheran tunggal
f. Menemukan dengan kemampuan intelektual bukan den-

gan emosi.

52  Lihat Kuper, A dan Kuper, J, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial: Machiavelli-World sistim., edisi 
kedua, Raja Gafindo, Jakarta, 2000. 

53  Lihat, Kamus Psikologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.
54  Lihat, Arief Yanwar, Jurnal An-Nafs Vol.02 No.001, Mei 2007, Fakultas Psikologi UIR.
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Rasionalitassme merupakan sejumlah doktrin. Pertama, 
merupakan desakan otoritas yang dimiliki oleh individu dan 
tindakan kognitif yang tidak terikat. Kedua, penilaian yang 
lebih tinggi terhadap pemikiran dan eksperimen dalam akti-
vitas kognitif. Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa 
kelompok atau individu harus menjalani kehidupan dengan 
rencana-rencana eksplisit yang dipilih secara intelektual, bu-
kan dengan adat istiadat atau secara coba-coba kemudian ga-
gal.

Durkheim menyatakan55 menyatakan bahwa manusia ber-
sifat rasional, rasionalitastas terwujud dalam kewajiban kon-
septual, tetapi bentuk yang diambil secara rasional bervariasi 
antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Berbeda 
dengan Weber56 yang menyatakan bahwa sejumlah manusia 
lebih rasional daripada yang lain. Rasional menurut Weber 
yaitu kemampuan menyeleksi sarana-sarana karena efektivi-
tasnya, menghormati aturan-aturan, bukan karena kecocokan-
nya dengan adat.

Sementara Schopenhauer, Nietzsche, dan Freud57 sependapat 
dengan menyatakan manusia didominasi oleh kehendak ira-
sional yang buta. Freud mengalihkannya dalam kontek klinis 
dan psikiatri, yang dikenal dengan mekanisme mempertah-
ankan egonya, yaitu rasionalitassasi. Rasionalitassasi diartikan 
sebagai suatu proses membenarkan menuntun seseorang den-
gan menawarkan pendapat yang dapat dipercaya atau social 
yang dapat diterima dalam menempatkan pendapat-pendapat 
nyata.58

Dari berbagai pengertian yang memiliki persamaan dan 
perbedaan dengan berbagai sudut pandang dan latar belakang 
pendidikan, setidaknya ada beberapa point  yang dapat diam-
bil, yaitu rasionalitastas berkaitan dengan proses kognitif atau 
aktivitas intelektual, di mana dalam aktivitas atau proses me-
nentukan pilihan sebagai suatu keputusan politik atas ket-
erlibatannya dalam partaisipasi politik terdapat pertimban-
55  Lihat Kuper A, op.,cit, 2000.
56  Lihat Arief, op.,cit. hlm.41
57  Lihat Kuper A, op., cit.
58  Lihat, Kamus Psikologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.
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gan-pertimbangan atau alasan-alasan, dan bukan berdasarkan 
karena kecocokan dengan adat atau lingkungan.

Lebih jauh dikatakan Kristiadi59 dalam sejarah ilmu politik 
belum pernah dikemukan grand theory mengenai perilaku 
pemilih. Menurutnya, ada tiga macam teori perilaku memi-
lih yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga mazhab besar. 
Pertama, teori perilaku memilih dari mazhab sosiologis. Teori 
ini menggunakan pendekatan sosiologis yang deterministic; 
Kedua, teori perilaku memilih dari mazhab psikologis, pendeka-
tan teori ini menekankan bahwa voting ditentukan oleh tiga as-
pek yaitu keterkaitan, seseorang kepada partai politik tertentu, 
orientasi seseorang kepada presiden atau anggota parlemen 
serta orientasinya terhadap isu-isu politik. Identifikasi kepar-
taian adalah inti dari pendekatan psikologi untuk menjelaskan 
perilaku seseorang memberikan suara dalam pemilihan umum; 
ketiga, merupakan teori penolakan terhadap kedua teori terse-
but diatas, teori ini menggunakan pendekatan ekonomi atau 
rasional yang menekankan bahwa pemberian suara atau vot-
ing ditentukan berdasarkan perhitungan untung rugi.

Menurut pandangan psikologi sosial terutama pendekatan 
psikologi kognitif perilaku memilih atau voting bahvior dapat 
dijelaskan dengan theory of choice dari Stoner, theori attitude and 
behavioral intention dari Fishbein60. Dalam theory of choice ses-
erang bebas memilih, namun tidak mampu mengendalikan ha-
sil dari pilihan tersebut, decision control termasuk pula perasaan 
“mempunyai pilihan”. Dalam teori ini ada dua istilah yang ha-
rus dibedakan yaitu antara decision control dengan outcome con-
trol. Decision control menunjukan pada proses memiliki suatu 
tindakan memilih berbagai pilihan yang ada, sedangkan out-
come control menunjukan pada kemampuan untuk mengon-
trol hasil dari pilihan tersebut.

Menurut teori motivasi dan reinforcement, voting behav-
ior didasari oleh proses pembuatan keputusan oleh individu 
terhadap objek, yaitu calon Kepala Daerah. Dalam pengambi-
lan keputusan terhadap calon Kepala Daerah berdasarkan te-

59 Lihat Analisis CSIS, Tahun XXVIII, No.2.
60 Lihat, Mustaqfirin, Teori-teori Utama Psikologi Kognitif. Makalah Sosial II [tidak terbit], 

Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, th. 2003
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ori reinforcement dikemukakan dua konsep yaitu stimulus tak 
bersyarat [unconditioned stimulus] dan stimulus bersyarat [con-
ditioned stimulus].61 Stimulus tak bersyarat adalah satu perang-
sang yang dapat membangkitkan satu reaksi tanpa perlu mele-
wati proses belajar, artinya bagi pemilih pemula atau pemilih 
untuk kali pertama secara tidak langsung dan tanpa melalui 
pendidikan politik akan dapat menentukan pilihan/keputu-
san politiknya. Sedangkan stimulus bersyarat adalah rangsan-
gan netral atau biasa yang menjadi efektif dalam memuncul-
kan reaksi bersyarat melalui proses pengkondisian. 

Dalam perilaku voting, individu akan melakukan pe-
nilaian terhadap dua hal diatas, apakah akan mendekatai atau 
menjauhi objek. Misalnya Seorang calon Bupati atau Walikota 
terpilih menjadi Bupati atau Walikota karena ayahnya adalah 
seorang Bupati/Walikota yang hebat, berani, dan terkemuka. 
Dalam hal ini sang ayah akan memberikan imbas pada anak-
nya, artinya status ayah dalam teori ini sebagai unconditioned 
stimulus dan anak sebagai conditioned stimulus. 

Fishbein dan Ajzen62 menjelaskan bagaimana hubungan an-
tara pengetahuan [belief], sikap, niat dan perilaku. Hubungan 
empat konsep dijelaskan sebagai berikut : Pertama, keyakinan 
akan akibat perilaku; adalah komponen yang berisikan aspek 
pengetahuan tentang perilaku. Kedua, sikap terhadap per-
ilaku; sikap tergantung pada komponen pengetahuan. Makin 
banyak segi positif dari komponen pengetahuan makin positif 
sikap yang dibentuk. Ketiga, keyakinan normative akan aki-
bat perilaku. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan . 
berbeda dengan pengetahuan pada komponen. Komponen di 
sini berkaitan dengan merupakan pandangan orang-orang lain 
yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Keempat, 
norma subjektif tentang perilaku. Komponen ini berisikan 
keputusan yang dibuat individu setelah mempertimbangkan 
pandangan-pandangan orang-orang yang mempengaruhi nor-
ma subjektif tentang perilaku.

Komponen-komponen diataslah yang nantinya akan mem-
61  Lihat, Arief dalam Jurnal An-Nafs, op.,cit.
62  Fishbein, W. dan Ajzen, D. Belief, Attitude, Intention, and Behaviour, Philipines : Addison-

Wesley, 1975
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pengaruhi niat dan perilaku. Perilaku merupakan niat yang su-
dah direalisasikan ke dalam bentuk tingkah laku yang tampak.

Fishbein dan Azjen63 menjelaskan ada empat aspek yang 
mendasari seseorang melakukan tindakan beralasan.

Pertama, Behavioural belief, aspek ini berkaitan dengan 
pengetahuan bahwa perilaku membawa konsekuensi utama. 
Asumsi rasional jika pilihan didasarkan pada program calon 
Kepala Daerah, kredibilitas anggota, kemampuan para calon 
Kepala Daerah serta visi dan misi partai, sedangkan asum-
si irasional jika pilihan didasarkan pada kharisma tokoh, ke-
dekatan, serta adanya persamaan daerah, profesi, serta yang 
lainnya.

Kedua, Outcome Evaluation, aspek ini berkaitan dengan  eval-
uasi terhadap keyakinan atau pengetahuan utama. Dari berb-
agai pengatahuan yang ada, maka diadakan evaluasi. Kedua 
aspek diataslah yang nantinya akan membentuk sikap. Sikap 
positif muncul karena pengetahuan dan evaluasi dari penga-
tahuan tersebut positif. Begitu pula dengan pilihan rasional, 
sikap rasional dalam memilih calon Kepala Daerah muncul 
jika pengetahuan dan evaluasi terhadap asumsi pilihan rasion-
al banyak dan tinggi.

Ketiga, normative belief atau signifikan other, aspek ini ber-
kaitan dengan pandangan orang-orang terdekat yang mem-
pengaruhi perilaku. Orang terdekat yang biasa memberikan 
pandangan adalah ayah, ibu, mertua, guru, kepala desa, alim 
ulama, dan siapa saja yang perpengaruh terhadap individu. 
Keempat, motivation to comply, aspek ini berkaitan dengan mo-
tivasi untuk patuh terhadap pendapat dan pandangan orang 
berpengaruh. Dalam asumsi pilihan rasional calon Kepala 
Daerah. Artinya, pilihan yang ditujukan kepada calon Kepala 
Daerah tertentu bukan karena patuh pada orang-orang yang 
berpengaruh.

Dari berbagai pengertian diatas ada beberapa catatan yang 
dapat diambil, rasionalitastas berkaitan dengan proses kognitif 
atau aktivitas intelektual, di mana dalam aktivitas atau proses 
tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan atau alasan-ala-
63 Lihat, Samin.R dan Fiedler.K, Applied Social Psychology, London : Sage Publication 

Thousand Oaks, 1996.
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san, dan bukan berdasarkan karena kecocokan dengan adat 
atau lingkungan.

b. Perilaku pemilih berdasarkan Rational Actor Theory          
[ RAT]
Perilaku menentukan pilihan pada calon kepala daerah 

merupakan perilaku politik pada tingkat individu yang ten-
tu saja melibatkan proses-proses psikologis. Perilaku pemilih 
sebagai salah satu bentuk partaisipasi politik dari perspektif 
psikologis dapat dijelaskan dari dua teori yaitu rational actor 
theory [RAT] dan self categorization theory.

Teori RAT menyatakan bahwa perilaku pemilih adalah 
proses kalkulasi untun-rugi [cost-benefit]64. Teori kedua adalah 
self-categorization theory atau juga dikenal sebagai social-identi-
ty theory. Teori ini menyebutkan kalau perilaku politik adalah 
bentuk dari proses identifikasi diri individu dengan kelompok 
sosial. Kelompok sosial dalam hal ini dapat disejajarkan den-
gan partai politik.

Teori aktor rasional mengungkapkan bahwa individu da-
lam peristiwa politik seperti dalam Pilkada akan melakukan 
analisis untung-rugi dalam menentukan pilihannya terhadap 
calon kepala daerah. Kalkulasi untung-rugi dalam hal ini tidak 
saja dalam arti untung-rugi finansial atau material, tetapi dapat 
saja untung-rugi sebagai sumber daya yang dapat digunakan 
untuk kebaikan atau keuntungan individu. Sumber daya yang 
dapat dikalkulsi dalam lingkup politik sebahagian diantaranya 
adalah imbal akses sosial-politik, ekonomi dan jabatan.

Social identity theory memandang keputusan memilih ada-
lah hasil dari proses identifikasi individu dengan satu kelom-
pok. Identifikasi ini dapat terjadi jika individu menentukan 
dan mengidentifikasikan kesamaan dirinya dengan calon 
kepala daerah pada beberapa dimensi diantaranya berdasar-
kan kesamaan norma, ideologi, kepentingan, kesamaan etnis, 
atau suku bangsa.

Perilaku memilih dalam Pilkada sebagai satu proses psi-
kologi sosial yang merupakan proses persepsi pemilih pada 
64  Hopkins, N., & Kahani-Hokins, V, Identity Construction and British Muslims’ Political activity 

Beyond Rational Actor Theory, the British Journal of Social Psicology, 43, 2004., hlm. 339-
356
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calon pemimpin yang dianggap paling sesuai menjadi kepala 
daerah. Persepsi pemilih dalam hal ini adalah persepsi tentang 
layak tidaknya calon kepala daerah menjadi seorang pemimp-
in yang pantas untuk dipilih. Teori kepemimpinan [leadership] 
menjelaskan ada empat perspektif dalam proses lahirnya seo-
rang pemimpin yaitu teori sifat [trait theory], teori situsional 
[cituational theory], teori transaksional [transactional theory], dan 
teori identitas sosial [social identity theory]65

Dalam Teori sifat menyatakan bahwa individu menjadi seo-
rang pemimpin akan ditentukan oleh sifat-sifat kepemimpinan 
pribadinya. Sehingga sifat yang dianggap sebagai sifat-sifat 
khas seorang pemimpin adalah keterbukaan [extraversion], 
kemampuan untuk bersepakat [agreeableness], kepekaan nura-
ni [conscientiousness], terbuka pada pengalaman-pengalaman 
baru, dan memiliki emosi yang stabil. Teori sifat tentang pemi-
mpin ini meskipun mampu mengindentifikasikan hubungan 
antara satu sifat dengan kemampuan kepemimpinan seseorang 
namun para ahli sepakat bahwa kepribadian sahaja, sebagai 
faktor tunggal, merupakan faktor pengaruh yang buruk terha-
dap kepemimpinan. Sementara dalam Teori situasional menya-
takan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kapasitas 
seorang peminpin, dan seseorang akan menjadi pemimpin jika 
situasi menjadikan dan memungkinkan dirinya tampil sebagai 
pemimpin.

Sedangkan Perspektif yang ketiga memandang bahwa 
kepemimpinan adalah hasil transaksi antara seorang pemi-
mpin dan pengikutnya [followers]. Transaksi ini terjadi dalam 
lingkup dinamika kelompok. Contoh transaksi yang mungkin 
terjadi adalah ketika seorang individu dalam satu kelompok 
dianggap memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam 
pencapaian tujuan kelompok, maka anggota dalam kelompok 
tersebut akan mengindifikasikan individu tersebut sebagai 
seorang pemimpin, sekaligus melimpahkan status kekuasaan 
sebagai seorang pemimpin. 
65 Chan, K., & Drasgow, F, Toward a Theory of Individual Differences and Leadership : 

Understanding the Motivation to Lead, Journal of Applied Psychology, 86, 2001, hlm 481-
498
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Hal yang sama terjadi pada konsep identitas sosial untuk 
menggambarkan bagaimana individu merumuskan dirinya 
dalam kontek hubungan dalam satu kelompok [intergroup], 
yaitu bagaimana satu sistem kategorisasi sosial menciptakan 
dan mendefenisikan kedudukan individu dalam masyarakat. 
Individu dalam teori identitas sosial digambarkan menye-
suaikan sikap, kecenderungan, perasaan, dan tingkahlakun-
ya dengan sikap, kecenderungan, perasaan, dan tingkahlaku 
yang hidup dalam kelompok.

3.2. Tipologi Perilaku Pemilih
Analisis mendalam dan lebih komprehensif sangat dibu-

tuhkan untuk memahami perilaku pemilih. Sebelumnya kita 
telah membahas jenis-jenis pemilih berdasarkan analisis mer-
eka terhadap partai politik atau kandidat. Sementara itu pada 
kenyataannya pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. 
Begitu banyaknya karekteristik dan dimensi yang harus dia-
nalisis membuat analisis karakteristik pemilihnya menjadi ter-
batas jika hanya didasarkan pada pendukung atau masa men-
gambang. 

Para pendukung maupun-non pendukung sebenarnya sa-
ma-sama memiliki karakteristik sebagai pemilih yang rasional 
dan non-rasional. Dua dimensi ini akan selalu ditemukan da-
lam masing-masing individu pemilih. Hanya saja kadar dan 
derajatnya satu sama lain memang berbeda. kedua dimensi ini 
diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih kompre-
hensif tentang cara pemilih menentukan pilihannya. Selain itu, 
tipologi ini amat menentukan cara suatu partai politik dan kan-
didat dalam mengembangkan hubungan dengan masing-mas-
ing konfiguransi yang muncul.

Disini saya mencoba membangun ’tipologoi pemilih’ ber-
dasarkan pertimbangan bahwa pemilih mengangkut pandan-
gan yang objektif sekaligus subjektif ketika memilih sebuah 
partai atau seorang kandidat. Bahwa dalam diri masing-mas-
ing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu ; (1) orientasi 
’policy-problem-solving,’ dan (2) orientasi ’ideology’. 
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Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kandi-
dat dari kecamata ’policy-problem-solving,’ yang terpenting bagi 
mereka adalah sejumlah mana para kontestan mampu men-
awarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan 
yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih 
partai politik  atau kandidat yang memiliki kepekaan terhadap 
masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik 
atau kandidat yang arah kebijakannya tidak jelas akan cen-
drung tidak dipilih. 

Sementara pemilihan yang lebih mementingkan ikatan 
’ideology’ suatu partai atau seorang kontestan, akan lebih me-
nekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, 
budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. 
Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kandidat, 
pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke par-
tai dan kandidaat tersebut. 

Selain itu, ada baiknya kita memahami mengapa seorang 
pemilih sampai dapat membuat analisis dan judgement atas 
partai atau kandidat yang akan mereka pilih. Dalam hal ini, 
saya berkeyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi keputusan pemilih atas partai mana yang akan 
dipilih. Saya bermaksud mangajukan argumen bahwa faktor 
internal maupun eksternal individu secara simultan mempen-
garuhi cara individu dalam berpikir dan mengikatkan dirinya 
secara politik dengan partai tertentu. Saya mencoba megga-
bungkan dua perspektif antara environmentdeterminist dengan 
free-choice. 

Menurut paradigma pertama, individu dianggap sebagai 
produk masyarakat. Sistem nilai dan perilaku yang muncul 
pada masing-masing individu merupakan hasil bentukan 
lingkungan. Menurut perspektif ini, kita dapat menganalisis 
karakter suatu masyarakat melalui perilaku individunya, kare-
na perilaku individu merupakan cerminan dari masyarakat se-
cara luas. 

Sementara paradigma kedua melihat dalam perspektif yang 
sama sekali berbeda. Individu dianggap memiliki derajat kebe-
basan yang cukup tinggi untuk berbeda dari lingkungannya. 
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Individu bukanlah produk lingkungan, karena setiap individu 
memiliki sistem nilai, kemampuan, cara berpikir, dan perilaku 
yang berbeda satu dengan yang lain. Lingkungan bukan me-
nentukan perilaku individu, melainkan hanya mempengaruhi-
ya. Keputusan akhir dari perilaku yang akan diambil ditentu-
kan sendiri oleh setiap individu. Jadi, menurut perspektif ini, 
tidaklah mengherankan apabila adanya perbedaan antara apa 
yang diwajibkan oleh lingkungan dengan apa yang dilakukan 
individu. 

Gambar 3. 2. Faktor determinan memilih

Seperti terlihat pada gambar diatas, pertimbangan (judg-
ment) pemilih dipengaruhi tiga faktor pada saat bersamaan : 
(1) kondisi awal pemilih, (2) media massa, dan (3) partai politik atau 
kontestan. Kondisi awal diertikan sebagai karakteristik yang 
melekat pada diri  pemilih. Masing-masing individu mewari-
si dan memiliki sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda 
satu sama lain. Di samping itu, masing-masing individu me-
warisi dan memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan 
yang lain. Hal-hal ini sangat memengaruhi proses dalam diri 
masing-masing individu ketika hendak menentukan pilihann-
ya. Tingkat pendidikan dan ekonomi, misalnya, diyakini dapat 
mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan Chapman 
& Palda66.  
66 Chapman, R.G., & Palda, K.S., “Elektoral turnout in rational voting and consumptions per-

spectives,” Strategic Management Journal, (9),3, 1983, hlm. 337-346
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Individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi 
akan cenderung menggunakan aspek non-rasional dalam pen-
gambilan keputusan. Faktor-faktor emosional, rumor, isu, ste-
reotipe, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam 
proses pengambilan keputusan politik mereka. Sementara itu, 
orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi 
akan cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Kebenaran informasi yang diperoleh tidak begitu saja 
diterima. Mereka akan mencoba memverifikasi apakah infor-
masi berasal dari sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, 
sebelum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis juga mem-
pengaruhi cara setiap individu dalam menganalisis sesuatu. 
Mereka yang hidup di daerah perkotaan relatif sudah terbiasa 
dengan mengkonsumsi informasi beragam dan kontradiktif 
dibanding dengan individu yang hidup di pedesaan. 

Selain itu, faktor lingkungan di mana pemilih berada dan 
berinteraksi pun sangat penting dalam hal ini, umpamanya 
kondisi sosial budaya dan nilai tradisional. Apa yang terjadi 
di lingkungan eksternal mempengaruhi cara berpikir dan ber-
tindak individu. Keluarga, misalnya. Ketika seorang pemilih  
dibesarkan dalam keluarga yang memiliki paham liberal, ter-
dapat kecendrungan pemilih trsebut untuk mengadopsi nilai-
nilai liberal tersebut, karena dia sudah terbiasa dengan prisn-
sip-prinsip liberal dalam kehidupan seharai-hari. 

Faktor kedua yang memengaruhi pemilih adalah media 
massa Hofstetter67. Kemampuan media massa untuk mendis-
tribusikan informasi merupakan kekuatan untuk pembentu-
kan opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh 
seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat. 
Ketika semua pemberitaan media massa tentang suatu partai 
politik bersifat positif. 

Masyarakat cendrung melihat keberadaan partai politik 
tersebut sebagai sesuatu yang positif. Begitu juga sebaliknya, 
ketika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan 
partai politik atau kandidat, masyarakat cenderung menilainya 
67 Hofstetter, C.R., Zukin, C., & Buss, T., “Political imagery and information in an age of televi-

on,” Journalism Quarterly, (55), 1978, hlm. 562-569
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negatif. Padahal, hubungan antara media massa dengan partai 
politik tidak selalu netral dan objektif. Terkadang media massa 
dapat memberikan gambaran keliru yang menyangkut infor-
masi tentang sebuah partai politik atau seorang kandidat68. 

Kekeliruan pemberitaan ini dapat disebabkan oleh ber-
macam-macam faktor. Misalnya, wartawan dan jurnalis yang 
akan menulis berita memiliki tingkat pendidikan, sistem nilai, 
moralitas, dan budaya yang dapat mempngaruhi analisis yang 
akan ditulis. Selain itu, sumber informasi yang tidak reliable 
juga dapat memicu munculnya kesalahan persepsi. Ada juga 
wartawan yang memang berpihak pada suatu partai tertentu 
karena menjadi kader partai. Memang selalu dikatakan bahwa 
wartawan harus jujur dan tidak memihak. Tetapi, ketika war-
tawan-atau pimpinannya menjadi tokoh suatu partai politik, 
berita yang disajikan pantas dikeritisi pula.  Dalam keadaan 
seperti ini, berita dan informasi yang dibaca oleh masyarakat 
bolah jadi tidak mencerminkan keadaan aktual. Media massa 
dalam hal ini berpotensi sebagai alat propaganda dan manipu-
lasi melalui pemberitaan yang sama sekali tidak mencermink-
an kondisi aktual. Dengan kata lain, informasi yang dikonsum-
si oleh masyarakat menyesatkan dan menjauhkan masyarakat 
dari inti permasalahan sebenarnya. 

Faktor ketiga ialah karakteristik partai politik dan kandidat 
yang bersangkutan. Atribut kandidat seperti reputasi, image, 
citra, latar belakang, ideologi, dan kualitas para politikusnya 
akan sangat mempengaruhi penilaian masyarkat atas partai/
kandidat bersangkutan. Seringkali masyarakat mencampur 
adukkan kualitas figus kandidat dengan partai politik yang 
menjadi mencolonkan dirinya. Hal yang paling mudah dinilai 
oleh masyarakat memang setiap aktivitas dan perilaku yang 
diperbuat para politikusnya. Kualitas orasi, program kerja, 
kepedulian, sikap yang ditunjukkan oleh politikus sering seka-
li menjadi barometer untuk mengukur kualitas para partai 
politik/kandidat. 

68 Trent, J.S., Short-Thompson, C., Mongeeau, P.A., Nusz, A.K., & Trent, J.D.,” Image, media 
massa, and voter characteristics,” the American Behavioral Scientist, (44), 12, 2001, hlm. 
2101-2124
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Sementara itu, Fiorina (at. Al, 1981) menyatakan bahwa 
pembangunan reputasi sebuah partai politik atau seorang kon-
testan membutuhkan waktu yang tidak sekejap dan merupa-
kan hasil dari akumulasi informasi serta kinerja dalam jangka 
waktu yang lama. Karp69, berpendapat bahwa peranan seorang 
pemimpin dalam partai politik sangat penting. Seorang lead-
er dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang 
kualitas partainya. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemi-
lih, ketika mereka dihadapkan pada situasi ketidakpastian (un-
certainty) tentang partai mana yang harus dipilih70. 

Ketika hal diatas akan memengaruhi ’judgment’ pemilih ten-
tang kedekatan dan ketertarikan mereka terhadap suatu partai 
politik. Cara mempengaruhinya akan sangat tergantung pada 
kadar masing-masing faktor. Ketika media massa sangat berper-
an dalam pembentukan opini publik dalam suatu masyarakat, 
faktor ini sangat mempengaruhi cara bersikap dan bertindak 
masyarakat. Sedangkan ketika faktor keluarga yang lebih kuat 
dan masing-masing individu hidup didalamnya, pendidikan 
dalam keluarga sangat menentukan pilihan-pilihan poilitik. 

Sementara itu, terdapat banyak kasus di mana sistem poli-
tik dan kualitas pendidikan dalam masyarakat sangat tinggi, 
sehingga mereka tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan 
yang dihasilkan media massa. Selanjutnya, bisa digunakan dua 
variabel yang telah kita bahas diatas untuk melihat kedekatan 
tersebut, (1) ’policy-problem-soving’ yang lebih menekankan aspek 
kognitif, dan (2) ideologi yang lebih menekankan aspek afektif 
serta emosi. Kedua faktor tersebut diasumsikan penggunaannya 
oleh pemilih untuk menentukan pilihannyanya. Orientasi pemi-
lih pada ’policy-problem-solving’ berkisar antara rendah (low) dan 
tinggi (high). Hal yang sama juga terdapat pada orientasi pemilih 
pada ’ideology’, yakni berkisar dari intensitas rendah (low) dan 
intensitas tinggi (high). Konfigurasi dari kedua faktor tersebut 
dapat dilihat dalam gambar di berikut ini :
69 Karp, J.A., Vowles, J., Banducci, S.A., & Donovan, T. “Strategic voting, party activity, and  

candidate effect: testing explanation for split voting in New Zealand’s new mixed sistim, “ 
Electoral Studies, (21), 1 2002, hlm. 1-22

70 Sniderman, P.M., Brody, R.A., & Tetlock, P.E., Reasoning and choice: exploration in political 
psychology, Cambridge: Cambridge University  Press. 1991.
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Gambar 3.3. Konfigurasi pemilih
  

 

a. Pemilih Rasional
Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (ra-

tional voter). Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi 
tinggi pada ’policy-problem-solving’ dan beririentasi rendah un-
tuk faktor idiologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan 
kemampuan partai politik atau calon kandidat dalam program 
kerjanya. Program kerja atau ’platforom’ partai dapat dianalisis 
dalam dua hal: (1) kinerja partai di masa lampau (bacward-look-
ing), dan (2) tawaran kerja untuk menyelesaikan permasalahan ra-
sional yang ada (bacward-looking).

Kedua hal tersebut sama-sama mempengaruhi pemilih. 
Mereka tidak hanya melihat program kerja atau ’platfrom’ partai 
yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa 
saja yang telah dilakukan oleh partai tersebut di masa lampau. 
Kinerja partai atau kandidat biasanya termanifikasikan pada 
reputasi dan ’citra’(image) yang berkembang dimasyarakat. 
Dalam konteks ini yang lebih utama bagi partai politik dan 
kandidat adalah mencari cara agar mereka dapat membangun 
reputasi di depan publik dengan mengedepankan kebijakan 
untuk mengatasi permasalahan nasional .

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu me-
mentingkan ikatan idiologi kepada suatu partai politik atau 
seorang kandidat. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tra-
disional, budaya , agama dan psikografis memang dipertim-
bangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Pemilih da-
lam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, 
’tradisional’ dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. 
Analisis kongnitif dan perimbangan logis sangan dominan 
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dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang terpenting 
bagi jenis pemilih ini adalah apa yang dapat (dan yang telah) 
dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat, dari pada 
paham dan nilai partai atau kandidat. 

Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon 
kandidat ingin menarik perhatian pemilih dalm matriks ini, 
mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan 
ekonomi, pendidikan, kesejahtraan, sosial-budaya, hubugan 
luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan 
lain-lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan ’pindah kelain 
hati’, dengan beralih dari sebuah partai politik atau seorang 
kandidat ke partai politik atau kandidat lain ketika mereka di-
anggap tidak mampu meyelesaikan permasalahan nasional. 
Pemilih jenis ini mulai banyak terdapat di Indonesia, terutama 
sejak lengsernya Soeharto dari pucuk pimpinan negara karena 
digusur hembusan angin reformasi.

b. Pemilih Kritis
Dalam bagian kedua terdapat pemilih yang kritis. Pemilih 

jenis ini merupakan perpaduan antara tingginaya orienta-
si pada kempuan prtai politik atau seorang kandidat dalam 
menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orien-
tasi mereka akan hal-hal yang bersifat idiologis. Pentingnya 
ikatan idiologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah 
partai atau seorang kandidat cukup tinggi dan tidak mudah 
’rational voter’ untuk berpaling kepartai lain. Proses untuk me-
menjadi pemilih jenis ini dapat terjadi melalui dua mekanisme. 

Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai idologis sebagai 
pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mer-
eka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi 
kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, dapat 
juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program 
kerja yang ditawarkan sebuah partai/kandidat baru kemudian 
memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pem-
buatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mer-
eka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai 
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(idiologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan 
akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai idiologi 
dengan ’platfrom’ partai: (1) memberikan kritik internal, (2) frusta-
si, (3) membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik 
idiologi dengan partai lama. 

Ketika pemilih merasa kritikannya tidak di fasilitasi oleh 
mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyu-
arakannya melalui mekanisme ekstrenal partai, umpamanya 
melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. 
Frustasi adalah posisi yang paling sulit bagi pemilih jenis ini. 
Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau 
seorang kandidat adalah yang paling sesuai dengan karak-
ter mereka, di sisi lain mereka merasakan adanya ketidakse-
suaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai. Biasanya 
pemilih jenis ini akan melihat-lihat dulu (wait-and-see) sebelum 
munculnya ide kemungkinan ketiga, yaitu bentuk partai baru. 
Pembentukan partai selalu dipelopori oleh tokoh-tokoh yang 
tidak puas dengan kebijakan sebuah partai. Mereka memiliki 
kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan rep-
utasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi 
yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya. 

Pemilih jenis ini harus-’manage’ sebaik mungkin oleh se-
buah partai politik atau seorang kandidat. Pemilih memiliki 
kegiatan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja 
partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang dapat bera-
khir ke frustasi dan pembentukan partai politik tandingan juga 
besar. Apalagi ketika suatu negara menganut sistem multipar-
tai, dimana negara selalu memfasilitasi berdirinya partai baru, 
hal ini semangkin memperbesar tekanan pada sebuah partai 
politik untuk memfasilitasi dialog antara pemilih dengan ke-
bijakan partainya. Hal ini dilakukan untuk meringankan risiko 
negatif karena kekecewaan yang muncul. Disisi lain, kritikan 
mereka juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 
kebijakan sebuah partai politik. 



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 79

c. Pemilih Tradisional
Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang 

sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai poli-
tik atau seorang kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam 
pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat meng-
utamakan kedekatan  sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham 
dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai 
politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerata-
an pendapatan dan pendidikan, dan pengurangan angka in-
flasi dianggap sebagai parameter kedua. Mereka tidak selalu 
memusingkan diri pada kebijakan apa yang telah dilakukan 
dan apa yang akan dilakukan partai politik/kandidat yang 
mereka dukung. Biasanya pemilih jenis ini lebih menguta-
makan figur dan keperibadian pemimpin, mitos dan nilai his-
toris sebuah partai politik atau seorang kandidat. Salah satu 
karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat kelu-
lusan  yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang 
nilai serta paham yang dianut.

Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobil-
isasi selama periode kampanye71. Loyalitas tinggi merupakan 
salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini. 
Apa saja yang dicakap dan yang dikatakan oleh seorang liard-
er politik merupakan sebuah kebenaran yang sulit dibantah. 
Ideologi dianggap sebagai suatu landasan dalam membuat 
suatu keputusan serta bertindak, dan terkadang kebenarann-
ya tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu, apa saja yang 
diutarakan pemimpin politik dianggap sebagai petunjuk da-
lam bersikap dan bertindak. Meskipun ideologi, dalam hal ini, 
diasumsikan sulit sekali berubah, bukan berarti tidak dapat 
mengalami evolusi seiring dengan perjalanan waktu. Sehingga 
menjadi penting juga bagi partai politik atau kandidat untuk 
terus memupuk mitos, imajinasi, fantasi, dan paham sebuah 
partai politik, karena faktor-faktor tersebut yang menjadi para-
menter terpenting bagi jenis pemilih semacam ini.

Untuk Indonesia, pemilih model ini masih merupakan 
mayoritas. Secara umum, masyarakat masih berpegang pada 
71  Rohrchneider, R., “Mobilizing versus chasing: how do partaies target voters in election 

campaigns? “Electoral Studies, (21), 3, 2002, hlm. 367-382
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idiologi, kendati terlihat gejala-gejala semakin berkurangnya 
antusiasme para pendukung yang fanatik terhadap suatu par-
tai. Bengkoknya para pemimpin partai membuat para pemi-
lih tradisional menjadi kritis. Dahulu mereka mudah sekali 
dimobilisasi (digerakkan) oleh para pemimpin. Sekarang juga 
masih mudah, tapi harus ada ’imbalan’. Mobilisasi politik di 
Indonesia saat ini diwarnai dengan uang. Dalam pawai kam-
panye, banyak sekali orang yang ikut terjun untuk partai apa 
pun karena mendapatkan bayaran.

d. Pemilih Skeptis
Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki ori-

entasi idiologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau 
seorang kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai 
sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah 
partai politik pada pemilihan model ini sangat kurang, karena 
ikatan idiologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga 
kurang mempedulikan ’platfrom’ dan kebijakan sebuah partai 
politik. Golongan putih (golput) di Indonesia ataupun dimana-
pun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. Kalaupun berpar-
taisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melaku-
kannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa 
siapa pun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak 
dapat membawakan bangsa ke arah perbaikan yang mereka 
harapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki ikatan emosional 
dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan.

Menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan 
kepercayaan bagi jenis pemilihan ini, karena pemilu diang-
gap sebagai salah satu pilar bagi berjalannya sebuah sistem 
demokrasi72. Legitimasi sebuah sistem demokrasi memerlukan 
ritual pemilu yang bersih dan beribawa. Akan timbul sebuah 
persoalan nasional ketika struktur pemilih didominasi oleh je-
nis pemilih skeptis. 

Ketika terdapat banyak pemilih skeptis, meningkat pula 
keengganan pemilih untuk memberikan suaranya dan yang 
terjadi adalah tingginya angka golput. Tingginya angka gol-
72  Golder, M., Democratic electoral sistims around the world, 1946-2000, “ Electoral Stuies, 

(24), 1, 2005, hlm. 103-121
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put merupakan salah satu indikasi atas ketidakpercayaan 
masyarakat pada intruksi-intruksi politik di sebuah negara. 
Merekapun beranggapan bahwa proses pemilu yang akan 
memilih wakil-wakil mereka atau memilih presiden atau kepa-
la daerah tidak akan dapat membawa ke perubahan yang be-
rarti. Hal ini akan mengurangi legitimasi hasil pemilu dengan 
rendahnya angka pertisipasi pemilih selama pemilu. 

Dengan demikian, pihak-pihak yang kalah dapat 
mengklaim bahwa hasil pemilu tidak repersentatif. Stabilitas 
nasional (politik, ekonomi dan sosial-budaya) bisa terganggu. 
Jadi, adalah suatu kepentingan bersama (negara, LSM, partai 
politik, dan lembaga penyelenggara pemilu) bila dapat men-
gurangi jumlah pemilih yang skeptis. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dan beribawa melalu proses penegakan hukum yang 
benar, sehingga masyarakat melihat adanya sistem keadilan 
bagi semuanya.

3.3. Perilaku pemilih Dalam Pemberian Suara
Dengan dilengkapi berbagai agregat dan teknik kajian sur-

vei, para ilmuan politik dan sarjana komunikasi telah mempe-
lajari pola pemberian suara pada para pemilih bangsa Amerika 
selama beberapa dasawarsa. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh abram, diantara studi tertua mengenai pemberian suara 
banyak yang menerangkan perilaku dilihat dari segi sosiop-
sikologis, yaitu dengan menekankan pengaruh kelompok 
pada,  dan kecenderungan (predisposisi) politik dari para 
pemilih73. Studi yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian so-
sial Terapan (Bureau of Applied Social Research, BASR) dari 
University Colombia mengemukakan kesimpulan bahwa pada 
hakekatnya, pemberian suara adalah pengalaman kelompok74. 
Perangkat peneliti yang kedua, yaitu Pusat Penelitian Survei 
(Survey Research Center, SRC) dari University Michigan, me-
nekan faktor psikologis sebagai determinan pemberian suara, 
terutama sikap politik para pemberian suara yang menetap, 
73 Robert, Abrams, Some Conceptual Problems of Voting Theory, Sage Publications, Beverly 

Hill,  1973 
74 Paul, Lazarsfeld., The People’s Choice, Colombia University Press, New York, 1944, hlm. 

37; lihat juga Bernard Berelson,. Voting, University of Chicago Press, Chicago, 1954.
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termasuk ikatan afektif mereka kepada salah satu partai poli-
tik75.  

Baik studi BASR maupun SRC tidak memandang kampa-
nye politik sebagai pengaruh yang sangat penting terhadap 
pemberian suara. Kesimpulan umumnya ialah bahwa orang 
yang paling banyak diterpa komunikasi persuasif kampanye 
adalah yang paling cenderung telah sampai kepada putusan 
pemberian suara; yang paling besar kemungkinannya dipen-
garuhi oleh imbauan persuasif adalah yang paling sedikit mi-
natnya terhadap politik dan, karena itu paling sedikit kemu-
ngkinannya memperhatikan komunikasi kampanye. Namun, 
pada tahun-tahun terakhir muncul trend ketiga dalam studi 
tentang pemberian suara, yaitu perspektif revisionis yang mem-
berikan peran yang penting kepada komunikasi kampanye. 

Studi-studi yang terbaru itu berfokus pada kegunaan dan 
pemuasan yang diberikan oleh media komunikasi kepada para 
pemilih. Mengapa orang memperhatikanb kampanye, dan 
hubungan antara pengharapan pemilih terhadap pengaruh 
yang mungkin ada dan perilaku mereka yang nyata yang ber-
bentuk pemberian suara.76 Dari tradisi sosiopsikologis, psikol-
ogis, dan berorientasikan kemunikasi dalam studi pemberian 
suara ini kita dapat menurunkan empat cara alternatif dalam 
memikirkan bagaimana pemberian suara bertindak. Perspektif 
ini membantu kita dalam merumuskan pandangan tentang 
pemberian suara sebagai tindakan komunikasi. 

a.  Pemberian Suara  Rasional
Pemberian suara yang rasional pada hakekatnya aksional 

diri, yaitu sifat yang instrinsik pada setiap karakter personal 
pemberian suara yang turut memutuskan pemberian suara 
pada kebanyakan warga negara. Orang rasional : (1) selalu 
dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif; 
(2) memilih alternatif-alternatif sehingga masing-masing apa-
kah lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah bila diband-
75 Lihat, Angus Campbell., The Voter Dicides, Row, Peterson, Evanston, III., 1954, The 

American Voter, John Wiley and Sons, New York, 1960; dan Election and the Political 
Order, John Wiley and Sons, New York, 1966

76 Lihat, Harold Mendelsohn dan Garret J. O’Keefe, The People Choose a President, Praeger 
Publishers, New York, 1976
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ingkan dengan alternatif yang lain; (3) menyusun alternatif-al-
ternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, 
dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C; (4) selalu 
memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling ting-
gi; (5) selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan 
pada alternatif-alternatif yang sama.77.

Dengan penjelasan demikian, maka tindakan rasional itu 
terdiri atas perhitungan cara atau alat yang tepat untuk men-
capai tujuan yang dinginkan. Apakah tujuan tindakan itu ra-
sional, tidak dipermasalahkan; kita hanya berurusan dengan 
alat dan cara untuk mencapainya. Bila ditempatkan dalam 
arena politik, gagasan tentang tindakan rasional itu menetap-
kan persyaratan yang ketat untuk memberikan kualifikasi se-
bagai pemberian suara yang rasional. Pemberian suara yang 
rasional selalu dimotivasi untuk bertindak jika dihadapkan 
pada pilihan politik, berminat secara aktif terhadap politik 
sehingga memperoleh informasi cukup dan berpengetahuan 
tentang berbagai alternatif, berdiskusi tentang politik sebagai 
cara untuk mencapai suatu peringkat alternatif, dan bertindak 
berdasarkan prinsip, ”bukan secara kebetulan, atau serampan-
gan, atau impulsif, atau kebiasaan, melainkan berkenaan den-
gan standar yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, 
tetapi juga untuk kepentingan umum78 dengan demikian, pem-
berian suara rasional yang bermotivasi diri, terinformasi, dan 
berprinsip itu bertindak secara konsisten dalam menghadapi 
tekanan dan kekuatan politik.

Studi tentang pemberian suara kepada konsepsi pemberi-
an suara rasional dari perilaku dalam piliharaya benar-benar 
hampir mematikan. Berbagai survei tentang populasi yang tel-
ah berusia untuk memilih yang dilakukan pada tahun 1950-
an dan awal tahun 1960-an, berulang kali medokumentasikan 
bahwa perhatian pemilih kepada politik sedang-sedang saja, 
jarang termotivasi untuk memberikan suara. 

77 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, New York, 1957
78  Berelson, et al., Voting, hlm. 308-310
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b. Pemberian Suara  Reaktif
Gambaran tentang pemberian suara yang reaktif bukan 

gambaran yang bersifat memuji. Gambaran itu diturunkan 
dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap stim-
ulus dengan cara pasif dan terkondisi. Dalam kampanye poli-
tik, kandidat dan partai menyajikan isyarat yang menggerak-
kan para pemilih dengan memicu faktor-faktor jangka panjang 
yang menetapkan arah perilaku dalam memberikan suara. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, studi yang lama 
oleh BASR tentang pemberian suara memandang faktor-faktor 
sosial. Para peneliti mengumpulkan banyak sekali data yang 
mengesahkan tentang atribut sosial dan demografi yang berko-
relasi dengan keputusan dalam pemberian suara. Ukuran kelas 
sosial termasuk pekerjaan, pendidikan dan pendapatan, usia, 
jantina, ras, agama, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya79 
sebagai contoh pandangan bahwa pemberian suara beraksi ter-
hadap pemilu berdasarkan faktor-faktor sosial dan demografi 
jangka panjang, yakni pemberian suara lagi-lagi merupakan 
saksi diri. Perhatian Indeks Predisposisi Politik, yaitu rumus 
dari salah satu studi yang paling dini tentang pemberian su-
ara80

Hal terpenting dalam pemberian suara reaktif ialah ikatan 
emosional kepada partai politik/kandidat. Dalam kompetisi 
suara yang mencapai yang dicapai perseorangan , partai poli-
tik merupakan agen pembentuk opini yang sangat penting. 
Studi-studi SRC mencirikan ikatan emosional kepada partai 
politik/kandidat sebagai ’identifikasi partai”, yakni sumber 
utama aksi diri pemberi suara yang reaktif : ”sekedar men-
gasosiasikan lambang partai” dengan nama kandidat ”men-
dorong mereka yang mengindentifikasikan diri dengan partai 
untuk mengembangkan citra yang lebih menguntungkan ten-
tang catatan dan pengalamannya, kemampuannya, dan atribut 
perswonalnya”. Oleh karena itu, identifikasi dengan partai 
meningkatkan tabir perseptual; melalui tabir tersebut individu 
melihat apa yang menguntungkan bagi orientasi kepartainya. 

79  Lihat Seymour Martin Lipset, Political Man, Doubleday and Co., Garden City, N,Y., 1959
80  Lazarsfeld et al., The People’s Choice
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Semakin kuat ikatan partai tersebut, semakin dibesar-besarkan 
proses seleksi dan distorsi persepsi81. Semakin banyak orang 
yang menamakan diri mereka independen dan bahkan men-
demonstrasikan independen itu melalui meningkatnya pem-
berian suara ”split ticket”(memberikan suara kepada kandidat leb-
ih dari satu partai). Didorong oleh bukti bahwa sedang terjadi 
perubahan dalam politik pemilu, para pengamat merumuskan 
pandangan yang lain lagi tentang seperti apa pemberian suara 
yang semacam itu, maka pemberian suara semacam itu dina-
makan pemberian suara responsif.

c. Pemberian Suara  Responsif
Ilmuan politik Gerald Pomper membuat gambaran tentang 

pemberi suara yang responsif82 apabila karakter pemberian su-
ara yang reaktif (yang oleh Poper disebut pemberi suara yang 
”dependen”) tetap stabil, dan kekal, maka karakter pemberian 
suara yang responsif adalah impermanen, berubah mengikuti 
waktu, peristiwa politik, dan pengaaruh yang berubah-ubah 
terhadap pilihan para pemberi suara. Ada perbedaan lain, tu-
lisan Pomper, yang membedakan pemberi suara yang respon-
sif dengan yang reaktif : (a) Meskinpun pemberi suara  yang 
responsif dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan demograf-
is mereka, pengaruh yang permanen ini tidak deterministik. 
Seperti dalam argumentasi Key dan Munger,83 karakteristik 
ini bergerak keluar masuk wilayah yang mempunyai relevansi 
politik, dan karena itu menentukan preferensi politik, ciri ini 
menghadapi banyak sekali gesekan; (b) pemberian suara yang 
responsif juga memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi 
ini lagi-lagi tidak menentukan perilaku pemilih. Sebenarnya 
ikatan kepada partai lebih rasional ketimbang emosional. 
Sebab, dengan mengasosiasikan partai dengan isu, pemberi 
suara yang responsif secara rasional mengurangi ongkos par-
taisipasi perilaku pemilih. Apabila pemberi suara yang reaktif 
mengindentifikasikan dirinya dengan partai sebagai pengganti 
81  Campbell et al., The American Voter, hlm. 128-133
82  Gerald Pomper, Voter’ Choice, Dodd, Mean and Co., New York, 1975, hlm. 7-12
83 V.O. Key, Jr., dan Frank Munger, “Social Determinism and Electoral Decision : The Case of 

Indiana”, dalam Leugene Burdick dan Arthur Brodbeck, ed., American Voting Behavior, The 
Free Press, New York, 1959, hlm 297-298
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untuk melakukan pertimbangan yang independen, maka iden-
tifikasi partai pada pemberian suara yang responsif memban-
tunya dalam tugas membuat pilihan.; (c) pemberi suara yang 
responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek 
yang penting dalam pemilu, ketimbang oleh kesetiaan jangka 
panjang kepada kelompok dan atau kepada partai.

Banyak warga negara yang menggantikan pilihan dari satu 
pemilu kepada pemilu lainnya, hal ini disebabkan fungsi dari 
posisinya terhadap isu dan sebagai penghargaan kepada kan-
didat. Pomper mengutip V.O Key, Jr., pemberian suara yang re-
sponsif ”bukanlah gambaran tentang pemilih yang dibelenggu 
oleh determinasi sosial atau digerakkan oleh dorongan bawah 
sadar yang dipicu oleh propaganda, tetapi ia lebih merupakan 
gambaran tentang pemilih yang digerakkan oleh perhatian-
nya terhadap masalah pokok dan relevan tentang kebijakan 
umum, tentang prestasi pemerintah, dan tentang kepribadian 
eksekutif.84 Bahagian yang dominan dari gambaran pomper 
tentang wajah pemberi suara yang responsif terdiri atas pili-
han yang dapat dipilih oleh pemilih dalam setiap kampanye. 
Variasi stimulus yang diberikan oleh pimpinan politik, partai, 
dan kandidat sangat penting dalam pandangan pemberi suara 
karena tanggapan rakyat akan sangat dikondisikan oleh stim-
ulus yang diberikan. Oleh karena itu perilaku pemberi suara 
bervariasi menurut karakter pilihan tersedia.85

d. Pemberian Suara Aktif 
Pemilih yang aktif adalah pemilih yang menghadapi dunia 

dengan menginterprestasikan dan diberi makna untuk bertin-
dak bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebel-
umnya. Isu kampanye politik yang membangkitkan tanggapan 
tidak dapat dianggap sama dalam pikiran orang. Ada yang 
memperhatikan kampanye dengan cermat, bahkan terbabit 
secara langsung, yang lainnya hanya melirik judul berita atau 
berita televisi, dan banyak juga yang tidak menghiraukannya. 
Demikianlah, orang memilih diri mereka dalam hubungannya 

84 V.O. Key, Jr., The Responsible Electorate, The Belknap Press, Cambridge, Mass., 1966, 
hlm. 7-8; dikutif oleh Pomper, Voter’Choice, hlm. 10.

85 Pomper, et al., hlm. 9
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dengan apa yang diperhitungkan oleh mereka dalam kampa-
nye, mereka mentranformasikan masukan yang tak bermakna 
menjadi lambang politik dengan makna yang tumbuh, yang 
tetap tidak berubah, yang mengecil, atau bahkan yang meng-
hilang ketika mencapai berbagai sektor publik86.

Bila dipandang seperti ini, maka isu, pilihan yang diberi-
kan kepada pemberi suara dalam kampanye politik tidak lagi 
tetap atau terbagi merata keseluruh pemilih ketimbang atribut 
sosial dan kecenderungan pemilih. Akan tetapi, isi komunika-
si kampanye bervariasi dalam penyajian oleh media, banyak 
peristiwa yang sama dan menanggapi penyajian satu sama 
lain. Yang disajikan oleh media itu disaring dan diatur den-
gan berbagai cara dalam pengalaman orang, dengan banyak 
diantaranya yang dipilih dan digunakan dalam arena komuni-
kasi lokal. Susunan proses komunikatif dianggap memberikan 
pengaruh yang nyata, yang dapat tetap dipisahkan dan diukr 
dengan beberapa kekuatan.87

Jika disederhanakan kampanye politik mengambil bentuk 
dan memperoleh makna bagi pemberi suara melalui komu-
nikasi. Keterlibatan pemberi suara tidak dibatasi, baik dalam 
mendaftarkan atribut dan atau sikap yang tetap maupun dalam 
menanggapi imbauan kampanye yang ditetapkan sebelumn-
ya. Ketrlibatan aktif mencakup orang yang menginterpresta-
sikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan demikian 
menetapkan dan menyusun maupun serangkaian pilihan yang 
diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra tentang apa 
yang diperhitungkan oleh mereka, citra yang sangat bervariasi 
dan secara terus menerus. Dengan demikian pemberian suara 
adalah tindakan komunikasi.

3.4 Perilaku pemilih Dalam Pendekatan Ilmu Politik
Ada tiga pendekatan utama Ilmu Politik yakni : filsafat po-

litik klasik [mashab tradisional], strukturalisme [termasuk ana-
lisis institusional dan structural – fungsional, dan  behavioral.88 
86 Goegory, Casey, ‘Popular Perceptions of Supreme Court Rulings:, American Politics 

Quarterly, 4 Januari 1976, hlm. 4-5
87 Herbert, Blumer, “Suggestions for the Study of Mass Media Effects, dalam Burdick dan 

Brodbeck, ed., American Voting Behavior, hlm.201.
88 Untuk analisa atas ketiga pendekatan ini, lihat David Apter dan Charles F.Andrian, ed. 
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Masing-masing pendekatan memusatkan perhatiannya pada 
variable-variabel personal dan situasional dengan mengabai-
kan variable lain. Dari ketiga pendekatan ilmu politik diatas 
yang paling berdampak langsung dalam kajian ini adalah pen-
dekatan behavioral. Berikut ini akan diuraikan sedikit ketiga  
pendekatan ilmu politik tersebut.

Filspat politik klasik merupakan orientasi yang paling tua di 
dalam ilmu politik. Bermula dari Yunani Kuno, orientasi ini 
masih berpengaruh sampai saat ini. Tidak semua filsuf poli-
tik memiliki pandangan yang sama terhadap masalah-masalah 
politik. Machiavelli dan Hobbes dalam hal-hal penting berbe-
da pandangan Plato dan Aristoteles. Bagi Plato dan Aristoteles 
teori politik bersifat deskriptif maupun preskriptif; teori politik 
harus memberikan gambaran dan menjelaskan mengapa pe-
ristiwa-peristiwa tertentu dapat terjadi di dalam dunia politik, 
disamping memberikan resep mengenai tatanan politik yang 
ideal.89 Walaupun Plato dan Aristoteles mencari pengetahuan 
dan kebijakan sebagai tujuannya, mereka menekankan perlu-
nya pengetahuan tersebut memiliki relevansi politik praktis, 
agar dapat dilaksanakan. Keduanya memandang teori itu le-
bih tinggi (superior) ketimbang tindakan. Seperti halnya Plato 
percaya bahwa teori masih “riil” [tidak berubah, abadi, murni] 
ketimbang tindakan, demikian pula Aristoteles menegaskan 
bahwa berfikir tentang tujuan-tujuan akhir merupakan bentuk 
kegiatan yang lebih murni daripada berurusan dengan orang 
lain. meskipun demikian, Plato menunjukan penilaian yang 
lebih rendah bagi dunia politik nyata dan merumuskan pera-
nan yang lebih mulia bagi filsuf. Hanya filsuplah yang memili-
ki pengetahuan yang sesungguhnya mengenai bentuk-bentuk 
yang abadi, tidak berubah, dan ideal. Karena itu, filsuf mem-

Contemporary Analytical Theory  (Englewood N.J.: Prentice Hall, 1972); David E.Apter dan 
Charles F. Andrian, : “Comperative Government: Developing New Nations.” Dalam David 
E.Apter, Political Change: Collected Essays (London: Frank Cass, 1973), hlm.180-238; 
Heinz Eulau, The behavioral Persuasion in politics (New York: Random House, 1963) hlm. 
38-109; David Easton, A Framework for Political Analysis (Englewood Cliff, N.J.: Prentice 
Hall, 1965, hlm.1-22; David Easton, “Political Science,” International Encyclopedia of social 
science, vol.12, hlm. 289-291; Albert Somit dan Joseph Tanenhaus, The Developmrnt of 
Amerika Political Science ( Boston: Allyn and Bacon, 1967), hlm 176-183; Sheldon S. Wolin, 
“Political Theory Trends and Goals, “International Encyclopedia of the Social Sciences, 
Vol.12, hlm. 318-331.

89 Lihat, Charles F. Andrain, dalam  Luqman Hakim, (terj), Kehidupan Politik dan Perubahan 
Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992. hlm. 420.
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punyai tanggungjawab untuk merombak kembali dunia yang 
korup berdasarkan nilai-nilai ideal. Bila fiksuf telah menjadi 
raja maka akan berakhir ketegangan antara teoriwan politik 
dan praktisi politik, antara tindakan politik dan pengetahuan 
teoritis.90  

Ketika mengamati situasi politik, para filsuf politik klasik 
menolak kemungkinan pemisahan fakta dengan nilai. Mereka 
yakin bahwa kehidupan politik berkisar pada pilihan-pilihan 
moral; pelakunya harus memilih tujuan dan sasaran tertentu 
untuk mencapai tujuan bersama. Pilihan-pilihan  ini tidak ha-
nya berasal dari soal kelayakan [pilih mana yang memungkin-
kan] tetapi juga dari soal buruk baiknya [pilihan-pilihan mana 
yang harus dicapai]. Karena itu, bagi seorang teoriwan politik 
klasik, pilihan-pilihan yang dihadapi pengamat politik, seperti 
yang dihadapi aktor politik, berlandaskan pada konsep-kon-
sep abstrak mengenai hal-hal yang baik yang mengarahkan 
pemilihan data-data faktual.

Jika kalangan filsapat politik  klasik menekankan pada fak-
ta dan nilai maka, Kalangan institusional seperti ilmuan politik 
Inggris James Bryce (1838-1922), di dalam riset mereka meng-
kombinasikan tujuan factual dengan tujuan moral. Mereka 
berusaha mengambarkan sejarah pertumbuhan Negara dan 
distribusi kekuasaan yang ada sekarang. Dengan memberikan 
gambaran yang sangat rinci mengenai struktur-struktur kon-
gkret formal lembaga perundang-undangan, pengadilan, staf 
administrasi, dan sistim pemerintahan federal dan local, mere-
ka yakin akan dapat memahami bagaimana bekerjanya suatu 
sistim politik. 

Secara moral, golongan institusionalis ini juga menegas-
kan gagasan mereka tentang kegiatan-kegiatan yang harus di-
jalankan oleh Negara, dengan menetapkan bahwa tujuan etis 
utama terpusat pada keperluan untuk mencegah pemusatan 
kekuasaan yang tidak semestinya. Pengawasan struktural dan 
legal atas kekuasaan adalah sarana untuk merealisasikan tu-

90 Terence Ball, “Theory and Practice: An Examination of the Platonic and Aristotelean 
Conceptions of Political Theory,  western Political Quaterly, 1972, hlm. 534-545.
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juan tersebut91. Ilmuan politik yang belakangan berpaling dari 
lembaga-lembaga formal untuk mempelajari partai politik dan 
kelompok penekan tetap menganjurkan tujuan moral tersebut. 

Meskipun mereka mengaku memiliki realisme yang lebih 
besar dalam analisa atas kekuasaan dan kekayaan, mereka juga 
dibimbing oleh suatu perspektif etis yakni bagaimana rakyat 
dapat merealisasikan demokrasi yang lebih besar di dalam sua-
tu masyarakat yang mengaku mempunyai hokum-hukum dan 
lembaga-lembaga demokratis, sementara masih dikendalikan 
oleh kelompok kecil oligarkis yang bekerja dibelakang layar.

Di dalam model Huntington92, lembaga-lembaga politik 
yang kuat, terpadu, fleksibel, kompleks [tidak tergantung pada 
seseorang], dan bebas dari kelompok-kelompok sosial, mem-
berikan ketertiban, sedangkan  kelompok-kelompok  sosial, 
jika tidak terkontrol dapat menimbulkan kekacauan, kerusu-
han,  dan instabilitas. Pandangan Huntington ini berbeda den-
gan orientasi golongan institusional. Sementara mereka men-
yamakan kepentingan umum dengan hukum yang lebih tinggi, 
yakni konstitusi, maka mereka menghubungkan kepentingan 
umum dengan “apapun yang memperkuat lembaga-lemba-
ga pemerintah” jika mereka menerima kekangan hukum atas 
ekuasan eksekutif, maka mereka merasa keperluan akan perlu-
asan sentralisasi kekuasaa, bukan pemisahan kekuasaan. 

Dibandingkan dengan golongan institusional, para anal-
isis structural-fungsional meremehkan tujuan-tujuan yang 
dikaitkan dengan kebijakan untuk memperjelas maksud-mak-
sud analitis tertentu. Bagi mereka, tugas analistis yang paling 
pokok adalah mengkaji hubungan antara berbagai struktur 
masyarakat dan menunjuk kegiatan-kegiatan apa yang di-
jalankan oleh struktur dalam mempertahankan sistim social. 
Baik struktur maupun fungsi mempunyai makna yang ber-
beda. Sebagaimana diketahui struktur terdiri dua tipe yakni 

91 Lihat, Albert Somit dan Joseph Tanenhaus, The development of Amerika Political Science,  
(Boston : Allyn and Bocon, 1967), hlm. 24

92 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, Conn.; Yale 
University Press, 1968), hlm. 1-92, 397-461
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kongkret dan analitis.93 Struktur-struktur [pola-pola tindakan] 
dianggap mempunyai konsekuensi [fungsi-fungsi] yang men-
jurus pada stabilitas ataupun instabilitas.

Para ilmuan politik menyelidiki ketegangan-ketegangan 
yang menganggu hubungan struktur yang ada serta kon-
sekuensi-konsekuensinya. Dalam hal ini, mereka menelaah ke-
gunaan struktur analistis tertentu demi kelangsungan hidup, 
perubahan, dan kesejahteraan masyarakat, misalnya penga-
lokasian kekuasaan. Disamping menyelidiki juga bagaimana 
struktur-struktur kongkret tertentu, seperti pengadilan dan 
partai-partai politik. Demikian pula, dengan pemboleh ubah 
kajian ini yang merupakan struktur kongret pada kegiatan 
yang sama seperti, individu yang ikut memilih, penyelenggara 
pemilu, masa kampaye, partai politik, para kandidat, semuan-
ya dalam tingkat tertentu terlibat dalam pendidikan politik.

Karena itu para analis structural-fungsional ingin mene-
mukan hukum-hukum fungsi social, terutana dengan meng-
kaji interaksi antara berbagai struktur, kegiatan yang mereka 
jalankan dan konsekuensi-konsekuensinya bagi penyelengga-
raan sistim social.94 Sejalan dengan orientasi analistis mereka, 
golongan structural-fungsional tidak menekankan masalah ke-
bijakan Negara. Bagi mereka, pemahaman adalah tujan akhir 
itu sendiri. Bahasa mereka mengekspresikan bukannya keingi-
nan moral dari actor politik melainkan nilai-nilai yang berkai-
tan dengan ketakacuhan, kendali emosional, impersonalitas, 
dan universalisme.95

Meskipun begitu, orientasi teoritis mempenaruhi pemaha-
man mereka mengenai proses kebijakan. Jika analysis institu-
sional bermula dari studi mengenai Negara, yang menyatakan 
gagasan Negara yang otonom dari masyarakat. sedangkan 

93 Untuk suatu perbedaan antara struktur analistis dan kongkret, lihat Marion J. Levy Jr., 
Modernization and the Structure of  Sosieties (Princeton, N.J,: Princeton University Press, 
1968) hlm. 175.

94 Untuk analisis kritis atas pendekatan structural-fungsional, lihat A.R. Radcliffe Brown, “On 
the Concept of Function in Social Science,” Amarican Anthropologist, 37 (Juli-September 
1935), 394-402; Pierre van den Berghe, “Dialectic and Functionalism,” Amarican Sociological 
Review, 28 (October 1963), 695-705; Marion J. Levy., “Structural-Functional Analysis, 
“International Encyclopedia of Social Science, vol 6 hlm.21-28; Arthur L., Stinchcombe, 
Concstruting Social Theories (New York: Harcourt Brace, and World, 1968) hlm. 80-93.

95  William C. Mithcell, Sociological Analysis and Politics:  The Theories of Talcott Parsons 
(Englewood Cliffs, N.J,: Prentice-Hall, 1967), Hlm. 173.
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struktural-fungsional mulai dengan studi antropologis men-
genai komunitas-komunitas kecil yang tidak bernegara, me-
nemukan adanya aspek politik yang tersimpan dalam aspek 
sosial.

Tidak seperti golongan institusional yang menitikberatkan 
pada data dengan mengorbankan teori atau golongan struc-
tural-fungsuionalis,yang menguraikan kerangka-kerangka 
konseptual yang abstrak tanpa menghubungkan dengan bukti 
kongkret, para ilmuan behavioral telah berusaha mengunakan 
teori sebagai suatu sarana untuk menjelaskan dan memperdik-
si kegiatan-kegiatan politik. Penjelasan menjadi lebih penting 
daripada semata-mata deskripsi mengenai peristiwa-peristiwa. 

Jika suatu pernyataan deskriptif menunjuk pada kondi-
si-kondisi yang agak spesifik, maka suatu generalisasi penje-
lasan menyatakan suatu hubungan antara sejumlah variable 
[sifat-sifat analitis yang disimpulkan dari kegiatan-kegiatan 
yang diamati]. Sebaliknya, suatu prediksi menyatakan bahwa 
kondisi spesifik atau hubungan umum akan terjadi pada be-
berapa waktu yang akan datang.96 Perhatian pemboleh ubah 
yang dihubungkan dengan perilaku pemilih mengambarkan 
suatu pernyataan deskriptif. Pemboleh ubah apa yang men-
jelaskan perilaku pemilih spesifik ini? Ilmuan behavioral me-
nelaah faktor-faktor tertentu seperti status pekerjaan, kuatnya 
identifikasi partai, sikap-sikap terhadap persamaan rasial, pen-
dapat-pendpat tentang peranan yang cocok bagi pemerintah di 
dalam perekonomian, dan derajat komitmen terhadap keyaki-
nan-keyakinan agama.

Generalisasi-generalisasi yang dibuat oleh para ilmuan 
behavior adalah pernyataan-pernyataan probabilitas. Mereka 
menyatakan bahwa jika terdapat kondisi-kondisi tertentu, 
maka konsekuensi-konsekuensi tertentu mungkin juga akan 
terjadi. Manakala ilmuan-ilmuan behavior di dalam studi me-
reka menyadari bahwa generalisasi-generalisasi teoritis mere-
ka bersifat parsial dan sementara, bukannya pati atau absolut. 
Menurut salah seorang ilmuan behavior, Edward L., Welker, hu-
bungan antara teori dan tindakan dapat dianalogikan dengan 
96  Lihat, Morris Zelditch Jr., “Intelligible Comparisons, “ dalam Ivan Vallier, ed. Comparative 

Methods in Sociology (Berkeley, Cliff.: The Univercity of California Press, 1971), hlm. 270.
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bunga-bunga yang sedang tumbuh.97 Riset teoritis menyerupai 
akar, sementara riset yang ditujukan pada masalah-masalah 
kongkret menyerupai bunganya. Seperti halnya bunga mem-
butuhkan landasan yang kuat pada akar, maka tindakan-tin-
dakan yang dikaitkan dengan kebijakan memerlukan landa-
san teoritis. Sebagimana dinyatakan oleh Welker, “riset akar 
juga harus memenuhi criteria relevansi social, terlalu banyak 
memberikan perhatian pada masalah praktis yang dekat boleh 
dengan mudah melupakan akar-akarnya dank arena itu dapat 
mematikan tananam.98

Dengan demikian, maka teori politik behavior mempunyai 
relevansi langsung bagi penyelesaian masalah-masalah sosial. 
Ilmuan behavior dapat memainkan suatu peranan dalam pro-
ses kebijakan dengan memberikan informasi tentang alterna-
tif-alternatif yang tersedia kepada pembuat keputusan politik, 
termasuk keputusan politik pemilih dalam mencoplos calon 
Kepala Daerah.

Dari uraian ke tiga pendekatan ilmu politik diatas, dapat 
dirangkumkan dalam suatu  yang memberikan ringkasan ten-
tang ketiga pendekatan berdasarkan teori dan metode-metode 
sebagai berikut

SUBJEK FILSAPAT POLITIK 
KLASIK

STRUKTURALISME

ILMU BEHAVIORALANALISA 
INSTITUSIONAL

ANALISA 
STRUKTURAL-
FUNGSIONAL

Tujuan Teori Mendeskripsikan 
dan menjelaskan 
peristiwa dalam politik; 
merumuskan tatanan 
politik yang dicita-citakan

Menjelaskan sejarah 
pertumbuhan 
Negara dan 
distribusi kekuasaan; 
menjelaskan 
jalannya lembaga-
lembaga pemerintah; 
mengevaluasi kegiatan 
lembaga tersebut.

Mengkaji hubungan 
antara struktur 
social yang berbeda; 
menunjukkan kegiatan 
yang dilakukan oleh 
struktur tersebut; 
memastikan 
konsekuensi 
fungsional untuk 
mempertahankan 
sistim social

Menjelaskan dan 
meramalkan tingkah 
laku politik

97 Lihat, Charles F. Andrain., Op.,cit, hlm. 435
98 Edward L., Walker, “Relevant Psycology is a Snark” American Psycologist, 25 (December, 

1970), 1085-1086. untuk   pandangan yang sama oleh seorang ilmuan politis, lihat David 
Easton, The Political Sistim, ed, 2 (New York: Alfred A. Knopf, 1971) hlm. 369-372.
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Hubungan 
Teori dengan 
tindakan

Pengetahuan adalah 
tujuan akhir dari 
pengusutan teoritis, 
tetapi pengetahuan ini 
harus diterapkan. Para 
filsuf perlu memberikan 
nasehat umum kepada 
para pengusaha

ilmu politik harus 
mempunyai 
focus kebijakan, 
merekomendasikan 
sasaran-sasaran bagi 
pemimpin politik, dan 
menyarankan metode-
metode untuk tujuan 
tersebut

Pemusatan perhatian 
pada kebijakan tidak 
ditekankan, melainkan 
memahami berlakunya 
hokum-hukum secara 
social adalah tujuan 
utama. 

Pengetahuan 
teoritis mengenai 
tingkah laku politik 
adalah tujuan utama 
karena generalisasi 
bersifat parsial dan 
sementara, ada bahaya 
dalam menerapkan 
pengetahuan bagi 
masalah praktis yang 
langsung. Riset terapan 
harus memenuhi 
landasan teoritis yang 
mauk akal.

Metode-
metode untuk 
mengamati 
dunia

Nilai-nilai pengamat dan 
pengamatan factual tidak 
dapat dipisahkan; kedua-
duanya jalin menjalin 
dalam kehidupan politik 
yang berkaitan dengan 
pilihan moral

Nilai-nilai pengamat 
tidak dapat dipisahkan 
dari pengamatan 
factual

Pengamat dapat tetap 
mengambil jarak dan 
impersonal ketika 
melihat dunia politik

Nilai-nilai personal 
dan pengamatan 
empiris secara analisis 
harus tetap dapat 
dibedakan, ilmuan 
harus mengontrol 
kecondongan pribadi 
dari pengamat

Metode-
metode untuk 
merekam dan 
menganalisa 
data

Tidak ada teknis 
kuantitatif  yang eksplisit; 
menekankan pada 
penilaian dokumen dan 
pengamatan informasi 
atas peristiwa politik

Metode kualitatif; 
membaca konstitusi, 
mempelajari prosedur-
prosedur legislatif, 
terlibat dalam 
pengamatan yang tidak 
sistematis

Menggunakan metode 
kualitatif dimasa 
lalu, menggunakan 
lebih banyak teknik 
kuantitatif di masa 
yang akan datang.

Metode-metode 
kuantitatif, eksplisit, 
dan berhati-hati, 
menggunakan 
kebiasaan-kebiasaan 
statistic.

Dalam kajian politik, khususnya yang menyangkut per-
ilaku pemilih dalam berpolitik, dikenal adanya dua model99, 
pertama aliran Columbia School yang memandang bahwa sta-
tus sosial ekonomi, aliran ini sangat percaya bahwa nilai-nilai 
kelompok akan sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Kedua 
aliran Michigan School, aliran ini mengatakan bahwa memilih 
adalah hak individu, indentitas ke partai dijadikan dasar un-
tuk menentukan pilihan. 

a.  Pendekatan sosiologis atau social structural
Pendekatan sosialogis atau lebih tepatnya pendekatan so-

cial structural untuk menerangkan perilaku pemilih pada pemi-
lu, secara logis terbagi atas model mikrososiologis dan model 
makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis senantiasa 
99 Lihat, Dua Tradisi, dalam Riswandha Imawan, Membedah Politik Orde Baru, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 1997, hal, 93.
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dikaitkan dengan sosiolog Paul F. Lazarsfeld  dan rekan se-
kerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Colombia 
University, oleh karena itu model ini juga disebut mazhab 
Colombia [Colombia School]. Model penjelasan makrososial 
dari Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan didasarkan atas 
pengamatan perilaku  pemilu diseluruh tingkatan atau lapisan 
masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada akhirnya men-
jadikan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sisten partai 
di Eropa Barat100 

Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari te-
ori linglkar social yang diformulasikan oleh Georg simmel101 
pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia ter-
kait didalam berbagai lingkaran social, contohnya keluarga, 
lingkaran teman-teman, tempat kerja dan sebagainya. Paul 
F. Lazarsfeld102 menerapkan cara piker ini kepada para pemi-
lih. Seorang pemilih hidup dalam kontek tertentu : status 
ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan 
usianya mendefinisikan lingkaran social yang mempengaruhi 
putusan sang pemilih. Setiap lingkaran social memiliki nor-
maya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut 
menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengkontrol 
perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang 
individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang 
ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan ling-
karan sosialnya103

Secara empiris, Paul Lazarsfeld et al. mendasarkan teorin-
ya atas pemikiran segi geografis pemilu dari Andre Siegfried104 
dan juga atas dasar penelitian dari Rice105 . Melalui studinya 
Rice menemukan bahwa ide-ide politis berkembang paling ce-
pat sepanjang jalur transportasi/lalu lintas terbesar. Dasar em-
piris peneliti-peneliti ini sendiri berasal dari sebuah studi panel 
tersohor yang diadakan di Erie County di negara bagian Ohio. 
100Lihat, Prof. Dieter Roth, Studi Pemilu Empiris, Lembaga Survei Indonesia, Jakarta 

Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit, 2008,  hal 23-24
101 Lihat, Georg Simmel dalam Dieter Roth, ibid, hal 24
102Paul F. Lazarsfeld; Bernard Berelson; Hazel Gaudet, : The People’s Choice. How thee 

Voter Makes Up His Mind in a Presoidential Campaign. New York, 1968
103Ibid, hal 148
104Andre, Siegfried, 1913-1949, Tableau politique de La France de I’Ouest sous La Troisieme 

Republique, Paris: Aemand Colin.
105Stuart A Rice, 1928, Quantitative Methods in Politics, New York
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Studi penel ini diadakan sepanjang berlangsungnya kampanye 
pemilihp presiden pada tahun 1940. dalam studi ini, 600 war-
ga Erie County yang memiliki hak suara dipilih  berdasarkan 
sistem kuota, dan kemudian diwawancara sebanyak tujuh kali 
dalam kurun waktu Mei sampai November. Distrik Erie dipilih 
untuk studi ini karena samapai saat studi tersebut dilangsung-
kan, hasil pemilu presiden di Erie hanya sedikit saja menyim-
pang  dari hasil pemilu nasional. Bagaimanapun juga Colombia 
School paham bahwa tidak ada suatu ”stereotip county America”, 
dan oleh karenanya hasil studi di Erie County tidak dapat dija-
dikan dasar bagi kesimpulan umum yang berlaku bagi seluruh 
Amerika (Lazarfeld et al. 1968).

Maksud awal para peneliti pemilu yang mengacu kepada 
Lazarsfeld adalah untuk meneliti perubahan pandangan politis 
dan motif mengikuti pemilu selama kampanye pemilu pemi-
lihan presiden. Untuk memenuhi tujuan ini, para responden 
yang merubah pandangan politis dan partai pilihannya selama 
kampanye diperbandingkan dengan kelompok responden lain 
yang jauh lebih besar, yaitu kelompok konstan  secara poli-
tis. Baik kelompok responden pertama (”suka berubah”) ma-
pun kelompok kedua (”konstan”) menunjukkan tedensi yang 
sama: pihak-pihak yang berasal dari kelompok sosial tertentu 
memiliki sikap politis yang cukup homogen. Hal ini terutama 
dapat dibuktikan dalam perilaku pemilu : memberikan suara 
dalam pemilu pada dasarnya adalah suatu pengalaman kelom-
pok (”voting is essentially a group experience”)106. Perubahan pril-
laku pemilu seseorang cendrung mengikuti arah predisposisi 
politis lingkungan sosial  individu tersebut. Pengaruh terbe-
sar berasar dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat erat 
individu terkait. Menurut pandangan peneliti-peneliti dalam 
studi ini, sebelum pemilu diadakan, masing-masing anggota 
diikat kepada predisposisi kelompoknya. (”thus are party voters 
born”,107 

Untuk menggaris bawahi fakta bahwa determinasi pe-
rilaku pemilu seseorang berkenaan dengan kelompok sosial 
dari mana individu tersebut berasal, Colombia School mengem-
106 Ibid, 137 
107 Ibid, 142
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bangkan suatu indeks predisposisi politis, yang memiliki nilai 
perkiraan yang tinggi. Pada akhirnya, indeks ini hanya terdiri 
atas kombinasi dari tiga faktor : status sosioekonomis, agama 
dan daerah tempat tinggal. Berdasarkan tingginya relasi antara 
predisposisi politis sesuai struktur sosial dan keputusan yang 
diambil berkenaan dengan pemilu, para peneliti sampai pada 
suatu kesimpulan yang sering dikutip : seseorang berpikir po-
litis sebagaimana ia berpikir secara sosial. Karekteristika sosial 
menentukan kecendrungan politis. (”A person thinks political-
ly as he is socially. Social characteristics determine political prefer-
ence”)108.

Studi empiris lebih lanjut dari Barelson et al. (1954) mem-
buktikan bahwa tiap orang berusaha untuk mempertahankan 
homogenitas lingkungan sosialnya demi menghindari kon-
flik. Para penulis ini bahkan berpendapat mereka berhasil 
menemukan suatu dasar bagi fakta bahwa individu memilih 
teman-teman dan rekan dengan pendangan politis yang ku-
rang lebih sama. Pada akhirnya hal ini membawa konsekuensi 
bahwa kandidat yang diunggulkan akan dihubungkan dengan 
titik-titik tolak pandangan tertentu yang dirasa sesuai, semen-
tara informasi politis hanya diterima secara selektif agar kehar-
monisan yang ada tetap terjaga. Melalui formulasi ini Barelson 
telah mandahului Festinger dengan teori disonansi kongni-
tifnya, yang baru dirumuskan pada tahun 1957

Homogenitas lingkungan sosial seperti yang diusulkan 
colombia school jarang ditemukan dalam masyarakat modern 
karena masyarakat ini memiliki mobilitas ruang dan sosial yan 
kuat, hal mana pada akhirnya kecendrungan mengakibatkan 
putus/hilanganya hubungan-hubungan yang ada. Keterkaitan 
individu dengan beberapa medan kekuatan sosial (yang ka-
dang juga saling bertentangan satu sama lain) disebut cross 
pressure. Inkonsistensi seperti ini sekurang-kurangnya dapat 
menyebabkan seseorang menunda keputusan dalam pemilu, 
namun juga dapat membuat seseorang menghindarai pemilu 
dan berpengaruh terhadap kemunduran ketertarikan politik 
individu yang bersangkutan. Dalam studi-studi Colombia School 
berikutnya, pengaruh predisposisi politis dan situasi cross pres-
108 Ibid, 27
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sure terus menerus kembali terbukti. Penggunaan model ini 
dinegara-negara lain termasuk jerman kembali menunjukkan 
pengaruh kuat dari faktor-faktor/ciri-ciri struktur sosial ter-
hadap prilaku politis seseorang, hal mana tetap sahih hing-
ga kini. Kritik terhadap mazhab Colombia menyangkut fakta 
bahwa para penulisnya tidak menawarkan penjelasan konkrit 
atas pengamatan mereka109. Tuduhan semacam ini tidak dapat 
dilakukan terhdapap model konflikt dari lipset dan Rokkan.

Model penjelasan makrososiologis dari Lipset dan Rokkan 
mengacu kepda konflik-konflik mendasar yang bisa muncul 
di masyarakat, yang kesetimbangannya perlu dipertahankan 
dalam sebuah demokrasi. Para penulis mengacu pada klasifi-
kasi sistem sosial  dari Talcott Parson. Menurut teori parson, 
sistem-sistem kemasayarakatan memiliki dimensi fungsional 
dan teritorial hal mana dapat ditampilkan dalam bentuk ske-
ma dangan empat medan dan proses diantaranya (lihat gambar 
2.1). pada proses teritorial, negara (pusat) diperhdapkan den-
gan daerah (bidang pinggiran/perifer). Proses fungsional di-
bentuk oleh ekonomi di satu sisi dan ideologi di sisi lainnya110 

gambar 3. 4 : Model Garis Konflik menurut Lipset dan Rokkan

109Falter, Jurgen W/Siegfried Schumann/Jurgen Winkler, 1990, Erklarungsmodelle von 
Wahlerverhalten, APuZ 37-38, hal 3 - 13

110Lipset, Seymour M/Stein Rokkan, 1967, Cleavage Structures, Party Sistim, and Voter 
Aligments, dalam : Party sistims and Voter Aligmens : Cross-National Perspectives, New 
York/London, hal 1-64
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Konflik stereotip ideal menurut model ini adalah konflik 
mengenai kontrol atas sistem politis pada sisi atas poros ter-
itorial, oposisi lokal melawan elit nasional yang dominan di 
sisi bawah poros terotorial, konflik ekonomi berkenaan dengan 
sumber daya, produksi dan laba di sisi kiri poros fungsional , 
serta konflik kawan-kawan pada sisi kanan poros fungsional111. 
Bagi lipset dan Rokkan , konflik teritorial meruapakan hasil 
pembentukan negara-negara Eropa pada abad 18 dan 19. dari 
segi waktu. Konflik-konflik ini muncul terlebih dahulu diband-
ingkan konflik fungsional, yang merupakan produk revolusi 
industri pada abad 19. 

Menurut Lipset dan Rokkan, sejarah Eropa sejak awal abad 
19 dapat dilihat sebagai dampak hubungan timbal balik antara 
dua perubahan revolusioner sebagaimana diterangkan diatas. 
Seperti yang telah dikemukakan oleh Stein Rokkan pada tahun 
1980, maka pengenalan pertama yang penting adalah fakta bah-
wa perpecahan /perpisahan mendasar yang dapat ditemukan 
di segenap lapisan masyarakat Eropa, menyediakan dasar bagi 
pembentukan sistem partai nasional dengan cara dan kombi-
nasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu diusahakan untuk 
menemukan suatu model yang berlaku umum, yang memun-
gkinkan adanya transisi dari ”struktur pemisahan atas sistem 
partai-partai sampai kepada pembagian perilaku individu’112 

Empat macam pemisahan mendasar (selanjutnya disebut 
cleavages atau garis konflik) dapat dibahas lebih lanjut. Dua 
cleavagedominan dibidang budaya/ideologi, dua lainnya dom-
inan di bidang ekonomi. kesemuanya merupakan peryataan 
protes terhadap elit nasional yang telah memiliki kedudukan 
yang mapan beserta hegemoni budaya mereka. Cleavages ini 
sekaligus mewakili gelombang partaisipasi dan mobilisasi 
yang meluas113. Di sini terdapat tedensi bahwa dimasing-mas-
ing dua sisi skema dengan empat medan terlihat pemisah-
an menuju pusat poros teritorial, pemisahan lainnya menuju 
daerah perifer. Empat konflik utama tersebut adalah :
111Ibid, hal 10
112 Rokan, Stein, 1980, Eine familie von Modellen fur die vergleichende Geschichte Europas, 

Zeitschrift fur Soziologie, hal 120
113 Lipset/Rokkan, at al, hal 23



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek100

1. Konflik antara kelompok elit pusat yang berkuasa dan 
kelompok masyarakat di daerah yang tergantung secara 
etnis, bahasa atau keagamaan.

2. Konflik antara tuntutan atas kekuasaan sekuler negara dan 
privileg Gereja yang diperoleh secara historis

3. Konflik antara kepentingan agraris dan industri komersial
4. Konflik antara kelompok masyarakat berada dan kaum 

pekerja.
Dengan menggunakan definisi Weber mengenai ”kelas” 

konflik di sisi ekonomi pada poros fungsional dapat didefi-
nisikan sebagai konflik kelas pekerja. Konflik ini terjada ana-
tara pengusaha dan kelompok yang tergantung pada pemberi 
kerja atau juga konflik kelas pemilik, yaitu antara sektor prim-
er dan sekunder114 

Partai-partai muncul seiring dengan ketegangan yang tim-
bul karena proses modernisasi masyarakat industri barat sejak 
pertengahan abad 19. sejarah terbentuknya partai harus digam-
barkan sebagai berikut : individu-individu yang terlibat dalam 
konflik kemasyarakatan membentuk kelompok berdasarkan 
persamaan kepentingan. Kelompok ini mencari partner agar 
mampu mengartikulasikan diri dan mencapai tujuannya di 
berbagai tingkat pengambilan keputusan politik, terutama dit-
ingkat nasional. Partner tersebut adalah elit partai yang dalam 
fase mobilisasi membentuk koalisi dengan patner pihak lawan 
demi memperoleh kekuasaan115.

Karena deskripsi konflik diatas hanya mencakup bebera-
pa pertentangan mendasar dalam masyarakat, jumlah partai 
yang terbentuk sedikit sementara jangka waktu koalisi dengan 
kelompok makrososial tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya 
persistensi sistem partai barat dan ruang gerak yang terbatas 
bagai pendirian partai baru. Selain itu partai baru menghada-
pi rintangan-rintangan tambahan yang berasal dari imanen-
si sistem, rintangan-rintangan mana yang sebenarnya hanya 
dapat diatasi dalam masa revolusi. Partai baru harus membuk-
114 Emmer, Thomas/Dieter Roth, 1995, Zur wahlsoziologisschen Bedeutung eines Modells 

sozialstrukturell verankerter Konfliktlinnien im vereinten Deutsch land, Historical Social 
Reseach, hal  123

115 Pappi, Franz U, 1977, Sozialstruktur, gesellschaftliche Wertorientierungen und Wahlabsicht, 
PVS 18, hal 195
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tikan pada calon pemilihnya : 
- bahwa kritik yang diartikulasikan sudah pada tempatnya 

dan tidak hanya dipandang sebagai protes persengkokolan 
yang dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah (ambang 
legitimasi)

- bahwa mereka mampu mencapai status yang mampu 
memberikan mereka posisi dan kesempatan yang sama 
kuat dalam berkonfrontasi dengan pihak lain (ambang in-
tegrasi)

- bahwa mereka sendiri cukup kuat untuk memberi pen-
garuh di tingkat pengambil keputusan politis tanpa harus 
bergabung denga kelompok-kelompok yang telah ada ter-
lebih dahulu (ambang representasi)

- bahwa mereka mampu memenuhi ketentuan mengenai su-
ara mayoritas, yang juga berarti bahwa kesuksesan mereka 
dalam pemilu harus cukup kuat agar mereka dapat me-
nimbulkan perubahan struktural yang cukup besar dalam 
sistem nasional (ambang mayoritas). 
Selain batasan yang dikemukakan Lipset dan Rokkan116, 

yang juga digunakan oleh mereka dalam menyatakan tipolo-
gi persyaratan bagi perkembangan sistem kepartaian, pada 
umumnya masih ada rintangan dalam peraturan perun-
dang-undangan pemilu nasional yang masih sulit diatasi oleh 
partai-partai baru. Hal-hal ini misalnya berupa sistem pemi-
lu proporsional ataupun mayoritas, ambang batas pemilu (di 
Jerman sebesar 5%), atau proses perhitungan suara lainnya 
dalam menentukan perolehan jumlah kursi di parlemen yang 
menyimpang dari prinsip representatif.

Tentu saja ”partai-partai yang lama” dapat bereaksi terh-
dapat kritik ataupun tuntutan jaman, sehingga pembentukan 
partai-partai baru tidak lagi dibutuhkan. Namun biasanya par-
tai-partai yang sudah mapan justru tidak bereaksi seperti ini. 
Seperti yang sudah seringkali terbukti, organisasi-organisasi 
seperti ini sangatlah kaku dan pada dasarnya tidak fleksibel 
baik secara struktural maupun personil.
116 Lipset dan Rokkan, at al, hal 27
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Dengan demikian sistem-sistem partai di negara-negar in-
dustri Barat menunjukkan duarbilitas yang tinggi, yang diis-
tilahkan Lipset dan Rokkan sebagai suatu sistem partai yang 
beku. Oleh karnena itu sistem-sistem partai tahun enampulu-
han tetap dapat mencerminkan garis-garis konflik tahun dua-
puluhan, dengan sedikit pengecualian117 

Cikal bakal konflik-konflik keagamaan dapat ditelusuri 
kembali sampai kepada masa reformasi. Beberapa setelah neg-
ara nasional Jerman terbentuk, maka konflik budaya di daerah 
kekaisaran  Jerman anatara Bismarck dan Katolisme semakin 
meruncing, konflik mana semangkin memperkuat posisi poli-
tis kaum katolik. Namun situasi ini berubah total sejak Perang 
Dunia II berakhir. Oleh karena banyaknya migran dari daer-
ah Timur maka komposisi umat beragama mengalami banyak 
perubahan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 
Partai-partai Union yang baru terbentuk cendrung meman-
dang diri mereka sebagai partai yang berorientasi Kristen 
Protestan, dan bukan sebagai wakil dari ”sosialisme katolik”. 
Dengan demikian, CDU sebagai partai rakyat Kristen justru 
sengaja mendekati warga negara Jerman yang memeluk ag-
ama Kristen Protestan.118 

Berangkat dari garis konflik konfesional yang pada awaln-
ya ditemui anatar umat katolik dan protestan , berkembanglah 
sebuah garis konflik religius119  yakni konflik anatar pemilih 
yang berorientasi relegius atau terikat pada Gereja dengan 
para pemilih yang tidak relegius atau kurang memiliki ikatan 
keagamaan. Hingga pemilu-pemilu terakhir di Jerman, garis 
konflik relegius ini tetap menunjukkan stabilitas yang tinggi.

Model lifestyle/gaya hidup yang berasal dari survey pasar 
dan konsumsi yang diadakan awal tahun delapan puluhan, 
kini juga mulai ditawarkan sebagai dasar pemikiran dalam 
menjelaskan perilaku pemilu120  Dengan berkurangnya ika-
117 Ibid hal 50
118 Mielke, Gerd, Des Kirchturms langer Schatten, dalam : Landeszentrale Fur Politische 

Bildung, penerbit Wahlverhalten, Stuttgart,1991,  hal 139-165
119 Pappi, franz U, Die konfessionell-regiose Konfliktlinie in der deutschen Wahlerschaft-

Entstehung, Stabilitat und Wandel, dalam : Oberndorfer, Dieter et al. penerbit : 
Wirtschaftlicher Wandel, religioser Wandel und Wertwandel. Folgen fur das politische 
Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 1985, hal, 265-290

120 Eith, Ulrich/Gerd Mielke : Wahlforschung, : Zur Bedeutung und Methodik empirischer 
Sozialwissenschaft in der Politikwissenschaft, dalam : Mols, Manfred, penerbit : 
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tan-ikatan kelompok masyarakat yang besar seperti serikat 
dan gereja, makna pendekatan sosial struktural dalam men-
jelaskan perilaku pemilu juga semakin melemah. Sebagai 
kompensasi, dicarilah ikatan-ikatan subyektif yang baru terh-
dap kelompok-kelompok lifestyle tertentu. Upaya ini memang 
patut dihargai, namun bagi analisa pemilu, pemahaman yang 
diperoleh atas ikatan kelompok yang tercipta ini tetap kurang 
berarti. sehingga kini cukup ditarik kesimpulan bahwa model 
gaya hidup tersebut hanya dapat dinilai sebagai upaya untuk 
mengadakan pendekaran konsepsional terhadap perubahan 
masyarakat yang ada sebauh model sosial struktural yang su-
byektif.

Determinan sosial struktural dari perilaku pemilu ma-
sih dapat diamati secara jelas hingga hari ini, bahkan dalam 
masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti di Republik 
Federal Jerman pada masa sekarang. Sepanjang sejarah jerman, 
ketajaman garis batas masyarakat yang memisahkan antara 
modal/kerja dan relegius/tidak relegius, hampir tidak berku-
rang. Namun melieu (lingkungan) spesifik, dimana ikatan-ika-
tan tersebut berakar telah jauh bertambah kecil.

Biasanya penilaian status sosial struktural dilakukan den-
gan melihat keaggotaan seseorang dalam berbagai kelompok 
profesi yang ada. Sejak pendirian Republik Federal Jerman, 
kelompok-kelompok profesi ini banyak mengalami perubah-
an. Awal tahun limapuluhan, kelompok profesi yang mendom-
inasi adalah pekerja (51%), sementara pada tahun 2005 yang 
mendominasi adalah karyawan dan pegawai negeri (57%), 
kelompok pada tahun 1950 besarnya hanya 21%. Awal abad 
ke-21 jumlah pekerja hanya mencakup 33% dari semua tenaga 
kerja yang ada, sementara jumlah orang yang berwiraswasta, 
yang pada tahun limapuluhan masih mencakup 28%, kini tel-
ah menurun hingga 11%. Perubahan struktur besar-besaran 
semacam ini tentu membawa perubahan ke dalam hasil pemi-
lu.121

Politikwissenshaft : eine Einfuhrung, Munchen, 1994, hal 278-306
121 Dieter Roth, (Penterj) Denise Matindas,  (ed) Dodi Ambardi, Studi Pemilu Empiris : sumber, 

Teori-teori, Instrumen dan Metode,  Lembaga Survei Indonesia, 2008, hal 31-32 
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Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka pendekatan 
sosial struktural dapat memberi penjelasan yang sangat baik 
menegenai perilaku pemilu yang konstan. Hal ini disebab-
kan baik karena kerangka struktural bagi masing-masing in-
dividu hanya berubah secara perlahan-lahan, maupun karena 
sistem partai yang adamemiliki stabilitas yang tinggi, hal mana 
dipengaruhi oleh adanya konflik dasar yang sama secara ter-
us-menerus. Namun teori sosial struktural tetap tidak dapat 
memberi penjelasan mengenai penyebab pindahnya seorang 
individu kepada partai lain.

b.  Pendekatan Sosial Psikologis
Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada 

waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplis-
it. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak 
bebas kecuali atas kemauan dalangnya. Pemilih seakan-akan 
pion catur yang mudah ditebak langkahlangkahnya. Mereka 
beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan 
yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik su-
ara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh 
sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar be-
lakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai 
melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan 
variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer 
mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang. 

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang 
mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lain-
nya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peris-
tiwa politik tertentu yang bias saja mengubah preferensi pili-
han politik seseorang.122 Hal ini berarti menunjukkan bahwa 
ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mem-
pengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situ-
asional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan po-
litik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan 
hanya pasif, melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak ter-
belenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertin-

122 Lihat ibid., hal. 62
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dak. Faktor-faktor situasional, bias berupa isu-isu politik atau 
kandidat yang dicalonkan, mempunyai peranan yang penting 
dalam menentukan pilihan politik seseorang. Oleh karena itu, 
dalam pendekatan rasional ini penilaian terhadap isu-isu poli-
tik dan kandidat merupakan faktor yang sangat penting dalam 
menjelaskan pilihan politik seseorang. Di sinilah para pemilih 
dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-per-
timbangan rasional.123

Sementara peneliti pemilu dari Colombia School lebih 
mengaitkan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan 
dimana individu tersebut bernaung, maka sekelompok ilmu 
sosial dari University of Mihigan di Ann Arbor lebih menem-
patkan sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mer-
eka. Menurut Ann Arbor School, persepsi dan penilaian perib-
adi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat 
(pengaruh jagka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan 
pemilu yang dijatuhkan. Selain itu, ”keanggotaan psikologis” 
dalam sebuah partai yang dapat diukur dalam bentuk varia-
bel identifikasi partai, turut mempengaruhi pilihan pemilu, 
hal mana merupakan hasil berbagai pengaruh jangka panjang. 
Oleh karena itu keputusan pemilu masing-masing individu se-
cara primer tidak ditentukan secara sosial struktural, melaink-
an lebih merupakan hasil pengaruh jagka pendek dan jangka 
panjang terhadap sang individu.

Angus Campbell, Gerald Gurin dan Warren E. Miller dari 
Institute for social Research mengembangkan konsep model 
penjelasan social psikologis atas perilaku pemilu dalam kaitan-
nya dengan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1948 
dan 1952124. Beberapa tahun kemudian terbitlah karya uta-
ma para peneliti pemilu dari Ann Arbor tersebut, yakni The 
American voter125. Karya ini dilengkapi dengan hasil penelitian 
mereka terhadap pemilu kongres pada tahun 1954 dan pemi-
lu presiden tahun 1956. untuk menguji dan menyempurnakan 
konsep awal mereka, maka tim Campbell ini melakukan sur-
vey terhdap pemilih yang sama, sebelum dan sesudah pemilu 

123 M. Asfar, op.cit., hal. 51-52.
124 Campbell, Angus/Gerald Gurin/Warren E, Miller, : the Voter Decides, Evanston, 1954
125 Campbell at al, The American Voter, New York, 1960
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presiden tersebut. Survey ini dilakukan diseluruh negara ba-
gian. Dengan demikian mereka pertama kali berhasil untuk 
menarik kesimpulan atas perilaku pemilu di seluruh Amerika 
Serikat, hal mana membedakan studi ini dari studi regional 
lazarsfeld. Para responden tidak dipilih berdasarkan kuota, 
melainkan berdasarkan sistem acak yang baru pertama kali di-
gunakan beberapa tahun sebelumnya.

Pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemi-
lu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu 
yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias deter-
minan, yakni identifikasi partai, oreantasi kandidat orientasi 
isu/tema. sementara itu faktor-faktor lainnya yang sudah ada 
terlebih dahulu  (seperti misalnya keanggotaan dalam kelom-
pok sosial tertentu) dianggap memberi pengaruh langsug ter-
hadap perilaku pemilu. Inti dasar pemikiran ini dituangkan 
dalam bentuk sebuah variabel  yakni identifikasi partai (party 
identification). Variabel ini digunakan untuk mengukur jum-
lah faktor-faktor predisposisi pribadi maupun politik  yang rel-
evan bagi seorang individu. Apabila faktor-faktor predisposisi 
(seperti misalnya pengalaman pribadi atau orientasi politik) 
diumpamakan sebagai suatu aliran yang ditungkan melewati 
sebuah corong, maka identitas partai yang merupakan sema-
cam keanggotaan  psikologis partai, dapat diumpakan sebagai 
sebuah saringan dalam corong kausal ini (funnel of causality)126 

Identifikasi dengan sebuah partai tertentu biasanya tidak 
berjalan seiring dengan keanggotaan formil/resmi seorang in-
dividu dalam sebuah partai . oleh karena itu keanggotaan par-
tai secara psikologis juga disebut dengan orientasi partai yang 
efektif. Sebuah definisi yang sama sekali tidak menggunakan 
istilah ”keanggotaan”. Identitas partai seringkali diwariskan 
orang tua kepada anak-anak mereka127.  Seiring dengan ber-
tambahnya usia, identitas partai menjadi semakin stabil dan 
itensif. Identitas partai merupakan orientasi yang permanen, 
yang tidak berubah dari pemilu ke pemilu. Namun apabila 
seseorang mengalami perubahan pribadi yang besar (misalnya 
126 Ibid, hal 24-32
127 Ibid, hal 146-148



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 107

menikah, pindah profesi atau tempat tinggal) atau stuasi poli-
tik yang luar biasa (seperti krisis ekonomi atau perang), maka 
identifikasi partai ini dapat berubah. 

Pendekatan sosial psikologis membedakan antara kekua-
tan, arah dan intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu 
maupun orientasi kandidat128 . Tema-tema khusus hanya dapat 
mempengaruhi perilaku pemilu  individu apabila memenuhi 
tiga persyaratan dasar : tema tersebut harus dapat ditangkap 
oleh pemilih, pada akhirnya pemilih harus mampu meng-
golongkan posisi pribadinya (baik secara positif atau negatif) 
terhdap konsep pemecahan permasalahan yang ditawarkan 
oleh sekurang-kurangnya satu partai129.

Operasionalitassasi konsep isu berlangsung dalam dua 
tahap. Pertama-tama berbagi pertanyaan diajukan seputar tu-
juh tema yang ditentukan dalam kampenye pemilu. Pemilihan 
tema dilakukan sedemikian rupa sehingga mencakup baik 
tema-tema politik dalam negeri maupun luar negeri, perbe-
daan-perbedaan jangak panjang maupun jangka pendek yang 
dimiliki partai dan pertentangan ideologis maupun ekonomis 
yang ada130 

Pandangan diatas menunjukkan adaya hubungan antara 
besarnya partaisipasi politik dan arah keputusan pemilu yang 
diambil. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa semakin  
pemilih menyadari serta menganggap penting tema-tema ter-
tentu, kemungkinan ia akan berpartaisipasi dalam pemilu pun 
semakin besar. Apabila tawaran solusi yang diberikan oleh se-
buah partai atau kandidat semakin mendekati cara pandang 
pemilih tersebut, semakin besar pula kemungkinannya bahwa 
ia akan memilih partai/kandidat yang bersangkutan.

Sejak akhir tahun tujuhpuluhan, tema-tema khusus dalam 
studi pemilu dibedakan anatara position issues dan valence is-
sues131. Apabila tema yang dibahas merupakan sebuah tema 
dimana masing-masing partai mewakili posisi yang berbeda, 
128 Campbell, at al, 1954, hal, 112-143
129 Campbell, at al, 1960, hal 170
130 Campbell, at al, 1954, hal, 116
131 Lihat stokes, Donald E, Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency, APSR 60, 

1966, hal 19-28, dan Klingemann, Hans-Dieter, Issue-Kompetenz und Wahlentscheidung, 
PVS 14, 1973, hal 227-256.
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yaitu dimana tujuan politiknya saling bertentangan (misaln-
ya soal aborsi atau tenaga atom), maka ini merupakan sebuah 
position issue. Apabila kadar kepentingan sebuah tema serta 
urgensi pemecahan permasalahannya masih diperdebatkan, 
jadi apabila tujuan politik yang dimiliki masing-masing par-
tai identis, namun apabila cara untuk menyelesaikan masalah 
tersebut berbeda (misalnya dalam mempertahankan stabilitas 
harga atau menangani masalah pengangguran), maka tema ini 
sebuah valence issue. Pada dasarnya position issue lebih mem-
pengaruhi keputusan pemilu dibandingkan valence issue132.  
Namun position issue tetap sering dihindari oleh partai dalam 
kampanye pemilu, oleh karena risiko bahwa hal ini akan me-
nimbulkan polarisasi bahkan diantara pengikutnya sendiri, 
dinilai sangat tinggi. Hal ini terutama berlaku dalam antara 
partai-partai besar yang banyak pengikutnya.

Dalam orientasi kandidat pun berlaku ketentuan: semakin 
sering sang pemilih mengambil posisi terhadap kandidat-kan-
didat yang ada, semakin besar pula kemungkinan bahwa ia 
akan berpartaisipasi dalam pemilu. Bila posisi/pandangan 
sang pemilih semakin cocok dengan kandidat sebauh partai 
tertentu, maka semakin besar pulalah kemungkinan bahwa ia 
akan memilih kandidat tersebut.

Para peneliti pemilu dari Ann Arbor berpandangan bahwa 
preferensi kandidat dan orientasi isu lebih tergantung kepada 
perubahan dan fluktuasi dibandingkan dengan identitas par-
tai. Oleh karena itu, dalam pandangan Campbell  sejak tahun 
1960 sudah memandang identitas partai sebagai sebuah ikatan 
psikologis dan stabil, yang tidak lagi dipengaruhi oleh faktor 
pengaruh jangka pendek. 

Apabila orientasi kandidat dan orientasi isu mencakup 
hal yang sama, maka menurut Philip E. Converse133 kita ber-
bicara tentang pemilu biasa (normal vote), dimana keputusan 
pemilu seseorang sesuai dengan identitas partainya. Apabila 
orientasi jangka pendek berbeda dari identifikasi partai jangka 
panjang, misalnya apabila pemilih memiliki preferensi (semen-
132 Burklin, Wilhelm P. Wahlerverhalten und Wertewandel, Opladen, 1988, hal 60
133 Philip E. Converse, 1966,  the Concept of a Normal Vote, dalam : Campbell at al,: elections 

and the Political Order, New York, hal 9-39.
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tara) terhadap calon partai A, sementara ia memiliki identitas 
diri (jangka panjang) dengan partai B, maka keputusan pemilu 
tidak dapat ditentukan begitu saja.

Situasi yang dialami pemilih seperti yang digambarkan 
diatas dapat dibandingkan dengan situasi cross-pressure da-
lam model Colombia School. Berbeda dengan pendekatan 
mikrososiologis, maka sikap abstain pemilu bukan merupa-
kan satu-satunya pilihan yang tersisa dari situasi cross-pres-
sure, karena apabila ketiga faktor pengaruh model tersebut 
turut dipertimbangkan, maka apa yang sebenarnya yang in-
gin dipilih oleh si pemilih, terkadang dapat tetap ditentukan. 
Namun dalam model sosial psikologis, faktor pengaruh yang 
berkonflik akan dihubungkan dengan hubungan mula-mula 
dengan sikap abstain dalam pemilu, keraguan menentukan pi-
lihan dan pemberian suara bagi berbagai partai atau kandidat 
dalam pemilu yang sama (divided vote)  Hal ini merupakan 
sebuah vonis yang buruk terhadap warga yang sebetulnya dia-
suksikan memiliki pengetahuan yang cukup dewasa.

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka pendektan so-
sial psikologis dapat memberikan tambahan yang berarti ke-
pada model penjelasan sosial struktural bagi perilaku pemilu. 
Dengan demikian, maka pengaruh jangka pendek harus dapat 
dipertimbangkan dalam menilai prilaku pemilu, terutama da-
lam menjelaskan perilaku pemilu yang berubah-ubah. Para 
ahli ilmu sosial  dari Michigan terutama mengkeritik perma-
salahan yang dimiliki dalam menimbang bobot ketiga faktor 
pengaruh dan konsep identifikasi partai. Seperti yang diakui 
oleh Campbell, Gurin dan Miller, bobot penjelasan yang dimi-
liki masing-masing determinan senantiasa berubah-ubah dari 
pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Atas dasar ini, maka 
perkiraan pemilu yang tepat yang semata-mata di dasarkan 
kepada ketiga faktor penjelasan yang ada dalam model Ann 
Arbor, tidaklah mungkin.
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Gambar  3.5: Model penjelasan Sosial Psikologis
terhadap Perilaku pemilih

Corong kausalitas

Trias Determinan 
Sumber: Dimodifikasi menurut Burklin (1988: 56 dst.)

Kritik utama atas model identifikasi partai ini adalah asum-
si yang menyertainya, yang beranggapan bahwa identitas par-
tai tetap stabil dalam jangka waktu panjang dan oleh sebab 
itu jauh lebih mempengaruhi faktor-faktor penjelasan lainnya, 
dibandingkan sebaliknya. Fluktuasi identitas partai yang ting-
gi sudah dapat diamati di Amerika Serikat sejak akhir tahun li-
mapuluhan. Dengan demikian kesangsian yang timbul apakah 
oprasionalitassasi konsep sudah berlangsung dengan tepat, 
memang sudah pada tempatnya134  Bahkan model non-rekursif 
sekalipun, yang kembali menyatakan bahwa ketergantungan 
identitas partai terhadap faktor-faktor lain cukup kuat, masih 
kurang mengindahkan kritik ini.

c. Pendekatan rational-choice (perilaku pemilu yang ”ra-
sional”)
Pusat perhatian berbagai pendekatan teoritis mengenai pe-

rilaku pemilu yang rasional terletak pada perhitungan biaya 
dan manfaat (cost and benefit). Menurut pendekatan rational 
choice, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah ada-
nya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ika-
134Samuel, Popkin: Comment: What Have You Done for Me Lately? Toward An Invesment 

Theory of Voting, APSR 70, 1976, hal 791
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tan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari 
warga yang cakap. Pada awal tahun enampuluhan, V.O. Key 
menuding bahwa kedua pendekatan untuk menerangkan pe-
rilaku pemilu yang selama ini berlaku, merendahkan rasionali-
tastas manusia. Pemikiran ini ia tuangkan dalam bukunya The 
Responsible Electorate, dimana ia menulis: ”The pervarse and 
anorthodox argument of this little book is that voters are not 
fools.” 135.

Menurut Key, masing-masing pemilih menepatkan pili-
hannya secara trospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja 
partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif 
terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi Negara, atau 
justru sebaliknya. Penilian ini juga dipengaruhi oleh penilaian 
terhadap pemerintah di masa yang lampau. Apabila hasil pe-
nilaian kinerja pemerintah yang berkuasa (juga bila dibanding-
kan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih 
kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerinta-
han tersebut tidak akan dipilih kembali.

Keputusan pemilu sang pemilih yang rasional senantiasa 
berorientasi kepada hasil yang dicapai partai atau kandidat 
tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun 
yang diantisipasi. Apabila dalam model Key yang menentukan 
keputusan pemilu hanyalah jumlah semua prestasi yang dica-
pai pemerintah, maka model-model berikut dibedakan ber-
dasarkan  masing-masing bidang politik136. dengan demikian, 
maka model-model yang disebutkan terakhir dapat dipahami 
sebagai perkembangan spesifik lebih lanjut dari sebuah cabang 
pendekatan sosial psikologis, yakni orientasi isu dan penilaian 
terhadap kompetensi masing-masing partai dan kandidat da-
lam memecahkan permasalahan. Namun cukupan pembatasan 
terhadap issue voting dalam masing-masing model perilaku 
pemilu yang rasional senantiasa berbeda-beda.

Salah satu teori klasik antara pendekatan rational-choice, 
yang tidak hanya terbatas bagi studi pemilu adalah teori 
135Valdimer O. key : The Responsible electorate, Rationality in Presidential Voting 

1936-1960,Cambridge,1966, hal 7
136Friorina, Morris P., Retrospective Voting in American National Elections, New Haven, 

London, 1981, hal, 12
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ekonomi Anthony Downs137 mengenal demokrasi (1957). 
Melalui deskripsinya mengenai homo economicus, beliau men-
jadi orang yang pertama dan mnuhkin yang paling konsekuen 
mengambil jarik dari dasar penjelasan yang dicetuskan oleh 
Columbia dan Michigan School. Menurut Downs, sang pemi-
lih yang rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau 
kalaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingan-
nya sendiri diatas kepentingan orang lain. Ini disebut juga den-
gan self-interest axion. Walaupun menurut Downs, tidak semua 
orang merupakan orang yang egois, ”bahkan dalam politik 
sekalipun,” namun ia tiba pada kesimpulan bahwa ”sosok-so-
sok heroik” ini dari segi jumlah dapat diabaikan. Manusia 
bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengopti-
malkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau 
harta benda mereka. Jika hal ini diterapkan kepada perilaku 
pemilu, maka ini berarti bahwa perilaku pemilih yang rasion-
al akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan 
bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep poli-
tis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang 
dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintahan 
dibandingkan dengan partai lain. Untuk dapat memperkira-
kan atau menghitung keuntungan ini, yang diistilahkan oleh 
Downs sebagai ”utility maximation,” pemilih harus memiliki 
informasi mengenai kegiatan partai di masa lalu dan apa yang 
mungkin dilakukan partai di masa mendatang. Sebetulnya ia 
justru membutuhkan informasi yang lengkap.

Hal inilah yang merupakan permasalahan sesungguhnya 
dalam teori Downs. Dengan adanya informasi yang lengkap, 
alternatif-alternatif pilihan lebih mudah untuk dirumskan. 
Partai yang akan dipilih adalah partai yang menawarkan 
keuntungan besar apabila partai tersebut berkuasa. Dalam hal 
dimana kegunaan yang ditawarkan sama saja diantara alterna-
tif-alternatif yang ada, maka partai tersebut tidak akan dipilih. 
Namunpada kenyataannya informasi yang lengkap tidak akan  
tersedia, atau hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan 
ekonomis yang besar. Oleh karena itu, pada umumnya pemilih 
137Anthony, Downs, Okonomische Theorie der Demokratie, Tubingen (engl.: An Economic 

Theory of Democracy, New York, 1957, hal, 26
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harus mengambil keptusan dalam ”ketidaktahuan”. Namun 
pemilih memiliki berbagai keuntungan untuk membatasai 
ketidaktahuan ini. Salah satau kemungkinan yang ada ada-
lah untuk mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang 
yang ia rasa penting, dengan mengindahkan perilaku rasional. 
Dengan demikian pengeluaran yang ada dalam mengumpul-
kan informasi tersebut tidak boleh melampaui kegunaan yang 
dapat diperoleh dari informasi tambahan tersebut. Untuk men-
capai hal ini, sang pemilih berusaha untuk melimpahkan se-
bagian besar  biaya yang dikeluarkan dalam mengumpulkan, 
memilih, menyampaikan, menganalisa dan menilai informa-
si-informasi tersebut kepada pihak lain. Untuk itu ia meman-
faatkan baik media, kelompok minat maupun partai itu sendi-
ri, untuk pada akhirnya dapat mengambil keputusan. Apabila 
ia mendapati bahwa terdapat banyak persamaan anatar tujuan 
yang miliki dan tujuan suatu kelompok atau suatu lapisan 
masyarakat, jadi apabila terdapat suatu ikatan ideologis, maka 
ia dapat melimpahkan perwakilan kepentingan kepada partai 
yang mewakili kelompok tersebut tanpa mengadakan pemer-
iksaan lebih lanjut. Ini merupakan kemungkinan kedua un-
tuk membatasi ketidaktahuan secara rasional. Di sini Downs 
cukup mendekat alasan-alasan yang dikemukakan Lipset dan 
Rokkan.

Menurut Downs, seorang pemilih bisa umumnya tidak 
memiliki informasi yang baik di bidang politik oleh karena ha-
sil yang dieroleh dari informasi tersebut biasanya tidak setim-
bang dengan pengorbanan yang diberikan (dalam hal ini misal-
nya berupa waktu), sehingga bagi mereka ini tidaklah rasional. 
Oleh karena itu banyak pemilih tidak berusaha untuk meng-
etahui ”pandangan mereka sesungguhnya,” untuk kemudian 
dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan 
mereka. Pembagian kerja dalam masyarakat akan mereka ter-
ima begitu saja. Mereka akan mengikuti para ahli politik, atau 
justru tidak memilih sama sekali. Seorang pemilih rasional 
yang tidak melihat kegunaan pilihannya, jadi yang tidak dapat 
mengunggulkan partai yang sati di atas partai lainnya dan ti-
dak melihat adanya nilai/kegunaan partaisipasi dalam jang-
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ka panjang, akan bertidak seperti itu. Bentuk pemerintahan 
demokratsi yang pada dasarnya dinilai positif, menjadi alasan 
Dooens untuk memasukkan nilai partaisipasi jangka panjang 
dalam terori tersebut. Hal ini mambantu utnuk meredam kri-
tik terhadap model yang bersangkutan. Pada tahun tujuhpu-
luhan saat teori ini sedang hangat didiskusikan, pemilih pada 
dasarnya memiliki tingkat informasi yang rendah. Tingginya 
tingkat partaisipasi pemilu walaupun pemilih memiliki ting-
kat informasi yang rendah, tetapi tidak diterangkan oleh teori 
ini.

Namun teori Downs dapat membantu menjelaskan ke-
munduran tingkat partaisipasi pemilu pada tahun delapa-
npuluhan dan sembilanpuluhan dan berbagai fase ”pemilu 
protes” yang terjadi di Jerman tersebut. Franz Urban Pappi138  
mendeskripsikan pemilih pemrotes ini, yaitu mereka yang 
memilih partai kecil beraliran radikal yang sebenarnya tidak 
memiliki kesempatan meraih kekuasaan, namun yang memak-
sa partai-partai besar untuk mengubah politiknya guna megh-
indari terjadinya peningkatan di kubu ekstrim tersebut. Pada 
umumnya, sang pemilih pemrotes ini cendrung dekat dengan 
partai-partai rakyat. Melalui tinadakan yang menyimpang 
tersebut, sang pemilih pemrotes berhasil mencapai tujuann-
ya, yaitu bahwa ”partainya” merubah politik yang dijalankan. 
Dengan demikian ia bertidak secara rasional. Dalam bentuk 
yang diperhalus, hal ini juga berlaku bagi sikap abstinen da-
lam pemilu, sebagai bentuk protes terhadap sikap-sikap partai. 

Dasar pemikiran Keys dan Downs dikembangka lebih 
lanjut oleh Morris P. Florinas (1981) dalam model keputusan 
pemilu retrospektif. Dalam model tampak bahwa teori per-
ilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis 
untuk menjelaskan perilaku pemilih dapat dikombinasikan 
dengan baik. Dasar pemikiran Fiorina tidak hanya memper-
timbangkan pemilihan yang retrospektif dan prospektif (Key 
dan Downs), namun juga konstruksi identifikasi partai yang 
merupakan jantung model Ann-Arbor.  Yang disebutkan ter-
akhir dirancang sebagai elemen yang sangat tergantung kepa-
138Franz Urban, Pappi., Die Republikaner im Perteiensistim der Bundesrepublik. Protester 

scheinung oder politische Alternative?, APuZ 21/90, hal, 38
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da pengaruh retrospektif, yang banyak mengalami perubahan 
melalui pengalaman politis baru. Oleh karena itu Fiorina tidak 
hanya membedakan antara masa lalu dan masa depan dalam 
komponen rational-choice (pilihan rasional), melainkan mem-
bagi identitas partai ke dalam iderntitas partai masa lalu dan 
identitas partai masa sekarang. Model tersebut pada dasarnya 
merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Key dan 
model Downs, yang elemen intinya terdiri dari keputusan 
pemilu tradisional-retrospektif dan prospektif seperti gambar 
berikut ini.

Gambar 3.5: Model Fiorina mengenai keputusan pemilu               
retrospektif

Kesangsian/keraguan mendasar yang ada pada model 
Downs adalah bahwa sikap pasar dapat diterjemahkan begi-
tu saja dalam sikap politis hal ini dikemukakan oleh Geoffrey 
Brennan dan Loren Lomasky139  dalam teori mereka mengenai 
perilaku pemilu ekspresif. Suara masing-masing pemilih han-
ya benar-benar menentukan dalam kasus-kasus tertentu, dan 
biasanya tidak memiliki relevansi bagi hasilnay serta tidak 
memiliki kegunaan langsung bagi individu itu sendiri. justru 
karnea itu tingginya tingkat partaisipasi dalam pemilu sulit 
dihubungkan dengan model Downs mengenai pemilih yang 
rasional. Menurut Brenen dan Lomansky, keputusan untuk 
memilih/memberikan suara dapat dipahami sebagai peryata-
an minat/keinginan yang mendalam untuk ikut ambil bagian 
dalam tindakan memilih itu sendiri (intrinsik). Untuk seba-
139Brennan, Geoffrey/Loren Lomasky., Democracy and Decision. The pure theory of electoral 

preference, Cambridge/MA, 1993, hal, 19
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gian, keputusan indivudual untuk memilih.
Didasari oleh motivasi yang ekspresif dan bukan instru-

mental, hal mana tidak dapat diabaikan begitu saja. sebagai 
contoh, memilih dapat dibandingkan dengan atlit atau tim fa-
vorit yang disemangati oleh pendukung/suporternya, walau-
pun belum tentu ada hubungan antara semangat yang diberi-
kan dengan keberhasilan yang dicapai.

Pada  Negara-negara demokrasi, studi tentang memilih 
atas partai politik atau perilaku pemilih pada umumnya telah 
menjadi sub bidang studi. Menurut Mujani dan Liddle140 dalam 
studi analitik berkaitan dengan mengapa seseorang memilih 
partai politik, ada tujuh faktor yang biasanya dilihat yakni 
agama, kelas social, kelompok etnik, keterikatan dengan to-
koh-tokoh informal local, keterikatan dengan tokoh nasional, 
identifikasi diri dengan partai politik tertentu, serta evaluasi 
subjektif terhadap keadaan ekonomi pemilih dan nasional.

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku 
pemilih, tapi terdapat pula sejumlah faktor penting lainnya. 
Sekelompok orang bisa saja memilih seorang kandidat politik 
karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyak-
inannya. Tetapi sekelompok lainnya memilih karena kandidat 
tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga 
kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada 
figur tertentu. Ada beberapa pendekatan untuk melihat peri-
laku pemilih yaitu : Pendekatan sosiologis; Pendekatan psikologis; 
Pendekatan rasional; Pendekatan marketing.141

Dalam pendekatan sosiologis menjelaskan, karateristik dan 
pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi 
perilaku pemilih dan pemberian suara [voting] pada hakekat-
nya menurut Dan Nimmo [1993] adalah pengalaman kelom-
pok.142 Model ini dikenal sebagai perilaku pemilih Mazhab 
Colombia143. Menurut mazhab Colombia, pendekatan sosiolo-
140Mujani dan Liddle, R.W, Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menntukan 

Pilihan Partai Politik, lihat, Arif, Jurnal An-Nafs Fakultas Psikologi Univ.Islam Riau.
141Lihat dalam, Adman Nursal, Political Marketing : strategi Memenangkan Pemilu sebuah 

Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, Presiden, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2004, Hlm. 54.

142Nimmo, Dan, terj. Tjun Surjaman, 1993, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media. 
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, dalam Nursal, Ibid, hlm. 55

143M. Asfar, Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku pemilih, dalam Jurnal Ilmu 
Politik, 16, , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
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gis pada dasarnya menjelaskan bahwa karateristik sosial dan 
pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pe-
kerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam 
kelompok formal dan informal, memberi pengaruh cukup sig-
nifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Kelompok sosial tersebut memiliki peranan besar dalam 
membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam 
banyak penelitian faktor agama, aspek geografis [kedaerahan], 
dan faktor kelas atau status ekonomi mempunyai korelasi nya-
ta dengan perilaku pemilih.

Menurut Bone dan Ranney144 ada tiga tipe utama pengelom-
pkan sosial yaitu

Pertama; Kelompok kategorial, Kelompok ini terdiri 
dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter 
khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan ti-
dak menyadari indentifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap 
kelompok memiliki ciri politik yang berbeda. Secara umum, 
perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena ma-
sing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap 
berbagai faktor berikut ini.
a.  Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah 

menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan 
para ibu-ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam 
kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk ba-
han pokok diatur ibu-ibu. Karena itu, kaum ibu-ibu lebih 
peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum 
laki-laki.

b.  Pengalaman politik, misalnya bagimana heroisme dan pa-
hit getir mempertahankan kemerdekaan, lebih diraskan 
oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih muda. 
Karena itu, para pemilih yang berusia tua lebih reaktif ter-
hadap isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme.

c.  Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bah-
wa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, teruta-
ma di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak 
terlalu tinggi, sehingga pola keputusan politik ditentu-

144Bone, H.A., & Ranney, A. 1981, Politics and Voters, New York: McGraw-Hill Company, 
dalam Adman Nursal, op.cit., hlm.56
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kan oleh suami dan isteri mengikuti pilihan suami.  Dari 
karakteristik politik diatas, dapat disimpulkan bahwa pen-
gelompokan kategori terbentuk berdasarkan faktor-faktor 
perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan 
pendidikan. Kedua, Kelompok Sekunder, Kelompok ini  
terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama 
yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya. Dan 
bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan 
kepentingan kelompoknya. Kekuatan pengaruh  kelom-
pok sekunder kepada para anggotanya tergantung pada 
4 (empat) faktor psikologis : (1) kuat lemahnya identifika-
si individu terhadap kelompok. Jika identifikasi individu 
terhadap kelompok kuat, maka pengaruh kelompok terha-
dap individu tersebut akan kuat pula; (2) berkaitan dengan 
lamanya seseorang menjadi anggota kelompok, semakin 
lama seseorang menjadi anggota sesuatu kelompok, sema-
kin kuat keterlibatan psikologis yang bersangkutan den-
gan kelompok tersebut.; (3) pengutamaan politik bagi para 
pemimpin suatu kelompok, semakin penting makna poli-
tik, maka semakin kuat para pemimpin tersebut mendesak-
kan tindakan politik tertentu untuk meningkatkan loyalitas 
kelompok; (4) tingkat kepentingan politik bagi anggota-an-
ggota individual.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok 

sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu 
: pekerjaan; status sosio ekonomi dan kelas sosial; kelompok 
etnis yang meliputi ras, agama, dan daerah asal.

Ketiga, Kelompok Primer, Kelompok ini terdiri dari orang-
orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan 
interaksi langsung. Kelompok primer memiliki pengaruh yang 
paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang, 
khususnya dari keluarga dan teman dekat. Mereka yang terma-
suk dalam kelompok primer ini ialah : pasangan suami Isteri; 
orang tua dan anak-anak; kelompok bermain [peer groups].
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Berbeda dengan pendekatan sosiologis diatas, pendekatan 
Psikologis145 lebih dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi, 
sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. 
Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, 
bahkan bisa jadi sejak seseorang calon pemilih masih berusia 
dini, pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima 
pengaruh politik dari orang tuanya, baik komunikasi langsung 
maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tu-
anya.

Kuatnya pengaruh pandangan politik terhadap perilaku 
pemilih berkaitan dengan fungsi sikap. Menurut Greenstein 
seperti dikutif Asfar146 sikap memiliki 3 (tiga) fungsi. Pertama, 
fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek di-
beri  berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang ter-
sebut. Kedua, fungsi penyesuai diri, bahwa seseorang bersikap 
tertentu sesuai dengan keinginan orang tersebut untuk sama 
atau tidak sama dengan tokoh yang disengani atau panutan-
nya. Ketiga, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa 
upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis, yang 
mungkin terujud mekanisme pertahanan dan eksternallisasi 
diri seperti idealisme, rasionalitassasi. 

Lebih lanjut, Asfar menguraikan sikap tidak terjadi begitu 
saja, melainkan melalui proses yang panjang. Indentifikasi par-
tai merupakan faktor yang penting untuk memahami perilaku 
pemilih. Akan tetapi dengan teori identifikasi partai, seo-
lah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. 
Dengan sendirinya seseorang tidak berpengaruh oleh komuni-
kasi politik menjelang dan saat masa kampanye.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi Dan Nimmo 
(1989)147 para pemilih dipengaruhi oleh faktor identifikasi 
partai, ini digolongkan sebagai pemberi suara yang reaktif. 
Asumsi utama Nimmo adalah bahwa manusia beraksi terha-

145Pelopor pendekatan ini August Campbell, peneliti pada Survey Research Centre, lemba-
ga penelitian University Michigan Amerika Serikat. Pendekatan ini disebut juga Mazhab 
Michigan. Mazhab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara 
(voter) yang menetap.

146M. Asfar, op.cit., hlm 60
147Dan Nimmo, Terj. Tjun Surjaman, Komunikasi Politik Khalayak dan Efektif, PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 1989.
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dap rangsangan secara pasif dan terkondisi. Perilaku pemberi 
suara dibentuk oleh faktor-faktor jangka panjang terutama fak-
tor social, dan awal proses sosialisasi.

Jika pendekatan psikologis diatas menitik beratkan pada 
sikap pemilih maka, pendekaan rasional berkaitan dengan orien-
tasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi 
isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan 
pemerintah, dari partai yang berkuasa kelak, sementara orien-
tasi kandidat mengaju pada sikap seseorang terhadap pribadi 
kandidat tanpa peduli dari partai mana ia berasal.

Daya tarik isu dan kandidat tidaklah selalu permanent, 
melainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat berkai-
tan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan poli-
tik tertentu yang kontektual. Sementara, pendekatan rasional 
terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informa-
si, prestasi, dan popularitas pribadi kandidat.

Kualitas kandidat memiliki dua variable.148 Pertama, kuali-
tas instrumental yakni tindakan yang diyakini pemilih akan 
direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang, misalnya key-
akinan pemilih terhadap kandidat akan memberantas korup-
si, sekalipun kandidat tersebut tidak menyatakan demikian. 
Kedua, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang 
yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada 
norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat, dan sebagainya.

Berkaitan dengan perilaku pemilih ini Newman dan Shets 
(1885)149 dalam suatu pendekatan marketing mengembangkan 
model perilaku pemilih berdasarkan  beberapa domain yang 
terkait dengan marketing. Dalam mengembangkan model ter-
sebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif 
yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi 
dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikemban-
gkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih. 
Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh  
domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut : 
Isu dan kebijakan politik [issues and polities]; Citra social [social ema-

148Adman Nursal, op.,cit.,hlm.65
149Newman, B.I., & Shet, J.N, 1985, “A model of primary voter behavior,” dalam Journal Of 

Consumer Research, 12, hlm. 178-187, dalam Adman Nursal, op.cit., hlm. 69.



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 121

gery]; Perasaan emosional [emotional feelings]; Citra kandifat [can-
didate personality]; Peristiwa mutakhir [current events]; Peristiwa 
personal [personal events]; Faktor-faktor epistemic [epistemic issues]

Keempat pendekatan perilaku pemilih diatas saling men-
guatkan atau melengkapi satu sama lainnya. Untuk memudah-
kan kepentingan kajian ini, penulis akan menyederhanakan 
pendekatan tersebut menjadi sebuah rangkuman tentang vari-
abel yang mempengaruhi perilaku pemilih dan sekaligus ini 
merupakan variabel yang akan diukur/dianalisa pada kajian 
ini. Adapun variabel tersebut adalah : Kepribadian dan citra kan-
didat.; Penyatuan dukungan partai; Isu kampanye; Calon yang ma-
sih menjabat (incumbent); Politik uuang dan janji politik

Berkaitan dengan pendekatan diatas maka Pilkada tidak 
hanya ditentukan oleh perilaku pemilihn sahaja tetapi ia me-
rupakan sebuah sistem yang harus dijalankan, sebagaimana 
dikatakan David Easton bahwa suatu sistim selalu memiliki 
sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut ialah (1) terdiri 
dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berin-
teraksi dan saling tergantung; dan (3) mempunyai perbatasan 
[boundaries] yang memisahkannya dari lingkungannya yang 
juga terdiri dari sistim-sistem lain.150

 Sebagai suatu sistem, sistem Pemilihan Kepala Daerah 
langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem 
skunder [secondary sistim] atau sub-sub sistim [subsistims]. 
Bagian-bagian tersebut adalah electoral regulation, elector-
al process dan electoral law enforcement.151 Electoral regula-
tion adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan 
Kepala Daerah langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan 
menjadi pedoman bagi penyelenggaraan, calon dan pemilih 
dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Electoral 
process dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara 
langsung dengan Pemilihan Kepala Daerah yang merujuk 
pada ketentuan perundang-undangan baik. yang bersifat legal 
maupun teknikal. Electoral Law enforcement yaitu penegakan 
hokum terhadap aturan-aturan pemilihan Kepala Daerah baik 

150Lihat Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews (ed,), Perbandingan Sistem Politik, 
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm.xii

151Joko J. Prihatmoko, op.,cit, hlm.201
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politis, administrative, atau pidana.
Ketiga bagian pemilihan Kepala Daerah langsung diatas 

sangat menentukan sejauhmana kapasitas sistim dapat menjeb-
atani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing 
bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu 
kesatuan utuh yang komplementer.

Lebih jauh dikatakan Ben Reilly,152 ada 3 [tiga] ukuran yang 
tak dapat dipisah-pisahkan yaitu (1) Sistem pemilihan men-
terjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan 
menjadi kursi; (2) Sistem Pemilihan bertindak sebagai waha-
na penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menangih 
tanggungjawab pemimpin yang telah mereka pilih; (3) Sistem 
pemilihan memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang sa-
ling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara 
yang tidak sama.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap watak dan karakter153 persaingan calon 
Kepala Daerah. Sistim pimilihan Kepala Daerah juga bisa 
dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu kare-
na sistim pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi154. 
Demikian halnya dengan sistem pemilihan Kepala Daerah 
Langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan-kecend-
erungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan. 
Kecenderungan-kecenderungan tersebut mencakup implika-
si terhadap legitimasi pemilihan, proses pemilihan dan pem-
biayaan. Oleh sebab itu, pilihan terhadap sistim pemilihan 
kepala daerah langsung seharusnya memperhitungkan dengan 
cermat kecenderungan tersebut dan faktor-faktor yang mem-
pengaruhinya, termasuk bagaimana menyerasikan kepentin-
gan elite dan tuntutan masyarakat, serta tarik menarik kepent-
ingan anta relit dan antar kelompok masyarakat.

Sistim pemilihan Kepala Daerah Langsung pernah dit-
152Ben Reilly, Reformasi pemilu di Indoensia: sejunlah Pilihan, dalam Almanak Parpol 

Indonesia, Jakarta, Yayasan API, 1999, hlm.18-19
153Yang dumaksud watak dan karakter dalam tulisan ini adalah ciri-ciri dan kecenderun-

gan-kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam Pimilihan kepala daerah berikutu 
implikasi dan konsekuensinya, biasanya diterjelahkan dalam kelebihan dan kekurangan.

154Sebagai perbandingan lihat Andrews Reynolds, Merancang Sistem Pemilihan Umum, da-
lam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds), Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat-Belajar 
dari Kekeliruan Negara-negara lain, Bandung, Mizan, 2001
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erapkan di daerah-daerah dibeberapa Negara dengan sistim 
pemerintahan Presidensial.155 diantaranya First Past  the Post 
Sistim merupakan sistim yang sederhana dan efisien. Calon 
kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis 
memenangkan pemilihan kepala daerah dan menduduki kur-
si Kepala Daerah. Mengapa demikian? Karena sistim ini dike-
nal juga dengan sistim mayoritas sederhana [simple majority]. 
Konsekuensinya, calon Kepala Daerah dapat ,memenangkan 
pemilihan Kepala Daerah walaupun hanya meraih kurang dari 
separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering 
dipersoalkan/diperbincangkan. Sistem ini memiliki legitimasi 
yang sangat rendah tetapi sangat efisien. 

Kemudian ada Preferential Voting Sistim atau Aprroval, Cara 
kerja sistem ini adalah pemilih memberikan peringkat perta-
ma, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala 
Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan oto-
matis akan memenangkan pemilihan Kepala Daerah langsung 
dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya 
mencapai tingkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal 
sebagai mengakomodasi sistim mayoritas sederhana [simple 
majority] namun dapat membingungkan proses perhitungan 
suara disetiap tempat pemungutan suara [TPS] sehingga per-
hitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat. 

Tetapi jika suaranya tidak mencapai tingkat pertama maka 
akan dilakukan  Two Round Sistim atau Run-off Sistim, yakni 
sistim pemilihan dilakukan dengan dua putaran [run off] den-
gan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas 
absolute [lebih dari 50%) dari keseluruhan suara dalam pemi-
lihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala Daerah 
dengan memperoleh suara terbanyak harus melalui pemilihan 
putaran kedua. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus 
diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar 
dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, mulai 
dari 20% sampai 30%, sistim ini paling popular dinegara-nega-
ra demokrasi Presidensial.

Berbeda dengan dua sistem diatas, Sistem Electoral College 
155 Ibid, sebagai perbandingan lihat juga Ben Reilly, Reformasi Pemilu di Indonesia : Sejumlah 

Pilihan, dalam Almanak Parpol Indonesia, (Jakarta: Yayasan API, 1999)
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lebih menekankan pada daerah pemilihan dimana setiap daer-
ah pemilihan diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih 
[Electoral College] sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah 
pemilihan Kepala Daerah, keseluruhan jumlah suara yang 
diperoleh tiap calon disetiap daerah pemilihan dihitung. 
Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh kes-
eluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang ber-
sangkutan. Calon yang memperoleh suara Dewan Pemilih ter-
besar akan memenangkan pemilihan Kepala Daerah langsung. 
Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daer-
ah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih 
menjadi Kepala Daerah. 

Seorang calon Kepala Daerah dinyatakan sebagai pe-
menang pemilihan Kepala Daerah apabila calon bersangkutan 
dapat meraih suara mayoritas sederhana [suara terbanyak di 
antara calon-calon yang ada].156 Dan minimum 25% dari sedik-
itnya [dua pertiga] dari daerah pemilihan. Sistim ini diterapkan 
untuk menjamin bahwa Kepala Daerah terpilih memperoleh 
dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai 
daerah pemilihan.

Memilih Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung, sela-
lu mempertimbangkan aspek “legitimiasi” dan “efisiensi” yang 
selalu merupakan “trade off”.157 Artinya, memilih sistem yang 
memiliki legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi 
sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengu-
tamakan efisiensi akan melahirkan hasil Pemilihan Kepala 
Daerah yang legitimasinya sangat rendah. Faktor lain yang 
harus dipertimbangkan dalam pemilihan Kepala Daerah lan-
gsung adalah anggaran.158 Dari segi anggaran dengan sistem 
perwakilan saja untuk satu kabupaten/kota diperlukan angga-
ran miliaran lebih, apalagi dengan sistem pemilihan langsung 
akan memerlukan biaya berlipat ganda. Belum lagi kalau da-
lam daerah kabupaten/kota terjadi pemilihan dalam  dua kali 
156Bandingkan dengan mayoritas absolut, seorang calon dinyatakan sebagai pemenang 

pemilihan Kepala Daerah apabila meraih suara mayoritas, di mana perolehan suaranya 
mencapai lebih dari 50% jumlah pemilih. 

157Agus Pramusinto, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil 
Pemilu 2004, (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol.33, No.2. Juni 2004, hlm, 240) 

158Ibid, hlm, 241
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putaran.
Indonesia, sebagai Negara demokrasi memilih kebijakan 

yang bersifar eksprerimental dengan memberlakukan sistim 
pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah. Terhadap pemi-
lihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat sekurangnya ada 
dua pandangan, yakni pandangan pesimistik dan optimistic.

Pandangan yang sering dikemukakan adalah bahwa dine-
gara-negara demokrasi dengan sistim pemerintahan yang re-
lative mapan [established], seperti Amerika Serikat, Perancis, 
dan Hongaria, mekanisme atau sistim pemilihan Kepala 
Daerah tidak banyak menjadi sorotan perdebatan. Bahkan, da-
lam berbagai referendum diketahui sebahagian masyarakat di 
Negara-negara tersebut tidak menganggap perlu mengadakan 
pemilihan Kepala Daerah. Dalam pandangan mereka, apapun 
sistim yang dianut, sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan da-
erah [protective, public service, development] dapat dilakana-
kan secara optimal dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat, 
maka sistim yang dipilih apapun sama saja.159

Dengan kalimat lain, pengisian jabatan Kepala Daerah ha-
nyalah masalah “cara” dan bukan “substansi” bagi peningka-
tan demokrasi, prinsipnya rakyat harus menjadi subjek pemer-
ataan keadilan dalam berbagai hal.160 Di sini diandaikan bahwa 
mekanisme control, check and balances, bekerja baik atau san-
gat baik sehingga fungsi-fungsi pemerintahan dapat dijalank-
an dengan optimal.

Berbeda dengan  Pandangan pesimistik diatas, dalam pan-
dangan Optimistik

menekan bahwa Kepala Daerah membutuhkan legitima-
si rakyat yang terpisah dari legislatif sehingga bertanggung-
jawab kepada rakyat. Pengisian jabatan Kepala Daerah melalui 
pemilihan langsung oleh rakyat bukan sekedar soal “cara” tapi 
masalah “substansi” untuk meningkatkan demokrasi daerah. 

159Lihat, Kastorius Sinaga, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota dan Kabupaten: 
Beberapa Catatan Awal, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi 
Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Pustaka 
Pelajar, Agustus 2003, hlm.234.

160Lihat, M. Thalhah; Ni’matul Huda dalam Edy Sunandi Hamid dan Sobirin Malin (ed,), 
Memperkokoh Otonomi Daerah-Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta: UII Press, 
Agustus 2004, hlm. 199-225
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Dengan pemilihan langsung Kepala Daerah diandaikan bah-
wa mekanisme check and balances, bekerja baik atau sangat baik 
sehingga fungsi-fungsi pemerintah daerah dapat dijalankan 
dengan optimal. 

Terlepas dari perdebatan teoritik diatas, perlu digaris 
bawahi bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak 
dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan 
kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada tingkat local 
memerlukan berbagai persyaratan. Dalam perspektif, efektivi-
tas sistim pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau 
sebutlah prakondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendi-
ri. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup kualitas pemilih, 
kualitas dewan, sistim rekrutmen dewan, fungsi partai, ke-
bebasan, dan konsistensi pers, dan keberdayaan masyarakat 
madani [civil society].161

3.5 Perilaku pemilih perspektif sikap
a.  Perubahan Sikap

Perubahan sikap terjadi pada individu dapat dilatarbe-
lakangi oleh adanya kebutuhan kognisi (need for cognition ). 
Helmi (2000) menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial ada 
kebutuhan manusia untuk memahami orang lain. Sebagian 
orang memiliki kecenderungan untuk memikirkan secara 
mendalam tentang sesuatu yang terjadi pada diri sendiri dan 
orang lain. Hal yang dipikirkan tersebut bisa menyangkut den-
gan emosi yang dirasakan dan upaya untuk memperkirakan 
perilaku yang akan datang. Secara konkrit dicontohkan bahwa 
tendensi individu orang yang menjelaskan peristiwa yang ti-
dak diharapkan atau tidak konsisten. Individu yang memiliki 
kebutuhan kognisi tinggi akan lebih besar terlibat dalam fiki-
ran untuk menjelaskan penyebab sosial. Sebaliknya individu 
yang mempunyai kebutuhan kognisi rendah maka kurang 
terlibat dalam fikiran untuk menerangkan penyebab sosial. 
Selanjutnya individu yang memiliki kognisi tinggi akan men-
gingat peristiwa dengan baik dibanding dengan individu yang 
kongisinya rendah. 
161Joko J. Prihatmoko, op.cit, hlm. 127.
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Hasil penelitian dari Lassiter, Briggs, dan Slaw (dalam Helmi, 
2000) membuktikan bahwa indvidu dengan kebutuhan kog-
nitif tinggi lebih memperhatikan informasi sosial yang tidak 
konsisten. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kognitif 
tersebut maka perubahan sikap secara teoritik dapat dijelaskan 
oleh Sears, Freedman, dan Peplau (1994). Ahli-ahli tersebut men-
gungkapkan bahwa sikap merupakan keseimbangan kognitif 
mengenai suatu objek sikap. Sikap akan cenderung berubah 
jika tidak ada keseimbangan. Sikap meskipun diwarnai oleh 
afeksi, keseimbangan kognitif perlu ada. Teori mengenai sikap 
yang menggunakan pendekatan kognitif ini berfokus pada ke-
seim bangan. 

Heider (dalam Penrod, 1986) merupakan salah satu ahli 
yang menjelaskan teori keseimbangan. Teorinya dinamakan 
balance theory. Dalam teorinya Heider menyatakan bahwa indi-
vidu memelihara konsistensi sikap yang menyangkut keseim-
bangan perasaan dan keyakinan dengan aspek yang berada 
pada lingkungannya. 

Model Heider menyatakan bahwa individu terjadi peruba-
han sikap terhadap individu lain berkaitan dengan sikap yang 
sama atau tidak sama terhadap suatu objek, ide, peristiwa, atau 
situasi. Individu terja di keseimbangan atau harmoni apabila 
individu dengan individu lain bersikap sama terhadap suatu 
objek. Individu terjadi ketidakseimbangan atau tidak harmo-
ni apabila individu dengan individu lain tidak memiliki sikap 
yang sama terhadap objek. 

Ahli lain yang menerangkan adanya teori keseimbangan 
adalah Osgood dan Tannenbaum (dalam Penrod, 1986) den-
gan teorinya yang dinamakan congruity theory. Dalam teorinya 
Osgood dan Tannenbaum mengkaji tentang perubahan sikap 
terjadi ketika sumber membuat pernyataan mengenai fak-
ta-fakta konsep. Pernyataan dari sumber terjadi keselarasan 
(konsisten) atau ketidakselarasan (tidak konsisten) den-
gan kerangka referensi dari individu. Teori keselarasan dari 
Osgood dan Tannembaum memiliki tiga variabel, yaitu : (1) 
sikap individu terhadap sumber pesan; (2) sikap individu ter-
hadap evaluasi konsep atau isu terhadap sumber; (3) membuat 
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pernyataan mengenai konsep terhadap sumber. Proses selan-
jutnya adalah ide atau konsep yang berasal dari sumber sama 
dengan kerangka referensi individu maka terjadi keseimban-
gan. Sebaliknya apabila ide atau konsep yang berasal dari sum-
ber tidak sama dengan kerangka referensi dari individu maka 
terjadi ketidakselarasan. Pengalaman individu mengenai ide 
dari individu yang tidak sama dengan pesan dari sumber men-
dorong individu tersebut untuk melakukan perubahan sikap 
yaitu menyesuaikan atau mengevaluasi pesan dari sumber. 

Festinger (dalam Penrod, 1986) merupakan ahli berikutnya 
yang ikut memberi kontribusi untuk menjelaskan tentang teori 
keseimbangan. Teorinya dinamakan dissonance. Festinger men-
yatakan bahwa disonansi terjadi karena berasal dari sumber 
inkonsistensi logis, nilai-nilai budaya yang menentukan terja-
di konsonan atau disonan, pendapat umum, dan pengalaman 
masa lalu. Terjadinya disonan tergantung dari tingkat kepent-
ingan elmen-elemen yang saling berhubungan bagi orang 
yang bersangkutan dan jumlah disonan. Konsekuensi dari di-
sonan tersebut akan melahirkan perubahan sikap dengan cara 
melakukan pengurangan disonan melalui pengubahan elemen 
tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, dan/
atau menambah elemen kognitif baru. Cara lain yang dilaku-
kan dalam rangka proses perubahan sikap adalah menambah 
informasi baru yang menambah dukungan terhadap pendapat 
orang yang bersangkutan atau menambah elemen perbenda-
haraan kognitif. 

Petty dan Cacciopo162  menerangkan secara rinci proses ko-
munikasi persuasi yang menyebabkan perubahan sikap den-
gan menggunakan teori Elaboration Likelihood Model. Teori The 
ELM Model of Persuasion ini dapat digunakan untuk meneran-
gkan secara spesifik mengenai persuasi untuk merubah sikap 
pemilih. Tahapan permulaan yang perlu diperhatikan untuk 
menjelaskan proses persuasi yang memiliki dampak bagi peru-
bahan perilaku adalah pesan itu sendiri. Pesan yang disampai-
kan pada target tergantung pada pertimbangan proses membe-
rikan motivasi, relevansi dengan penerimaan, syarat personal, 

162Trenholm, S. Persuasion and Social Influence, New Jersey : Prentice Hall, 1989.



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 129

tanggung jawab, dan kebutuhan kognisi tinggi. Semua unusur 
-unsur tersebut dapat terpenuhi maka pada tahapan berikut-
nya tergantung pada keterampilan untuk memproses informa-
si, distraksi (pengalihan perhatian), pengulangan, dan penge-
tahuan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dapat memenuhi 
syarat maka akan menentukan kualitas argumentasi yang me-
nimbulkan dukungan, tidak mendukung, dan netral dari sub-
jek. Proses pada tahapan dukungan, tidak mendukung, dan 
netral ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan perubahan 
struktur kognitif. Efek samping dari perubahan struktur kogni-
tif apabila memunculkan dukungan maka akan terjadi peru-
bahan sikap positif, sebaliknya apabila menimbulkan tidak 
adanya dukungan maka akan terjadi perubahan sikap nega-
tif. Perubahan sikap positif dan negatif tersebut melalui suatu 
proses kognitif yang dinamakan central route. Proses kognitif 
yang melalui central route ini membuat sikap relatif permanen 
dan dapat memprediksi perilaku.

Petty dan Cacioppo (dalam Eagly dan Haiken, 1993) mem-
berikan penjelasan lain yang berkaitan persuasi dan peruba-
han sikap. The Elaboration Likelihood Model of Persuasion tidak 
hanya melewati sutau proses central route, tetapi ada jalan lain 
yang dilalui pada proses persuasi yaitu peripheral route terjadi 
apabila pada tahapan proses permulaan persuasi yang mem-
pertimbangkan proses memberikan motivasi, relevansi den-
gan penerimaan, syarat personal, tanggung jawab, dan kebu-
tuhan kognisi tinggi tidak terpenuhi dengah baik. Tahapan 
berikutnya apabila pada bagian pemrosesan informasi, dis-
traksi (pengalihan perhatian), pengulangan, dan pengetahuan 
sebelumnya tidak sesuai dengan harapan juga menyebabkan 
terjadinya peripheral route. Tahapan lain yang menyebabkan pe-
ripheral route jika pada kualitas argumentasi terjadi kenetralan 
yang membuat struktur kognitif relatif tidak berubah. Proses 
melewati peripheral route tersebut dapat membuat perubahan 
sikap atau sebaliknya tidak merubah sikap pada seseorang.

Baron dan Byrne163 menjelaskan proses persuasi yang 
menyebabkan perubahan sikap didasarkan pada pendapat-
163Baron, R,. and Byrne, D. Social  Psycology, Eighth Edition. Boston : Allyn and Bacon, 1997
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nya Petty dan Caccioppo. Baron dan Byrne menerangkan the 
Elaboration Likelihood Model of Persuasion yang berkonsentrasi 
pada berpikir dan tidak berpikir pada individu saat menerima-
pesan. Proses berpikir dan tidak berpikir ketika target mener-
ima pesan tergantung dari argumentasi yang diberikan oleh 
sumber. Proses berpikir atau tidak berpikir itu yang menentu-
kan individu dapat berubah atau tidak berubah sikapnya. 

Barron dan Byrne164  secara mendalam menerangkan adan-
ya proses persuasi secara aktual terjadi. Penjelasan ini juga di-
dasarkan pada teori the Elaboration Likelihood Model of Persuasion 
yang mengemukakan ada dua perbedaan proses kognitif ke-
tika individu menerima pesan dari sumber. Perbedaaan yang 
ada karena ada perbedaan usaha dalam kualitas berpikir untuk 
menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Pertama adalah 
central route yang memilki karakteristik bahwa individu me-
nerima pesan dengan perhatian sungguhsungguh, informasi 
itu dinilai penting, hubungannya dengan personal sehingga 
individu tersebut mencurahkan pikiran dan memanfaatkan 
pengetahuan sebelumnya untuk menilai pesan. Selanjutnya 
individu juga menguji isi pesan dengan hati-hati, berpikir se-
cara mendalam, serta kritis dan rasional dalam mengevalua-
si argumentasi yang disampaikan sumber. Proses seperti ini 
mampu merubah struktur kognitif yang hasilnya mendukung 
pernyataan dari penerima pesan dapat menyebabkan peruba-
han sikap maka akan menjadi bukti bahwa telah terjadi per-
suasi. Beda halnya jika penerima pesan tidak memperhatikan, 
tidak merasa terlibat, dan tidak termotivasi dengan hati-hati 
untuk memperoses isi pesan itu, tetapi proses persuasi tetap 
berlangsung dinamakan peripheral route. Mengapa perubahan 
sikap tetap terjadi meski menempuh jalur peripheral route?. 

Lebih lanjut dikatakan Baron dan Byrnne165 bahwa di dalam 
diri penerima pesan telah terjadi perasaan positif dalam dir-
inya pada sumber pesan, diantaranya sumber amat menarik 
hati. Hal ini dapat terjadi karena sumber pesan lebih tinggi sta-
tusnya, kredibel, prestise, dan menarik secara fisik, sehingga 
perubahan sikap terjadi dipicu individu tidak kritis dominani 
164 ibid
165ibid
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isi pesan yang disampaikan karena sudah terlanjur terpesona 
pada sumber.

Bagan berikut menjelaskan kerangka pikir dari Baron dan 
Byrne (1997) yang didasarkan pada The Elaboration Likelihood 
Model of Persuasion mengenai persuasi yang dapat merubah 
sikap:

                                           

             

          
Sumber : The Elaboration Likelihood Model of Persuasion Baron and Byrne (1997)

Rogers166 menyodorkan teori tambahan untuk mengungkap 
proses persuasi yang menyebabkan perubahan sikap. Ada dua 
proses yang dikemukakan oleh Rogers dalam komunikasi per-
suasi yaitu persuasi melalui pemrosesan otomatik dan persuasi me-
lalui pemrosesan secara mendalam. Persuasi melalui pemrosesan 
otomatik lebih menekankan sikap yang melibatkan kesadaran 
untuk merespon penilaian terhadap objek. Jenis perubahan 
sikap secara otomatik dilatarbelakangi proses penilaian yang 
memelihara pengaruh pada individu. Sikap seperti ini sering 
disebut sebagai sikap implisit. Pemrosesan secara otomatik ini 
berkaitan dengan atribusi, dimana pemrosesan otomatik dima-
na orang-orang merespon dan mengambil informasi dengan 
meminimalisir kesadaran dan sedikit upaya kognitif. 

Selanjutnya Rogers (2003) menjelaskan bahwa pemrose-
san otomatik juga melibatkan pemrosesan secara heuristik. 
Pemrosesan secara heuristik ini merupakan proses berpikir 
yang hanya sedikit melibatkan proses kognitif yang memili-
ki kecenderungan menyederhanakan kualitas pengukuran 
informasi yang diberikan. Contoh yang termasuk dari proses 
166Roger, S, W,., Social Psycology Experimental and Critical Approaches. Maidenhead : Open 

University Press, 2003
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ini adalah pernyataan: “Sesuatu yang terlihat baik adalah baik, 
Jika saya merasa baik maka hal lain juga baik, Jika saya setu-
ju maka orang lain juga setuju, Saya percaya pada orang yang 
kredibel, dan Mayoritas selalu benar”. 

Lebih jauh Rogers katakan bahwa heuristik pada umum-
nya terjadi karena motivasi yang rendah dan kesempatan yang 
rendah untuk mempertimbangkan penilaian secara hati-hati. 
Misalnya, orang-orang mengasumsikan seseorang yang cantik 
memiliki kebaikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa daya 
tarik fisik menimbulkan peningkatan kepercayaan kepada 
publik. Pengiklan dapat dimaklumi saat memasarkan produk-
nya menggunakan daya tarik fisik untuk mengajak konsumen 
agar membeli produknya. Proses yang bekerja kaitannya den-
gan hal ini diwujudkan dalam “cantik adalah baik” dan “saya 
setuju seperti orang-orang lain”. Proses tersebut pada dasar-
nya merupakan proses heuristik. Fakta-fakta empirik menun-
jukkan bahwa heuristik berpengaruh kepada sikap. Studi-studi 
dilakukan untuk membuktikan bahwa heuristik berpengaruh 
pada perubahan sikap. 

Hovland dan Weiss167 meneliti kredibilitas sumber dalam 
menyampaikan pesan persuasi memiliki pengaruh terhadap 
perubahan sikap seseorang. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa orang-orang lebih melihat pada daya tarik fisik sumber 
yang berbicara dibanding dengan argumentasi (isi pesan) ya 
ng disampaikannya. Beda halnya dengan pemrosesan secara 
mendalam yang dapat menyebabkan perubahan sikap. Hal 
penting yang harus diperhatikan dalam proses secara menda-
lam pada suatu persuasi adalah bahan komunikasi. 

Hovland168 mengkoleksi ada tiga aspek kunci hubungan 
pada persuasi melibatkan sumber (komunikator, pesan, dan au-
diens). Tiga aspek dalam komunikasi tersebut dapat menyebab-
kan perubahan sikap apabila: pertama; Sumber (komunikator) 
memiliki berbagai kemampuan variasi. Misalnya : keahlihan, 
derajat kepercayaan, daya tarik, artikulasi penyampaian, dan 
gaya penyampaian; Pesan yang berbeda. Misalnya argumen 
kuat; Audien. Pesan yang disampaikan tergantung kepada 
167Lihat, Roger., ibid
168Lihat, Roger., ibid
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perhatian dan harga diri orang-orang yang menerima pesan 
tersebut.

Hovland (dalam Rogers, 2003) mengidentifikasi empat pro-
ses dalam persuasi yaitu perhatian, pemahaman, penerimaan, dan 
penyimpanan untuk merubah sikap individu. Selama tiga puluh 
tahun lebih secara bertahap peneliti memfokuskan kepada ka-
jian pengaruh proses dari komunikasi persuasi. 

Kiesler dan Kiesler (dalam Rogers, 2003) meneliti sumber 
yang atraktif lebih dalam menyampaikan pesan persuasi se-
hingga memiliki potensi yang lebih besar untuk merubah si-
kap dibanding orang yang kurang atraktif. Janis (dalam Rogers, 
2003) menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki harga 
diri rendah lebih mudah dirubah sikapnya dibanding dengan 
orang-orang yang memiliki harga diri tinggi. 

Hovland169 dengan teorinya konsistensi kognitif juga mene-
rangkan bahwa dalam proses komunikasi dapat menimbulkan 
tekanan ke arah perubahan bila terdapat diskrepansi dengan 
pendapat awal dari target. Teori konsistensi menerangkan 
bahwa tekanan dapat dikurangi dengan berbagai cara, bila pe-
nerima atau target merubah sikapnya, yaitu mengurangi dis-
krepansinya, maka tekanan itu akan berkurang. 

Sears, Freedman, dan Peplau (1999) memberikan contoh 
konkrit mengenai teori konsistensi kognitif dari Hovland yang 
berkaitan dengan perubahan sikap. Dalam suatu pemilihan 
gubernur ternyata individu telah memilih gubernur baru pada 
suatu wilayah. Sesudah gubernur terpilih kenyataan menun-
jukkan bahwa gubernur menunjukan perubahan yang tidak 
disukai oleh pemilih tersebut, seperti menaikkan uang kuliah 
dan mengurangi dana untuk mahasiswa. Pemilih itu diha-
dapkan pada suatu inkonsistensi antara dukungan terhadap 
gubernur dengan kebijakan gubernur yang tidak anda sukai. 
Menurut teori konsistensi bahwa inkonsistensi akan terasa 
tidak menyenangkan bagi pemilih maka akan menunjukkan 
untuk melakukan perubahan sikap. Pemilih dapat merubah 
sikap terhadap kebijakan gubernur yang tidak disukai atau 
mengadakan perubahan sikap dukungan terhadap gubernur. 
169Lihat, Sears, O. D., Freeman, A. L & Peplau, A. L. Psikologi Sosial Jilid I. Jakarta : Penerbit 

Erlangga, 1999
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Dalam penelitian ini perubahan sikap dapat diterangkan den-
gan menggunakan acuan pada the Elaboration Likelihood Model 
of Persuasion, pemrosesan secara otomatik, dan pemrosesan se-
cara mendalam.

b.  Komponen Sikap
Franzoi170 menjelaskan tiga komponen sikap yaitu : pertama, 

Komponen kognisi yang merupakan representasi dari sesuatu 
yang dipercayai oleh individu; kedua, Komponen afeksi berkai-
tan dengan aspek emosional; ketiga, Komponen konasi berhu-
bungan dengan aspek kecenderungan untuk bertindak.

Mann171 menyebutkan komponen sikap terdiri dari : 
Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereoti-
pe yang dimiliki individu mengenai sesuatu; Komponen afektif 
merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan meny-
angkut masalah emosi. Komponen tersebut biasanya berakar 
paling dalam sebagai komponen sikap. Selain itu aspek sikap 
yang paling berta han terhadap pengaruh-pengaruh yang akan 
mengubah sikap individu; Komponen perilaku yaitu tendensi 
atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap 
sesuatu dengan cara -cara tertentu.

Eagly & Chaiken (1993) menerangkan bahwa komponen si-
kap merupakan predisposisi untuk menentukan perilaku yang 
terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif. Ahli ini menyebut 
tiga komponen tersebut sebagai the tripartaite model of attitudes. 
Dalam tiga unsur tersebut dapat dijelaskan lebih jauh bahwa 
komponen sikap adalah: pertama, Kognitif yang dinyatakan 
dalam seluruh kognisi yang dimiliki oleh individu mengenai 
objek sikap yang terdiri dari fakta, informasi, dan keyakinan 
tentang objek. Jumlah isi kognisi berasal dari berbagai objek 
sikap sehingga mengandung makna yang kompleks; kedua, 
Afektif yang berupa perasaan atau emosi terhadap objek 
sikap. Berbeda dengan kognitif yang memiliki dimensi kom-
pleks, emosi relatif sederhana yang berhubungan nilai positif 
atau negatif, rasa suka dan tidak suka. Afektif ini merupakan 

170Franzoi, L,., Social Psycology. Third Edition. Boston : McGrawHill. 1997
171Lihat, Azwar, S., Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

1997
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komponen utama karena mewarnai kognisi, memilih informa-
si, mengevaluasi informasi, dan mendorong untuk melakukan 
sesuatu; ketiga, Konasi merupakan kesiapan individu untuk 
melakukan sesuatu terhadap objek sikap. Hal ini sesuai den-
gan sikap yang dimiliki oleh objek sikap tersebut, jika sikapnya 
positif maka memiliki kecenderungan untuk melakukan ses-
uatu terhadap objek, sebaliknya apabila sikapnya negatif maka 
mempunyai kecenderungan untuk menolak sesuatu objek. 

Walgito172 mengungkapkan tiga komponen sikap yaitu : 
pertama, Komponen kognisi (komponen perseptual) adalah 
komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, 
keyakinan. Komponen ini berhubungan dengan bagaimana 
orang mempersepsi terhadap objek sikap; kedua, Komponen 
afektif (komponen emosional) adalah komponen yang ber-
hubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap ob-
jek sikap. Perasaan senang berkaitan dengan hal positif, sedang 
perasaan tidak senang berkaitan dengan hal negatif. Komponen 
ini menunjukkan arah sikap yang positif dan negatif; ketiga, 
Komponen konatif (komponen perilaku) adalah komponen 
yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap 
objek sikap. Komponen tersebut menunjukkan intensitas sikap 
yang merupakan indikator besar atau kecilnya kecenderungan 
individu untuk bertindak terhadap objek sikap.

Sears, Freedman, dan Peplau (1999) menjelaskan komponen 
sikap yang terdiri dari : (1) Komponen kognitif yang berupa 
seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek , teru-
tama berkaitan dengan penilaian. (2) Komponen afektif yang 
berupa seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek 
yang berkaitan dengan penilaian. (3) Komponen perilaku yang 
berupa kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderun-
gan untuk bertindak terhadap objek. Kognisi, afektif, dan ko-
nasi tersebut menjadi pondasi sikap pemilih pemula untuk me-
nilai kampanye negatif dan menentukan pilihannya terhadap 
kandidat yang dipilihnya173. Berdasarkan uraian yang telah di-
sebutkan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpul-
172Walgito, B., Psikologi Sosial [Suatu Pengantar], Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003
173Anam, A., Pengaruh Kesamaan Komunikator dan Target dalam Kualitas Persuasi, Thesis 

[tidak diterbitkan]. Yogyakarta : Program Studi Psikologi Pasca Sarjana Universitas Gadjah 
Mada. 2000



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek136

Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan 
tetap setelah pemungutan suara pusingan pertama sampai ber-
mula hari pemungutan suara pusingan kedua, tahap pelaksa-
naan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditun-
da paling lewat selama 30 hari.
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BAB 4

Perilaku Pemilih di Indonesia

Perilaku  pemilih Indonesia pada masa silam dapat dija-
dikan sumber penting untuk memahami perilaku pemilih 
Indonesia masa kini. Iklim sosio-politik saat ini sangat berbeza 
daripada sebelumnya. Ertinya kita tidak dapat membuat tang-
gapan bahwa pola perilaku saat ini serupa dengan masa silam. 
Ini berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. 
Sebelum reformasi, Indonesia belum dapat dikatakan seba-
gai kawasan yang subur untuk menyemai amalan demokra-
si. Sebagaimana yang dikatakan William Liddle27, sebelum era 
reformasi, demokrasi cuma berkembang selama tujuh tahun 
[1949-1956]. Affan Gaffar28 menegaskan bahwa proses politik 
di bawah orde baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya 
bertujuan memperoleh legitimasi untuk tujuan pemerintahan 
dan membentuk kerajaan.

Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah peng-
etahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap 
partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan 
pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik dan 
calon pemimpin. Tentu sahaja, tahap perubahan itu berbeza, 
bergantung kepada individu atau kelompok yang menghadapi 
perubahan lingkungan politik itu. 

Dalam pemilu 2004 dengan sistem pemilihan tanda gam-
bar partai dan nama calon – sebagaimana yang telah dihura-
ikan diatas –  faktor calon legislatif akan memberi pengaruh 
besar terhadap perilaku pemilih. Lebih-lebih lagi pada pemi-
27  Lihat, William Liddle, Model Politik, dalam Majalah Tempo, edisi 12, Oktober 1998.
28  Lihat Affan Gaffar, Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party Sistem, 

Yogyakarta, Gadjah Mada Universitry Press.
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lihan presiden dan kepala daerah dengan sistem pemilihan 
langsung.

Dalam Pemilu 1999, kajian tentang perilaku pemilih sudah 
ikut mewarnai dinamika pemilu, namun tidak sesemarak se-
perti dalam Pemilu 2004. Hal ini disebabkan dua hal: Pertama, 
kajian-kajian tentang perilaku pemilih semakin mendapat tem-
pat dan mempunyai pengaruh dalam merakam pandangan 
umum, termasuk kecenderungan perilaku pemilih. Bahkan di 
negara-negara maju, badan yang meninjau pandangan orang 
ramai dijadikan sebagai toggak kelima demokrasi, di samping 
badan-badan eksekutif, legislatif, perundangan dan akhbar.29 

Kedua, pemilu sekarang lebih menarik karena menempat-
kan rakyat sebagai “hakim tertinggi” dalam menentukan calon 
presiden dan wakil presiden secara langsung. Berbeza dengan 
pemilu sebelumnya yang dipegang oleh MPR, pemilih seka-
rang mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan pe-
nuh memilih capres (calon) dan cawapres (pasangannya) yang 
dikehendaki. Tentunya ramai yang ingin mengetahui bahkan 
berkepentingan mengetahui kecenderungan arah suara pemi-
lih dalam pemilu tersebut, terutama aktor-aktor politik yang 
ikut serta terlibat. 

Sedangkan semasa era Orde Baru, kajian-kajian tentang 
perilaku pemilih dalam pemilu kurang mendapatkan ruang, 
kalaupun ada kurang berkemampuan memberi erti yang tulen 
dalam merakam pandangan atau keinginan pemilih secara be-
bas. Seperti yang dikemukakan oleh William Liddle dan Saiful 
Mujani, meskipun analisis tentang perilaku pemilih sudah ber-
kembang sejak tahun 1960an, perkembangannya hampir tidak 
releven dengan konteks pemilu di Indonesia karena pemilu 
yang diselenggarakan semasa era Orde Baru tidak berjalan se-
cara demokratik.30 Hanya dalam suasana pemilu yang bebas, 
jujur dan adil suara pemilih dapat dirakam dengan tepat, jelas 
dan murni. 

29 Saiful Mujani, “Survei dan Perilaku pemilih,” Kompas, 14 Juni 2004.
30 William Liddle dan Saiful Mujani, “Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan 

Nasional Menentukan Pilihan Partai  Politik,” Kompas, 1 September 2000.
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Walau bagaimanapun, dalam Pemilu 2004, kehadiran 
badan yang meninjau pendapat ramai itu juga tidak terlepas 
daripada kritikan dan rasa curiga sebahagian masyarakat. Ada 
juga kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa lembaga 
tersebut “bermain-main” dengan pandangan umum, mencari 
nama, bahkan sengaja merekayasa pandangan umum dalam 
Pemilu 2004 untuk mempengaruhi sikap pemilih terhadap 
partai atau calon tertentu. 

Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai tahap saling 
percaya yang rendah (low trust society) seperti bangsa Indonesia 
ini, kecurigaan seperti itu merupakan sesuatu yang mudah dan 
sering terjadi, apalagi dalam sebuah pemilu di mana ada pihak 
yang kurang mendapat manfaat atau tergugat dengan adanya 
badan tinjau pendapat tersebut.

Pemilu 2004 untuk pemilihan anggota badan legislatif 
sudah selesai. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), ter-
dapat tujuh partai politik yang mendapat suara terbanyak dan 
mampu melewati ambang elektoral (electoral threshold), yai-
tu Partai Golkar yang mendapat 21.58% suara, diikuti Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 18.53%, Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10.57%, Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) sebanyak 8.15%, Partai Demokrat (PD) 
mencatat 7.45%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7.34% 
dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6.44%. Partai-partai poli-
tik lain tidak mampu melewati ambang 3% sokongan pemilih 
nasional yang ditetapkan oleh KPU. Secara keseluruhan, kepu-
tusan dapat dilihat dalam jadwal  berikut  ini :
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Tabel 4.1: Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2004

NO NAMA PARTAI POLITIK JUMLAH 
SUARA %

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Partai Golkar
Partai Demokrasi Indonesia Perjungan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Bulan Bintang
Partai Bintang Reformasi
Partai Damai Sejahtera
Partai Karya Peduli Bangsa
Partai Keadilan dan Persatuan  Indonesia
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
Partai Patriot Pancasila
PNI Marhaenisme
Partai Persatuan Nahdatu Ummah Indonesia
Partai Pelopor
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Partai Merdeka
Partai Sarikat Indonesia
Partai Perhimpunan Indonesia Baru
Partai Persatuan Daerah
Partai Buruh Sosial Demokrat

24,480,757
21,026,629
11,989,564
9,248,764
8,455,225
8,325,020
7,303,324
2,970,487
2,764,998
2,414,254
2,399,290
1,424,240
1,313,654
1,230,455
1,073,139

923,159
 895,610
878,932
855,811
842,541
679,296
672,952
657,916
636,397

21.58%
18.53%
10.57%

8.15%
7.45%
7.34%
6.44%
2.62%
2.44%
2.13%
2.11%
1.26%
1.16%
1.08%
0.95%
0.81%
0.79%
0.77%
0.75%
0.74%
0.60%
0.59%
0.58%
0.56%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2004

4.1. Perilaku Pemilih Sebelum Pemilu 2004
Apabila Pemilu 2004 menjelang, Indonesia sudah mempu-

nyai pengalaman menyelenggarakan pemilu sebanyak lapan 
kali. Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya terdapat 
banyak rujukan penting dan berguna dalam memahami per-
ilaku pemilih dalam Pemilu 2004. Sayangnya tidak banyak ka-
jian tentang perilaku pemilih yang didapati daripada pemilu 
tersebut. Hal ini disebabkan kebanyakan pemilu sebelumnya 
berlangsung secara tidak demokratik. 

Sebelum menganalisis perilaku pemilih dalam Pemilu 
2004, terlebih dahulu kita dipotretkan dinamika sosial yang 
berkembang menjelang pelaksanaan pemilu 2004, khususn-
ya mengenai dinamika sosio-psikologikal pemilih menjelang 
pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presiden dan 
wakil presiden. 
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Berdasarkan tinjauan LSI,31 sekurang-kurangnya terdapat 
dua penemuan membimbangkan menjelang Pemilu 2004. Ini 
karena penemuan tersebut dinilai sebagai berupaya untuk me-
nimbulkan kesan negatif terhadap kualiti pemilu yang akan 
dihasilkan dalam Pemilu 2004 ini. Pertama, ternyata bahwa 
alasan keikutsertaan mayoritas pemilih pada Pemilu 2004 
lebih didasarkan karena faktor kewajipan lebih daripada hak 
walaupun  ia penting dalam rangka mencari pemimpin dan 
kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan penemuan LSI pada 
bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46.5 % pemilih akan ikut 
memilih pada Pemilu 2004 karena memandangnya sebagai rit-
ual yang wajib diikuti, sedangkan bilangan yang memandang-
nya sebagai hak berada di sekitar 20.6%. Yang cukup dikuatiri 
ialah sekitar 15.5% pemilih yang akan mengiikuti pemilu mem-
beri alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik, sementa-
ra 4% lainnya menjawab menginginkan kehidupan yang lebih 
baik. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, kita berkesimpulan bahwa 
tahap penyertaan dalam pemilu di Indonesia tidak terkait se-
cara langsung dengan tingkat kualiti pemilu itu sendiri. Sebab, 
keikutsertaan mayoritas pemilih dalam pemilu lebih disebab-
kan karena kewajipan daripada menjadikan pemilu sebagai 
titik tolak atau sarana untuk melakukan perubahan sosial da-
lam rangka mencari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. 
Tujuan pemilu bagi mayoritas masyarakat Indonesia ialah 
penyertaan dalam pemilu itu sendiri.

Kedua, lambatnya usaha pemulihan ekonomi yang dilaku-
kan oleh kerajaan serta adanya ketidaksabaran di pihak mas-
yarakat dalam menunggu hasil pembaikan tersebut. Ini mem-
buatkan mayoritas pemilih cenderung menilai situasi dan 
keadaan pada era Orde Baru sebagai lebih baik berbanding 
dengan situasi dalam era Reformasi sekarang. 

Adanya romantisme dan kerinduan sebahagian pemilih 
terhadap era Orde Baru ini dipandang sebagai sesuatu yang 
membimbangkan karena dapat membangkitkan kembali 
31 Potret Buram Pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: Analisa Temuan 

Survey LSI, Januari 2004. Dapat diakses di www.lsi.or.id. 
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kekuatan lama yang tidak sejajar dengan agenda reformasi 
yang telah digerakkan semenjak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa 
lalu yang pandai memanfaatkan sentimen pemilih ini tentunya 
akan mempunyai peluang kembali ke pentas politik nasional.

Persoalannya, kenapa setelah lima tahun Reformasi, gamba-
ran yang diberikan tentang pemilih masih suram? Jawapannya 
merupakan gabungan daripada banyak kegagalan. Antaranya 
ialah kegagalan kerajaan dalam memenuhi janji-janji reformasi 
dan kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan kesu-
litan yang ada hingga kepada kegagalan partai politik dalam 
melakukan pendidikan politik.32

Kajian autentik tentang perilaku pemilih hanya dapat di-
jalankan dalam pemilu yang demokratis. Pemilu yang ter-
jadi waktu Orde Baru tidak dapat dijadikan sebagai rujukan 
yang bermakna karena pemilu jelas berlangsung secara tidak 
demokratik, penuh rekayasa, tekanan dan ugutan. Pemilu 
Orde Baru merupakan pemilu yang semu karena keputusan 
sudah hampir diketahui sebelum pemilu diselenggarakan. 
Pemilu bukan merupakan sarana untuk pemindahan kekua-
saan secara demokratik. Tujuan pemilu hanya untuk memper-
oleh legitimasi formal bagi kelompok yang berkuasa dalam 
meneruskan kekuasaan mereka. 

Walau bagaimanapun, ada dua pengalaman pemilu yang  
dijalankan secara demokratik, yaitu pemilu 1955 dan pemilu 
1999. Walaupun Herbert Feith33 berpandangan bahwa pemi-
lu 1955 berlangsung secara telus, jujur dan adil, tiada kajian 
sistematik dijalankan terhadapnya. Ini menyebabkan kita tidak 
berupaya untuk membuat satu generalisasi kukuh daripada 
pemilu tersebut. 

Kajian yang dilakukan terhadap pemilu 1955 lebih bersi-
fat deskriptif daripada analitis. Era Reformasi pada 1998 mela-
hirkan kembali pemilu yang demokratis pada tahun 1999 dan 
memberikan kesempatan untuk dijalankan satu kajian yang 
lebih sistematik tentang perilaku pemilih. Kajian tersebut 
bukan sahaja dapat memberi sumbangan yang bererti untuk 
keperluan praktikal pada masa kini, tetapi juga dapat memban-
32  Ibid
33  Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia, 1999. Hal.   ix-x
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tu meramal perilaku pemilih dalam pemilu yang akan datang.
Dalam satu kajian tentang perilaku pemilih dalam pemi-

lu 1999, William Liddle dan Saiful Mujani membuat dua kes-
impulan penting tentang perilaku pemilih.34 Pertama, semakin 
pudarnya politik aliran dikalangan pemilih. Mereka sudah ku-
rang mempedulikan aliran partai politik. Malahan pemilih dari 
kalangan santri (alim ugama) sudah cukup toleran dan mam-
pu membezakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua 
wilayah yang sering dikaburkan oleh elit politik dalam meng-
gerakkan sokongan rakyat. 

Kedua, ketokohan tetap menjadi pemboleh ubah yang san-
gat penting dalam menarik sokongan pemilih. Para pemilih 
memilih partai tertentu bukan karena sokongan terhadap par-
tai dan programnya, tetapi karena tokoh dalam partai tersebut. 
Oleh itu, hanya partai politik yang mempunyai tokoh terkemu-
ka sahaja berjaya mendapatkan sokongan ramai dalam pemilu. 

Para pemilih memilih Partai Golkar [Golongan Karya], 
PDI-P [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan], PKB, [Partai 
Kebangkitan Bangsa], atau PAN [Partai Amanat Nasional] bu-
kan karena visi, misi dan program kerja yang dikemukakan 
partai-partai tersebut, sebaliknya karena tokoh-tokoh politik 
nasional terlibat dalam partai-partai politik tersebut.35

4.2. Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2004
Sebelum menganalisis ciri-ciri perilaku pemilih dalam 

pemilu 2004, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu dinamika 
sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan pemilu 2004, 
khususnya dinamika psikologi sosial pemilihan umum men-
jelang pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presi-
den dan wakil presiden. 

Berdasarkan tinjauan LSI [Lembaga Survey Indonesia],36 
sebelum pemilu 2004, sekurang-kurangnya ada dua dapatan 
yang membimbangkank karena dapatan ini dilihat sebagai bo-
leh menimbulkan kesan negatif terhadap kualiti pemilu terse-
but. 
34  Liddle dan Mujani, op.cit.
35  Lihat Liddle dan Mujani, op.cit.
36  Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: Analisa Temuan 

Survey LSI, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.
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Pertama, mayoritas pemilih menyatakan mereka akan 
memilih disebabkan oleh faktor kewajipan lebih daripada 
faktor hak atau usaha untuk mendapatkan pemimpin dan ke-
hidupan yang lebih baik. LSI mendapati pada bulan Januari 
2004, sekitar 46.5% pemilih akan memilih karena memandan-
gnya sebagai kewajipan, sedangkan yang memandangnya se-
bagai hak sekitar 20.6%. Yang cukup membimbangkan hanya 
sekitar 15.5% pemilih memberi alasan ingin mencari pemimp-
in yang lebih baik, sementara 4% memberikan jawapan bah-
wa mereka ingin kehidupan yang lebih baik. Dapatan tersebut 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 : Sebab-sebab Memilih
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Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

Berdasarkan tinjauan tersebut, boleh disimpulkan bahwa 
tahap keterlibatan yang tinggi dalam pemilu di Indonesia ti-
dak berkait secara langsung dengan tahap kualiti pemilu itu 
sendiri karena kebanyakan pemilih memandang pilih mereka 
lebih sebagai kewajipan, dan bukannya sebagai satu cara un-
tuk mencari pemimpin yang boleh melakukan perubahan. 

Kedua, kelambatan usaha pemulihan ekonomi oleh kera-
jaan dan ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil 
pemulihan tersebut membuatkan kebanyakan pemilih leb-
ih cenderung melihat bahwa situasi dan keadaan era Orde 
Baru sebagai lebih baik jika dibandingkan dengan situasi dan 
keadaan dalam era Reformasi. 

Kerinduan sebahagian pemilih terhadap era Orde Baru 
dianggap membimbangkan karena ia dapat membangkitkan 
kembali sentimen yang tidak selaras dengan agenda reformasi 
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yang telah dijalankan semenjak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa 
lalu yang pandai memanfaatkan sentimen ini tentunya akan 
mempunyai peluang muncul kembali ke pentas politik nasi-
onal.

Gambar 4.2 : Perilaku Pemilih Tentang Periode Pemerintahan 
di Indonesia

Mengapakah selepas lima tahun Reformasi, keadaan pemi-
lih masih tidak memberangsangkan? Jawapan kepada perso-
alan ini merupakan gabungan daripada beberapa kegagalan. 
Ia bermula daripada kegagalan kerajaan dalam memenuhi jan-
ji-janji reformasi dan ditambah dengan kegagalan komunikasi 
politik dalam menjelaskan masalah yang dihadapi dan kegaga-
lan partai politik dalam mendidik masyarakat.37

4.3. Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2004
Sebulan menjelang Pemilu Legislatif 2004, LSI mengada-

kan tinjauan peringkat nasional mengenai pilihan pemilih da-
lam pemilu legislatif 2009. Responden dipilih supaya mencer-
minkan masyarakat Indonesia seperti yang terdapat dalam 
data Badan Pusat Statistik [BPS] tahun 2000. Dalam tinjauan 
tersebut pemilih memberikan beberapa alasan yang boleh di-
golongkan bagi mewakili pendekatan sosiologi (seperti aliran 
politik, pengaruh keluarga, teman, dll.), psikologi (seperti ke-
biasaan memilih, ketokohan, dll.) dan alasan rasional (seperti 
berdasarkan visi/misi dan program partai politik). Hasil dapa-
tan tersebut diringkaskan dalam gambar berikut:
37 David Moon, The Determinants of Turnout in Presidential  Election, Political Behavior, 

Vol.14 No.2,   1992
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Gambar 4.3 : Perilaku pemilih Memilih Partai Tertentu
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Berdasarkan gambar di atas, unsur psikologi merupakan 
unsur yang paling dominan mempengaruhi pemilihan pemilih 
dalam pemilu legislatif 2004. 

Alasan kebiasaan (23.5%) dominan melatarbelakangi pili-
han politik para pemilih, ditambah dengan alasan ketokohan 
sebanyak 21.4%, diikuti alasan yakin bahwa partai tersebut 
akan menang (3.3%). Gabungan ketiga alasan tersebut menun-
jukkan sekitar 48.2% pemilih memberikan alasan psikologi se-
bagai dasar pemilihan. 

Alasan berbentuk rasional berada di tempat kedua Jika di-
anggap kecenderungan ini tidak berubah, sekitar 22.1% pemi-
lih membuat pilihan berdasarkan alasan tertarik dengan visi, 
misi dan program partai politik. Walaupun alasan rasional 
lebih kecil dibandingkan dengan alasan psikologi, namun itu 
merupakan perkembangan yang menggembirakan meman-
dangkan wujudnya keraguan terhadap unsur rasional dalam 
pemilu 2004 lalu. 

Sementara itu, sekitar 19.6% pemilih  sahaja yang cenderung 
membuat pemilihan berdasarkan unsur sosiologi; dengan seki-
tar 9.1% akan memilih partai Islam, 4.0% karena mengikut ahli 
keluarga, 3.5% karena mengikut orang lain, dan 3.0% member-
ikan alasan karena partai bersifat nasional. Kecenderungan un-
sur sosiologi yang rendah ini amat menghairankan dan meno-
lak pandangan ramai para pemerhati politik tentang dominasi 
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politik aliran dalam pemilu legislatif 2004. Tinjauan tersebut 
menunjukkan perkembangan pengaruh politik aliran sangat 
kecil.

Pertanyaannya sekarang, dengan unsur rasional mengatasi 
unsur sosiologis dalam pemilu 2004, apakah visi dan program 
yang digemari oleh pemilih tersebut? Berdasarkan tinjauan, 
didapati bahwa mayoritas pemilih (68%) cenderung memilih 
masalah ekonomi (pengangguran, kenaikan harga barangan, 
dll) sebagai isu yang membantu mereka membuat pemilihan. 

Perhatian mayoritas pemilih terhadap isu ekonomi tersebut 
dilatari kekecewaan masyarakat terhadap kelambatan usaha 
pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi yang berpanjangan dari 
tahun 1997 hingga sekarang secara langsung telah membuat 
pemilih cenderung untuk menempatkan isu tersebut sebagai 
isu dominan.

Gambar 4.4 : Isu-Isu Dominan Mempengaruhi Perilaku 
Pemilih

2%

17%

1%

5%

5%

68%

0% 20% 40% 60% 80%

Tidak Tahu

Lain-lain

Terorisme

Penegakan Hukum

Korupsi

Ekonomi

Series 3

Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Perhatian berlebihan terhadap isu ekonomi tersebut mem-
buatkan pemilih cenderung meminggirkan isu lain yang sama 
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penting yang berpotensi untuk menyumbang kepada kri-
sis ekonomi, seperti isu korupsi dan keadilan perundangan. 
Berdasarkan tinjauan tersebut, hanya sekitar 5% dan 5.2% 
pemilih sahaja yang menempatkan korupsi dan keadilan pe-
rundangan sebagai isu utama padahal kedua isu tersebut pent-
ing bagi memastikan negara bebas daripada Korupsi Kolusi 
dan Nepotisme [KKN]. 

Bila dapatan tersebut kita disesuaikan dengan hasil pemilu 
legislatif selepas diumumkan Komisi Pemilihan Umum [KPU], 
terdapat kesesuaian yang menjelaskan sebab kemenangan 
Partai Golkar.

Pertama, masih kuatnya unsur kebiasaan pada pemilih da-
lam pemilihan partai politik. Kedua, sejarah Partai Golkar yang 
sudah lama sebati dengan masyarakat dan kerinduan mereka 
pada era Orde Baru yang menguntungkan partai tersebut. 

Penurunan mendadak PDI-P boleh dikatakan disebab-
kan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai tersebut, 
khususnya terhadap pentadbiran Megawati dalam bidang 
ekonomi. Berdasarkan tinjauan LSI pada April 2004, walau-
pun pencapaian ekonomi makro menunjukkan peningkatan, 
sekitar 44.7% pemilih berpandangan  bahwa keadaan ekonomi 
sangat “buruk”, sedangkan sekitar 27.2% memberikan pe-
nilaian “sedang”, dan 16.0% menilai sebagai “sangat buruk”. 
Hanya sekitar 7.3% sahaja yang memberikan nilai keadaan 
ekonomi sebagai “baik”. Hasil tinjauan jelas menggambarkan 
kekecewaan rakyat terhadap partai politik yang berkuasa pada 
waktu itu dan menghukumnya pada pemilu legislatif yang 
lalu. Tinjauan yang dilakukan oleh LP3ES, FRI, YAPPIKA dan 
NDI menjawab persoalan tentang ke mana larinya para pemi-
lih PDI-P dalam Pemilu 2004. 8% pemilih berpindah kepada 
Partai Demokrat dan 7% beralih kepada partai Golkar.

Dalam tinjauan tersebut juga didapati bahwa peningkatan 
sokongan terhadap Partai Keadilan Sejahtera [PKS] merupa-
kan hasil perpindahan pemilih partai berasaskan Islam yaitu 
9% daripada PPP dan 16% daripada PAN. Selain itu, manifes-
to “bersih dan lebih peduli” serta kampanye meraih simpati PKS 
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ternyata mampu menarik orang ramai, khususnya di kalangan 
penduduk bandar. Faktor lain yang yang dapat dikesan ialah 
sifat setia yang tinggi oleh pendukung tetap PKS.

Sokongan terhadap partai baru yaitu Partai Demokrat 
menunjukkan ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
yang semakin popular di kalangan para pemilih. Peristiwa beli-
au meletak jabatan daripada kabinet Megawati berjaya meraih 
simpati masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan 
sokongan terhadap beliau dan beliau mampu memanfaatkan 
momentum tersebut.

Persoalannya, selain Partai Demokrat dan PKS, mengapa 
partai politik baru lainnya tidak mampu walaupun untuk mele-
wati electoral threshold? Faktor kebiasaan dalam memilih partai 
serta faktor ketokohan membuatkan partai politik baru kurang 
dikenali oleh para pemilih. Umumnya, mereka tidak mempu-
nyai tokoh yang dikenali pada peringkat nasional selain dari-
pada jangka masa kampanye yang pendek yang menyebabkan 
mereka tidak berkesempatan memperkenalkan partai kepada 
masyarakat. 

Perilaku pemilih dalam pemilu presiden juga cenderung di-
dominasi oleh unsur psikologi berbanding unsur rasional dan 
sosiologi. Dapatan LSI menjelang pemilu presiden dan wakil 
presiden pada 5 Julai 2004 menunjukkan kebanyakan pemilih 
(33%) memberikan alasan ‘keperibadian’ sebagai sebab mer-
eka memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presi-
den. Sebanyak 17.8% memilih ‘kemampuan mengatasi konflik’ 
sementara alasan ‘kemampuan mengatasi masalah ekonomi’ 
mencatatkan 17.5%. Seperti juga dengan pemilu legislatif, ala-
san ‘kemampuan memberantas korupsi’ hanya mendapatkan 
6.3%, dan 4.7% lagi menghendaki tokoh Islam.
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Gambar 4. 5 : Alasan Pemilihan Calon Presiden (%)
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Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Konsep keperibadian yang dimaksudkan oleh kebanyakan 
pemilih ialah calon yang berwibawa, mendahulukan rakyat 
dan jujur. Di antara lima calon presiden yang bertanding da-
lam pemilu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan 
calon yang dianggap mempunyai keperibadian paling baik 
berbanding dengan calon presiden yang lain. Persepsi tentang 
keperibadian tinggi SBY dibantu media yang membuat liputan 
meluas tentang beliau sebelum dan semasa pemilu. Selain itu, 
perhatian pemilih terhadap isu keamanan dan ekonomi mem-
buatkan SBY semakin popular dalam kalangan masyarakat 
pemilih. 

4.4  Pemilih Muslim Semakin Bersifat Sederhana 
Pemilu 2004, juga menunjukkan semakin surutnya popu-

lariti partai-partai yang berlandaskan agama, khususnya par-
tai-partai Islam. Jumlah pemilih yang beragama Islam yang 
ramai (89%) ternyata tidak membantu partai-partai Islam sep-
erti PPP, PKS, PBB, PBR, PPNUI dan PSI dan organisasi sosial 
Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yaitu PKB dan PAN 
mendapat sokongan. 

Seperti dalam pemilu 1999, 2004 dan 2009 sokongan yang 
diberikan kepada partai-partai Islam berada jauh di bawah 
sokongan terhadap partai-partai kebangsaan seperti Partai 
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Golkar dan PDI-P. Walaupun sokongan terhadap partai-partai 
Islam tersebut digabungkan, masih mampu mengatasi sokon-
gan terhadap partai-partai kebangsaan. Jumlah keseluruhan 
pilihan kepada partai-partai Islam hanya mencapai 22.44% 
(PPP – 8.15%; PKS – 7.34%; PBB – 2.62%; PBR – 2.44%; PPNUI 
– 0.79%; dan PSI – 0.60%). 

Jika dibandingkan dengan pemilu 1955, penurunannya 
amat ketara. Pada pemilu 1955, gabungan sokongan terhadap 
partai Islam mencapai 43.5%, dengan Masyumi (20.9%), NU 
(18.4%), PSII (2.9%) dan Perti (1.3%), sementara partai-par-
tai kebangsaan memperoleh sebanyak 58.42% sokongan. 
Penurunan sokongan terhadap partai-partai Islam membuk-
tikan bahwa faktor keagamaan semakin kurang signifikan, 
sekaligus menunjukkan bahwa politik agama tidak mendapat 
tempat seperti sebelumnya dalam kalangan pemilih. 

Sokongan kepada PPP bukan karena keIslamannya, tetapi 
karena faktor sejarah dan kebiasaan pada sebahagian pemilih. 
Sementara sokongan terhadap PKS juga bukan disebabkan 
faktor Islam, tetapi manifesto “bersih dan lebih peduli” yang 
banyak menarik perhatian pemilih. Ini berbeza dengan par-
tai-partai yang memainkan sentimen Islam – PBB, PBR, PPNUI 
– tidak langsung berjaya meraih sokongan. Partai-partai yang 
berasaskan Pancasila seperti Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, 
juga PKB dan PAN lebih berjaya mendapat tempat dihati pel-
bagai lapisan pemilih. 

Kecenderungan yang sama dalam pemilu legislatif juga 
tergambar dalam pemilu presiden. Calon presiden Islam, teru-
tama yang sering memainkan sentimen Islam tidak begitu pop-
ular jika dibandingkan dengan calon-calon yang jarang atau 
tidak pernah menggunakan sentimen agama seperti Susilo 
Bambang Yudhoyono. 

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan pemilih Muslim 
bertukar menjadi lebih sederhana. Pertama, keberkesanan bu-
daya politik Orde Baru yang menindas politik Islam dalam 
medan awam. Penerapan Pancasila pada tahun 1985 mem-
bawa kepada peminggiran Islam di kalangan pemilih Muslim. 
Kedua, wujudnya sifat kesederhanaan dan penerimaan plu-
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ralisasi dalam kalangan dua organisasi besar Islam, NU dan 
Muhammadiyah. Kalangan elit daripada kedua organisasi 
tersebut sering memperkatakan tentang keselarasan ajaran 
Islam dengan prinsip demokrasi. Akibatnya, wacana negara 
Islam dan Piagam Jakarta menjadi semakin tidak popular dan 
tidak relevan. Ketiga, peranan cendekiawan Muslim seperti 
Nurcholis Madjid atau Jaringan Islam Liberal menanamkan 
kesedaran pluralisme dalam Islam yang banyak mempenga-
ruhi warga Muslim bandar.

Selain faktor-faktor di atas, kegagalan partai-partai Islam 
tersebut juga disebabkan oleh kinerja dan program partai 
Islam itu sendiri yang tidak mendapat sambutan. Isu-isu yang 
dekat di hati masyarakat seperti isu ekonomi, kurang menda-
pat perhatian daripada partai-partai Islam. Akibatnya, mereka 
semakin jauh dan terasing daripada pemilih. 

Daripada huraian di atas dapat disimpulkan bahwa kri-
sis multidimensional yang terjadi di Indonesia sedikit banyak 
membawa kesan positif. Sekarang, mulai muncul alasan rasi-
onal dan sikap pragmatik pada perilaku pemilih di Indonesia, 
walaupun pada waktu awal menjelang pemilu wujud keada-
an yang membimbangkan. Sekarang, para pemilih melakukan 
pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional meskipun 
unsur psikologi masih tetap merupakan unsur yang paling do-
minan dalam perilaku pemilih pada pemilu 2004 . Yang cukup 
menarik, politik aliran atau unsur sosiologi dalam perilaku 
pemilih tidak mencatat jumlah yang signifikan dibandingkan 
dengan persepsi yang selama ini membimbangkan sebahagian 
pemerhati politik. 

Yang cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan 
adalah fenomena yang terjadi pada pemilih Muslim. Ia meng-
gembirakan karena sokongan terhadap politik aliran semakin 
berkurangan. Pemilih Muslim bertindak semakin pragmatik 
dengan mengetepikan ideologi. Yang menyedihkan ialah pe-
nurunan sokongan terhadap partai-partai Islam ini dominani 
di tengah-tengah pemilih yang mayoritasnya beragama Islam. 

Kenyataan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian 
tokoh-tokoh partai politik yang berasaskan Islam jika mereka 
ingin untuk terus hidup dan berjaya dalam pemilu selanjutnya 
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karena mereka tidak akan dapat menggunakan sentimen aga-
ma untuk tujuan meraih kekuasaan dan jabatan.

4.5. Perilaku pemilih  Pemilihan Kepala daerah Di Riau
Daripada pengamatan penulis, keadaan masyarakat di 

Riau tidak jauh berbeza dengan daerah lain di Indonesia dari 
segi agama jantina, umur, pekerjaan, aktiviti ekonomi, dan 
tahap pendidikan. Oleh karena itu, perilaku pemilih Riau ham-
pir sama dengan perilaku pemilih di daerah lain di Indonesia. 
Walau bagaimanapun, perbedaan boleh didapati jika diband-
ingkan penduduk dari kawasan luar bandar dengan bandar 
karena jurang perbedaan perilaku pemilih lebih banyak dipen-
garuhi faktor-faktor ekonomi seperti pekerjaan, tahap pendi-
dikan, dan tahap pembangunan kabupaten/kota. 

Dalam pemilihan kepala daerah di Riau tahap keikutser-
taan pemilih dalam kegiatan pungutan suara amat rendah. 
Masalah ini harus diteliti karena keikutsertaan pemilih mer-
upakan faktor penentu pemilihan pemimpin yang akan mem-
pengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Jadwal berikut ini 
menunjukan tahap keikutsertaan pemilih di Riau

Tabel 4.2 : Keikutsertaan Pemilih dalam Pilkada Langsung di 
Riau 2005-2006

NO KABUPATEN/
KOTA

Pemilih TERDAFTAR

JUMLAHMEMILIH TIDAK 
MEMILIH

JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7
1 Bengkalis 275,779 70.19 117,109 29.81 392,888
2 Dumai 98,463 66.29 50,068 33.71 148,531
3 Indragiri Hulu 127,567 68.50 58,655 31.50 186,222
4 Kampar 256,802 71.55 120,080 28.45 385,882
5 Kuantan Singingi 139,398 79.28 36,468 20.72 175,866
6 Pekanbaru 242,481 55.35 195,550 44.65 438,031
7 Pelalawan 111,575 71.48 44,509 28.52 156,084
8 Rokan Hilir 204,997 70.11 87,365 29.89 292,362
9 Rokan Hulu 174,302 74.78 58,766 25.22 233,068
10 Siak Sri Indrapura 137,971 72.23 53,044 27.77 191,015
11 Indragiri Hilir - - - - -

Sumber : Data KPUD Kabupaten/Kota se-Riau
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Konsep perilaku pemilih yang tidak memilih merujuk ke-
pada mereka yang memiliki hak memilih tetapi tidak memilih. 
Ini berlaku mungkin karena tidak bermotivasi untuk memilih 
atau karena dihalang daripada memilih. Ada daripada mer-
eka yang pergi ke tempat pemilihan dijalankan tetapi tidak 
menunaikan tanggungjawab tersebut dengan baik, contohnya 
merosakkan kertas pilih dengan sengaja.

Terdapat dua pendekatan teoritis utama dalam menjelaskan 
perilaku pemilih tidak memilih, yaitu: (1) yang melihat kepada 
aspek sosial dan psikologi pemilih dan aspek institusi sistem 
pemilu, dan (2) yang melihat kepada aspek harapan pemilih 
tentang soal untung/rugi atas pilihan mereka. Pendekatan 
ini menyatakan jika pelaburan yang dikeluarkan untuk tidak 
memilih lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh, 
keputusannya akan cenderung untuk tidak memilih.

Mengamati data pemilu kepala daerah langsung Riau ta-
hun 2005-2006 menunjukkan bahwa ketidakhadiran pemi-
lih berlaku karena beberapa sebab. Pertama, ketidakhadiran 
pemilih mempengaruhi tahap legitimasi calon yang menang 
bertanding. Kedua, tiada hubungan yang kuat antara ketida-
khadiran dengan faktor-faktor jantina, latar belakang pen-
didikan, pekerjaan dan pendapatan pemilih. Ketiga, ada per-
hubungan antara keputusan pemilih untuk tidak hadir dengan 
faktor-faktor psikologi seperti anomia (anomy) dan bukannya 
apati (apathy). Keempat, belum terdapat data yang memadai 
untuk menghubungkan kecenderungan pilih rasional dengan 
tahap ketidakhadiran pemilih. Kelima, terdapat perhubungan 
antara pemboleh ubah penyelenggaraan pilkada dan faktor 
kepentingan calon yang mempertahankan jabatan dengan keti-
dakhadiran pemilih. Ketidakhadiran pemilih dalam jumlah 
yang besar mempengaruhi secara langsung tahap legitimasi 
yang dimiliki oleh calon yang berjaya. 
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Jadwal 4.3 :  Perbandingan antara Jumlah Pemilih yang Tidak  
Memilih dengan Jumlah Pilih Diraih Pemenang   
dalam Pemilihan Kepala daerah Langsung di Riau 
Tahun 2005-2006.

NO KABUPATEN/
KOTA

Pemilih

JUMLAHTIDAK Memilih

PEROLEHAN 
SUARA 

PEMENANG 
PILKADA

JUMLAH % JUMLAH %

1 2 3 4 5 6 7

1 Bengkalis 117,109 29.81 106,615 27.13 392,888
2 Dumai 50,068 33.71 52,211 35.15 148,531
3 Indragiri Hulu 58,655 31.50 65,125 34.97 186,222
4 Kampar 120,080 28.45 107,521 27.86 385,882
5 Kuantan Singingi 36,468 20.72 61,679 35.07 175,866
6 Pekanbaru 195,550 44.65 82,962 18.93 438,031
7 Pelalawan 44,509 28.52 64,373 41.24 156,084
8 Rokan Hilir 87,365 29.89 68,911 23.57 292,362
9 Rokan Hulu 58,766 25.22 69,116 29.65 233,068
10 Siak Sri Indrapura 53,044 27.77 62,282 32.60 191,015
11 Indragiri Hilir - - - - -

Sumber : Data KPUD Kabupaten/Kota se Riau

Data di atas menunjukan ada empat daerah yang jumlah 
pemilih tidak keluar memilih lebih tinggi daripada persen-
pemilih yang memberikan kemenangan kepada calon kepala 
daerah yang menang dalam pemilu tersebut. Daerah-daerah 
tersebut ialah Kabupaten Bengkalis (selisih 2%), Kabupaten 
Kampar (selisih sekitar 1%), Kabupaten Rokan Hilir (selisih 
sekitar 6%), dan Kota Pekanbaru (selisih sekitar 25%). Daerah-
daerah yang mana jumlah pilihan kepada pemenang mengata-
si jumlah pemilih yang tidak keluar memilih ialah Kota Dumai, 
Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Siak Sri Indrapura. 
Namun, jumlah tersebut juga tidak jauh berbeza. Hanya pe-
menang di Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi men-
catat perbedaan yang agak jauh. 
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BAB 5

Orientasi Faktor Pemilihan

Perilaku spesifik pemilih Indonesia dimasa silam dapat di-
jadikan sumber informasi penting untuk memahami perilaku 
pemilih Indonesia masa kini. Iklim sosial politik saat ini sangat 
berbeda dengan sebelumnya, artinya kita tidak bisa begitu saja 
berasumsi bahwa pola perilaku saat ini identik dengan masa si-
lam. Faktor ini dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. 
Sebelum reformasi, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai 
lahan subur untuk menyemai praktek demokrasi. Sebagaimana 
dikatakan William Liddle1 sebelum era reformasi, demokrasi 
cuma berkembang tujuh tahun [1949-1956]. Hal ini dipertegas 
oleh Affan Gaffar2 menyatakan proses politik dibawah orde 
baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya bertujuan 
memperoleh legitimasi pemerintah untuk menata irama poli-
tik dan ekonomi.

Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah peng-
etahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap 
partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan 
pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik dan 
calon pemimpin. Tentu saja, tingkat perubahan itu berbeda, 
tergantung pada individu atau kelompok yang menghadapi 
perubahan lingkungan politik itu. 

5.1. Orientasi Agama
Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan 

perilaku pemilih di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beber-

1  Lihat, William Liddle, Model Politik, dalam Majalah Tempo, edisi 12, Oktober 1998.
2  Lihat Affan Gaffar, Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party sistim, 

Yogyakarta, Gadjah Mada Universitry Press.
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apa kajian yang pernah dilakukan seperti kajian Affan Gaffar 
[1992], Hernoe [1994], dan Suwondo [1997], menunjukan pola 
aliran keagamaan masih cukup berpengaruh pada seseorang 
dalam menentukan pilihannya. Sejak orde baru, korelasi an-
tara tingkat kesolehan dikalangan pemeluk Islam dan pilihan 
politik mencair. Ketaatan beribadah dan keterikatan terhadap 
jaringan komunikasi kiai, mubaligh, dan pengajian tidak ber-
kaitan dengan perilaku politik umat Islam.

Gejala sosial umat tahun 19873 memberikan petunjuk bah-
wa tidak tepat mengukur kesolehan seseorang muslim dengan 
melihat dukungannya kepada partai Islam. Lebih jauh dijelas-
kan, fenomena itu berkaitan dengan pergeseran strategi per-
juangan dan sosialisasi Islam. Memudarnya Ideologi Islam da-
lam kancah politik, selain disebabkan oleh kuatnya dominasi 
pemerintah juga karena lemahnya posisi sosio ekonomi umat. 
Kemiskinan, kesulitan ekonomi dan pendidikan, merupakan 
faktor penting bagi umat untuk tidak lagi memutlakkan agama 
dalam ideology politik.

Janji ideologis dan teologis dianggap tidak efektif mem-
bentuk perilaku pemilih tanpa diiringi bukti kemampuan 
memberikan solusi atas berbagai persoalan nyata yang diha-
dapi umat. Sebaliknya bila partai yang tidak berideologikan 
Islam, mampu memberikan jawapan yang konkrit terhadap 
masalah yang dihadapi, maka pihak tersebut akan mendapat 
dukungan umat Islam jika memang secara jelas partai ini tidak 
menyudutkan atau memusuhi Islam.

a.   Faktor Kelas Sosial
Kajian terdahulu menyimpulkan bahwa tidak ada korela-

si nyata antara tingkat pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan 
dengan perilaku pemilih, kecuali untuk para pemilih partai 
Golkar. Perilaku kaki tangan kerajaan memilih Golkar tampa-
knya tidak dapat disimpulkan sebagai faktor kelas. Perilaku 
kaki tangan kerajaan tersebut sangat ditentukan oleh faktor 
pengaruh pemimpin. Sebab mereka mempertimbangakan ke-
mudahan-kemudahan yang diperoleh dari birokrat, jika me-
3 Lihat Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Tahun 1965-1987 dalam 

Perspektif Sosiologis, Jakarta : Rajawali Press, 1995
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milih dan tidak memilih Golkar. Ada ketentuan tidak tertulis, 
bahwa pengusaha dan kalangan bisnis yang banyak berhu-
bungan dengan kerajaan, jika tidak mendukung Golkar, cende-
rung tidak akan mendapatkan proyek dan fasilitas yang men-
guntungkan perusahaan mereka.

Faktor kelas patut dianggap penting oleh partai politik, 
walau belum dibuktikan oleh kajian ilmiah. Dukungan kepa-
da Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya dikaitkan 
dengan faktor wong cilik (masyarakat kelas bawah), menurut 
Bahtiar Effendi4  selama ini Partai Demokrasi Indonesia leb-
ih disosialisasikan, paling tidak pada masa kampanye sebagai 
partai yang membela orang kecil. Faktor social lain yang perlu 
mendapat perhatian ialah usia,  jentina, dan pemilih muda.

b.   Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan.
Kajian tentang perilaku pemilih di pedesaan Jawa, pemi-

mpin informal dan formal member pengaruh terhadap para 
pemilih. Para pemilih yang dekat dengan aparat pemerintah 
desa cenderung memilih Golkar, sekitar 40 persen respon-
den mengatakan, mereka memilih Golkar karena mengikuti 
garis pemimpin mereka [ kepala Desa, lurah, kepala dukuh 
dan lain sebagainya] sedangkan para pemilih yang dekat den-
gan pemimpin agama cenderung memilih Partai Persatuan 
Pembangunan [PPP], karena meneladani pemimpin mereka 
dan menganggap melakukannya adalah bahagian dari ibadah.

Kajian Suwondo5  menyimpulkan  para pemilih baik yang 
berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, 
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cenderung berori-
entasi paternalistic dan kurang mandiri dalam menentukan 
semua keputusan yang hendak diambilnya. Para pemilih ma-
sih memandang para pemimpin sebagai figure yang harus di-
patuhi dan dipanuti segala tindakan dan perilakunya. Apakah 
kepemimpinan tersebut akan tetap menjadi faktor yang pent-
ing pada pembentukan perilaku pemilih yang akan datang? 
4 Lihat, Bahtiar Effendi, PDI, Mega, dan Islam, dalam Tabloid Tekad Nomor Perkenalan, 26 

Oktober 1998.
5 Lihat, Suwondo, Perilaku Pemilih Masyarakat Perkotaan pada Pemilu 1997 : Studi di Kodya 

Dati II Bandar Lampung” makalah disajikan dalam Seminar Nasional XV dan Kongres 
Nasional IV Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Bandung, 23-25 september 1997.
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Dalam satu tulisan6  menyebutkan para ulama, terutama yang 
kharismatik, diperebutkan oleh partai politik. Hal ini dilaku-
kan sebagai bahagian strategi untuk merebut simpati para pe-
milih yang mayoritas beragama Islam.

Strategi posisi ulama menurut Malik Fajar7 merupakan 
satu diantara  lima pilar penting kekuatan Islam yang men-
gakar dalam masyarakat, empat pilar lainnya adalah tempat 
ibadah, tradisi keagamaan, lembaga pendidikan, dan lemba-
ga social lainnya yang melekat dan identik dengan kehidupan 
ulama. oleh karena itu peranan kiai dalam pembentukan per-
ilaku pemilih tidak bias diabaikan.

Faktor kepemimpinan tidak boleh lepas dari ketokohan 
seorang pemimpin, sebagaimana studi yang dilakukan Liddle 
dan Mujani (2000), menyimpulkan faktor ketokohan menjadi 
tulang punggung untuk meraih suara. Ketokohan Habibie di 
Golkar berpengaruh pada perolehan suara Golkar di Sulawesi 
pada pemilu 1999 sangat besar yakni 67% dibandingkan daer-
ah-daerah lain. Begitu juga dengan ketokohan Megawati 
berperan besar terhadap perolehan suara Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan [PDIP]. Demikian juga faktor ketokohan 
Amin Rais di Partai Amanat Nasional [PAN], termasuk keto-
kohan Gur Dur dalam Partai Kebangkitan Bangsa [PKB].

5.2. Orientasi Isu
Pada pemilu masa orde baru, orientasi isu tampaknya tidak 

member pengaruh yang besar terhadap perilaku pemilih. Hal 
ini terjadi di  kalangan pemilih yang dapat digolongkan sebagai 
komunitas pemilih rasional-kritis. Pada pemilu 1992, hubungan 
antara faktor orientasi isu dan program dengan perilaku pemi-
lih tidak menunjukkan pengaruh yang kuat, terutama yang 
memilih Partai Demokrasi Indonesia [PDI]. Sebahagian pemi-
lih tertarik pada isu dan program Partai Demokrasi Indonesia 
[PDI], tetapi sebahagian besar justru memilih Golkar karena 
tidak percaya bahwa partai tersebut mampu memperjuangkan 
isu dan program yang ditawarkan8. 
6 Lihat, Tabloid Tekad, edisi 18-24 Januari 1999.
7 Lihat, Adman Nursal, Op Cit, hlm, 91
8 Lihat, Harnoe, R, Tinglah Laku Memilih di Kalangan Mahasiswa UI pada Pemilu 1992. 

Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Ilmu Politik.
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Lemahnya pengaruh isu pada perilaku pemilih pada wak-
tu itu tampaknya tidak terlepas dari lingkungan social politik 
orde baru. Dengan posisi sebagai subbordinat pemerintah, 
partai politik tidak bebas mengemukakan dan menghadapi 
kesulitan besar untuk memperjuangkan perwujudan isu atau 
program yang khas “tawaran partai” dan berbeda dengan ke-
bijakan pemerintah. Sebab itu, tawaran program dan isu yang 
diajukan pada masa kampanye, tampaknya tidak banyak ber-
pengaruh pada perilaku pemilih.

Pada pemilu era reformasi sekarang ini, faktor isu dan pro-
gram member pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, 
terutama pada pemilih kalkulatif. Di samping karena besarnya 
perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bang-
sa, yakni krisis berbagai bidang, strateginya faktor isu disebab-
kan juga oleh kebebasan setiap partai politik mengemas isu 
dan programnya. Dalam keadaan krisis, pilihan-pilihan isu ter-
bentang luas, semakin tingginya pendidikan masyarakat, yang 
meningkatkan daya kritis masyarakat, merupakan faktor yang 
memyebabkan pentingnya peranan isu dan program.

5.3. Orientasi Kandidat.
Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pemi-

lih politik tidak tampak pada pemilu pada masa zaman orde 
baru. Dengan sistim pemilu yang memilih partai, umumnya 
para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat pencoblosan. 
Sebahagian kandidat legislatif  saat itu tidak mengakar dalam 
kehidupan masyarakat di wilayah pemilihan mereka. Hal ini 
disebabkan penetapan kandidat merupakan kebijakan pusat 
yang sering tidak memperhatikan aspirasi daerah. Sebahagian 
besar pemilih tidak mengetahui siapa yang akan mewakili 
mereka di parlemen setelah hasil pemilu diketahui.

Perilaku pemilih pada pemilu 1999, walaupun masih sistim 
pencoblosan lambang partai, tapi dipengaruhi faktor kandi-
dat. Proses pemilu yang demokratis membuat partai politik 
bebas mengajukan kandidatnya. Selain itu, dalam persain-
gan yang ketat itu, pemimpin partai ditingkat wilayah diberi 
ruang untuk mengajukan figure yang dikenal para pemilih di 
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unit wilayah pemilihan bersangkutan. Sebahagian partai juga 
mengkomunikasikan kandidat yang diajukan untuk wilayah 
meskipun sebahagian lainnya lagi tidak melakukan hal yang 
sama.

Pada pemilu 2004 dengan sistim pemilihan tanda gambar 
partai dan nama kandidat, sebagaimana telah diuraikan diatas, 
faktor kandidat legislatif akan member pengaruh besar terha-
dap perilaku pemilih. Terlebih-lebih pada pemilihan presiden 
dan kepala daerah dengan sistim pemilihan langsung.

Pada Pemilu 1999 sebenarnya studi tentang perilaku pe-
milih tersebut sudah ikut mewarnai dinamika pemilu saat itu, 
namun tidak sesemarak seperti pada Pemilu 2004. Hal ini ka-
rena disebabkan dua hal : Pertama, studi-studi tentang perila-
ku pemilih semakin mendapat tempat dan mempunyai peran 
penting dalam merekam opini publik, termasuk kecendrungan 
perilaku pemilih. Bahkan di negara-negara maju, lembaga ja-
jak pendapat justru dijadikan sebagai sokoguru demokrasi ke-
lima, di samping lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan 
pers.9 Kedua, pemilu saat ini lebih menarik karena menempat-
kan rakyat sebagai “hakim tertinggi” dalam menentukan calon 
presiden dan wakil presiden secara langsung. Berbeda dengan 
pemilu sebelumnya yang dipegang oleh MPR, saat ini massa 
pemilih mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan 
penuh dalam memilih capres dan cawapres yang dikehendak-
inya. Tentunya banyak kalangan yang ingin mengetahui bah-
kan berkepentingan mengetahui kecenderungan arah suara 
pemilih dalam pemilu tersebut, terutama aktor-aktor politik 
yang ikut bermain. 

Sedangkan pada era Orde Baru studi-studi tentang per-
ilaku pemilih dalam pemilu kurang mendapatkan ruang sama 
sekali, dan kalaupun ada kurang bisa memberi arti yang oten-
tik dalam merekam opini atau keinginan pemilih secara bebas. 
Seperti yang dikemukakan oleh William Liddle dan Saiful Mujani, 
meskipun analitis tentang perilaku pemilih sudah berkem-
bang sejak tahun 1960an, tetapi perkembangannya hampir 
tidak ada relevansinya dengan konteks pemilu di Indonesia 
9  Saiful Mujani, “Survei dan Perilaku Pemilih,” Kompas, 14 Juni 2004.
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karena pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru ti-
dak berjalan demokratis.10 Hanya dalam suasana pemilu yang 
bebas, jujur dan adillah suara pemilih dapat direkam dengan 
akurat, jelas dan murni. Meski demikian, pada Pemilihan raya 
2004 ini keberadaan lembaga-lembaga jajak pendapat itupun 
tidak terlepas dari kritik dan kecurigaan sebagian kalangan 
masyarakat. Ada juga kalangan masyarakat yang mencurigai 
lembaga tersebut “bermain-main” dengan opini publik, men-
cari popularitas atau bahkan sengaja melakukan rekayasa ter-
hadap opini publik pada Pemilu 2004 ini dalam rangka mem-
pengaruhi sikap pemilih terhadap partai atau calon tertentu. 
Pada sebuah masyarakat yang mempunyai tingkat saling per-
caya yang rendah (low trust society) seperti bangsa Indonesia ini 
adanya kecurigaan seperti itu merupakan sesuatu yang mudah 
dan sering terjadi, apalagi dalam sebuah pemilu di mana ada 
pihak kurang diuntungkan atau terganggu dengan adanya ha-
sil jajak pendapat tersebut.

Saat ini Pemilu  2004 untuk pemilihan calon anggota badan 
legislatif sudah selesai. Berdasarkan hasil penghitungan resmi 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat tujuh partai poli-
tik yang mendapatkan suara terbanyak dan mampu melewati 
ambang elektoral (electoral threshold), yaitu Partai Golkar yang 
mendapatkan suara terbanyak sebesar 21,58 % suara. Kemudian 
secara berturut-turut diikuti Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan (PDI-P) sebesar 18,53%, Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) sebesar 10,57%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
sebesar 8,15% Partai Demokrat (PD) sebesar 7,45%, Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 7,34% dan Partai Amanat 
Nasional (6,44%). Sedangkan partai-partai politik lainnya tidak 
mampu melewati ambang yang ditetapkan oleh KPU sebesar 
3% suara pemilih secara nasional tersebut. Secara keseluruhan 
dapat dilihat pada table berikut  ini :
10 William Liddle dan Saiful Mujani, “Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan 

Nasional Menentukan Pilihan Partai  Politik,” Kompas, 1 September 2000.
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Tabel 5.1 : Urutan Perolehan Suara Partai Politikpada Pemilu 
2004

NO NAMA PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA %
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Partai Golkar
Partai Demokrasi Indonesia Perjungan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Bulan Bintang
Partai Bintang Reformasi
Partai Damai Sejahtera
Partai Karya Peduli Bangsa
Partai Keadilan dan Persatuan  Indonesia
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
Partai Patriot Pancasila
PNI Marhaenisme
Partai Persatuan Nahdatu Ummah Indonesia
Partai Pelopor
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Partai Merdeka
Partai Sarikat Indonesia
Partai Perhimpunan Indonesia Baru
Partai Persatuan Daerah
Partai Buruh Sosial Demokrat

24,480,757
21,026,629
11,989,564
9,248,764
8,455,225
8,325,020
7,303,324
2,970,487
2,764,998
2,414,254
2,399,290
1,424,240
1,313,654
1,230,455
1,073,139

923,159
 895,610
878,932
855,811
842,541
679,296
672,952
657,916
636,397

21,58%
18,53%
10,57%

8,15%
7,45%
7,34%
6,44%
2,62%
2,44%
2,13%
2,11%
1,26%
1,16%
1,08%
0,95%
0,81%
0,79%
0,77%
0,75%
0,74%
0,60%
0,59%
0,58%
0,56%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2004

5.4. Perilaku pemilih Sebelum Pemilu 2009
Sampai menjelang Pemilu 2004 lalu sebenarnya kita su-

dah mempunyai pengalaman delapan kali menyelenggarakan 
pemilu. Berdasarkan pengalaman pemilu tersebut, seharus-
nya kita telah mempunyai banyak referensi penting dan ber-
guna dalam memahami perilaku pemilih pada Pemilu 2004. 
Sayangnya tidak banyak studi tentang perilaku pemilih yang 
didapatkan dari pemilu masa lalu tersebut. Hal ini disebabkan 
karena sekalipun kita sudah delapan kali punya pengalaman 
mengadakan pemilu, tetapi kebanyakannya berlangsung tidak 
demokratis. 
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Sebelum menganalisis karakteristik perilaku pemilih pada 
Pemilu 2004, ada baiknya terlebih dahulu kita memotret dina-
mika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilu 
2004, khususnya mengenai dinamika sosio-psikologis massa 
pemilih menjelang pemilu anggota badan legislatif maupun 
pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan survei LSI,11 
setidaknya terdapat dua temuan yang cukup mengkhawatir-
kan menjelang Pemilu 2004. Disebut mengkhawatirkan kare-
na temuan-temuan tersebut dinilai bisa menimbulkan dampak 
negative terhadap kualitas pemilu yang akan dihasilkan pada 
Pemilu 2004 ini. Pertama, ternyata alasan keikutsertaan mayo-
ritas pemilih pada Pemilu 2004 lebih didasarkan karena faktor 
kewajiban daripada hak maupun alasan dalam rangka men-
cari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan 
temuan LSI pada bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46,5 % 
pemilih akan ikut memilih pada Pemilu 2004 karena meman-
dangnya sebagai ritual yang wajib diikuti, sedangkan yang 
memandangnya sebagai hak sekitar 20,6%. Yang cukup men-
gkhawatirkan ternyata hanya sekitar 15,5% pemilih saja yang 
akan ikut pemilu karena alasan ingin mencari pemimpin yang 
lebih baik dan 4% lainnya ingin kehidupan sehari-hari yang 
lebih baik.

Berdasarkan survei tersebut, kita menemukan makna bah-
wa ternyata tingginya tingkat partaisipasi dalam pemilu di 
Indonesia tidak terkait secara langsung dengan tingginya ting-
kat kualitas pemilu itu sendiri. Sebab, keikutsertaan mayori-
tas pemilih dalam pemilu lebih disebabkan karena kewajiban 
daripada menjadikan pemilu sebagai momentum atau sarana 
untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mencari 
pemimpin dan kondisi yang lebih baik. Tujuan pemilu bagi 
mayoritas masyarakat Indonesia adalah partaisipasi pemilu 
itu sendiri. Kedua, lambannya usaha perbaikan ekonomi yang 
dilakukan oleh pemerintah saat ini di satu sisi, serta adanya 
ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil perbaikan 
tersebut di sisi lain, membuat mayoritas pemilih cenderung me-
mandang situasi dan kondisi pada era Orde Baru dinilai lebih 
11 Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: Analisa 

Temuan Survey LSI, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.
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baik dibandingkan dengan situasi dan kondisi di era Reformasi 
saat ini. Adanya romantisme dan kerinduan sebagian pemilih 
terhadap era Orde Baru tersebut dipandang sebagai sesuatu 
yang mengkhawatirkan karena dapat membangkitkan kemba-
li kekuatan lama yang tidak sejalan dengan agenda reformasi 
yang telah digulirkan sejak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu 
yang pandai memanfaatkan sentiment pemilih ini tentunya 
akan mempunyai peluang maju kembali ke pentas politik na-
sional.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa lima tahun 
Reformasi tersebut justru menghasilkan potret buram pemilih? 
Jawabannya ini merupakan gabungan dari banyak kegagalan. 
Mulai dari kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji 
reformasi, kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan 
kesulitan yang ada, sampai kegagalan partai politik dalam 
melakukan pendidikan politik.12

Padahal hanya pada pemilu yang demokratis otentisitas 
studi tentang perilaku pemilih dapat diungkap dengan baik. 
Sedangkan pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru tidak 
dapat dijadikan sebagai rujukan yang berarti karena jalannya 
pemilu berlangsung semu, tidak demokratis, penuh rekayasa, 
tekanan dan intimidasi. Pemilu Orde Baru merupakan pemi-
lu yang semu sebab sudah hampir diketahui hasilnya sebelum 
pemilu diselenggarakan. Pemilu bukan merupakan sarana un-
tuk rotasi kekuasaan secara demokratis. Tujuan pemilu hanya 
untuk memperoleh legitimasi formal bagi kelompok yang ber-
kuasa dalam melanggengkan kekuasaannya. 

Meski demikian, kita mempunyai dua pengalaman Pemilu 
yang demokratis, yaitu Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Namun 
pada pemilu 1955, sekalipun Herbert Feith13 menyebutnya se-
bagai pemilu yang paling luber [langsung, umum, bebas dan 
rahasia] dan jurdil [jujur dan adil], tetapi tidak ada studi yang 
sistematik dengan  metodologi yang ketat hingga generalisasi 
yang realistis yang dapat ditarik dari pemilu tersebut. 

Karakteristik studi pada pemilu 1955 lebih bersifat deskrip-
tif daripada analitis. Munculnya era Reformasi pada 1998 mela-
12 Ibid
13 Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia, 

1999. Hal. ix-x
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hirkan kembali suatu pemilu yang demokratis pada 1999 yang 
lalu sehingga memberikan kesempatan bagi dimulainya studi 
analitis tentang tingkahlaku pemilih secara lebih sistematis. 
Studi tersebut bukan saja dapat memberi sumbangan yang be-
rarti untuk kebutuhan-kebutuhan praktis saat ini, tetapi juga 
dapat membantu memperkirakan perilaku pemilih pada pemi-
lu selanjutnya.

Dalam studi tentang tingkahlaku pemilih pada pemilu 
1999, William Liddle dan Saiful Mujani menemukan dua kesim-
pulan penting dalam memahami perilaku pemilih pada pemi-
lu tersebut.14 Pertama, semakin memudarnya politik aliran di 
tingkat massa pemilih. Massa pemilih cenderung sudah ku-
rang  memperdulikan aliran dari masing-masing partai politik. 
Massa pemilih dari kalangan santripun sudah cukup toleran 
dan mampu membedakan wilayah politik dan wilayah keag-
amaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elit politik 
dalam memobilisasi dukungan massa. Kedua, ketokohan tetap 
menjadi variabel yang sangat penting dalam menarik dukun-
gan massa pemilih. Para pemilih memilih partai tertentu bu-
kan karena daya tarik terhadap partai dan programnya, me-
lainkan lebih karena ketertarikan terhadap tokoh yang ada 
di partai tersebut. Oleh karenanya hanya partai politik yang 
mempunyai tokoh terkemuka saja yang mendapatkan suara 
signifikan pada pemilu tersebut. Para pemilih memilih Partai 
Golkar [Golongan Karya], PDI-P [Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan], PKB, [Partai Kebangkitan Bangsa], atau PAN 
[Partai Amanat Nasional] bukan karena daya terarik terhadap 
visi, misi dan program kerja partai-partai tersebut, melainkan 
lebih karena adanya tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam 
partai politik tersebut.15

5.5. Perilaku pemilih Menjelang Pemilu 2009
Sebelum menganalisis karakteristik perilaku pemilih pada 

Pemilu 2004, ada baiknya terlebih dahulu kita memotret dina-
mika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilu 
2004, khususnya mengenai dinamika sosio-psikologis mas-
14  Liddle dan Mujani, op.cit.
15  Lihat Liddle dan Mujani, op.cit.
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sa pemilih menjelang pemilu anggota badan legislatif mau-
pun pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan survei 
LSI [Lembaga Survey Indonesia],16 setidaknya terdapat dua 
temuan yang cukup mengkhawatirkan menjelang Pemilu 2004. 
Disebut mengkhawatirkan karena temuan-temuan tersebut 
dinilai bisa menimbulkan dampak negative terhadap kualitas 
pemilu yang akan dihasilkan pada Pemilu 2004 lalu. 

Pertama, ternyata alasan keikutsertaan mayoritas pemilih 
pada Pilihan 2004 lebih didasarkan karena faktor kewajiban 
daripada hak maupun alasan dalam rangka mencari pemi-
mpin dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan temuan 
LSI pada bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46,5 % pemilih 
akan ikut memilih pada Pemilu 2004 karena memandangnya 
sebagai ritual yang wajib diikuti, sedangkan yang memandan-
gnya sebagai hak sekitar 20,6%. Yang cukup mengkhawatir-
kan ternyata hanya sekitar 15,5% pemilih saja yang akan ikut 
pemilu karena alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik 
dan 4% lainnya ingin kehidupan sehari-hari yang lebih baik. 
Lebih lengkapnya temuan tersebut dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini.

Gambar 5.1 : Alasan Perilaku ikut Memilih

Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

16  Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: Analisa 
Temuan Survey LSI, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.
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Berdasarkan survei tersebut, kita menemukan makna bah-
wa ternyata tingginya tingkat partaisipasi dalam pemilu di 
Indonesia tidak terkait secara langsung dengan tingginya ting-
kat kualitas pemilu itu sendiri. Sebab, keikutsertaan mayori-
tas pemilih dalam pemilu lebih disebabkan karena kewajiban 
daripada menjadikan pemilu sebagai momentum atau sarana 
untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mencari 
pemimpin dan kondisi yang lebih baik. Tujuan pemilu bagi 
mayoritas masyarakat Indonesia adalah partaisipasi pemilu 
itu sendiri. 

Kedua, lambannya usaha perbaikan ekonomi yang dilaku-
kan oleh pemerintah saat ini di satu sisi, serta adanya ketidak-
sabaran masyarakat dalam menunggu hasil perbaikan tersebut 
di sisi lain, membuat mayoritas pemilih cenderung meman-
dang situasi dan kondisi pada era Orde Baru dinilai lebih baik 
dibandingkan dengan situasi dan kondisi di era Reformasi 
saat ini. Adanya romantisme dan kerinduan sebagian pemilih 
terhadap era Orde Baru tersebut dipandang sebagai sesuatu 
yang mengkhawatirkan karena dapat membangkitkan kemba-
li kekuatan lama yang tidak sejalan dengan agenda reformasi 
yang telah digulirkan sejak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu 
yang pandai memanfaatkan sentiment pemilih ini tentunya 
akan mempunyai peluang maju kembali ke pentas politik na-
sional.

Gambar 5.2 : Kondisi Perilaku Pemilih pada Periodesasi 
Pemerintahan

Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]
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Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa lima tahun 
Reformasi tersebut justru menghasilkan potret buram pemilih? 
Jawabannya ini merupakan gabungan dari banyak kegagalan. 
Mulai dari kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji 
reformasi, kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan 
kesulitan yang ada, sampai kegagalan partai politik dalam 
melakukan pendidikan politik.

5.6. Perilaku pemilih Pada Pemilu 2009
Satu bulan menjelang Pemilu Legislatif 2004, LSI menga-

dakan survei tentang alasan para pemilih dalam menjatuh-
kan pilihannya pada Pemilu Legislatif 2009 dengan melibat-
kan responden secara nasional yang mencerminkan miniatur 
masyarakat Indonesia seperti yang terdapat dalam data Badan 
Pusat Statistik [BPS] tahun 2000. Dalam survei tersebut di-
tawarkan beberapa alasan pemilih dalam menjatuhkan pilihan 
politiknya pada pemilu legislatif, baik alasan-alasan yang me-
wakili pendekatan sosiologis (seperti aliran politik, pengaruh 
keluarga, teman, dll), psikologis (seperti kebiasaan memilih, 
ketokohan, dll) maupun rasional (seperti berdasarkan visi/
misi dan program parpol). Adapun hasil temuan survei terse-
but seperti tergambar dalam gambar di berikut  ini.

Gambar 5.3: Alasan Perilaku Pemilih Memilih Partai Tertentu

Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]
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Berdasarkan temuan seperti yang tergambar pada gam-
bar di atas, ternyata unsur psikologis merupakan unsur yang 
paling dominan yang mendasari pemilih dalam menjatuhkan 
pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 2004. Hal itu terlihat 
dengan dominannya alasan kebiasaan (23,5%) yang melatar-
belakangi pilihan politik para pemilih. Selain itu, ditambah 
pula dengan alasan ketokohan yang mencapai 21,4% dan ala-
san karena yakin partai tersebut akan menang, sebesar 3,3%. 
Dengan demikian, jika ketiga alasan tersebut digabungkan 
maka akan terdapat sekitar 48,2% pemilih akan menjatuhkan 
pilihan politiknya pada Pemilu 2004 berdasarkan unsur psikol-
ogis. 

Namun, ternyata alasan rasional cenderung menempati 
alasan kedua yang mendasari pemilih dalam menjatuhkan pi-
lihan politiknya pada pemilu legislatif. Bila kecenderungan da-
lam survei ini tidak berubah, maka pada Pemilu Legislatif 2004 
ada sekitar 22,1% pemilih yang telah memilih partai berdasar-
kan alasan kesukaannya terhadap visi, misi dan programnya.

Sekalipun kecendrungan alasan rasional tersebut lebih 
kecil dibanding alasan psikologis, namun hal itu merupakan 
perkembangan yang menarik sekaligus menggembirakan di 
tengah-tengah adanya keraguan pada unsur  rasional dalam 
Pemilu 2004 lalu. Sedangkan di sisi lain, ternyata hanya sekitar 
19,6% pemilih  saja yang cenderung akan menjatuhkan pilihan 
politiknya berdasarkan unsur sosiologis, yaitu gabungan dari 
sekitar 9,1% dari yang akan memilih partai Islam, sekitar 4,0% 
karena ikut keluarga, sekitar 3,5% karena ikut orang lain, dan 
sekitar 3,0% karena partai nasionalis. Kecilnya kecenderungan 
unsur sosiologis yang mendasari pemilih  tersebut tentunya 
cukup mengherankan bila dikaitkan dengan  banyaknya para 
pengamat politik yang memperkirakan masih dominannya 
politik aliran dalam Pemilu Legislatif 2004. Namun kenyataan-
nya berdasarkan survei tersebut kecenderungan berkembang-
nya politik aliran sangat kecil.

Pertanyaannya sekarang, bila kecenderungan unsur ra-
sional cukup signifikan dibanding unsur sosiologis dalam 
pemilu 2004, visi dan program apa saja yang cenderung disu-
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kai mayoritas pemilih? Berdasarkan survei menjelang Pemilu 
Legislatif 2004, ditemukan bahwa mayoritas pemilih  (68%) 
cenderung memilih masalah ekonomi (seperti sulitnya men-
cari lapangan kerja, mahalnya harga sembako, dll) sebagai isu 
yang paling menarik dibandingkan dengan isu-isu lainnya. 
Besarnya perhatian mayoritas pemilih terhadap isu ekonomi 
tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekecewaan mas-
yarakat terhadap pemulihan ekonomi yang sampai saat ini 
belum dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Krisis ekonomi 
yang berkepanjangan sejak tahun 1997 sampai saat ini secara 
langsung telah membuat pemilih cenderung menempatkan isu 
tersebut sebagai isu yang sangat dominan dan segala-galanya.

Gambar 5.4 : Isu-Isu Dominan Perilaku Pemilih

Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Adanya obsesi yang berlebihan terhadap isu ekonomi 
tersebut membuat mayoritas pemilih cenderung meminggir-
kan isu lain yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya, bah-
kan sudah menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia sekaligus 
sebagai faktor yang mempunyai andil besar dalam menyebab-
kan krisis ekonomi, seperti isu korupsi dan penegakan hukum. 
Berdasarkan temuan survei tersebut, ternyata hanya sekitar 5% 
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dan 5,2% pemilih saja yang menempatkan isu korupsi dan pen-
egakan hukum sebagai isu utama. Padahal kedua isu tersebut 
merupakan isu yang sangat penting, baik dalam memberantas 
penyakit kronis bangsa Indonesia maupun dalam membangun 
sebuah fondasi negara modern pada masa mendatang yang be-
bas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme [KKN]. 

Bila kecenderungan-kecenderungan temuan tersebut kita 
sesuaikan dengan hasil pemilu legislatif yang belum lama ini 
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum [KPU], terdapat 
kecocokan yang melandasi mengapa Partai Golkar meraih su-
ara lebih banyak dibanding partai politik lainnya, termasuk 
PDI-P. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh bebera-
pa hal. Pertama, masih kuatnya unsur kebiasaan pada pemi-
lih  dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu, kedua,  
Hal ini wajar jika terjadi pada Partai Golkar yang sudah lama 
berkiprah dan mengakar sampai ke pedesaan. Adanya ke-
cenderungan romantisme pada era Orde Baru memberikan 
keuntungan tersendiri terhadap partai tersebut. Di sisi lain, 
penurunan yang sangat drastis pada PDI-P disebabkan kare-
na banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja par-
tai tersebut, khususnya terhadap pemerintahan Megawati da-
lam bidang ekonomi. Berdasarkan survei LSI pada April 2004, 
sekalipun secara makro ekonomi terlihat adanya peningkatan, 
akan tetapi sekitar 44,7% pemilih memandang “buruk” terha-
dap kondisi ekonomi nasional pada pemerintahan saat ini, se-
dangkan sekitar 27,2% memberikan nilai “sedang”, 16,0% lain-
nya memberikan nilai “sangat buruk”, dan hanya sekitar 7,3% 
saja yang memberikan nilai “baik”. Dari hasil survei tersebut 
terlihat gambaran kekecewaan terhadap partai politik yang 
berkuasa saat itu dan memberikan hukumannya pada pemilu  
legislatif yang lalu. 

Dalam survei yang dilakukan oleh LP3ES, FRI, YAPPIKA 
dan NDI terdapat analisa temuan mengenai ke mana larinya 
para pemilih PDI-P dalam Pemilu 2004. Dalam survei tersebut 
terdapat temuan bahwa turunnya suara PDI-P pada Pemilu  5 
April 2004 karena banyaknya pemilih yang lari ke partai lain, 
yaitu sebesar 8% pemilih lari ke Partai Demokrat dan 7% be-
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ralih ke partai Golkar. Dalam survei tersebut juga ditemukan 
keterangan bahwa naiknya suara Partai Keadilan Sejahtera 
[PKS] merupakan hasil pengalihan suara pemilih partai ber-
basis Islam lainnya di luar PKB, yaitu sebesar 9% dari yang 
memilih PPP dan sekitar 16% dari yang memilih PAN pada 
Pemilu 1999 sebelumnya. Selain itu, jargon “bersih dan lebih 
peduli” serta kampanye simpatik yang dibangun oleh PKS se-
lama  ini ternyata mampu menarik simpati banyak kalangan, 
khususnya di kalangan perkotaan. Faktor lain yang mampu 
mendongkrak perolehan suara PKS adalah karena tingginya 
loyalitas pemilih PKS pada Pemilu 1999 untuk tetap memilih 
partai tersebut. 

Sedangkan perolehan suara yang signifikan pada Partai 
Demokrat, sekalipun merupakan partai baru, merupakan 
dampak ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono yang sema-
kin lama semakin popular di kalangan para pemilih. Peristiwa 
dramatis yang membuat SBY ke luar dari Kabinet Megawati 
merupakan titik tolak munculnya simpati dan dukungan yang 
luar biasa dari banyak kalangan di masyarakat. Dalam konteks 
inilah unsur psikologis banyak bermain, dan SBY mampu me-
manfaatkan momentum tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian, berbeda dengan 
fenomena Partai Demokrat dan PKS, mengapa partai politik 
yang baru lainnya tidak mendapatkan suara signifikan bahkan 
tidak mampu melewati electoral threshold. Jawabannya dapat 
mengacu pada temuan-temuan survey di atas yang menga-
takan dominannya faktor kebiasaan dalam memilih partai ser-
ta pentingnya unsur ketokohan dalam partai politik membuat 
partai politik baru kurang dikenal oleh para pemilih. Partai 
baru umumnya tidak mempunyai tokoh nasional yang be-
nar-benar sudah dikenal secara luas. Selain itu, adanya pem-
batasan kampanye hanya beberapa minggu sebelum pemilihan 
sangat merugikan partai-partai baru tersebut. Sebab, mereka 
tidak punya waktu dan sarana untuk mengenalkan partainya 
terhadap masyarakat selain hanya pada saat masa kampanye, 
sedangkan partai-partai besar secara tidak langsung sering 
melakukan kampanye terselubung. 
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Tidak jauh berbeda dengan unsur yang dominan pada 
pemilu legislatif, tingkah laku pemilih dalam pemilu presi-
den juga cenderung lebih didominasi oleh unsur psikologis, 
dibandingkan unsur rasional maupun sosiologis. Berdasarkan 
survei LSI menjelang pemilu presiden dan wakil presiden pada 
5 Juli 2004, ternyata alasan “kepribadian” merupakan alasan 
yang disukai mayoritas pemilih dalam menjatuhkan pilihan-
nya pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, 
yaitu sebesar 33%. Sedangkan alasan kemampuan dalam men-
gatasi masalah keamanan dipilih oleh sekitar  17,8% dan alasan 
kemampuan dalam mengatasi masalah ekonomi dipilih sekitar 
17,5%. Tidak jauh berbeda dengan pemilu legislatif, alasan ke-
mampuan dalam memberantas korupsi hanya mendapatkan 
dukungan dari sekitar 6,3% saja, dan hanya sekitar 4,7% saja 
yang menghendaki dari kalangan tokoh Islam sekalipun may-
oritas pemilih adalah Muslim.

Gambar  5.5 : Rasionalitassasi Memilih Calon Presiden (%)

Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Secara lebih spesifik, keperibadian yang dipersepsikan 
oleh mayoritas pemilih adalah kandidat yang mempunyai 
kewibawaan, perhatian pada rakyat dan jujur. Di antara kelima 
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kandidat presiden yang berkompetisi dalam pemilu yang lalu, 
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kandidat yang dipan-
dang mempunyai kepribadian paling baik dibandingkan den-
gan calon presiden lainnya oleh mayoritas pemilih. Kualitas 
kepribadian SBY tersebut terekspos dan diekspos secara luas 
di berbagai media massa sebelum dan pada saat pemilu. Selain 
itu, besarnya perhatian pemilih terhadap isu keamanan dan 
ekonomi membuat SBY semakin populer di masyarakat pemi-
lih dibandingkan dengan kandidat lainnya. 

5.7. Pemilih Muslim  Semakin Moderat
Pemilu 2004, selain menunjukan besarnya unsur psikolo-

gis pada perilaku pemilih, juga menunjukan semakin surutnya 
popularitas partai partai yang berlandaskan agama, khususn-
ya partai-partai Islam. Besarnya jumlah pemilih yang berag-
ama Islam (89%) ternyata tidak membuat perolehan suara par-
tai-partai Islam menjadi dominan, bahkan sebaliknya. Yang 
dimaksud partai-partai Islam disini adalah partai politik yang 
diri berasaskan Islam. Partai yang masuk ke dalam kategori ini 
adalah PPP, PKS, PBB, PBR, PPNUI dan PSI. Selain keenam 
partai Islam formal tersebut, ada pula partai yang secara sosi-
ologis bisa digolongkan ke dalam partai Islam karena berakar 
dan berbasiskan kepada organisasi sosial Islam seperti NU dan 
Muhammadiyah, yaitu PKB dan PAN. Sekalipun kedua partai 
tersebut menyatakan diri sebagai partai terbuka untuk semua 
jenis agama dan golongan, dan secara formal tidak menyatakan 
diri sebagai partai Islam, tetapi kuatnya peranan dan pengaruh 
kedua organisasi masyarakat Islam tersebut membuat secara 
sosiologis kedua partai tersebut dapat disebut sebagai partai 
Islam. 

Tidak jauh berbeda dengan Pemilu 1999, 2004 dan 2009 per-
olehan suara partai-partai Islam berada jauh di bawah perole-
han suara partai partai kebangsaan seperti Partai Golkar dan 
PDI-P sekalipun mayoritas pemilih beragama Islam. Sekalipun 
perolehan suara partai-partai Islam tersebut digabungkan, 
tetap tidak mampu mengungguli perolehan gabungan suara 
kedua partai kebangsaan tersebut, apalagi jika ditambah den-
gan partai kebangsaan lainnya seperti Partai Demokrat, dll. 
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Sebab, jumlah total perolehan suara partai-partai Islam hanya 
mencapai 22,44% yang berasal dari PPP (8,15%), PKS (7,34%), 
PBB (2,62%), PBR (2,44%), PPNUI (0,79%) dan PSI (0,60%). 
Dibandingkan dengan hasil Pemilu 1955, nampak sekali terjadi 
penurunan yang cukup signifikan. Pada Pemilu 1955 gabun-
gan perolehan suara partai Islam mencapai 43,5%, yang ber-
asal dari Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PSII (2,9%) dan Perti 
(1,3%). Sekalipun suara partai Islam formal tersebut ditambah 
partai Islam sosiologis seperti PKB dan PAN, tetap saja mere-
ka tidak mampu mengungguli gabungan perolehan suara par-
tai-partai kebangsaan yang mencapai 58,42% suara.

Kecilnya perolehan suara partai-partai Islam tersebut mem-
buktikan bahwa unsur sosiologis keagamaan mempunyai pen-
garuh yang kurang signifikan. Hal ini sekaligus menunjukan 
bahwa politik aliran yang berdasarkan agama tidak mendapat-
kan tempat pada mayoritas pemilih. Besarnya perolehan suara 
PPP bukan karena keIslamannya, melainkan karena adanya 
unsur “kebiasaan memilih” pada sebagian pemilih sehubungan 
partai tersebut sudah lama keberadaanya. Sedangkan besarnya 
perolehan suara PKS juga bukan karena partai tersebut sema-
ta mata partai yang berasaskan Islam, melainkan akibat kam-
panye dengan jargon “bersih dan lebih peduli” yang banyak 
menarik perhatian pemilih. Sedangkan perolehan suara par-
tai-partai Islam yang lebih sering memainkan sentimen Islam 
— seperti PBB, PBR, PPNUI — justru memperoleh suara yang 
sangat kecil bahkan tidak lolos electoral threshold yang ditetap-
kan KPU. Sedangkan perolehan suara partai-partai yang tidak 
memainkan sentimen Islam — yaitu partai-partai yang bera-
saskan Pancasila seperti Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, juga 
PKB dan PAN — justru lebih mendapatkan tempat di mata 
pemilih, bahkan juga mungkin di kalangan pemilih muslim 
yang religius. 

Kecenderungan pada pemilu legislatif tersebut juga terjadi 
pada pelihan raya presiden. Calon presiden yang murni ber-
asal dari kalangan Islam, dan terutama yang sering memain-
kan sentimen Islam tidak begitu populer. Mereka kalah pop-
uler dibandingkan kandidat-kandidat yang jarang atau tidak 
pernah memainkan sentimen agama seperti Susilo Bambang 
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Yudhoyono. 
Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab semakin mod-

eratnya pemilih Muslim yang mengakibatkan semakin tidak 
populernya partai partai Islam tersebut. Pertama, budaya poli-
tik Orde Baru yang sangat represif terhadap politik syariat 
Islam di wilayah publik telah bekerja secara efektif. Penerapan 
asas tunggal Pancasila pada tahun 1985 membuat syariat Islam 
mengalami marginalisasi bahkan di kalangan pemilih Muslim 
yang religius sekalipun. Kedua, terjadinya moderasi dan plu-
ralisasi di kalangan dua organisasi besar Islam sendiri, NU 
dan Muhammdiyah. Kalangan elit dari kedua ormas tersebut 
sudah sering mempararelkan ajaran Islam dengan demokra-
si. Akibatnya, wacana negara Islam dan Piagam Jakarta pun 
menjadi semakin tidak popular dan tidak relevan. Ketiga, per-
an cendekiawan Muslim sendiri yang menanamkan kesadaran 
pluralisme dalam Islam banyak mempengaruhi warga Muslim 
perkotaan seperti yang sering dilakukan oleh Nurcholis Madjid 
atau Jaringan Islam Liberal di kalangan kaum muda. 

Selain faktor-faktor di atas, kegagalan partai-partai Islam 
tersebut juga disebabkan oleh karena kinerja dan program par-
tai Islam itu sendiri yang tidak populis, melainkan lebih sering 
bergerak dalam tataran ideologi dan bahkan cenderung norma-
tif. Sedangkan isu-isu nyata yang berdampak langsung pada 
masyarakat, seperti isu ekonomi, seringkali kurang mendapa-
tkan perhatian. Akibatnya, partai-partai Islam semakin   jauh 
dan terasing dari habitatnya sendiri yang bergulat dengan su-
sah payah untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan 
dasarnya. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kri-
sis multidimensional yang sudah terjadi di Indonesia sedikit 
banyak membawa dampak positif berupa mulai munculnya 
rasionalitastas dan sikap pragmatis pada perilaku pemilih di 
Indonesia, sekalipun pada awal-awal menjelang pemilu ter-
dapat hal-hal yang mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan 
dengan semakin menguatnya kecenderungan para pemilih 
menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan pertimbang- 
an-pertimbangan rasional dalam memperbaiki keadaan. 
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Meskipun demikian unsur psikologis masih tetap merupa-
kan unsur yang paling dominan pada perilaku pemilih pada 
Pemilu 2004 . Yang cukup menarik, ternyata politik aliran atau 
unsur- unsur sosiologis dalam perilaku pemilihh jumlahnya 
tidak signifikan dibandingkan dengan persepsi yang selama 
ini dikhawatirkan oleh sebagian pengamat politik. Sedangkan 
yang cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan adalah 
fenomena yang terjadi pada pemilih Muslim. Disebut meng-
gembirakan karena dengan semakin lemahnya kecenderungan 
politik aliran pada pemilih dalam menjatuhkan pilihan politi-
knya, pemilih Muslim bertindak semakin pragmatis dan non 
ideologis. Sedangkan disebut menyedihkan sehubungan kecil-
nya perolehan suara partai-partai Islam di tengah-tengah pemi-
lih yang justru mayoritas beragama Islam. Partai-partai Islam 
semakin tidak popular justru di kandangnya atau di habitatn-
ya  sendiri. Kenyataan tersebut seharusnya harus benar-benar 
mendapatkan perhatian tokoh-tokoh partai politik yang bera-
saskan Islam bila ingin tetap eksis dan berkiprah pada pemilu 
selanjutnya. Sebab, mereka tidak akan lagi mampu memaink-
an sentimen agama hanya demi meraih kekuasaan dan jabatan.

Data diatas menunjukan ada empat daerah yang me-
menangkan Pilkada dipilih oleh pemilih yang jumlahnya ti-
dak mengungguli pemilih yang tidak memilih. Pemenang di 
Kabupaten Bengkalis selisih 2%, Kabupaten Kampar selisih 
sekitar 1%, Kabupaten Rokan Hilir selisih sekitar 6%, dan Kota 
Pekanbaru selisih jauh yaitu sekitar 25%. Pemenang di Kota 
Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Siak Sri 
Indrapura tidak jauh mengungguli pemilih yang tidak memi-
lih. Hanya pemenang di Kabupaten Pelalawan dan kuans-
ing yang mampu mengungguli agak jauh pemilih yang tidak 
memilih. 



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek180



Perilaku Pemilih Teori dan Praktek 181

Bab 6

Realisasi Pemilih Rasional dan Irasional

6.1. Pemilih Rasional
Faktor  yang perlu diperhatikan dalam menentukan sikap 

memilih ialah aspek keseriusan kandidat dalam menyam-
paikan visi, misi dan program kerjanya1. Dalam penyelengga-
raan sebuah kampanye politik, penyampaian visi dari kandi-
dat kepala daerah mempunyai peranan yang signifikan dalam 
proses suara. Bagi pemilih yang rasional, visi yang disampai-
kan akan dipertimbangkan semasa dia menentukan pilihan 
politiknya. Bahan/isi dari visi dan kaedah penyampaian harus 
disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Bahan pe-
nyataan misi yang menyentuh keadaan masyarakat boleh me-
narik masyarakat untuk memilih kandidat tersebut. Kaedah 
penyampaian visi yang dilakukan secara berulang-ulang mela-
lui media visual amat berpengaruh semasa kampanye pemilu. 

Semasa menganalisis perilaku pemilih melalui pendekat-
an pilihan rasional (rational choice), didapati bahwa hal yang 
akan menentukan pilih dalam sebuah pemilu bukanlah ikatan 
sosial struktural ataupun ikatan partai yang kukuh tetapi ha-
sil penilaian rasional dari penyataan-penyataan yang dibuat 
oleh kandidat. Pilihan-pilihan rasional ini dilakukan dengan 
pendekatan penilaian terhadap visi, program, isu yang diba-
wa oleh seseorang kandidat, penilaian terhadap kualitas prib-
adi kandidat maupun partai politik yang pendukung kandi-
dat, serta situasi-situasi politik tertentu yang berkaitan dengan 
salah satu kandidat yang akan dipilih oleh pemilih. 

1 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, cetakan IV, Penerbit 
Fokus Media, Bandung.  2003, hlm, 118-119
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Memandangkan visi merupakan iktisar dari rangkaian 
tindakan (action) yang akan dilakukan oleh kandidat, visi me-
mainkan peranan yang penting dalam memberikan kefahaman 
kepada pemilih umum tentang seseorang kandidat, khususnya 
tentang masalah yang akan dibuat oleh kandidat yang masuk 
bertanding. Dasar dari rumusan visi merupakan cita-cita yang 
ingin dicapai oleh kandidat dalam tempo waktu tertentu. 

Masalah yang sering terjadi ialah semasa merumus visi 
mereka, para kandidat kepala daerah didapati kurang mema-
hami dan mendalami keadaan yang sebenarnya yang dihadapi 
oleh para pemilih di sebuah daerah. Alhasil, visi yang dibawa 
tidak mencerminkan realitas atau kelihatan hambar dan san-
gat normatif. Hal ini  menyebabkan pemilih tidak begitu ter-
tarik terhadap visi yang dibawa oleh seseorang kandidat kepa-
la daerah semasa kampanye pemilihan dijalankan, walaupun 
pemilih tersebut merupakan pemilih yang rasional. 

Hasil ini membuktikan bahwa pemilih tidak mempertim-
bangkan visi sebagai alasan dalam menentukan pilihan mer-
eka terhadap kandidat kepala daerah. Terdapat pelbagai hal 
yang mempengaruhi kenyataan di atas, antaranya termasuk-
lah keakraban hubungan, serta ikatan-ikatan budaya dan emo-
si yang kuat sehingga menewaskan faktor rasionalitas. 

Kelompok yang tidak rasional mengakui bahwa mereka 
tahu secara umum visi yang disampaikan oleh setiap kandidat 
kepala daerah tetapi mereka  mengabaikan visi tersebut kare-
na pada pendapat mereka yang penting ialah kandidat dapat 
memberikan kesejahteraan kepada mereka tidak peduli apa 
saja retorika yang digunakan oleh kandidat. Dalam hati mere-
ka, mereka sudah menetapkan kandidat yang mana yang akan 
mereka dukung.  

Penyampaian visi semasa kampanye politik berjalan mem-
punyai peranan yang penting dalam proses pungutan suara 
atau pilih bagi kandidat kepala daerah dalam proses pilkada. 
Visi yang dimaksudkan boleh membina karakter para kandi-
dat sehingga ia menjadi pengikat antara kandidat kepala daer-
ah dengan para pemilih. 
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Kandidat kepala daerah sewajarnya memberikan bayangan 
kepada para pemilih bahwa dirinya layak untuk dipilih men-
jadi pemimpin. Salah satu bentuk bayangan ialah visi dirinya 
jika terpilih menjadi pemimpin. Apabila masyarakat pemi-
lih tidak memahami visi para kandidat kepala daerah, maka 
pemilih tidak akan mempunyai bayangan visi kandidat yang 
boleh membantu pemilih membuat pilihan politiknya.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan peranan komuni-
kasi politik dalam kampanye pilkada, dapat dikatakan bahwa 
tujuan para kandidat memberikan gambaran visi bagi mem-
bolehkan pemilih menentukan pilihan politiknya tidak menca-
pai sasaran. Pemaparan visi kandidat kepala daerah bukan ha-
nya sekadar memberikan pertimbangan kepada pemilih bagi 
meraih pilih, tetapi ia juga menunjukkan kemampuan para 
kandidat mewujudkan komunikasi dengan para pemilih da-
lam cara atau bentuk komunikasi yang berbeda seperti  meng-
gunakan media visual.

Kelemahan-kelemahan para kandidat kepala daerah dalam 
mewujudkan komunikasi dengan para pemilihnya seperti yang 
dapat dilihat dengan kurangnya pengetahuan pemilih tentang 
visi para kandidat kepala daerah boleh disebabkan oleh :
1. Pemilih tidak faham maksud visi itu sendiri dari aspek ba-

hasa. 
2. Pengalaman pemilih tentang kegagalan kandidat kepala 

daerah yang sebelum ini gagal merealisasikan visi mereka 
secara konkrik.

3. Masalah teknis seperti waktu yang singkat antara wak-
tu kampanye dengan proses pemungutan suara menye-
babkan kandidat kepala daerah mempunyai masa yang 
pendek untuk berkomunikasi dengan para pemilih. 

4. Kesadaran politik pemilih yang sudah memahami prinsip 
proses kampanye politik para kandidat kepala daerah.
Hasil konkrit yang terlihat dari pemaparan visi seseorang 

kandidat kepala daerah ialah adanya semangat berkobar-ko-
bar dari pemilih untuk menggunakan hak pilihannya terhadap 
kandidat kepala daerah tersebut. Walaupun visi yang baik bu-
kan satu-satunya faktor yang mendorong pemilih membuat 
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pilihannya tetapi hal ini penting terutama sekali bagi menar-
ik pemilih yang berfikir semasa membuat pilihan, khususnya 
pemilih yang berpendidikan tinggi.

Meskipun visi dari para kandidat kepala daerah menjadi 
pegangan kepada para pemilih dalam  menentukan pilihan 
politik mereka, namun terdapat juga pegangan lain yang digu-
nakan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihan politiknya 
dalam pilkada seperti program kerja, latar belakang suku dan 
agama, dan beberapa pegangan lain

Visi dan misi seseorang kandidat pemimpin lazimnya 
menggambarkan masalah yang ingin dicapai oleh pemimpin 
dan strategi-strategi yang akan diupayakan demi mencapai 
tujuannya. Dalam melaksanakan sesuatu visi, mis harus lebih 
bersifat penjelasan, ringkas, padat, dan tepat.  

Penyampaian misi mengandungi beberapa tujuan yaitu ; 
1. Ia merupakan sebagian dari usaha seseorang kandi-

dat kepala daerah bagi meyakinkan khalayak pemilih 
bahwa visi yang disampaikan adalah ilmiah dan realistik. 
Penyampaian misi seharusnya dapat mempengaruhi pili-
han khalayak pemilih dalam memilih seseorang kandidat. 

2. Ia memberi gambaran yang konkrit kepada khalayak pemi-
lih tentang visi/ pandangan seorang kandidat kepala dae-
rah terhadap suatu  keadaan beserta rancangan-rancangan 
masa hadapan yang ingin dilaksanakan bagi mengekalkan 
keadaan tersebut atau mengubah keadaan semula. 

3. Ia bertindak memberi pengetahuan politik kepada khalay-
ak pendidik dengan menjelaskan misi seseorang kandidat 
kepala daerah. Dengan adanya misi, khalayak pemilih bo-
leh memahami apa juga permasalahan yang dihadapi oleh 
daerah mereka dan mencari jalan penyelesaiannya. Dengan 
ini,  diharapkan khalayak pemilih akan mempunyai daya 
kritis bagi bersikap rasional.  
Dalam konteks pilihan rasional, apabila seseorang pemi-

lih merasa bahwa dia tidak akan mendapat apa-apa manfaat 
dari kandidat kepala daerah yang sedang bersaing, pemi-
lih tersebut tidak akan memilih pilihannya dalam pemilu 
(Downs 1957:261). Keputusan ini dibuat berlandaskan pengi-
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raan ekonomi yakni  pengiraan biaya yang dikeluarkan  ada-
lah lebih besar  berbanding apa yang akan diterimanya kelak. 
Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa kandidat kepala 
daerah yang bersaing akan berusaha untuk mengemukakan 
pelbagai program bagi menarik simpati dan minat pemilih un-
tuk memilih dirinya. Namun, apabila kandidat kepala daerah 
itu gagal mempromosikan programnya kepada pemilih, maka 
pilihan untuk tidak memilih merupakan hal yang rasional ke-
pada pemilih.

Seseorang pemilih yang rasional tentunya akan berusaha 
memahami misi seseorang kandidat kepala daerah dengan 
teliti tetapi hal ini tidak dialami oleh para pemilih yang ku-
rang mempedulikan aspek-aspek rasional yaitu faktor-faktor 
simbol ketokohan seseroang pemimpin, ikatan-ikatan sosiobu-
daya dan harapan pragmatik yang lebih menonjol berbanding 
misi yang disampaikan. Dalam setiap pelaksanaan kampanye 
pemilu, baik semasa pemilihan kepala daerah maupun dalam 
kampanye pemilihan legislatif, penyampaian visi dan misi 
para kandidat kepala daerah berperanan dalam mendapatkan 
suara yang banyak.  Walaupun terdapat beberapa kasus yang 
memperlihatkan kandidat-kandidat tidak menyampaikan visi 
dan misi mereka dalam kampanye secara terbuka, namun bagi 
para pemilih, visi dan misi para kandidat tetap menjadi pegan-
gan utama yang mereka pertimbangkan dalam menentukan 
pilihan politik mereka. Sama seperti peranan penyampaian visi 
para kandidat dalam pilkada, penyampaian misi juga berper-
anan dalam melahirkan komunikasi politik antara para kan-
didatdengan pemilihnya. Kegagalan mewujudkan komunikasi 
politik yang baik antara para kandidatdengan pemilihnya akan 
meninggalkan masalahterhadap suara dalam sebuah pemilu.

Tingkat kepercayaan pemilih terhadap misi seorang kandi-
dat kepala daerah juga cukup tinggi. Walaupun terdapat ban-
yak faktor yang menyebabkan hal ini, antaranya faktor pemilih 
yang lebih melihat aspek kredibilitas seseorang kandidat kepa-
la daerah, sehingga apa-apapun misi yang disampaikan kemu-
diannya oleh kandidat kepala daerah ini, misi tersebut lazim-
nya dikaitkan dengan kredibilitas peribadi kandidat kepala 
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daerah tersebut. 
Selain dari visi dan misi mereka, komponen yang menjadi 

nilai pelaris bagi seseorang kandidat kepala daerah ialah pen-
yampaian program-program kandidat kepala daerah itu sendiri. 
Kandidat kepala daerah lazimnya menonjolkan program-pro-
gram politik, ekonomi dan sebagainya dalam kampanye politi-
knya. Program-program ini seterusnya mampu menjadi komu-
nikasi politik yang baik antara kandidat kepala daerah dengan 
para masyarakat pemilih. Ini karena program-program yang 
direncanakan oleh kandidat kepala daerah dan dilaksanakan 
oleh kandidat kepala daerah apabila memenangi pemilu akan 
selalu dikenang oleh para pemilihnya. 

Pendekatan rasional yang dipopularkan oleh Downs (1957) 
mengandaikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara 
rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan 
suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas sosial, 
latar belakang orang tua, dan lain sebagainya. Dalam kon-
teks pilihan rasional, apabila pemilih merasa tidak mendapat 
faedah dengan memilih partai atau kandidat kepala daerah 
yang sedang bersaing, dia tidak akan melakukan pilihan pada 
pemilu (Downs 1957:261). Hal ini dilandaskan pada perkiraan 
sosial ekonomi, yakni masa yang terbuang tidak akan mengun-
tungkan dirinya. Oleh itu jalan terbaik bagi pemilih ialah den-
gan melakukan kegiatan atau aktivitas hariannya (Pappi 1996).

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa kandidat kepala 
daerah atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusa-
ha untuk menyarankan pelbagai program bagi meraih simpati 
dan keinginan pemilih untuk memilih. Namun, apabila par-
tai atau kandidat kepala daerah gagal mempromosikan pro-
gramnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih 
adalah rasional bagi pemilih. Dalam hal ini, program yang 
bersesuaian, cara penyampaian program yang berkasusan, 
dan contoh teladan yang baik serta konsistensi dalam melak-
sanakan program merupakan kunci kejayaan seseorang kandi-
dat kepala daerah dalam menjadikan faktor program sebagai 
pertimbangan yang akan menyebabkan pemilih memilih kan-
didattersebut sebagai kepala daerah.  
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Model proses yang menitikberatkan rangkaian-rangkaian 
aktivitas dimulakan dengan fase kasusedaran, fase analisis dan 
fase tindakan. Ini berarti pemilih perlu mengenal para kandi-
dat kepala daerah semasa kampanye berjalan dan menganal-
isis program yang direncanakan sebelum mengambil apa-apa 
keputusan. Jika hal ini tidak dilakukan, pemilih akan menye-
sal apabila hasil dari alternatif yang dipilih dengan hasil pili-
han tidak sejalan dengan keputusan yang ditetapkan.  Ini akan 
melahirkan model ‘decisional balance’ yaitu akibat dari alternatif 
yang dipilih dalam satu pemutusan khususnya akibat untung 
dan rugi kepada pemilih itu sendiri. 

Enelow dan Hinich (1981) meneliti pengaruh isu dan ma-
salah dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam 
kajian mereka, mereka menyimpulkan bahwa pemilih mem-
beri perhatian yang mendalam terhadap cara kandidat(partai 
politik atau kandidatperwakilan) mengemukakan penyelesa-
ian sebuah isu permasalahan. Semakin efektif kandidatmer-
encanakan penyelesaian yang tepat untuk mengurai perma-
salahan, semakin tinggi kemungkinan kandidatdipiilh oleh 
para pemilih. Para pemilih cenderung untuk tidak memilih 
partai politik atau kandidatyang tidak berupaya menawarkan 
program kerja dan hanya bergantung kepada spekulasi dan 
atribut partai politik.

Semasa kampanye pemilu sedang berlangsung, hampir 
kasusemua kandidatmengunjungi segala pelosok kampung 
bagi menyampaikan program-program politik atau semasa 
berdialog dengan para pemilih, kandidat kepala daerah sering 
mengungkap kata-kata berikut: “saya tidak menjanjikan ses-
uatu tapi kita lihatlah nanti seandainya saya dipercaya mas-
yarakat”. Penyataan ini menunjukkan bahwa seseorang kandi-
datitu tidak bertanggungjawab dan tidak tahu apa yang akan 
dilaksanakan demi kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat 
yang dilawatinya. 

Ada juga kandidat dalam ucapannya membuat penyataan 
yang meragukan dan tanpa kepastian seperti “iuran sekolah 
akan kita bebaskan sesuai dengan kemampuan keuangan daer-
ah.”  Kalau benar mau diberi pengecualian iuran, hal ini harus 
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dilaksanakan tanpa perlu mengaitkan pengecualian ini den-
gan kemampuan anggaran daerah. Jika tidak akan timbul ker-
aguan tentang pelaksanaan program ini. Penyataan-penyataan 
begini boleh diperdebatkan kebenarannya dan hanya coba 
mendapatkan simpati pemilih tetapi tidak mempunyai peran-
cangan yang jelas. Ada juga kandidatyang menyadari masalah 
di daerah masing-masing tetapi tidak boleh memikirkan jalan 
penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat tidak be-
rupaya untuk membela kepentingan dan nasib rakyat jelata

6.2. Pemilih Irasional
Faktor latar belakang sosial yang sama sering dijadikan 

rujukan utama dalam menentukan pilihan seseorang pemi-
lih.  Kajian empiris yang dijalankan oleh . Barelson et al. (1954) 
membuktikan bahwa setiap orang akan berusaha untuk mem-
pertahankan sifat homegen (persamaan/kasuseragaman) 
lingkungan sosialnya bagi mengelak dari berlakunya konflik.   

Para sarjana ini berpendapat bahwa mereka berhasil men-
getahui satu fakta bahwa individu memilih rakan-rakan dan 
tema-teman yang berbagi pandangan politik dan mempunyai 
sifat yang lebih kurang sama. Hal ini menunjukkan bahwa 
kandidatyang dipilih itu akan dikaitkan dengan ciri-ciri persa-
maan tertentu dan informasi politik yang ada diterima secara 
selektif saja bagi memastikan yang keharmonian tetap terpeli-
hara. 

Hakikatnya masalah begini bukan saja berlaku dalam mas-
yarakat kita. Sikap apatis dan skeptis terhadap satu  proses 
politik seperti pemilu sering berlaku. Hal ini disebabkan oleh 
berbagai-bagai faktor, termasuklah tidak ada pengetahuan 
yang mencukupi tentang budaya yang membuatkan pemi-
lih tidak memahami antipati proses politik seperti pilkada. 
Kurangnya pengetahuan juga menyebabkan pemilih bersifat 
acuh tidak acuh.  

Selain itu, peristiwa-peristiwa politik atau dasar pemer-
intah yang merugikan yang berlaku berulang kali juga boleh 
mempengaruhi pemilih.  Pemilih boleh jadi kecewa atau trau-
ma atas kegagalan dasar yang dilaksanakan.  Atau dalam pe-
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merintahan yang berwenang, pemerintah tersebut dengan sen-
gaja dan secara bersistem tidak memberi pendidikan politik 
kepada rakyatnya (depolitisasi) sehingga timbul keadaan poli-
tik dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan pemilih ti-
dak memainkan peranan penting dalam proses pemilihan dan 
kalaupun pemilih terlibat, pemilih hanya memainkan peranan 
yang pasif. 

Pemilih yang lebih memilih kandidat kepala daerah yang 
memiliki latar belakang sifat yang sama, beranggapan bahwa 
kandidat kepala daerah yang memiliki persamaan sifat den-
gannya dianggap lebih dapat memahami kepentingan pemi-
lih. Kandidat begini dilihat dapat mengutamakan kepentingan 
pemilih apabila terpilih menjadi kepala daerah. Faktor persa-
maan sifat ini kurang menitik beratkan faktor rasionalitastas 
seperti kandungan visi dan misi maupun program yang diren-
canakan, aspek pengalaman, integritas, dan usaha kandidat 
kepala daerah. Faktor-faktor ikatan yang terbentuk dari dasar 
persamaan sifat ini lebih dipertimbangkan.  

Hal ini menunjukkan bahwa persamaan faktor pendidikan 
kurang  diperhatikan. Ini karena mayoritas pemilih berangga-
pan bahwa pendidikan formal yang tinggi bukanlah satu jam-
inan yang kandidat kepala daerah tersebut berupaya menjadi 
pemimpin yang baik atau tidak. Secara empirisnya, mereka 
memperhatikan bahwa terdapat beberapa pemimpin nega-
ra atau daerah yang tidak berpendidikan tinggi tetapi masih 
dapat memimpin dengan baik dan menjalankan amanah mer-
eka sebagai pemimpin. 

Faktor latar belakang pendidikan yang sama bukanlah 
suatu pengaruh yang kuat bagi seorang pemilih untuk me-
nentukan pilihannya. Hal ini karena persamaan latar belakang 
kelulusan tidak mengukuhkan ikatan psikologi dan sosiologi 
antara pemilih dengan kandidat kepala daerah. Asumsi bah-
wa pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan 
seseorang kandidat kepala daerah untuk memimpin adalah 
bersifat lebih formal dan prosedural. Aspek ini tidak begitu 
diutamakan oleh pemilih dalam membuat pilihannya. Namun 
begitu ada juga pemilih yang berpandangan bahwa hal ini 
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penting untuk menaikkan nama sekolah mereka dahulu.
Keadaan ini memang sering terjadi karena kebanyakan 

kasusetiaan masyarakat terhadap partai bukanlah disebabkan 
faktor ideologi seperti persamaan visi dan program perjuan-
gan tetapi lebih kepada hal-hal pragmatik seperti sebab-sebab 
ekonomi, pengaruh media massa, serta lingkungan sosial yang  
menyumbang besar dalam membentuk persepsi pemilih. Ini 
karena mayoritas partai politik yang ada belum lagi memain-
kan peranannya untuk melakukan agregasi politik dan mem-
berikan pendidikan politik. Hal ini menyebabkan kasusetiaan 
pada partai politik masih bersifat pragmatik dan sementara. 
Terdapat juga kasusetiaan pada partai politik didorong oleh 
kasusetiaan pada tokoh dalam partai politik tersebut. Hal ini 
wajar terjadi karena dalam masyarakat praindustri seperti 
Indonesia, budaya feodal seperti patron-klien dan pengagun-
gan yang berlebihan terhadap seseorang tokoh masih men-
dominasi kasusedaran pemilih.   

Selain hal di atas, faktor persamaan latar belakang agama 
dan kepercayaan juga berperanan dalam persepsi pemilih bagi 
menentukan pilihannya terhadap salah satu kandidat kepala 
daerah. Malah hingga kini, isu perbedaan agama sering di-
munculkan untuk mencemarkan nama baik salah seorang kan-
didat kepala daerah.  

Agama merupakan aspek penting dalam pembentukan 
perilaku pemilih di Indonesia. Sejumlah peneltian membuk-
tikan bahwa agama memiliki korelasi yang jelas dengan per-
ilaku pemilih. Beberapa kajian yang dilakukan pada era orde 
baru dengan iklim politik yang jauh berbeda dengan situasi 
pada hari ini menunjukkan terdapat penurunan dalam aspek 
faktor agama sebagai pembentukan perilaku pemilih.

Dalam pemilu yang relatif demokrasi pada tahun 1955, 
jumlah pendukung gagasan partai Islam berhubung erat den-
gan tingkat ketaatan pemilih menjalankan ibadah(Mulkhan : 
1995). Kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh kajian terhadap per-
ilaku pemilih di  luar Pulau Jawa (Gaffar : 1992) dan perilaku 
pemilih masyarakat bandar di Bandar Lampung (Suwondo : 
1997).
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Menurut Gaffar, orientasi sosio-agama mempunyai ko-
relasi yang nyata terhadap perilaku pemilih Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 
Golongan santri (alim agama) cenderung memilih partai Islam 
dan kaum abangan (mereka yang tidak begitu mematuhi ag-
ama mereka) memilih partai yang tidak mempertahankan dan 
memajukan Islam. Dalam pemilu tahun 1982, pemilih ”sant-
ri kuat” pendukung partai Islam, sementara  ”abangan kuat” 
pendukung PDI. Pemilih yang turut memilih dalam pemilu 
1997 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Elemen-
elemen pertengahan dari santri dan abangan memberi jumlah 
terbesar kepada para pemilih Golkar.

Antara pemilih kajian tersebut, pemilih PPP yang diang-
gap sebagai partai Islam mempunyai landasan ideologi yang 
kukuh. Meraka berpendirian bahwa seorang muslim yang baik 
berpegang teguh pada Islam secara menyeluruh. Ini termasuk 
memilih partai Islam. Sementara kalangan pemilih PDI tidak 
menunjukan alasan ideologi yang jelas. Sejumlah 32 persen 
memilih partai PDI karena tidak menyukai partai Golkar dan 
PPP.

Selain itu, perbedaan santri dan abangan datang dari per-
bedaan institusi yang menaungi mereka. Institusi masjid dan 
mushola (surau) membentuk sikap dan perilaku para santri. 
Masjid merupakan tempat penanaman nilai-nilai yang mem-
bentuk dasar kepaduan (solidaritas) dan persaudaraan umat. 
Kelompok santri memiliki hubungan yang kuat dengan para 
pemimpin agama seperti kiyai dan haji yakni tokoh yang men-
jadi pemimpin yang menyatukan umat Islam.

Sebaliknya, peranan institusi yang serupa dengan masjid 
dan musola (surau) tidak wujud dalam kalangan abangan. 
Kelompok abangan ragu-ragu untuk berkumpul di surau dan 
masjid karena mereka percaya bahwa surau atau masjid han-
ya untuk golongan santri. Kelompok abangan tidak memiliki 
semangat perpaduan berdasarkan nilai bersama seperti Islam 
yang dengan sendirinya tidak mempunyai apa-apa doktrin 
politik atau landasan ideologi yang dapat dijadikan tujuan 
bersama. Kejawen (pandangan hidup orang Jawa yang bersi-
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fat mistik) sebagai tiang sistem kepercayaan abangan tidak 
menyediakan doktrin dan platform tersebut. 

Dari tinjauan antropologi, faktor jenis kelamin cukup kuat 
untuk menjadi variabel yang berpengaruh terhadap keputusan 
pemilih dalam memilih kandidat kepala daerah. Dalam mas-
yarakat patriarki, pemimpin ditentukan berdasarkan jenis ke-
lamin yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wan-
ita. Hal ini juga diperkuat oleh pelbagai ajaran agama yang 
pendukung anggapan ini meskipun pandangan ini tidak lagi 
sekuat dulu memandangkan masyarakat sudah berubah sei-
ring dengan perubahan waktu dan terdapat banyak bukti di 
pelbagai daerah bahwa pemimpin wanita juga boleh memimp-
in selayaknya. Seterusnya kita akan melihat sama ada jenis ke-
lamin menjadi pegangan kepada pemilih dalam menentukan 
pilihannya

Hal yang berbeda mungkin berlaku terhadap pemilih 
wanita. Terdapat keadaan khusus, di negara-negara sedang 
berkembang, misalnya, golongan wanita dipinggirkan dalam 
bidang politik dan masyarakat umum.  Hal ini disebabkan bu-
daya feodal-patriarki yang masih kuat, yang menempatkan 
kedudukan wanita dalam alam rumah tangga semata-mata 
atau sebagai wakil laki-laki karena kodratnya sebagai seo-
rang wanita. Persamaan jenis kelamin wanita  akan membuat 
pemilih lebih memilih kandidat kepala daerah wanita dengan 
asumsi bahwa kaum wanita yang paling memahami dan dapat 
memperjuangkan kepentingan wanita. 

Hal ini juga banyak diajarkan oleh sebahagian intelektu-
al  beraliran feminim  yang menuntut persamaan hak antara la-
ki-laki dengan wanita. Walaupun demikian, pandangan seper-
ti di atas juga banyak ditentang, baik dari kalangan masyarakat 
maupun dari golongan intelektual itu sendiri. Ini karena jenis 
kelamin bukanlah faktor mutlak dalam menentukan kepekaan 
seseorang dalam persoalan diskriminasi gender.

Persamaan jenis kelamin wanita yang boleh menjaga 
kepentingan wanita bukanlah alasan utama yang mendorong 
pemilih wanita memilih kandidat tersebut.  Persepsi ini wajar, 
karena persoalan diskriminasi terhadap wanita sebenarnya bu-
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kanlah disebabkan perbedaan jenis kelamin tetapi masalahdari 
persoalan sosial, ekonomi dan politik yang kompleks. Baik 
kandidat wanita maupun laki-laki, kedua-duanya berupaya 
untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan perem-
puan tersebut.    

Pemilih perempuan memiliki strategi istimewa dalam 
mendapatkan suara yang banyak. Mereka boleh mengolah 
masalah khas menjadi isu politik karena jumlah pemilih wani-
ta lebih 50 persen dari jumlah populasi pemilih. Kaum wanita 
turut memberikan sumbangan besar dalam proses pemban-
gunan. Mereka menjadi tenaga kerja terbesar dalam industri 
pembuatan yang berorientasi eksport.

Indonesia merupakan negara yang berpegang pada fa-
ham demokrasi. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan 
demokrasi, Indonesia mengakui hak-hak warga negaranya 
termasuk hak wanita dalam politik. Indonesia telah member-
ikan ruang yang cukup banyak berhubung dengan isu wan-
ita dalam bidang politik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia 
memberikan perhatian yang cukup kepada golongan wan-
ita. Terdapat hari khusus bagi kalangan wanita seperti hari 
Ibu, ada Menteri khusus peranan wanita hingga terwujud 
undang-undang yang memelihara golongan wanita seperti 
Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-
Undang Pencegahan dan Perlidungan terhadap Perdagangan 
Anak dan Perempuan.

Jika dilihat dalam konteks politik, sebenarnya kaum wan-
ita sudah terlibat secara langsung dalam proses pembuatan 
keputusan politik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengli-
batan kaum wanita dalam pemilu secara langsung. Namun 
jika diamati penglibatan wanita dalam organisasi politik dan 
pemerintah, penglibatan kaum ini masih  dominan bukan 
saja di Indonesia tetapi juga  di negara-negara seperti  China, 
Korea Selatan, Laos, Turkmenistan, dan Vietnam dengan han-
ya memiliki 20-26% wakil perempuan di Parlemena [Soeseno, 
2002].

Hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia, hak 
demokratik yang bersifat proporsional bagi kaum perempuan, 
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sama ada hak untuk memilih (right to vote) maupun hak untuk 
dipilih dalam pemilu (right to stand for election), dalam bentuk 
yang terjamin serta penglibatan penuh wanita dalam bidang 
politik masih belum cukup signifikan.

Menurut Vina Salviana (2006) dalam Prasetyo (2007), tinda-
kan pendukung (affirmative action) merupakan faktor yang di-
anggap sebagai satu strategi bagi mempromosi wanita sebagai 
pembuat keputusan, selain faktor-faktor lain yang berkaitan 
dengan sistem pemilu, peranan organisasi partai-partai politik 
serta penerimaan dari segi budaya. 

Hal seterusnya yang perlu dilakukan oleh kaum wanita 
setelah mendapat dukungan dari pemilih perempuan untuk 
berpolitik secara rasmi ialah dengan membuktikan peranann-
ya. Peranan politik wanita dalam struktur politik formal ada-
lah seperti berikut: 

Pertama, anggota partai politik wanita perlu menjalin ker-
jasama dengan organisasi-organisasi yang mengkaji masalah 
wanita serta para penggiat aktivis wanita. Hasil kajian organ-
isasi tersebut boleh membantu ahli politik wanita membuat 
keputusan. Hal ini penting, karena selama ini banyak dasar 
yang tidak sesuai dengan keperluan kelompok sasaran dise-
babkan kegagalan anggota partai politik memahami informasi 
yang diperlukan. 

Kedua, mewujudkan otonomi politik dalam proses pem-
buatan keputusan politik. Selama ini otonomi politik kaum 
wanita sulit didapati. Kita perlukan kaum wanita yang ber-
politik dengan  prinsip yang kukuh tanpa dibayangi kaum la-
ki-laki ataupun partai politiknya.. Emansipasi dalam bidang 
politik  dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat.

Ketiga, dalam  memainkan  peranan politik formalnya, ahli 
politik wanita harus menjaga kasetaraannya dengan kaum la-
ki-laki. Peluang untuk berpolitik secara formal bagi kaum wan-
ita merupakan suatu bentuk penglibatan politik yang wajar. 
Hakikatnya kelangsungan hidup politik bangsa turut memer-
lukan peranan wanita sama ada sebagai subjek ataupun objek. 
(Pujiyono, 2004) 
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Hal yang sama turut dikemukakan oleh Mariana Amiruddin 
dalam  Prabawati (2004). Paling kurang pun terdapat empat 
strategi dan tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan 
peranan dan penglibatan kaum wanita dalam bidang politik 
umum. 

Pertama, strategi dan tindakan politik terhadap negara. Di 
Indonesia terangkum pada lembaga-lembaga negara, parlem-
en dan partai politik. Lembaga-lembaga negara dalam hal ini 
adalah pihak pemerintah dan birokrasi yang merupakan insti-
tusi yang berkuasa dalam mendapatkan penglibatan dan dan 
perwakilan kaum wanita dalam dunia politik.   

Kedua, strategi dan tindakan terhadap masyarakat. 
Masyarakat di sini meliputi keluarga, komuniti, badan pendi-
dikan dan keagamaan, organisasi sosial, serta kelompok bu-
daya. Strategi dan tindakan di sini dilaksanakan sosialisasi 
tentang perihal pentingnya penglibatan dan perwakilan kaum 
wanita dalam politik. 

Ketiga, membuat jaringan aktivis wanita yang ada dalam 
struktur perundangan, eksekutif serta kehakiman. Jaringan 
yang kukuh pada hari ini termasuklah Kaukus Politik 
Perempuan Indonesia [KPPI]. Organisasi ini menampung ak-
tivis wanita dari pelbagai partai politik [tetapi mereka tidak 
mewakili partai dan tidak bergantung terhadap atribut par-
tai politik masing-masing]. Organisasi ini berjuang untuk 
meningkatkan penglibatan dan perwakilan kaum wanita da-
lam politik. Sebagai anggota partai, kaum wanita berpeluang 
untuk melobi partai politik masing-masing bagi meningkatkan 
penglibatan dan perwakilan kaum wanita dalam arena politik. 

Keempat, gabungan gerakan wanita di Indonesia. Selama 
ini gerakan wanita seering berpecah-pecah khususnya antara 
aktivis wanita karena aliran-aliran yang mempengaruhi pola 
gerakan mereka. Hal ini membuat gerakan wanita tidak ber-
satu dan terpisah-pisah mengikut kepentingan dan orientasi 
para aktivisnya. Selain itu gerakan kaum wanita di Indonesia 
lebih eksklusif berbanding dengan gerakan-gerakan pro-
demokrasi dari sektor lain. Sudah tiba masanya gerakan wan-
ita di Indonesia menentukan strategi dan tindakan bersama 
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tanpa mengambil kira aliran atau mazhab yang mencorak latar 
belakang setiap aktivis maupun pertubuhan wanita.  

Struktur budaya yang bersifat patriarki serta keadaan so-
sial politik sedia ada dilihat belum lagi pendukung sepenuhn-
ya usaha kaum wanita untuk tampil bersaing maju. Sedangkan 
hakikatnya dalam kebanyakan bidang, jumlah kaum wanita 
lebih tinggi berbanding laki-laki yakni sebanyak  52% mengi-
kut data BPPS 2000. Implikasi data ini menunjukkan bahwa 
jumlah pemilih perempuan akan terus meningkat jauh lebih 
daripada kaum laki-laki.  

Peranan politik kaum wanita masih belum kuat. Fakta 
menunjukkan bahwa pada pemilu 1999 ini saja tingkat per-
wakilan kaum wanita secara kuantitatif di DPR-RI hanya men-
capai 9,% lebih kecil berbanding pemilu 1997 yang mencapai 
kira-kira 11%. Perwakilan ini baru dilihat pada tahap kuantiti 
dan belum lagi pada tahap kualitas. Kalau dari segi kuantiti, 
kaum wanita masih belum cukup diwakili, bagaimana pula 
dari segi kualitas. Sedangkan hampir 51% daripada jumlah 
khalayak pemilih dalam setiap pemilu terdiri dari kaum wan-
ita dan hal ini sangat ironi karena dari jumlah yang besar ini 
wanita hanya mewakili 9% saja. [laily Khainur, 2004]

Halangan utama yang membataskan langkah wanita da-
lam arena politik ialah cara laki-laki dan wanita memandang 
dan memperlakukan kaum wanita. Budaya patriarki dalam ka-
langan masyarakat mengawal dan mendominasi kehidupan. 
Malah dalam lingkungan sosial paling minimun seperti kel-
uarga, suara kaum laki-laki lebih dominan, apa lagi di ting-
kat pedesaan. Alhasil kaum wanita yang kuat semangat ma-
sih dilihat sebagai kaum yang lemah, tidak memberi manfaat 
dan masih terkongkong secara turun temurun. Kaum wanita 
dilihat sebagai golongan kelas kedua yang seharusnya duduk 
diam dan ‘disenandungkan’ dengan konsumerisme serta hido-
nisme dalam cengkaman kapitalisme. 

Kaum wanita yang lemah tidak sewajarnya berjuang da-
lam dunia politik yang sarat dengan kekerasan dan kekasaran 
permainan kuasa. Kaum wanita dinilai sebagai tidak berupaya 
memimpin dan membuat dasar karena mereka dilihat sebagai 
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begitu emosional dan tidak bersikap rasional. Persepsi negatif 
ini dikaitkan dengan kaum wanita sehingga kaum wanita dan 
kaum laki-laki sering melihat imej wanita sebagai kaum yang 
lemah.  

Budaya patriaki menilai wanita dengan mitos tidak muna-
sabah begini. Hakikatnya kaum wanita mempunyai otonomi 
mutlak ke atas dirinya. Sebagai manusia yang kedudukan  
yang setara untuk memimpin di muka bumi ini, kaum wani-
ta berhak dan mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai 
warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.

Realitasnya, ketimpangan kaum wanita dan kaum laki-la-
ki amat jelas dalam masyarakat di Indonesia. Dalam struktur 
keluarga yaitu unit terkecil, umpamanya, apa-apa keputusan 
penting masih dibuat oleh bapa yang bertindak sebagai simbol 
kepala keluarga. Budaya yang sudah meresap ke dalam mas-
yarakat tidak boleh ditentang atau diubah serta merta dengan 
cara menolak budaya yang sudah lama dominan. Perbincangan 
keluarga masih perlu dilakukan. 

Selain persamaan jenis kelamin, faktor lain yang seringkali 
menjadi rujukan pemilih dalam menentukan pilihannya ter-
hadap kandidat kepala daerah ialah persamaan suku. Secara 
sosiologi, persamaan suku merupakan faktor yang membuat 
masyarakat terikat kuat dan faktor yang mewujudkan rasa 
perpaduan yang tinggi hingga ada masanya menyebabkan 
perpaduan yang tidak rasional.

6.3. Perilaku Pemilih Orientasi Karakter Tokoh
Hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembicaraan per-

ilaku pemilih ialah berkenaan dengan isu yang mempengaruhi 
fikiran pemilih. Isu-isu ini sering dilontarkan kepada kepala 
daerah. Tekanan politik terhadap tokoh-tokoh dan partai ter-
tentu pada masa silam dapat mewujudkan rasa simpati se-
bahagian pemilih. Penderitaan terhadap ketidakadilan oleh 
rezim yang berkuasa pada masa lampau menjadi simbol pen-
deritaan sebahagian pemilih, sehingga pemilih tersebut akan 
mengindentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh atau organ-
isasi yang menjadi korban.
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Gerakan reformasi merupakan peristiwa yang menjadi 
perhatian sebahagian masyarakat. Oleh karena itu, sumban-
gan dan keterkaitan tokoh-tokoh dan organisasi tertentu pada 
zaman gerakan reformasi jelas mempengaruh perilaku pemi-
lih.

Tokoh gerakan reformasi dan partai yang dilihat sebagai 
memberi sumbangan besar dalam peristiwa reformasi lazim-
nya didukung oleh sebahagian pemilih yang proreformasi. 
Tokoh-tokoh dan organisasi yang dilihat sebagai menentang 
dan menghalang gerakan reformasi tidak mendapat solongan 
dari pemilih yang proreformasi. Perilaku sebaliknya pula di-
tonjolkan oleh sebahagian pemilih yang antireformasi.

Peristiwa-peristiwa yang  bekaitan dengan perilaku pemi-
lih tidak selalu mempunyai jangkauan nasional. Peristiwa-
peristiwa lokal (daerah) tertentu sangat mempengaruhi 
perilaku pemilih pada peringkat lokal. Peristiwa-peristiwa 
tempatan tersebut mempunyai dimensi tertentu yang lazimn-
ya hanya difahami oleh masyarakat setempat dan cirinya ber-
beda dengan  peristiwa  yang berlaku di peringkat nasional.

Kajian yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani (2000) 
merumuskan bahwa faktor ketokohan menjadi sebab utama 
kemenangan tokoh Habibie di Golkar. Hal ini menjelaskan 
mengapa jumlah pemilih Golkar di Sulawesi pada pemilu 
1999 sangat besar (67%) jika dibandingkan daerah-daerah lain. 
Ketokohan Megawati juga berperanan besar  dalam pemer-
olehan pilih PDI Perjuangan. Demikian juga faktor ketokohan 
Amien Rais untuk Partai Amanat Nasional (PAN)  dan Gus 
Dur untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kandidat kepala daerah merupakan kandidat pemimpin 
pemerintah di daerah tempat dia mengadi. Seorang kepala 
daerah juga menjadi pemimpin yang bertanggungjawab terha-
dap seluruh proses administrasi pemerintahan di daerah terse-
but. Seorang pemimpin perlu mempunyai watak tertentu dan 
jenis-jenis kepimpinan yang sesuai bagi menjalankan tugas 
dan fungsinya dengan baik seperti yang diutarakan oleh oleh 
Soemijo, W (1994:22) bahwa ‘seorang pemimpin harus memi-
liki sifat-sifat dan watak yang menunjukkan keunggulan, seh-
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ingga menyebabkan pemimpin tersebut mempunyai pengaruh 
terhadap bawahan’. 

Berhubung dengan penjelasan di atas, maka sifat dan watak 
kepemimpinan harus ada dalam peribadi seseorang kandidat 
kepala daerah. Seseorang kandidat kepala daerah harus memi-
liki syarat-syarat karakter tokoh pemimpin yang sesuai sehing-
ga boleh menjadi contoh terbaik kepada orang bawahan dan 
masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini karena kepala daerah 
perlu berinteraksi dengan orang bawahan dan masyarakatnya 
untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti yang diungkap-
kan oleh Sondang Siagian (1994:2) dalam bukunya Teori dan 
Praktek Kepemimpinan bahwa “seorang pemimpin harus dapat 
menyentuh berbagai kehidupan cara manusia, seperti cara 
hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat dan 
bahkan bernegara.” 

Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung 
ialah ia membolehkan para pemilih mengetahui dengan jelas 
karakter perbagai kandidat kepala daerah yang akan dipi-
lihnya. Dalam teori rasionalitastas, ada dua bentuk penilaian 
yang boleh dilakukan oleh  para pemilih semasa menilai para 
kandidatyang akan dipilihnya. Pemilih boleh melakukan pe-
nilaian instrumental dan penilaian kualitas simbol terhadap 
setiap kandidat. Penilaian kualitas instrumental merupakan 
penilaian pemilih terhadap usaha kandidat untuk memenuhi 
harapan pemilih mesipun harapan ini tidak disuarakan oleh 
pemilih. Penilaian terhadap kualitas simbol dilakukan dengan 
menilai kualitas peribadi seseorang yang berkait dengan integ-
ritas diri, ketegasan, kejujuran, ketaatan pada norma dan atur-
an, kebaikan, sikap mesra rakyat dan sebagainya.

Penilaian yang lebih mengutamakan aspek intrumental 
merupakan hal yang wajar karena walau apapun proses pemi-
lu, pemilih mengharapkan masa hadapan serta kepentingan 
mereka terbela dan terpelihara. Meskipun demikian, seseo-
rang kandidat kepala daerah harus berhati-hati terhadap per-
ilaku (behavior) sebelum dia masuk bertarung sebagai kandi-
dat dalam pilkada. Hal ini karena lawan-lawan kandidat akan 
berusaha mencari keburukan kandidat dengan tujuan untuk 
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menghancurkan karakter tokoh atau kualitas simbolik seseo-
rang kandidat kepala daerah. Sering kali popularitas seseorang 
kandidat menurun setelah terperangkap dengan skandal yang 
cukup memalukan. 

Hal tersebut belum tentu menjanjikan perubahan orientasi 
pemilih terhadap kandidat yang berkaitan.

Karakter tokoh yang ada pada watak seseorang kandidat 
kepala daerah bukan saja dicitra oleh usaha dan integritas mer-
eka tetapi juga dipengaruhi oleh kredibilitas mereka atau apa-
apa yang kandidat lakukan sebelum waktu pemilihan. Namun 
begitu, dalam menentukan pilihan mereka, pemilih lebih mem-
beratkan masa depan atau hasil yaitu sama ada proses pilkada 
tersebut akan melahirkan seseorang kepala daerah yang be-
rupaya membawa masyarakat ke jalan yang lebih baik atau 
tidak.  

Perlu diketahui bahwa karakter tokoh muncul bukan 
dari sebab tetapi hasil dari interaksi sosial. Soemijo, W da-
lam bukunya Pemimpin dan Kemimpinan, menegaskan bahwa 
’’Kepemimpinan sebagai suatu hasil proses sosial, merupa-
kan hubungan antar peribadi, dimana pihak lain melakukan 
penyesuaian.”

Kepemimpinan bukanlah satu sebab tetapi sebagai satu 
akibat atau hasil daripada perilaku kelompok karena kepemi-
mpinan timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri’’ 
(Soemijo, 1994 ; 2). Perbincangan di atas menunjukkan bahwa 
karakter plin-plan, tidak konsisten dan munafik lahir dari suatu 
interaksi antara masyarakat. Oleh karena pemimpin lahir dari 
proses interaksi dalam masyarakat, maka perubahan-perubah-
an yang dialami oleh karakter tersebut berlaku dengan adanya 
perubahan pola interaksi antara pemimpin dengan yang dip-
impin. Yang termasuk dalam pola interaksi yang dimaksud-
kan ialah meningkatkan mekanisme kontrol (check and balance), 
membuka ruang aspirasi dan kritikan seluas-luasnya, mewu-
judkan komunikasi yang efektif  dan membangunkan pengli-
batan secara aktif masyarakat dalam proses pentadbiran. 
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6.4. Perilaku pemilih Orientasi Keakraban Hubungan
Paul F. Lazarsfeld dalam bukunya The People’s Choice. How 

thee Voter Makasus Up His Mind in a Presoidential Campaign 
menyebut bahwa seseorang pemilih hidup dalam konteks ter-
tentu, yaitu status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, 
pekerjaannya dan usianya. Konteks ini ditakrif sebagai ling-
karan sosial yang mempengaruhi keputusan pemilih. Setiap 
lingkaran sosial memiliki normanya tersendiri yaitu ketaatan 
pemilih  terhadap norma-norma tersebut akan menghasilkan 
integrasi pemilih terhadap lingkaran sosialnya.

Setiap pemilih hidup dalam suatu kelompok-kelompok so-
sial yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam pendekatan sosi-
ologis ada dijelaskan bahwa ciri-ciri dan pengelompokan sosial 
merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan 
suara pemilih [voting].  Dan Nimmo dalam bukunya Komunikasi 
Politik Komunikator, Pesan dan Media [1993] adalah pengalaman 
kelompok. 

Dari dua uraian di atas dapat dirumuskan bahwa keputu-
san seseorang pemilih terhadap kandidat kepala daerah yang 
akan dipilihnya bebas sepenuhnya atau bebas dari kelompok 
sosial tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ada be-
berapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan yang 
diambil oleh pemilih. Selain dari pengaruh kelompok sosial 
yang membataskan dirinya, keputusan seseorang pemilih 
turut dipengaruhi oleh isu kampanye setiap kandidat kepala 
daerah apakah pesan (janji) kampanye tersebut sampai dan 
menjadi pertimbangan pemilih. 

Peranan media khalayak dalam membentuk pandangan 
umum juga mempengaruhi keputusan yang diambil oleh 
pemilih. Selain faktor di luar individu, keputusan pemilih da-
lam membuat pilihannya juga turut dipengaruhi oleh tahap 
penghayatan dan pemilih dalam memahami serta memilih 
nilai dan janji-janji kampanye yang diterima dalam dirinya. 

Sewaktu memutuskan pilihnya, seseorang pemilih melaku-
kan proses identifikasi yaitu kandidat yang mana yang paling 
akrab dengan identitas sosialnya baik sebagai individu atau se-
bagai kelompok. Semakin erat hubungan antara pemilih den-
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gan kandidat kepala daerah, semakin besar peluang pemilih 
memilih kandidat kepala daerah tersebut. 

Onong Uchjana (1992) menegaskan bahwa  “komunikasi 
adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepa-
da orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku 
baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui me-
dia”. Dan Nimmo (1989) pula menyatakan bahwa “komunikasi 
bukan sekadar penerusan informasi dari satu sumber kepada 
publik; ia lebih mudah difahami sebagai penciptaan kembali 
gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk 
dengan simbol, slogan atau tema pokok”.

Dari petikan-petikan di atas, dapat dilihat bahwa komu-
nikasi merupakan faktor utama bagi kandidat kepala daerah 
bagi membentuk perspesi dan meyakinkan seorang pemilih 
untuk memilihnya. Bagi pemilih pula, komunikasi merupa-
kan satu wahana yang membolehkan mereka mengenal dan 
menilai kandidat kepala derah dengan lebih mendalam lagi. 
Tanpa ada komunikasi yang baik, keakraban komunikasi tidak 
akan bermakna. 

Yang berlaku selama ini ialah proses komunikasi antara 
kandidat kepala daerah dengan pemilih tidak berjalan dengan 
baik. Interaksi antara kandidat kepala daerah dengan mas-
yarakat hanya berlaku semasa kampanye berlangsung saja 
dengan ruang waktu yang sempit dan ruang berkomunikasi 
yang terbatas. Malah yang sering berlaku juga ialah kandi-
dat kepala daerah hanya sekadar menyampaikan pesan tanpa 
melakukan usaha untuk mendapatkan respon balik (feedback) 
dari pemilih.   

Faktor keakraban secara sosial antara kandidat kepala daer-
ah dengan pemilih bukan satu jaminan bahwa pemilih memi-
lih kandidat tersebut secara otomatis apatah lagi jika kandidat 
tersebut kurang aktif dalam mewujudkan komunikasi dengan 
khalayak pemilih. 

Keakraban sosial juga dapat dilihat dari keakraban hubun-
gan berdasarkan keberhasilan pemilih dan keluarga pemilih 
dengan keberhasilan  salah seorang kandidat kepala daerah.     

Para pemilih lebih arif tentang kelemahan mereka yang 
mempunyai keberhasilan yang sama dengan mereka dan hal 
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ini menyebabkan mereka pesimis bahwa kandidat yang mem-
punyai keberhasilan  yang sama dengan mereka boleh memi-
mpin dengan baik. 

Pendekatan Psikososial melihat pandangan pemilih di atas 
berkait rapat dengan pengalaman keberhasilan pemilih yang 
kurang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang ku-
rang menyenangkan ini akan diinternalisasi menjadi sesuatu 
hal yang buruk. Pengalaman buruk ini akan digeneralisasi 
dan dikaitkan dalam bentuk kehidupan sosial mereka. Semasa 
pemilih bertindak sebagai pemilih, pengalaman masa lalu 
akan menjadi rujukan pemilih dalam menentukan pilihannya.  
Pengalaman masa lalu pemilih sedikit banyak menjadi varia-
bel dalam menentukan pilihannya terhadap salah seorang kan-
didat. 

Selain itu terdapat juga faktor situasi yakni faktor peris-
tiwa-peristiwa sosial yang mempengaruhi persepsi pemilih 
seperti kasus korupsi atau sogokan yang dilalui oleh kepala 
daerah, dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kepala daerah 
yang merugikan dirinya dan sebagainya. Faktor situasi men-
jadi variabel yang mempengaruhi orientasi  pemilih dalam 
menentukan pilihannya,  terutama sekali apabila pemilih ber-
hadapan dengan situasi sama ada untuk memilih semula kan-
didat kepala daerah yang pernah memegang jabatan ini atau 
kandidatyang baru. 

Hal yang mempengaruhi pemilih dalam mengubah pili-
han politiknya dapat dianilisis melalui pendekatan struktural 
dan psikologi. Secara struktural, mobilitas struktur sosial yang 
dialami oleh pemilih memberi dampak kepada pola perilaku 
pemilih yang kemungkinan besar akan mengubah pilihannya. 
Ini karena  struktur sosial yang baru akan membuat pemilih 
akan memilih kandidat kepala daerah yang dapat mewujud-
kan aspirasinya berdasarkan kepentingan struktur sosial yang 
baru dari pemilih.

Secara psikologi, perubahan situasi sosial yang ditafsirkan 
oleh pemilih akan mengubah pilihan pemilih. Ini termasuk-
lah tafsiran pemilih terhadap praktis pemimpin kepala daerah 
lama yang kurang memuaskan pemilih. 
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Menurut V.O Key dalam bukunya The Responsible electorate, 
Rationality in Kepala Daerahtial Voting 1936-1960, setiap pemilih 
menepatkan pilihannya secara perspektif yaitu dengan menilai 
prestasi partai politik dalam kiprahnya selama ini sudah cukup 
baik untuk dirinya dan negaranya atau sebaliknya. Penilaian 
ini turut dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah pada 
masa yang lalu. Apabila hasil penilaian prestasi pemimpin 
yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pemimpin se-
belumnya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila 
hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak 
akan dipilih lagi.

Dalam konteks yang dialami oleh pemilih di atas, sebe-
narnya pemilih mau adanya perubahan karena perubahan-pe-
rubahan struktur sosial yang dialami oleh pemilih serta tingkat 
kepuasan terhadap kepemimpinan kepala daerah yang lama  
agak rendah. Namun begitu pemilih tidak mempunyai infor-
masi yang mencukupi tentang profil kandidat kepala daer-
ah yang baru  dan kekurangan ini tidak boleh membantunya 
membuat keputusan. Hal ini juga boleh menyebabkan pemilih 
tidak menggunakan hak pemilihannya. 

Kandidat incumbent dapat dikenal pasti dengan mudah 
oleh pemilih karena faktor keakraban sosial selama ini semen-
jak kandidat memegang  tanggungjawab sebagai kepala daer-
ah. Hal ini  berlaku secara relatif terhadap kandidatbaru kare-
na kandidat baru boleh dikenal pasti dengan mudah jika beliau 
pernah dikenal sebelum ini oleh pemilih atau kandidat baru 
ini mungkin kurang dikenali karena beliau belum lagi akrab 
dengan pemilih sama ada dari segi biologi, sosiologi, ataupun 
politik.  

Kandidat incumbent akan kembali terpilih jika selama masa 
pemerintahannya dilihat memberi kepuasan kepada para 
pemilih. Namun sekiranya kepuasan tersebut kurang, besar 
kemungkinan kandidat lama ini tidak akan terpilih kembali. 
Dalam masyarakat dinamis yang mobilitas sosial dan hetero-
gennya tinggi,  ada kemungkinan perilaku pemilihnya beru-
bah-ubah. Hal ini karena masyarakat seperti ini berharap hal-
hal baru dalam kehidupan sosial mereka. 
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Hal ini berlawanan dengan perilaku pemilih dalam mas-
yarakat yang homogen dan lebih tertutup. Keakraban hubun-
gan sering menjadi pegangan utama mereka dalam menentu-
kan pilihan. Menurut Paul F. Lazarsfeld, ‘‘seorang pemilih yang 
hidup dalam lingkaran sosial tertentu yang memiliki seperang-
kat aturan dan norma, dikontrol oleh lingkaran sosial tersebut 
dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menye-
suaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup 
dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkaran sosialn-
ya’’ (Lazarsfeld, The People’s Choice. How thee Voter Makasus Up 
His Mind in a Presoidential Campaign .148). 

Justru, seseorang pemilih dalam masyarakat tertutup lebih 
cenderung untuk memilih kandidat kepala daerah yang mem-
punyai hubungan sosial maupun emosional dengan dirinya.

Pemilih yang memilih tidak setuju menyatakan keakraban 
emosi dengan kepala daerah penting karena ini akan memu-
dahkan kepala daerah menyerap aspirasi mereka dan juga 
memudahkan pemilih untuk mengawal kandidat dan menin-
gatkan kandidat akan aspirasi pemilih. Penglibatan dalam 
proses pilkada penting karena proses ini akan menentukan 
siapa yang akan menjadi kepala dalam masa pemerintahan se-
terusnya pemilih akan terus menggunakan hak mereka walau-
pun tidak ada kandidat kepala daerah mempunyai keakraban 
hubungan secara emosi denan pemilih. 

Perbincangan di atas jelas menunjukkan bahwa pemilih 
mengaitkan dirinya ke dalam lingkungan sosialnya dengan 
begitu erat hingga pilihan yang dibuat akan didasarkan pada 
keakraban hubungan yang sudah terjalin, baik secara sosial 
maupun secara emosional. Kajian empiris yang mendalam 
yang dibuat oleh Barelson et al. (1954) membuktikan bahwa seti-
ap orang berusaha untuk mempertahankan homogen lingkun-
gan sosialnya bagi mengelak konflik. Para peneliti ini berpan-
dangan bahwa mereka mendapati bahwa individu memilih 
kandidat yang merasal dari rteman-teman pemilih  dengan 
pandangan politik yang  sama.

Masalahnya ialah kandidat yang diunggulkan akan dikait-
kan dengan titik tolak pandangan tertentu yang dirasakan 
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sesuai. Salah satu daripada titik pandangan ini ialah faktor 
keakraban emosil, manakala informasi politik hanya diteri-
ma secara selektif untuk memastikan keharmonisan yang ada 
tetap terpelihara.

Dalam konteks penglibatan pemilu pula,  pemilih juga 
boleh berperanan aktif dalam menentukan identifikasi dan 
interpretasi terhadap setiap kandidat. Dalam pendekatan psi-
kologi, pemilih boleh menentukan pemilihannya dengan me-
nilai peribadi kandidat yang ada serta situasi sosial yang se-
dang berkembang. Jika pemilih masih tidak menemui rujukan 
kandidat yang dilihat sebagai mewakili dirinya dan lingkun-
gannya, pemilih mungkin akan menggunakan hak pilih untuk 
memilih salah satu kandidat yang ada.

Tahap ppartisipasi pemilih dalam suatu proses pemilihan 
seperti pilkada akan menjadi lebih tinggi berbanding pemilihan 
presiden. Hal ini disebabkan faktor-faktor keakraban sosiologi 
dan politik antara  pemilih dengan kandidat kepala daerah, 
ataupun semasa kandidat terpilih menjadi kepala daerah.  Ini 
menyebabkan rangsangan politik bagi pemilih untuk memilih 
jauh lebih mendalam.

Hal ini mengukuhkan penjelasan sebelumnya yaitu kepu-
tusan pemilih untuk mennggunakan hak pilihannya bukan saja 
karena pemilih mengetahui salah satu kandidat yang ada tetapi 
juga karena pengaruh lingkungan sosial pemilih. Hal ini seja-
jar dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dari Columbian 
School, yang menyatakan bahwa perilaku pemilu seseorang 
cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan so-
sial  individu tersebut. Pengaruh terbesar datang dari keluarga 
dan lingkungan teman rapat individu berkenaan. 

Mengikuti peneliti dalam kajian ini, sebelum pemilu diada-
kan, setiap anggota terikat dengan predisposisi kelompoknya. 
Selain itu, memilih dalam pemilu juga pada asasnya merupa-
kan satu  pengalaman kelompok (”voting is essentially a group ex-
perience”), hinggakan pengaruh kelompok setempat juga boleh 
menyumbang kepada penglibatan pemilih dalam pilkada.  

Selain dari itu, keengganan pemilih untuk memilih seseo-
rang kandidat sebenarnya juga merupakan satu bentuk protes 
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kelompok masyarakat terhadap sistem yang sedang dilaksana. 
Reaksi protes dengan tidak menggunakan hak pilih menunjuk-
kan bahwa kelompok masyarakat tersebut sedang mendelegiti-
masi sistem yang berlaku. Ini bermakna bahwa walaupun tiada 
banyak informasi  tentang seseorang kandidat kepala daerah, 
namun hal ini bukanlah faktor yang utama yang menyebabkan 
pemilih tidak memilih kandidattersebut. 
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